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ABSTRAK

Parial Bulan Bintang (PBB) adalah parlai [slam. Sebagai partal Islarm, PRB melandaskan
perfuangan pada sjsren-gjaran [siam yang universal dast bersifat “rofumaias B alamin’ yaitu
eahmat bagi seluruh slam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an : Universelisme ajaran Istim,
terufama {entang asas keadilan, kejujumn, kebenaran, pemiliekan kepada kaum lemeh dan
tertindas, penghormatan terhadap harkat dan mattebat manusia apapun agama yang mereka peluk,
adalah asas perjuangan PEB. Segenap wargs PBB wajib menjunjung tinggi skhizk yang mulia,
wajib menjunfung tingg! norma-norma etk Islam yang universal, Politik adalah bagian dari
dakwah untuk mengaiak manusia ke arsh kebajikan dan menolak kemungkaran, Tidak ada pihak
yaag dirugikan dengan prinsip-prinsip ini,

PBB dibangun dengan suaty cita-cita dan teleh melctakkan Istem sebagal asas deri pada
purtai inl. PBB menpunyai program yaitu ingin menegakkan syariat Blars | ini adalaf prinsip dan
pendirian partsl, Tujuan PBE adalah mewujodkas masyarakat yang betiman, bertagwa adil dan
makmur yang diridhai oleh Allah SWT, Hal yang sama juga terdapat pada tujusn Masyurmd, Maka
dari perumusan «If atas, partai hendsk befalan di ates siarsn dan hukwn Islam. PBB aken
memperjuangken sjwran dan hukum Islam. Sepenap warga partai hendak melakukan jilad
perjuangan pekeriaan bersungguh-sungguh hendak menegakkan Islam dalam dirinya, mesysrakst
dun negara, menuju keridhaan zhi

PBE memang memperiuangkan tegakuya syari’at Islam dafam kehidupan bermasys rakat,
berbangss dan bernepara. Kita menjunjung Hnggi kemajemukan masyarakat Indenesia. Byariat
Istlam dalam arti pribadatan seperti shalst, busss dan haji, dapat dilaksaneken menurut Islam
sefuas-iuasnya, tanpa sedikilpun kewenangan negara untuk mencampuri alay menghalanginys, Di
bidang hukum privat Kila telap menghwrgal adanya kemajermukan hukum, sesual dengan
kemafernukan masyarakat kita ini, yaitu prinsip-prinsip islam. Syariat Istam dalam kehidupan
pribadi dar keluarga seperti perkawinan dan kewsrisan difamin untek difaksanakan bagl omat
Islam, sebagainana umat bersgama lain juge tunduk kepada ketentuan-ketentiian agama mereka,
Perkawinan sdalah sah jika ditskukan menurat hukem agamanya masing-masing daa kepercayasn
ity jika diz erang lslam maka sah perkawinannys ity apabila wnduk pada kasdeh-kaedah hukum
Istam. Syariat dajam kehidupan lebih huas yang berkaitan dengan hukum publik, adalah sumber
hukom yang universal, vang dapat ditrassformasikan ke dalam hukum nasional aten peraturan di
duerah-dacrab. Kalay sudah selesal di transformasikan, maka namanyz bukan lagl syariat Islam,
melainkan ik aasional Repobiik Indonesia wtau Peraturan Deersh, atas peraturan lainsys yaog
mervpakasn kokum negara K. '

Dalam negara demokeasi orang boleh mempetjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan
aspirast mereka, Menvent hulkom dan konstitusi, maka berhak dan selisp partel politik untuk
memperjuangkan aspirasi politiknya PRE dalem sidang-sidang MPR yang lale telsh empat kel
melakukan amandemen konstitusi. PBB sebenamya tidak mav mengamendemen UUD 1945
dengan Piagam Jakariy, PBD hanya meountut perchahan pasal 28 dikembaliken kepada rurnusan
awal, bukan pada pembukaan. Teks Piagam lakartz adalah teks Proklamasi yang disispkan.
Namun tidak jadi dibaca dan kemudian teks i dicoret padn tanpgeal 18 Agostus 1945, Khususnya
kats-kata Syariat Islen dijedikan sebapai pembukasn UUD, Fraksi PBB di MPR pada waktu.itu
hanys menginginkan meogsmendemen pesal 29 sesual dengan feks aslinys yeag merupakan
komprami antara golongan Islam dengan golonga kebangsaan, sebelum kita memperoklamsikan
kemerdekaan Indonesia.

Dua kempromi tujuh kats adalah rumusan syarat Presiden yang dinyalakan bahwa
Presiden RI falsh seorang Indonesia asli dan beragams Islam. Pada wakiu itu di MPR, PBB
memperjuangkan agar kata-kata “Ketuhnnan dengan kewajiban menjalankan syaciat Istam bagi
pemeluk-pemeluknya” dikembalikan, Buken hanya gyariat lslam sebagai sumber hukum yang
PBE transformasikan, asas-asas hukm privat, dan hukum kolanial Belanda yang telah diterima
masyarakat, juga konvensi-konvens! internastotial yang telah PBB ratifikasi, semua adalah sumber
hukum, disamping UUD negara Republik Indonesia tahun 1945, Asas dan cita-cita porjvengan
PBB scjalan dengan kemajemekan bangsa Indonests. Tidak perdu umat Islam menjslankan
perintsh agamanya itu karena diperinish oleh konstitusi. Telapi meskipun PBB tdak berhasil
memgperjusngkannya, nemun kita tetap berkenyakinen kembuli atau tidak kembali tujub kata fiu
adalah kewajiban kila umsat Islam untuk mempetjuangkan ases-asasuya, syarlat ftu berlaku dalam
masyatakat bangse dan negara Republik Indosesls.
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BAB1
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Masalah

Berdirinys partai-partai politik di Indonesia pada awal reformasi cukup
beragam karckteristiknya. Hal ini mengingat kemajemukan masyarakal dan
bangsa Indonesia yang plural. Tak terkecvali umat Islam tampil mendirikan pariai
politik yang mengusung identitas “bendera” Islam. Adanya keinginan bersama di
kalangan vmat Islam untuk membentuk partai politik Islam mendapat angin segar
sewelah kelvarnys Maklumar Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yung beris
anjuran uniuk mendivikan partai-purtal politik.

Setelah berjatan 32 tahun, masa Orde Baru segera digantikan dengan era
vang disebut “reformasi”. Reformasi ditandai dengan keberhasilan kelompok
reformator yaug melibatkan di dalamnya ribuan mahasiswa dan masyarakal
“menumbangkan” rezim Sacharte, Lengsernya Socharto dari kussi Kepresidenan
RI schagai simbol rezin negara yang hegemonik menuntut perubahan di segala
bidang. Partas Bulan Bintang (PBB) merupaken sata di antara sekian banyak
partai Islam vang labir seiring dengan gerakan reformasi pelitik. Partal Bulan
Bintang disingkat dengan PBB, didinkan dengaso dilandssi niat membangun
bangsa dan negava bagi kepontingan seluroh rakyat Indonesia mapa membedakun
suku, asal-usul keturunan, agama maupun golongan sesuar dengan cila-cita
Prokiamasi 17 Agusius 1945 dengan prinsip Islam “redimetan Ul ‘alamin”, yang

artinya memberikan vabmat kasih sayang bagi selurub alam '

' Yudi Pramuke, Yusril Ihea Mahendra, Szug Binung Comerfung, Jakarta @ Pumys Berdikari
Bangsy, 2000, hlw ; 69
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Pevjuangan untuk menegakkan suatu sistemy yang kuat telab menjadi rrade
mark PRE. PBR mempunyai ciri khas tersendiri, Apabila partai-partai baru lahir,
karcna <orongan politik vang muncul seiring denpan bersenu lahirmya era
reforniasi, maka PRB mempunyai perjalanan sejarab yang lebib panjang di masa
kejayaan politik Orde Baru, Pactai politik Isfam ini tclah dinmulai oleh tokebhi-tokoh
islam terkenal, sepertt Dr. M. Natsir, K.H. Masykur, KCH. Rush Abdul Wahid
den Proll Dr. H. M. Rasjidi dalam satu wadsh yang dinamai dengan Forum
Ukhuwsh Islamiyal (FUI). Forum ini didirikan pada tanggal | Agustus 1989
dalam rangka menyongsong datangnya tanggal | Muharram 1411 H yang
berwpatan dengan {7 Agustus 1989, Pendirisn Forum Umat Islam (FUI) im
bordasarkan atas kepribatinan para pemuka Muslim dan juga para tokoh nastonal
wrsebul, vtas goncurnya  gerakan-gerakan  taashiriyah  (keistenisasi)  dalam
merongrong akidah umat Ielam di Indonesia selama rezim Orde Baru barkuasa.?

Kelahiran PBB muncyl adalah upaya keras davi golongan-golongan Isiam
madernis yang morupakan generasi pewaris dan pendulkung Masyuasai yang terikat
dalam: kemwunitas dakwah, Dewan Dakwahb Islamival Indoncsia (DD} pada
alen 1989, Seiring berjalanpya waktu, angin reformasi mulai berhembus dan
momentum bersejarah ini Kian mempertegub keinginan FUI mntuk melahirkan
partai [slans, FUT int tujuannya adalah sebagai forum dan pada awalnya didirikan
olch DDII dan sebagai Ketus Umum adalah M. Natsir. Setclah melakukan
berbagai pertimbangan yang masak, beberapa tokoh Islam dalam U kemudian
merangkul ormas-ormas Islam yang bertaraf nasional. Ini dimaksudkan untuk

mencapai juan yang lebih besar secara bersama-sama. Scbagian ormas yang

* Semuq dala onlang pembeninkan PRE didssarkan pada buks Hasil Mukeraas | Parai Bulan
Bintang. lakara : DEP BB, 1999

O]
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diajak meuyatakan versctujusnnnya. Mereka menyambui hangat ajakan FUL
Persetujuan dan kerjassma itu mewujudkan Badan Koordinasi Unuat Islam
{BKUI}, pads fanggal 12 Mei 1998,

Jumlah ormas Islam yang menjadi anggota BKUI tercatat sedikitnya 46
ormuas. Mamun, wrdapat 22 ormas Islam yang secara resmi menyatakan bergabung
dengan BKUIL Motivasi daripada ormas — ermas Islant ini mau bergabung dengan
BKUI adalab karcna kepedulian terhadap aqidah. Diantaranya, Dewan Dakwah
Jshamiyah  [ndonesia (DDII), Muhammadiyal {diwakili lembaga Hikmah).
ittthadul Muballighin, Himpunan Mahasiswa [slam (HMI), Korps Alumni HM]
{(KAHMI), syarikat Islam {Siy Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia {ICMI),
Perts, Al Irsyad, Persatuan [slam {Persis), Ag-Syafityah, Badan Kerjasama Pondok
Pesantren Se Indonesia {BKSPPD, Jkatan Magnd Indonesia (JKMI), Gerakan
Pemuda Islam {GP1), Pelajar Islam Indonesia {P1), Kelugrga Besar PIL Serikar
Tani  Islam  Indonesin  (STH), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia
{(BAKOMUBIN), Lembapa Dakwah Kampus, Badan Koordinasi Pemmda dan
Remaja Masjid Indonesis (BKPRMI), Forum Silaturealimyi Habalb, Ulama,
Mubualigh dan iokoh Masyarakal, Persaudaraan Pekerjia Mustim Indonesia
(PPMI). Komite Islaims untuk Solidaritas Dunia Islam (KiSDIY

Partas Bulan Binlang (PBB) adaiah pencrus cita-cita perjuangan Masyumi,
didirikan dengan niat "[zzul Islam wal Muslimin ™ yang artinya babwa kemuliaan
Islam dalam umat Islam, tandas Dr. Anwar Harjono penuh semangat, jury bicara
terakhir Masyanm, pendiri dan sesepuh PBB. Di mata Aswar Harjono, PBB

adalah “darah bary™, partai baru meneruskan ¢itg-cita besar dari yang “lama”,

> Op.eit., him : 68-69
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partai lama (Masyumi). Atau dengan kata lain PBB, ibarat satu sisi dart miata uang
vang sama dengan Masyumi., Menurut Anwar Harjono, PBB ingin dengan darab
baru meneruskan cita-cita besar dari yang lama. "Maka kalau ada yang bertanyd
apakal PBB mierupakan penerus parizi Masyumi, dengan tegas saya jawab: Yai™*
Pernyataan ini mengangdung konsckuensi dari para pendukung PBE agar tidak
terjcbak pada “romantisme scjarah” atau dengan kata lain "mitos lama” semata.
Tapi kehadiran PBB dincbatkat untuk merajut talt spiritnya dar akar sejarah dan
meluruskan kembali tali kekusutan scjarah politik masa lalu sebagai cormin
menghadapi situasi dan zaman baru.

Partai Bulan Bintang {PDB) merupakan paitai Islam yang berpnasip
winmatan wasathan (umat yang pertengaban), seperti vang dikatakan dalam Al-
Quran : “Limal Istam 1w adalah umat pertengehan”. Partai i berstkap moderal
dan membuka pinte yang seluas-luasnya uniuk bekerjasama dengan golongan-
golongan kckualan scrta komponen bangsa yang lain. Partai Bulan Bintang
melandasi prinsip-prinsip perjuangan dengan platform partat ini adalah Keislaman
dan Keindonesiagn.® Keislanian yang dimaksud adalah dengan memegang teguh
agidal Islamiyah dan akan berpelitik berdasarkan  prinsip-prinsip  akhlak
Islamiyah yang bertujuan untuk seluruh masyarakat atsn semua komponen
bangsa.”

Sedangkan Keindonesiaan adalab Islam di negeri ini telah berabad-abad
lamanys, telab berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa kita. Sebab itn, kalau

kita bicarn Islam. kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Sebaliknys kalau

* Pemyatoan Yuseil dalant Yadi Prasuko, Op.cit. hlm : 68

¥ Yusril Ihea Mahendrn, dalam Sobar Sitanggang {ed), Caruiun Krits dun Percikan Pemikivan
Yusrif thea Mahendra. hlm @ 184

“ Yodi Pramuko. Yusrit fizg Mahendra © Song Bintang Cemerfang. Jakarte @ Putera Berdikorl
Hangsa, 2000, blm @ 165
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berbicara bangsa belum tenty akan bicara [slam. Atau dapat juga dikatakan bahwa
Indonesia adalah suafu wilayah fempat umat Islam ity berada, dengan semangal
Islam it dipegjuangkan misi dan cita-citanys, Negara merupakan bagian inlegral
dari Islam.

Masyuni yang mempcerjvangakan Islam secara modern melahd jalan
konstitusional dan parlementer. Prinsip modernisasi Islamy inilab yang akan
diteruskan PEB scbagal partai yang dicita-citakan mewarisi {radist besar politik
Masyurmi, Baik bagi PBB maupun Masyumi, negara Islam dalam konteks formal
atay nmna tidaklah penting, sebab yang lebib penting adaiah bagaimana prinsip-
prinsip Islam tidak tercalisasikan dalam negara, sehinggs secara subtantit negars
Indonesia adalab scsual dengan cita-gita syariat dan hukum Istam, baik bagi
penyelengara negara maupun rakvat yang merjadi anggota negaranya. Masyumi
sehagai partai vang lahir dengan muatan politik agamais {Islam), kental dengan
wawasan yang mwdern, Demikianiah, Masyumi banyak mevahwrkan aspirasi
polilik ummat [stam dalam perjuangan demi sebuah modern nation state.”

Scialan dengan konteks di atas, Dawam Rahardjo® mencatat bahwa Mob.
Natsir tidak lampak mempunyai persoalan dengan demokrasi, dan babkan dalam
kiprali Masyum), demokrasi menjadi budaya. Menurut Dawam, Masyumi
ditukiskag sebagai Partai Islam yung mendukung dan bahkan menganjurkan
konsep mulii party democracy vang merupakas sebuah model yang berlaku o

Hropa Barat hingpa sekarang,”

 Musa Kazhim, Pengantar Daluns § Pariaf Dalon Timbosgan, Op.cit,, him : $9

* Dowam Rahurdjo “Narsise dan Demokrasi” dalom Ponjimas, No. 0471 13-26 November 2002,
bl : 9795

Y Hid, datam wlisan vl Dowam menyehutkan pula balwa Charles Korzman dalam bokunya
ixtan Liberad 0 The Sourcebook {1935), menmsputhon Nuwir kedelom  poltongan Fskes
Lihvred, Dalam eamtan Jmanys, Herbert Feeth & Lance Casdes {08), Pemdbiran Poliik
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Kejayaan Masyumi, baik melalui tokob-tokohnya dalam memimpin negara
pada masa-masa  kabinet  Parlementer  hingge perolehan  spara yang
menempatikannys di parfemen hasil pemilu 1855, juga ide-wde besarnya ientang
cita-cita negara Indonecsia modern secara polittk berakhir sejak dibubarkannya
Masyumi oleh rezim Demokrasi Terpimpin Sockarno. Menurut Daniel Lev,
dirasakan balwa parlai-partar Islam tidak memilik kekuassan untuk mengnasai
negara setelah kejatuban Masyumi.™

D3 awal Orde Bary, dirasakan tidak jauh berbeda bagi mantan pendukung
Masyumi yang biasa disebut keluarga Besar Bulan Bintang “terbelenggu™ hak

potitiknya unluk menghidupkan kembali partai Masyumi.

1. 2 Rumuosan Masualah

Berdasarkan latar belakang berdirinya Partai Bulan Bintang vang lelah
dikemukakan di atas, maka hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah

I. Apakash Parlai Bulan Bintang (PBB} merupakan pencrus cita-cita dar

Partat Masyumi?

(s

Apakah  garis perjuangan Partal Bulan Bistang (PBB) memiliki
kesamuan dengan Partai Masyami?
3. Bagaimanakah Partai Bulan Bintang {PBB} memperjuangkan program

unplementasi syari’at Islam dalam proses demokrasi?

frdonesia, Op.cir. Blo 197-198. Meaguaghaphan bakwa Moh, Nawir, selain sebagai pengifus
duandemengrfis. &, asan {peodini Persis) gourunya di Bandung jugs dipengaruhi oleh pabam
libern) dan Baral, schagaimns joga Sjafroddin Prawirinegars, tokoh Masyumi dalam bidany
gkonomi,

¥ Danicl 8. Lev. Parrai-Pariai Politik i Indonesin Pada Masa Demokraxi Porfementer (1950
195TY dan Bemokrayi Terpimpin (1957-1983) dalern fchlasul Amal {ed} Teori-Teori Mutakhiv
Purnri Politth, (Yogyakara , Thea Wacans Yogya, 1996), him : 148
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f. 3 Tojuan Peaulisan
Tujuan Penulisan ini adalah :
{. Uniuk mengetahui perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan
kelanjutan pencrus cita-cita dari Partai Masyunii.
2. Untuk menjelaskan penerapan demokrasi Partai Bulan Bintang (PBB)
di dalam membaws syariat Islam,
3. Uuntuk mengetahui bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah
partai politik yang mcmilih ideclogi serfa  secara  konsisten

memperjuangkan Amandemen UUD 1945 pasal 29.

1. 4 Ruang Lingkuap Peaclitian

Penelitian sejarah ilmiah memiliki figa batasan, yaitu batasan dari sudut
tematis, spasial dan temporal. Hatasan temalis dari penelitian ini adalah Partai
Bulan Bintang. Fokus ulama penclitian inil adalah PBB yang bergerak dalam
bidang politik dan bertujusn untuk niencapa kekuaszan. Adapun pemulthan
terbadap PBB karena Partai Bulan Bintang mompunyai hubungan kedekatan
dengan partai Masvumi yang merupakan sebuab partai yang konsisten ingin
menjadikan Islam tidak banya niiual semata tefapi juga mengatur semua aspek
kchidupan,

Ajaran-mavan Islam menurut Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan
sebuah sistem pedoman dan tuntuian hidup yang menyclursh dan relevan dengan
keutuhan scrmua aspek hidup dan kehidupan manusia. Olch karena i#tu manusia
dituntut untvk mengarahkan dan menghadapkan seluruh hidupnya  untuk

menegakkan Islam, Pedoman dan tuntunan vang lazim disebut syariat isiam,
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diteladankan olch Rasulullah yang memandu manusia boribadah secara uluh, yaitu
di dalam ibadaly mahdhah (ritus/khasus) dan ghair madhah (muamalab/unmum).
Keteladanan Rasululiah dalam melaksanakan syariat Islam secara ufuh setelah
hijraly ke Madinah, morupakan sunah yang wajth ditkuti umat Islam kapan pun
dun dimuana pun.'' Implemantasi syariat Islam yang disunahkan Rasuluilah di
Madinah dengan menggambarkan system Isfam seperti : spiritual, moral, politik.
hukum, pendidikan, ekonomi, dan sistem sosial,

Batasan spasial yang dipilih di sini adalah dacrah basis Partai Bulan
Bintang. PEB pada Pemilu 1999 terdapat basis suara di Pulau Jawa (Jawa Barat)
dan Banten, di fuar PJawa terdapat di Kalimantan Selatan, Sulawesl Selatan,
NTRB, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, dan Acch
Sccarg historis basis PBB tidak jauh berbeda dengan basis Masyumi. Basis
Masyann dibenivk awalnya sebagai wadah kaderisasi organisssi keagamaan
menjadi Partai politik islam Masyurni, Pembentukan sebagai partai politik dapat
diterina  masyarakat, terutama dikalangan umal islam, karena mendapat
dukungan dari tokeh-tokoh masyarakat dan organisasi Islam. Sepeorti Nahdiatol
Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Delam peralanan selanjutnya, beberapa
organisasi Islam lain bergabung juga kedalam Masyumi, seperti Persatuan Islam
dan Al-Irsyad serta organisasi yang bersifat lokal, seperti Al-Washliyab di Medan
dan Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat {Lombok}."” Organisasi-organisasi
ini menjadikan Masyumi sebagat sarana perjuangan dalant bidang politik.

Scielah dibubarkannyz Partai Masywmni, basis politik Masyumi tersebar

dengan kully santri don golongan Islam pelajar yang berbaluan modernis

[

Tafsir Asag Pariui Julen Bintng, (Jakarta : DPP Porial Bulpn Bintang, 2005) hlm 2 80
2 Oeliar Noer, Parid islam di Pentas Nasional 1945-1965 Qakarta - Grafis, 1987}, him 1 49-50,
iLid, butir, 24.
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terutama di perkotasn, yang telab lama bersosialisasi lewat serangkaian ormas-
ormas Islan yang meniadi basis Masyumi dan organisasi dakwah Islam di DDII
vang tnenanipuog komunitas mantan Masyoumi untuk berkiprah dengan strateg
dskwah Islamiyah {kulturalisasi Islam dari bhentuk asainya Islam politik}
Kegagalan merchebilitasi Masyumi, hingga rckayasa pemerintah  ferhadap
Parmusi dan kemudian ke PP pada masa pererintahan Orde Banu.

Masyumi yang karakiernya banyak diwarnai oleh posisi pendukungnya
berasal dari fuar dan wilayah Islamnya kuat (Sunda) di Jawa Barat,” hal yang
sama juga lerdapst pada massa PBB. Nuansa harmonisast yang dikembangkan dan
dibudidayekan dalam Masyumi turnt diupayakan dzlam PBB kendalipun sebagian
hesar pengurus partal berasal darl sesepuh dan penaschat partat adalah tokob-
tokoh ulama, kyai kharismatik yang tingkat ketokchannya wmumaya cukup
dikenal. Potensi besar inilah yang turut menumbuhkan penyatwan PBB.'

Berdasarkan uralan diatas, lerdapat pengakuan Yusrit balhwa secara
listoris terdapal kaitain crat antara PBB dengan partai Islam Magyunyi yang pernah
jaya di masa silam,' walaupun demilian, PBB bukan merupakan kembalinya
Partat Masyumi dulu, Hal ini mengingatkan ketiadaan Masyumi sebagai partai
Istam vang telah dibubarkan di tahun 1966,

Batasan awal dari penehiian ini tehun 1998  didasarkan pada tshun
tersebut berdivinya Partai Bulan Bintang (PBB). PBB didirikan tepatnya pada hart

Juwmgat, 17 Juli 1998 bertepatan 23 Rabiol Awal 1419 Hijriah, Ikrar pendirian PEB

Kini PPE teholr melakakas prrgbahan puds Mukamarnys Desetnbor 1998, Teretamms dengan
kembalinyg ke simbsl Ka'bah sebagal lawdbung partei duo Ishans sehapai asus politik sesual
awai pendirian PPP hasi fusi tzhun 1873,

B mid bl 133

Dalam Musa Kazhves Opcir, Blm 0 23

Pernyataan Yusril lleza Mabendra, dalim Yudi Pramuke, Op.oit, hlny 66

{
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didukung oleh 22 ormas Islam. Partai Bulan Bintang disingkat dengan nams
PBB. Partai Bulan Bintang pada Muktamar I mesegaskan dirinya sebagai partai
massa dan partai kader."’

Golongan Islam vang selama masa Orde Baru lermarjinalisasi mulai
tamipil sekitar 42 dari 140-an parpol yang berdiri pada masa Presiden B.J. Habibie,
menggunakan asas [slam atau menggunakan simbol-simbal formal Islam atan
memilki konstiluen terbesar davi kaum nushimin, Dard jumlah ity, 20 partal Islam
folos seleksi untuk mengikuti Pemilu §999. Dalam pclaksanaan pemile, PBB
mendapatkan suara dari keseluruhan provinsi i Tndonesia dan suara terbesar
berasal dari Jawa Timur sebanyak 175.516 suara dan jumish suara terkeci] dar
provinsi Irian Jaya vaitu sebanvak 4.621 sugra. Pada Pemilu 1999 wilayah sudah
terbentuk di 26 provinsi. Total jumiah suara PBB adaslah 2.04B970 suaara
105.629,483 pemilib atau Icbih kurang 2,5 % suara di DPR."” Pemilu 1999
mampu meagantarkan 13 orang icgislator PBB di DPR-RI. K¢ 13 kader PBB
yang duduk di lembaga perwakilan tersebut masing-masing berasal dari provinsi
Jawa Barat schanyak tiga orang, Sumatera Sclatan sata orang, Jawa Tinwr satu
orang, sedangkan dari pemilihan Jekarta, lawa Tongah, Sulawesi Selatan,
Swmaters Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Acch masing-
masing 1 kursi. Jumlah politikus PBB vang duduk di parlemen sebanyak 13 orang
dan berhak membeniuk satu Fraksi (F-PBB) berdasarkan iatib DPR, Dalam
Perttu 1599 [alu PBB  berhasii mwerath simpali massa  poliik  yang

menempatkannya scbagal “enant besar” di Parlemen,

1 . - : - .
" Program Umum Perjuengsn Partal Bulon Bimtang, dalam program infernalnya mengenai

kaderisasi dinyatakan bahwa Oricotasi PBR adalah partai massa dun partai kader
¥ Arsip DPP-PRB, hasil perolehan suars pemily 1999
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Batasan aklvir dari penulisan ini adalab tabun 2004. Pada permilu 2004,
1erdint dari 32 provinsi di Indonesia PBB hanya berhasil merath 2.984.737 suara
atau 2, 62 % dan 145,701 637 pemilih di Indonesia. Suara dari seluruh proving
terdapal di Jawa Barat sebanyak 25.682.350 pemilih, 606.841 pemilih PBB, dao
perolehan sunra lerendsh adalah di Bali 2,437.984 pemilih, 4.216 pemilih PEB.
Yang terbanyak perolehan suara adalah di Nusa Tenggara Barat dari pemilih
2.587.294, pcmikh PBR 233.282 atau 11,6 %. Bangka Belitung, dari pemilib
660.633, pemilih PBB 102.492, atau 21,4 %." Hal ini disebabkan identik dengan
tunah keluhiran "Yausril Ihza Mabendra™ dan pengaruh besar sebagal pendin
sekaligus Ketua Umum T PBB. Scmentara itn pengarub orangtus Yusril sendiri
adalah salah sute Pengurus Cabang Parfgi Masyumi. Pada pemilu 2004 PBB
iemperoich 11 kursi di DPR-RI, masing-masing berasal dari Dacrah Pemilihan
Nagrae Aceh Darussalam 1 (KA [, Sumatera Barat T dan 11, Riau, Sumalera
Selatan II, Bangks Belitung, Jawa Baral Ii, Banten 1, Nusa Tenggava Barat,
Kalimuntan Sclatan, dan Sulawest Selaian masing-masing mendapat 1 Kursi
Ditinjau dari peroichan suara, PBE mengaiani penambaban suara, namun akibat
adanya perobabzn  sisiem  pemily serta  pembagian  dagreh pomiliban
mengakibatkan pcrolehan kurst PBB di parlemen menurun.

Dalans Pemilue 2004 jumlah partai Islam yang mongikuti pemilu sekitar
fujuls partai politik dart 24 partal pelitik peserta penilu. Salah satu partai politik
vang berdivi dun mengikati pemifu tabun 1999-2004 adaleh PBB. Keikut
sertaannya pada dua kali pemilu membuktikan bahwa PBB mempunyai dukungan

yang cukup besar.

" Avsip DPP-PEB Sumber www kpy go.id, diskses pada tanggal 22 Juli 2004 pukal 13.60'WiB
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Kurun wakiu 1999-2004 suhu politik di tanah air berubah dan PBB pun
kizn mengembangkan sayapnya ke seluroh nuosantara yang dikutt dengan
restrukturinasi organisasi kepartaian serta penyempurnaan gerakan dan twjuan
partai int dalapy nmencuri perhatiyn rakyat Indonesia. Dolam saluran atau sistem
demokratis, pergantian kekuvasaan (suksesi) ditentukan melalui cara yang
demokratis juga, berupa Pemiliban Umum, pelaksanaan pemilu sendin merupakan
ajang “pertarungan” bagi parpol-parpol dalam mencmpatkan kader-kader vang

tevbatk untuk dapat menempatl kurst di lembaga legistaiif. Hal ini tentunya dapat

terenlisasi apabila masyerakat percayas dan memberikan mandat kepada kader

partai yang akan duduk di lembaga perwakilan tersehut.”® PBB adalah salah satu
dari banyak partai di Indonesiz yang ikut ferjun dalam pelaksanaan pemilu tabun
2004,

Pemilithan umum pertama  di Indoncsia pasca  kemerdekaan  dapat
diselenggarakan pada tabun 1955 oleh kabinet Burhanudin Harahap der
Masyumi. Pemilu 1935 ini ditkuti tidak kurang dari 33 partai politik wakil
golongan {Islam, Sosizlis, Nasionalis, dan sebugainyz) dan bahkan calon
perorangan, Dari pihak Islam terdapat © partai yang ikut dalam peniilu seperti
Masyumi, NU, PS11, Peri, PPT1 {Partar Politik Tharikal Islany) dan AKU!
{Angkatan Kesatuan Umat Islam). Pemungutan suara sebagsi puncak Pemilu
dilaksanakan 2 kali yaitu pada 29 September 1953 untuk memifik anggota DPR
pusat sebanyak 260 kursi dan 15 Desember §255 waluk mensnbih anggota

Konstituante/MPR (scbanyak 520 kursi}.

= Atnnd Budiman, “Efsivrensi Parpol Blam Dalam Pemifu 2004, delam Sali, (cd) Sosisna,
Pemitu 3004 © Analisly Polistk, Hukuwm Dan Ekononsi {Jokarta 1 Tigs Pairs Thama, 20033, him 57
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Dalam Pemilu 1953 ternyata menghasilkan "empal besar,)' yaitu PNI
diurutan pertama (22,3%) dari scluruh jumlah seara, ditkuti Masyumi (20,9%3),
Nahdlatul Ulanm (NU) merebut suara  (18,4%), dan Partal Komunis indonesia
{(PK!} vang merebut {16,4%), dan sisanya 22% terbagi dalam beberapa “parta:
kecil" lainnya ditingkat DPR pusat. PNI, NU dan PKI masing-masing
mempercleh Iebih dari 85% jumlah suara di pulau Jawa dan lehih dan 65% di
dacrah pedalaman Jawa Timur dan Jawa Tengab, sebaliknya Masyurs
memperoleh 48,7% dari jumliah suaranya di pulau luer Jawa yang bermpenduduk
tidak terialu padat, dan hanya 235.4% di Jawa Timur dan Jawa Tengah,

Bagis perolehan suars Masyumi pada tabun 1955 berada di dasrah Jawa
Barai, Jawa Timur, NTR, Sulawest Selatan, Katimantan Selatan, Sumatera Utara,
dan Sumatcra Barat. Jadi daerah Dasis pemilthan Partai Magyumi tidak jauh
berbeda dangan daerah basis Partai Bulan Bintang (PBB} sckarang ini.

Hagil pemilihan wmum tabun 1835 memperlibatkan bahiwa PKI terutama
memperolch dukungan dari Jawa Tengab dan beberapa dacraly di Sumatera. Dan
suara yang dikumpuikan oleh keempat paria besar dalam pemilihan umum tahun
1935, ternyata Parta: PNI, MU dan PK1 terikat kepada Jawa Tengah dan Jaws
Timur yang werupakan pemusatan darl penduduk Indonesta, vaitu 453% dan
penduduk. Dari kedua daerah tersebut, PNI memperaleh dukungan acbesar 63,5%
dari keseluruhan pemilihnya, sedangkan NU dan PKI masing-masing sebesar

73,9% dan 74,9% pendukungnya berasal dari daerah yang sama*

' Miriam Budiardjo "Partisipesi Don Portsi Politik™ penerbit PT Gramedia, jakarta, 1982, him: 209
¥ Drs. Arbi Sanit, Sistemn Politk Indonesia, “Restabilan Pete Kekuoton Politik Dan embongunan”,
PT Raja Grafindo Persada, lakerts, hitm » 26-27

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009 ]3



1.5 Manfaat Penelitian

Studi ini dibarapkan dapat memberi manfaat minimal pada lima aspek
kehidupan. Perramea, manfaat akademis dari penclitian inl adalab miembahas
masalah gerakan politik Islam PBB dalam dinamika demckrasi di Indonesia,
apalagi dalam sistem multi partai sehingga bisa memberi tambahan wacana dan
refrensi bagi kalangan akdemsis untuk keperluan swdi lebib lamjut. Keduo,
berharap dapat menambah pengetabuan dan wawasan tentang partai politik bagi
para pelaky dan pengamat politik di negarg ini pada wmumnya dan khususnya
Mahasisws Fakullas Unmin Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia jurusan
Sejarah. Keriga, Bagi dunia keilmuan, adalah sebagai bahan kajian atau refrens:
ilnziah dalam memperdalam khasanab ilmu pengetahuan, Secara prakds, studi g
diharapkan memiliki maafaat dan merupakan pemahaman terhadap akar historis
perjuangan Partal Bulan Bintang (PBB) pewsris cita-cita Masyurm dalam pentas
demokrasi di ladonesia, agar bermaniaat bagi PBB dan partai Islam lainnya serta
scluruh politisi dan pengamat Iainnyas sebagol acuan dalam kegiatan poliiik demn

tegaknya demokrasi dincgara ini,

1.6 Mctode Penclitian dan Sember Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian isi adalah metode historis,
Mctode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara krifis rekaman dan
peninggalan masa lampau. Hasil dari proses itu kemudian di rekonstruks: melalui

penulisan scjarah. Dalam melaksanakan metode historis tersebut, ada empat tahap
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vang barus dilalwi yakni rahap heuristik, kritik, interpretas: dan hislo;*iz;zgf':zfi.23

Tahap peitama adalah heuristik. Heruistik adalah proses penclusuran,
pencarian, dan peagumpuian data yang berupa arsip dan dokumen ini menjadi
karya seisrah karena dibuat pada zaman yang sama dan oleh orang yang teriibal
fangsung dalam peristiwa sejarah itu atau tidakoya sebagai saksi dan peristiva
sejarab, Pada tahap heuristik penulis mencari dan mengumpuikan sumber-sumber
sejarah, baik sumber primer maupun sckunder. Dalarmn  penelitian ind sumber
primer vang akan digali adalah khazanah arsip yang tersinipan di sejumiah pusal
penyimpanan  arsip. Diantara sumber primer yang penulis peroleh adalah
Perpustakaan DPP-PBB, Perpustakaan Dewan Dakwah Islam Indoaesia (DDIT},
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,

Selnin berupa arsip dan dokumen, pada Perpustakasn Nasional RY keleksi
vang diteliti adalal: puda majalah dan surat kabar harian yagng menyangkut sosial,
ckonomi dan politik sehubungan dengan perjuangan partai pobitik Islam (FBB).
Sumber primer fainnya adalah tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar yvang
terbit pada masa Demokrasi Terpimpin seperti Tabloid Abadi, Pikiran Rakjat
Merdeka, Majalah Panji Masyarakat,, Majalah Tempo, Majalah Forum, Majakd
Khutbah Jwm'at, Majalah Panjimas, Republika dan Media Indonesia. Sumber
primer ainnnya berupa buku-buku rnisalah keputusan-keputusan dan dokumen
farnya yang dikeluarkan olah PBB. Juga penulis menggunakan hasil wawancara
dergan 1bu Asma Fanida Natsir dan Banak Ramlan Mardjonet.

Seiclah menemukan berbagai sumber dokumen yang menjadi modal dasar

penulisan tesis ini, penulis memasuki tahap kedua dalam proscs metodologi

* Nugrohoe Notasusanto, Masalah Penclitian Sejarah Koatemporer {Suatn Pengalaman} Jakarta
Indi dduyu Pross, 1984 Hbm o T1-12
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penulisan. Dalany iy sejarah tabap kritik ini terdiri dari dua jenis, yaitu @ kntik
sumber, baik yang bersifat ekstern mavpun intere. Untuk mengetals kebenaran
suati informasi atau sumber dapai dilakukan dengan cara perbandmgan antara
satu sumbeor dengan sumber lainnya. Sctelah kebenaran dan keaslian sumiber
dipandang teruji, bary kemudian darl sumber-surmber forpilih ity akan disusun dan
disentcsukan mclalui analisa logis dan inferprotatif.

Tahap berikutnya setelah dilalukan krifik adalah menganalisis isi dokumcen
yang ada. Tahap inl merupakan tahap yang sangat penting untuk mendapatian
fakta dulany proses penulisan sejarah. Fakra ini merupakan baban dasar penalisan
vang masul belun: dituangkan dalam karya, Dengan proses analisis atas is1 dari
dokemen tersebut penulis harys melakukan sintesa terhadap kebenaran informasi
kejujuran penalis dalam menafsirkan dokumen dan kewaspadasnnya agar tiduk
larut pada pola pemikiran pembuat dokumen juga sangat diperlukan dalam hal
ini,”?

Setelah berhasi! menpumpulkan fakia melalw proses sintesa dan analisis
dulam tahap interpretasi data, penulis bisa memahami makna vang sebenarnya
dari sumber-suinber atan bukti-bukii sejaral. Seielabh melampsui hal tersebut di

atas, makn ponuiis hisa dikatakan siap dalam  menpuangkan ide-ide yang

* Datam tabap i perfu diperhadkan sdanya kelemshan penclill dan peaulis sejarab dalam
menganabsiz dan menghserpretasi sumber data yang ade. Seisrswan R.G. Collingwood
menyehutkan babwz modal dasar scorang sgjavawan dalm membunl analisis stes isi data adoial
mentori dan kekuasaannya. Dengan dua kemampuan ind sqjacgwun memnperoich otonomi seluiss-
fuasaya dalam menafsirkas st dats yang kerkandung dalum suntber vang diperolehnya. Deagan
stopemt tersebul, seiarawan akan mudah erebak pada dus hal yang mengarah pada kesalahan
dalam pemabamsa dan penalsiran dain. Pertara adalzh deapan mengingae sejaraswan banya bisa
mcnyazikan gambnrainya dalam artd kI asau behun nyata, dan yung kedua adalah swncuinys
unaiinast aprfor yasg mempengaruhd pola pikir sejerawan, lajinas apriori ind bisa muncul duri
berbagal sumber scpurll orientost politik, ideologi yang dianul atan dendain pribadi dan
kepentingan peibadi yung dismiliki oleh sgjarnwvan ini, Likat R.G. Collingwood, "The Histprical
hinaginasien™ dalam Hans Meyerhoff, (ed}, The Philosophy of Histary tn Qur Tine {New York :
Vioubleday Anchor Books, 1959), him 1 77

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009 Eé



diperoichnya dadam benwk fakta itu pada suatus karya penulisan sejarah ilmish.
Dalam (ahap penulisan ini, yang sering disebut sebagai rekonstruksi isi dari
rangkaian data ke dalsm penulisan dari basil penafsirannya. Namun demikian,
semua ity belum bisa disebut sebagal suatu karya sejarab yang hidup apabiia
hanya merupakan deretan fakia yang muncul dari isi dokumen. Dibarapkan agar
dengan langkah demsikian, karya sejarab limiab ind bisa dikatakan hidup dan
terarah serta memiliki makna. Makna dalam karya seiarah ini akan menuijukkan
sudit pandang sciarawan dan kepekaannya dalam menggali hakekat peristiwa di
masa iglu dan relevansinya dengan masa sekarang serin sebagal pedoman bagi
tindakan di masa menéataﬁg.zs

Sctelab mclalui tahap rekonstruksi dalam bentuk peranigan fakia secara
tertulis dan dianalisa dengan berbagai teori dan konsep pendekatan dari ilmu-ilpw
banto di luar scjaral yang terkait dengan tema peristiwa yang diteiiti, karya akhir
vang disajikan oleh pencieti digim akan muncul dalam bentuk karya historiografi,
Karya ini siap disampaikan kepadu pembuca vang mencerminkan bhasil penelitian
dengan metodologi sejarah ilmial kritis dan yang didasari dengan beberapa
pendekatan ifmu banty dengan tyuan untuk mencegah subycktivilas pencliti
sejauh mungkin.” Dengan demikian, pada tahap akhir penulis melakukan

penyaiian dan penulisan scjarah yang bersifat deskriptif analisis.

** Mengings dofam proses interpretasi ity sendini perlu diwaspadai beberapa hal. Yang perana
adulzb imterpretast Gidek selalu berjalun sclscas dengan dat yang dilerimsa  mengingal
kemsmpuan pribadi penelit belum teate mesjanglkay makna vanp terkandung 41 balik informast
L Yang kedus, ada beberapa pibsk vang mengntol sejumlah hipotess cadungan jika ingin
wienghisdart kepnisuan dolay informasi wrsip. Kelermmban berikutnya adalah kesulitan penslits
defem smenghubungion ssjuniloh fakia yang terpolony oleh inferpretasi berbeda. Dengan
demikin melaiui  interprelasi  ind sudut pandang  ssaravean  sangat menentukan  pols
pamikirangys, ¢ samping apriori pribadi yang dimuaksudkan olel Collingwood di siae. Lihat
Karl Popper, " Flas History Any Meaning?” dalam Haos MeyerbofE, [aid, Tlm ; 364-302,

* Di sini diharapkan seigrawan biss mencapai liga hal : yang pertama adalah keberhasilannyz
dalarm ngreart dan menemukan baban bary untuk digunakan schagal buk( baik yang skan
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i. 7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian inj ferbagi dalam lima bab. Adapun kelima bagian
(ersehut adalah -

Bab | Pendahuluan.

Dajam bab int dibahas mengenai beberapa hal yang menganfarkan
pembaca memahami permasalaban yang akan diwratkan. Hal-hal yapg akan
dibahas dalam bal inf adalah : later belakang masalab, rumusan roasalah, tujuan
penulisan, ruang lingkup penelitian, manfaat penclitian, metode penelitian dan
sumber penelitian dao sistematika penulisan.

Bab 11 Pembentukan Dan Perkembangan Partai Masyumi

Bab init membahas Kongres Umat Islam Indenesia (KUY dan bardirinya
Partai Masyumi. Menjelaskan perkembangan Partar Masyumi, Asas Parta
Masyunn dan porolehan suara Partal Masyunu 1955, Seita pembubaran Partai
Masyumi dan kegagalan rehabilitast.

Bab i1 Partai Bulan Bintang Penerus Cita-cita Masyumi.

Bab ini akan membahas gambaran umum tentang jahimya Partai Bulan
Bintang {(PBB). berups tinjavan historis kelahirannya yang beriringan dengan
desakan reformast dan mntuian menjalankan demokrast scoara mursi dan
konsisten melalui saluran-saluran demokratis. Dalam bab ini membahas Jatar

belakany pendivianaya, proses pendirian, wdentitas dan gerjuangan pohiik, asas

mendukung alou menclak kondisi yang wlah ada. Yange keduu, sejarawes manpu mengoluh
balraiya ketiks menemukean estuk membuktiken apakah im oteatik atu palsa sehinggs
mesyeriukan puagkniing wling dalam lahap penelitian berikutnya. Yang keliga adalals mengenas
pembukiian bersanm bukun hanya vewk menjabarken apa yang lelah ferpdi samun jugs
memghubungkan dsn meagoraikas mosfunotil dan ke pelaku poristiws, pengarub kepdisi &
sekitarnys, dan dampak dag gesusiu yang kebeudan dan Udok fordugs sifainya, Libat Alan
Bullock, “Fhe Historias s Purpose © Higtpry and “Muetabistory”, dalam Hans Meyerkoft, /bid,
b 294,
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dun tujuan, ikrar dan deklarasi, platform, strukiur organisasi dan kepemimpinan
Partai Bulan Bintang, serla pemikiran Moh. Nateir dan Yusril fhza Mahendra.
Scria menerima penifi emas sebagai estafet dan Partai Masyumi yang dilanjotkan
kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

Bab {V Perjuangan Partai Bulan Bintang Penerus Masynmi Dalan Pentas
Demokrasi di Indonesia 1998 — 2004, Bab ini adalab fokus dari pembahasan
penulis. Fokus dari penclitian dan pembahasan dalam bab ini, penulis akan
mengeksplorasi lebih jauh bagian-bagian demokrast yang merupakan cerminan
dari gerakan pelitik PBR. Bagian-bagian iersebutl berupa perjalanan PBB dalam
pemilu yang fluktuatif suara, keterfibatan PBB yang mendapatkan kescmpatan
uptuk  berkipruh  dalam  pemerintzhan  reformasi,  Konsisten PBR dalam
memperjuangkan syariat Islam yang merupakan salab sata cerminan dart gerakan
politik PBB, Dalam bab ini juga membahas tentang perjuangan memasukkan
tujuah kata dalam Piagam Jlakarta. Piagam Jakarta dan Amandemen Pasal 29
LUD 1945, dan perintah Kepala Negara serta perjuangan yang kandas dan sikap
nolitik Parta Bulan Bintang,

Bab V Kesimpulan

Kesimpulan yang merupakan kesimpulan akhir sekaligus scbagal jawaban

atas permasalahan vang dikemukakan,
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BAB 11
PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN

PARTAI MASYUMI

2.1 Kongres Umat Islam Indonesia ((KUL) dan berdirinya Partai Masyumi

Allals SWT berfirman -

"Sesunggulmya orang-orang mukmin adalah bersaudara, kareng itu
damaikaniah antara kedua sgudaramu dan bertaqwalab kepada Allah supaya
kamu mendapat rahmat.”!

Suasapa sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia merupakan
saat-saal yang cukup mencgangkan dan sekaligus mendebarkan bagm rakyal
Indonesia, terutamg vang ada di Jakarta. Suasana itu bisa dilihat ketika terjadinya
silang pendapat antara pemuda dengan tokoh-tokoh nasional yang duduk dalam
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengena: cara dan wakiu
pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalangan pemuda menginginkan
proklamasi ila dilakukan secepatnya yakai pada langgat 15 Agustus 1945 dun
kalau perlu dilakukan dengsn cara revolusioner. Sementara itu, Soekame dan
anggota PPKI lainnya tidak mau terburu-bury dan menunggu kondist dan waktu
yang tepat. Namun setelah melalui perdebatan yang oukup sengit, akhirnya
mercka sepakat untuk memprokiamasikan kemerdekaan Indoncsia pada han
Jur'at tanggal 17 Agustus 1545 Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17

Agustus 1943 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakaria.

YO8 AlHujarst 49010
20
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Teks proklamasi itn ditandatangani  Soekamo-Hatta atas nama  bangsa
Indonesia.” Dengan i proklamasikannya kemerdekaan lndonesia maka lahirlah
Indonesia sebagai sebuah nation state.

Schari sesudah proklsmas: kemerdekaan Indonesia, pada tangpal 18
Agustus 1945 diadakaniah sidang PPKI. Sidang PPKI berhasil menetapkan
Undang-Undang Dasar {(UUD) Republik Indonesta yang dikenal sebagat UUD
1945, dongan monghilangkan dan merubah beberapa kata yang sudah disepakati
dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Perubshan-perubahan itu adalah periame,
kata "Mukaddimah diganti dengan kata "Pembukaan”. Kedsa, amak kalimat
dalam Piagam Jakaria yang berbunyi "berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukaya™ diubah menjadi
"Berdasar Alas Ketohanan Yang Maha Esa". Kefiga, dalam pasal 6 avat | yang
berbunyi *Presiden adalsh orang Indonesia asli dan beragama Islam®, menjadi
"Presiden adalah orang Indonesia asli”, dengan menghilangkan “dan beragama
Islam®. Keempat, schelumnya pasal 29 ayat 1 berisi negara “berdasarkan alas
Ketuhanan, dengan  kewajiban  menjalankan  syarnat Islam bagn pemetul.
pemciuknya”, dirubah menjadi "negara berdasarkan atas Kethanan Yang
MahzaEsa®, dengan menghilangkan "dengsn kewajiban menjalankan syariat [slam
bagi pemeluk-pemefuknya™? Sclain menetapkan UUD 1945, sidang PPKI juga
memilih dan menetapkan Ir, Seekamo sebagai Presiden dan Drs. Mohammad

tHatta sebagai Wakil Presiden Republik Indoenesia,

* Mengenai perdabatan antora pennsda dengan angeola PPKI, dan proses pembuaian teks serta
pelsisunaan proklomasi kemmerdokaan lndosesia, iihat Mohammad Hatta, Sekitar Prokimmasi 17
Agusiux 1945, Jakarta :Tintamas, 1974, bim 1 28.63.

" Eadang Saifuddin Anshari, Piagan Jakarta 22 Jund 1943, Edisi kesige {Jakana : Gema Inssai
Press, 1997}, him : 46-48. Unink mengetahui proses sidang tersetnt lihat Saafroedin Behar, dik.
{pcay.} Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiupan Kemerdekaun hrdonesia
FRPUPKET dan Panitia Persiapan Kemerdekaan indonsia {PPRT) 28 Mei 1945-12 Agustus
1943, adist 11 jakarta: Sekraiarist Negara R 1995, bim ; 412-420.
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Sidang PPKI pada hari berkutnya yakai tanggal 19 Agustus 1945
membshas tentang kementerian dalam kabinet presidensil, terutama mengenai
jumlah depariemen dan tegas dari masing-masing kementerian. Salah satu
kementerian yang diusulkan panmitia kecil adalah Kementerian Urusan Agama.
Usul tentang pembentukan Kementerian/Departemen Urusan Agama ditolak
oleh . Latuharhari, didukung ofeh sebagian besar kaum nasionalis sekuler.
Meskipun kementerian ini ditolak, tetapt unsur keagamaan tetap diakomidir
dengan di masukkannya ke dalam kementerian pendidikan.® Adanys penolakan
vang beruntun terhadap keinginan nasionalis Islam pada awal kemerdekaan
menjadi sumber kekecewaan bagi sebagian uimat Jslam. Kondisi inilah yang
kemudian menumculkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk membentuk
partai politik [slam schagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Keputusan penting laianya vang dihasitkan sidang PPEI pada tanggal 22
Agustus 1945 adalah menetapkan Komife Nasional dan membentuk Partai
Nasional Indonesia.” Keputusan PPKI itu kemudian disebarluaskan oleh
Presiden Sockarno melalui pidatonya pada 23 Agustus 1945 dengan
mengatakan:®

Komite Nasional adalah suatu komite, Partai Nagional adalah sustu

partai. Komite diadakan untuk sementara wakty, partai kita hajatkan pula

terus sampal di masa yang skan databg. ... Bangsaku sekalian!

Sambutlah partal kita ini, dirikanlah cabang-cabangnya di mana-mana

tepat di seluruh muka bumi tanah air kita,

* Baafroedin Bahar, bim : 481483, Libat Juga B Boland, Pergrmnefon [slam & tdonesia 1945,
1972, Jukarta: Grafit Pery, 1985, him - 40,
* phid., him ; 303,
% Pidate Sockarno selengkapaya lilat Osman Raliby, Documenta Historica, Jakacta @ Bulan
Bintang, 1953, hlm ; 17.22.
22
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Seruan Sockarno agar membentuk PNI mendapat tanggapan yang
berbeda dikalangan masyarakat. Ada yang menyambut seruan jtu dengan
mendirikan PNl di daersh masing-masing, namun ada juga yang justru
menyikapi seruan itu dengan penub curiga dan babkan menentang kebijaksanaan
tersebut, terwama dari prang-orang yang berpikir pluralis dan liberal. Adanya pro
kontra terhadap pidato Soekame itu, akhimya Presiden Soekarmno dengan jiwa
besar mengubur cita-citanya dengan mengeluarkan Maklumat Pemnerintah untuk
menunds perubentukan PNI. Sementara itu Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIPY dibentuk pada 29 Agustus 1945 yang beranggofakan 137 orang dengan
ketuanya Kasman Singodimedjo.” Setelah KNIP dibentuk, pada 5 September 1945
dilantiklah kabinet Presidensial pertama yang dipimpin Sockarno-Hatta.

Dalam beborapa mingge kemudian terjadi perubahan terbadap sistem
pemerinizhan dan ketatanegaraan di Indonesia. Di antara perubahan it adalah
pertama perubahan KNIP sebagai scbuah badan penasehat menjadi badan
legeslatif yang mempunyai kekuasaan membuat Undang-Undang dan menetapkan
GBHN. Kedua, pembentukan Badan Pekeria KNIP yang mempunyai kewenangan
dan kekussaan untuk memutuskan sesuatn tanpa harus melahi persetujuan dari
semua anggota KNIP. Kedudukan KNIP itu diatur dalam Maklumat No X yang
dikcluarkan Wakil Presiden M. Hatta pada tanggal 16 Oldcber 1945, Ketiga,
adarrya usul Badan Pekerjia KNIP tentang pembentukan partai-partai politik. Usul
int kemudian diakomodasi dalam Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember

1945 tentang anjuran pemerintah utuk membentuk partai-partat politik.

! Dari 136 anggota KNIP, hanya 15 orang yang tergolong dasi ialangan nasienaiis islam. Begitu
juga haliys dongan anggele Badan Pekerjo KNIP, hunya 2 orang dai kalangan nasionalis Islam
yakn: Syafruddin Prawiranegara dan KUH. Wahid Hasjim. Likat Deliar Noer, Parwaf Sl di
Pontas Nasional 19457855, (Jakarta, Grafitt Perg, 1987}, him : 46
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Keempat, diterimanya usul Badan Pekerja KNIP melalui Maklumat pada bulan iu
juga terjadi porgeseran sistem kepartaian di Indonesia, dari sistern partai tunggal
ke sistent multi partai, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945}
Keluarnya Maklumat Pemerintah terschot telah memberikan landasan hukam bag
kelompok-kelompok dalam masyarakat Indonesia untuk memdirikan partai politik,
Salah satu parti politik yang berdirl pada bulan Nopember 1945 adalah Partas

Masyunii,

2. 2 Asas Parvtai Masvami

Kengres Umat Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta pada fanggal 7
Nopember 1945 telah memutuskan Masyumi scbagal partsi politik Islam,
Kongres Umat Islam telah mendirikan partai Masyumi. Deklarasi Partat Masyom!
disampaikan kepada umt Islam dap masyarakat Indonesia pada Rapat Umum di
Yogyakarta, tanggal 8 November 1945, Kongres Umat Islam menetapkan
Anggaran Dasar (ADD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Program Pegjuangan
Partal. Scbagat partal  Islam, tentunya Masyumi menyandarkan  dasar
perjuangannya dari ajaran-ajaran Islam. Pada awal pembentukan Masyumi
sebagai partai Islam belum menyatakan secara tegas kalau asas Partai Masyumi
adalal Islam.

Meskipun Partar Masyumi fidak memberikan keterangan yang tegas dan
Jjelas seria terperinet entang idenloginya, sebenarnya dapat dengan mudab dibaca

kalau Masyumi berideologikan Islam.

¥ Kesika Wakil Presiden mengeluackan beberapa Maklumat, termasuk Makfumat Pemerintah
mengenai anivran perabentukan partai-partad polipik, Sockarno merass kalau ja diserobot Hatta
Hal i disssipaikan Sockarmoe kepada Sayuti Melik. Libat Arief Briyadi, Wavweneama dengan

Sayuf Melik (Jakaris - TSES, 19806), him 1 75,
24
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Mengapa dikatakan demikian, karena identitas keislamannya sangat menonjcl
dalarm: Masyumi, baik itu dalam melandast keputusan dan pola pikirnya yang
bersumber dari ajaran Islam mazupun dengan seringnya menggunakan kata-kata
Islam dalam Anggaran Dasar {AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART}
Masyumi seria resclusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Dalam resolusi yang
dikcluarkan Masyumi pada masa perang kemerdekaan misaloya, Partai Masyurms
menyerukan kepada seluruh umat Istem untuk melakokan jihad fi sabiliffah dalam
menghadapt segala bentuk penjajahan, terutama menghadapi Sekufu yang masuk
ke Indonesia pada pasca kemerdgkaan Indonesia. Disamping itu, dalam AD
Masyumi disebutkan bahwa tujuan Partal Masyumi adalah untuk menegakkan
kedaulatan negara ddn agama Islam, Selain iy Partal Masyumi juga mempunyai
tujuan vntuk melaksanakan cita-cita Isiam dalam uwrusan kenegaraan”

Dyengan demikian, sampal tabun 1947 Partai Masyurai belum memberikan
keterangan vang jelas tentang asas atau ideologi Partal Masyumi. Ideologs Partai
Masyunt baru diungkapkan dengan adanya kata-kata ideolog: Islam dalam
Manifesto Politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947, Meskipun
ada ungkapan idcologl Islam dalam Manisfesto Politik, tetapi Partai Masyurm
belura memberikan ketgrangan vang terperinci dan resmi tentang ideologi Islam.
Ofch kavena #u, Mohammad Sardjan memberikan penafsiran terhadsp ideolog
Istarn. Penafsiran itu juga masih terbatas pada cara menyebarkan ideologi Islam.
Mohammad Sardjan menegaskan bahwa dalam menyebarkan ideolog! Islam dapat

diiskukan melalui pendidikan, dakwah dan amal.

* Lihat Anggaras Dasar Masyumt dalam Kepactaian di Indonesia, hlm ¢ 15
25
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Pendidikan dan dakwah dibarapkan menciptakan manusia dan masyarakat vang
Islami yang tunduk kepada Allzh. Amal juga harus meluas kepada seluruh
kepentingan masyarakat,'®

Dengan  kats  lain, Masyumi  mempeguangken Kalimat  Allah,
terlaksananya ajaran-ajatan Islam di dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat
dan negara Republik Indonesia, menuju keridhoan Haht. Perjuangan dilakukan
nenuju suatu negeri yang berkebaikan vang diliputi keampubhan Tuhan, yakni
negara yang melaksanakan kekuaszannya atas dasar musyawarah dengan
perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana kaidah-kaidah kedaulatan
rakyal, kemerdekann, persamsan dan keadilan sesial dapat terlaksana berdasarkan
Al-CQuran dan Sunah. '

Setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya secara penub dan kembali
kepada NKRI, parz pemimpin Masyoru mulai memanfaatkan siteast dengan
meluangkan waktu dan pikirannya uniuk menafsitkan asas Partai Masyumi. Asas
Partai Masyumi bare diungkepkan secara tegas dalam AD Masyumi yang
digyabkan Muktamar Masyumi VI pada bulan Agustus 1952, Sejak tahun 1952
sampai Parlai Masyumi dibubarkan pada tabun [960. Dalam AD Partai Masyumi
Pasal 2 Asas Partal Masyumi adafah Islam. Tujuan Partal Masyumi adalah
terlaksananya ajaran dan hukwm Islam < dalam kehidupan orang scorang,
masyarakat dan negara Republik Indonesia, menujo keridhoan Hahi,”

Selain menyatakan asas partai Masyunn adalah Islam, pada tahun 1952

juga dikeluarkan Tafsir Asas Masyumi. Tafsir asas Masyumi ini  merupakan

* Peliar Noer, Portai Islam di Pertas Naxional Bandung © Mizan 2000, hlm 1 120-122.
' Tafsir Asas Masyumi ini sclengkapnya lihat Bajasut, Afam Fikiran, bim : 401424
' AL Parpot Islam ludonesia “Masyumi” Pasal HL Perfiangon Masyumi, NV, Pencrbit dan pustaka
“Menar”, Bukittingss: 1932 hlm: 7
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rumusan resmi ideologi Partai Masyumi yang dijadikan sebaga: pedoman dan
pegangan bagi anggota Magyumi.”

Sebagaimana lazimnya scbuah organisasi, Partai Masyurni  juga
mempunyai giruktur organisast. Struktur organisasi Masyumi bisa dilihat dari
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyumi, AD-ART Masyumi dari
satu rasa ke masa lainnya atau dari satuy Muktamar ke Muktamar berikuinya
mengalami perbaikan dan  babkan perubaban. Perubahan AD-ART juga
mempengaruhi strukine organisasi Masyumi.

Pada awalnya struktur organisasi Masyumi masih sederhana. Pada masa
awal pembentukan Partai Masyuni struktur srganisasi Masyomi éi Tingkat Pusat
terdapat tiga lembaga yakni Muktamar, Pengurus Partai dan Majelis Syuro, Ketiga
Jembaga itu dalam pengawrannya masih sederhana. Namun dalam perjalanan
berlkutnya kelembagaan dalam Masyumi terus diadakan perbatkan, baik fimgsi,
tfizgas dan haknya dan bahkan pamanya pun ada yang berubah, Lembaga-lembags
yang ada dalam Masyumi akan diuraikan secara singkat.

Muktamar adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam struktor
organisasi Magyumi.

Muktamar sebagai badan legislasi mempunyal  kekuasaan  untuk
memperbaiki dan merubah AD-ART Masyumi. Selain ity Muktamar juga
membahas  laporan  pertanggungiawaban  pimpinan  partai  dan  melakukan
permiithan Pimpinan Partai Masyumi, Sementara proses pengambitan keputusan

difakukan dengan cara musyawarah atau voting (pungulan suara) dengan suara

" Arsip DPP PRB. Wawancara JR. Caniago dengan Mol Natsir pada fanggal 4 Mei 1983, Lihkat
Arsip Nasiona) Republik Indonesia (ANRI), Arsip rekaman suara M. Natsiy, kaset XV sisi A,
™ Lilat Anggaran Dasar Masyumi yang disyabkan pada Muktamar Masyumi pada tahus 19586,
pasal 9 ayat 1.
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wrbanyak dari peserta Mukiamar., Hal ini bisasnya diatur dalam tata tertib
Multamar, "

Pada awainya komposisi peserta Mukiamar terdiri dari sefurub Anggoeta
Pirapinan Partal dan Utusan-utusan Cabang sevta dibadivi oleh anggota Majelis
Syuro, Wakil-wakil Anpgota Istimews dan Pimpinan Wilayah Masyomi,
Komposisi peserta Muktamar di atas mengalami perubahan. Perubahan terakhir
terjadi dalam Muktamar Masyumi X pada bulan Desember 1936, Dalam
Anggaran Dasar disebutksn bahwa Muktamar terdiri dari Pimpinan Partai,
Anpgota-anggoia Dewan Partai, dan Utisan-utusan Cabang, termasuk Mushimal
Selain iu, Muktamar juga dihadiri oleh Majelis Syuro, Anggota Istimewsa dan
Badap-Badan Khusus. Di bawah Muktamar ada Dewan Partai,

Dewan Partai sebagai lembaga yang berada di bawah Muktamar,
mcmpanyai kekuasaap yang hampir sama dengan Mukiamar. Pembentukan
Dewan Partal didesarkan atas pertimbangan jika terjadi sesuatu hal yang penting
dant mendesak untuk diputuskan, semeniara mukiamar tidak muagki bisa
dilaksanakan mengingat anggotanya yang banyak, dan muktamar hanya sekali
dalam dua tahun, maka kehadiran Dewan Partal merupakan suatu kebutuhan
partai. Dewan Partai mempunyai anggota yang terdiri dari anggota Pimpinan
Partai, tiga orang utusan Wilayah fenmasuk Muslimat ketua wilayah, Anggota-
anggota Fraksi Masyumi dalam DPR, dan masing-masing dua orang dari Majelis
Syuro Pusat, setiap anggota Istimewa dan Badan-Badan Khusus. ' Komposisi
anggota Dewas Parfal mencerminkan anggefzs mukiamar yang bentuknya

diperkecil,

¥ Lihat misalnya dalam Peraturan Tata Tertib Muktamar Masyumi pada tabun 1936
¥ Mengenai kedndukan Dewan Partai dalam Masyumi Hhat AD Masyumi pasal 10
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Putusan-putusan yang dihasitkat Muktamar dan Dewan Partai dilaksanakan oleh
Punpinan Partai.

Pimpinan Partai mempunyai tugas uptuk meptimpin perjalanan partai dan
melaksanakan  keputusan-keputusan Muktamar dan  Dewsn Parlai, serta
menentukan taktik perjuangan politik partai dalam batas-batas yang tidak
bertentangan dengan keputusan Muktamar dan Dewan Partai."”

Pimpinan Partai dalam sejarah Masyumi mengalami perubahan. Sebelum
tahun 1949 misalnya, pimpioan partai dipimpin oleh seorang ketua. Ketua
Masyumi vang poertama adalah De. Seekiman. Kedudukan ini dipegang Soekiman
sampal tahun 1949, Namun dari tahun 1949 sampsi dengan 1952 Pimpinan Pusat
Masyumi ditandal adanva dualisme kepemimpinan, Dualisme kepecmimpinan
terjadi karena adanya pemisahin antars Dewan Presidiurt dan Dewan
Pimpinan Partai. Dewan Presidium dipimpin oleh seorang Presiden Parfai
Presiden Partal adzlah ketua muktamar dan ketua dewan partal. Presiden Partal
dibantu olels dua orang wakil Presiden. Adapun yang menjadi presiden partai
adalalr Sukiman. Sementare #u, Dewan Pimpinan Parlai merupakan suatu
lembaga yang bersifat eksekutif, dimana lembaga ini melaksanakan kegiatan
kepartaian sehari.-hari. Dewan Pimpinan Partai dipimpin oleh scorang ketua.
Ketua Dewan Pimpinan Partai dari 1949-1932 adalah Moh. Natsir. Dualisme
kepemimpinan berakhir setelah jabatan presiden partal dibapus dalam
Mukiaraar Masyumi tahun 1952,

Pimpinan Partaei kembali hanya dipimpin seorang ketua yakoi M.

Natsir, dan dibantu oleh tiga orang wakil ketua dan seorang Sckretaris Umusm

7 Libat Anggaran Dasar Masyuem pasal 7
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serta beberapa anggota Pimpinan Partai.”™ Sejak Muktamar Masyumi tahun
1952 sampal Mukiamar Masyumi tahun 1956, M. Natsir selalu terpilib sebagai
Ketua Masyumi.

Natsir meninggalkan jabatan Ketua Masyumi sejak Februari 1938,
karena ia mengambil sikap untuk bergabung dengan PRRI, sehingga jabatan
Ketua Masyumi kosong, Kevakuman ifu berakhic setelah diadakannya
Muktamar Masyumi IX di Yogyakarta pada bulan April 1959, Kedudukan
Natsit digantikan oleh Prawoto Mangkusasmito. Sementara ity yang menjads
sekretaris wmum adalah M. Yunan Nasution. Pimpian Pariai  dalam
menjalankan tugasova, selain memperbatikan keputusan-keputusan Muktamar
dan Dewan Partai, Pimpinap Partas juga selaln memperhatikan pertimbangan
dan nasechat dari Majclis Syuro.

Majelis Syuro adalah majelis pertimbangan dan majelis fatwa bagi
pimpinan partai. Majelis Syure terdirl dari alim uslama. Majelis Syvuro dipimpin
oleh seorang ketua dan dibantu tiga orang wakil ketua dan beberapa anggola
Majelis Syuro. Majelis Syure Pusat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Majelis Syuro berkedudukan di tempat kedudukan pimpinan partai.””
Pencgasan tempat Majelis Syuro ini dimaksudkan untuk mempermudsh hubungan
dengan pimpinan partai. Struktur organisasi Masyumi tidak hanya ada di Tingkat
Pusat, tetapi ada juga di Tingkat Daerah,

Struktur erganisasi Masyumi di deersh jugs menggju kcepada AD-ART
Masyurm. Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Masyumi bahwa

wilayah kegiatan Masyumi adalah seloroh wilayah Indonesia. Pada umumnya

* Deline Noer, Partal Istam di Peatas Nasionad, Bandung, Mizen, 2008, hlim 1 58-59; Iibat juga
AD Masyonii tabun 1952 pasal 6
% Lihat Angeasn Dasar Masyomi pasa) 8, dan ART Masyemi pasal 27-37.
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strukfur organisasi Masyumi di daerah mengacu kepada pembagian wilayah
secara administratif. Dengan demikian, Pimpinan Wilayah Masyumi dibentuk
pada setiap Provingi. Pimpinan Cabang dibentuk pada tingkat Kabupaten,
Pimpinan Anask Cabang di hentuk pada tingkat Kecamatan serta Pimpinan
Ranting dibentuk di Tingkat Desa.”® Struktur Masyumi di daerah, mengalami
perubshan seiring dengan perjalanan sejarah Indonesia sebagal sebuah siafe.
Perubahan im terjadi karena memang strukitur organisast Masyumi di daerah
didasarkan atas pembagian wilayah yang diatur oleh negara dan pemerintah.

Strukiur organisasi Masyumi di Daergh, mulai dari Tingkat Wilayah
sampai Cabang, pada dasamiya sama dengan stroktur organisasi di Tingkat Pusat.
Artinya, strukiur organisasi ¢i daerah juga memiliki lembags permusyawaratan
atau legestalif’ yakni Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang. Di daerah
terdapat Dewan Wilayah das Dewan Cabang. Begitu juga halnya dengan Majelis
Syurg. Lembaga-lembaga ity hanya ada sampal di tingkat Provinsi dan
Kabupaten. Di tingkat Kecamatan dap Desa (etap ada kantor dan pengurus
Masyumi. Kalau di Kceamaian disebut dengan Pimpinan Anak Cabang, sementara
di tingkat Desa disebut Pimpinan Ranting. Pada tingkat Anak Cabang dan Ranting
tetap ada rapat-rapat Masyumni yang dibadiri Pimpinan Anak Cabang dan Ranting
scrta dihadiri para anggota Masyumi.

Keanggotaan datam Masyumi secara umum bisa dikelompokkan ke dalam
dua kategori, yakni anggota yvang bersifat perkumpulan dan anggota vang bersifat
perorangan. Anggota vang bersifat perorangan terdiri dari tiga kelompok.
Pertama, angpota biasn. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang

beragama Islam dan tidak monjadi anggota partat politik atau suatu organisasi

* Anggaran Dasar Masyumi pasal 6 dan 12. Lilat juga ART Masyurni pasal .
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kain. Adapun vang berhak menjadi anggota biasa, sclain ketentuan yang sudab
digariskan di atas, adalah berumur sekurang-kurangnya 18 tabun: Kedua, anggota
teras, Anggota teras adalah anggota vang terpilib dari anggota biasa, dan
memenuhi syarat-syarat khusus, Misalnya, telah menjadi anggots biasa sedikit--
dikitnya selama enam bulan dun sanggup bekerja secara aktif untuk kepentingan
partal. Keriga, anggota tersiar. Anggota tersiar adalah anggota Masyumi yang

N 3
berada di luar negeri!

Digsamping kefiga anggota ifu, masih ada anpgota
Masyumi dengan slatus sebagai anggota jsttmewa,

Anggota Istimewa adalah pengurus besar atau pusat perhimpunan Islam
vang bukan partai politik. Perhimpunan [slam dapat diterima sebagai anggota
istimewa jika perhimpenan Islam mempunyal organisasi yang feratur dap
mengakul Masyumi scbagal satu-satunya tempat perjuangan politik. ® Kedudukan
organisasi ftu sebagal angpofa istimewa dalam Masyumi sangat penting dan
stratcgis, karena melalul organisasi ite sangat membantu mempercepat dan
memperbanyak keanggotaan Masyumi. Bahkan tidek jarang organisasi-organisasi
itu membanta dalam menyebarkan dan mensosialisasikan tujuan politik Masyumi.

Organisasi-organisasi Islam yang masuk pertama kali dalam Masyumi
sebagai Anggota Istimewa adalabh Nahdiatul Llama dan Mubammadiyah.
Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya berbagai
organisasi Islam yang bersifat lokal. Pada mwulanya yang bergabung adalab
Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam, Kemudian disusul Persatuan
Istarn (Persis} di Bandung; Al-Jami'ah Waslhiyah dan Al-Htihadiyah di Sumatera

Utarg pada tahun 194R; Persatuan Ulama Selurub Aceh (PUSA) di Acch pada

*I Lihat AD Masyumi pasal 5, dan ART Masyumi pasal 2 ayat 2 dan pasal 3-9.
“ Mengenai ketentuan dan syarat-syarat menjadi anggota istimewa Masyumi, libat AD Masyumi
Pasal 5 dan ART Masyuni pasal 3 ayat 3 dan pasal 4-8.
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tahun 1949; Al-Irsyad pada tashun 1950; Mathlaul Anwar di Banten dan Nahdatul
Wathan di Lombok.”

Dalam perjalanan sejarah Masyumi selanjutaya menunjukkan bahwa
keanggotaan organisasi-organisasi Islam dalam Masyumi mengalami perubahan,
seiring depgan dinamika internal anggota Masyumi maupun perkembangan suhu
politik di Indonesia. Pada awal Demokrasi Terpimpin, kedudukan anggola
istimewa dihapus pada tanggal 8 September 1958.* Sejak saat itu dalam steuktur
organisasi Masyumi tidak ada lagi anggota istimewa. Selain anggota istimewa,
dalam struktur organisosi Magyumi terdapat juga sebuah badan yang bernama
Mushmat,

Muslimatl merupakan suatu wadah yang mesampung anggota Masyum:
dari kalangar prempuan. Sebagai anggota Masyumi, Muslimat mendukung tujuan
dan program Partsi Masvumi. Begitu juga halnya dalam susunan kepengurusan
Muslimat mengikuti sistem kepungurusan Masyumi, seperti adanya Pengurus
Besar di Pusat dun Pengurus Muslimat di Daerah, susupan kepengurusan dimulai
duri tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Desa™ Disamping Muslimat, dalam
strukiur organisasi Masyumi terdapat juga badan-badan khusus.

Badan-badan khusus dibentuk untuk menampung anggota Masyumi yang
berasal dari berbagai profesi, Badan-badan khwsus it adalah Serikat Buruh Istam
Indonesia {(SBU), Sertkat Dagang Islam Indonesia (SDY), Serikat Tani Islam

Indonesia (ST, dan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNID.* Seiring dengan

? Op.cit., Rim : 68-59

* Syaitultal, Geral Poiitik Mubhammadivah datam Masywmi, bln: 219,

afengenat kedudukao Muslimat dalam Masyurni, liket AD Masyumi pasal 12, dan AD Muslimat
pasal 5 ayot 4. Sementara mengenal susunan kepengurusan, hak dao kewajiban Mushimat khat
AD-ART Muslimat delam: Pedoman Perdinangan Masyumi {Jakorta) Timpinaa Padai

. Masyumi Bagian Kegsngan}, him ¢ 111-123,

“ Anggaran Dassr Masyumi pasal i4; Dellar Noer, Partai Isfamy, him 1 58, Yuseil Thza Mahoadrs,
Modernisme dan Fundameniatisnre, blm @ 186,
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perubzhan  situasi, badan-badan kbusus ity mengalami  perubaban swatus.
Perubaban itu lerindi pada masa Demokrasi Terpimpin. SBII misalnya, merubah
statusnya menjadi svatu badan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Masyumi.
SBII kciuar dari Masyumi pada bulan Januari 19607 Kelvamya SBII dari
Masyumit dan adanya penghapusan anggota istimewa, maka dalam struktur
organisasi Masyumi di Tingkat Pusat, tingkat Pimpinan Partai, Dewan Partai,

Muslimat dan Majelis Syuro.

2. 3 Perkembangan Partai Masyumi

Kongres Umat Islam tanggal 7 November 1945 adalah bukti ofentik
kesinambungan sciarah perjuangan umat Islam yang telab menyeiarah,, Dekiarasi
Partal Masyumi disampaikan kepada umat Islem dan masyarakat Indonesia pada
Rapat Umum di Yogyakarta, tanggsl 8 November 1845 dan mendapat sambutan
hangat dan positit dari segenap lapisan masyarakat, terutama dari kalaogao umat
Islam, Dukungan umal Isiam datang dan berbagai kalangan, terutama dari tokoh-
tokeh Islam maupun pimpinan organisasi Islam, batk yang ada di Jawa maupun di
luar Jawa. Dengan deoskian, Partar Masyum menjadi wadah bagi umat Islam
untuk menyalurkan aspirast amat Islam.

Sejak diadakannya Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 dan
8 Nepember 1945, Masyumi sudah didukung organisasi-organisasi Islam yang
sudah didirikan pada masa penjajaban Belanda di Indonesia, seperti NU dan
Muhammadiyah. Dukungan kedua organisasi ini bisa dilihat dari keterlibatan

orang-orangnya dalam pelaksanaan Kongres Umat Islam. Bergabungnya kedua

** Roshagijo LN., Jusuf Wibisono: Kareng di Tengah Gelonsbang, Jakarta: Gunung Agung, 1988,
himi; 240-241,
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organisasi ite menambah anggota Masyumi, sehingga tidak terlalu mengherankan
kalau angpota Masyumi berkembang dengan cepat.

Pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada |7 Agustus 1943,
perjuangan bangsz Indoncsia tidak berhesti. Semangat perjuangan bangsa
Indonesia untuk mercbut dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan
perlawanan fisik maupun dengan cara diplomast. Tidak terkecuall umat islam
yang jibad flisabililizh melawan sekutu Belanda, Disamping itu pula pemerintah
[ndonesis yang sccara definitif dipegang ¢leh Sockarno dan Hatta serta dibantu
olch Komile Nasional indonesia Pusat (KNIP) menyusun langkah-langkah politik
bangsa untuk menata ketatanegaraan Hepublik Indonesia yang baru merdeka.
Langkah kebijsksamaan politik dari pemerintah tersebut, diantaranya adalah di
keluarkannya Maklumat Permenintabh Republik Indonesia mendessk rakyat untuk
mendirikan pariai dengan mengeluarkan Maklumat No X tasggal 3 November
1945." Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Maklumat Wakil Presiden No. X
yang mengubah status KNIP yang semula sebagai badan pembantu presiden
menurut Aturan Peralihan 1943 menjadi badan yang berfungsi sebagai Legislatif.
Kehadiran Maklumiat int adalah untuk melegitimasi dari keinginan golosgan-
golongan musyarakat Indonesia vang telah mempersiapkan peadirian partai-panai
politik.

Sebagainmana balnya dari kalangan vmat Islam vang tidak setuju dengan
adanya "partat tunggal® PNI yang merupakan satu-satunya partal negara dianggap
sebagai benih otoriterianisme kekuasaan, tengah menghimpun dirl diberbagai

daerah untuk membentuk suatu wadsh politik Islam. Hanya empat hari sesudab

¥ Lihat dulam catatan Anwar Hatjone, “Perjalanan Politik Bangsa, Menolel Kebolakarg Menarap
Masa Pepan”, Jakaeta : Gema Insani Press, 1997, hleo 1 82
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Malklumat 3 Noevember, umat Islam menyelenggarakan Musyawarah atau Kongres
Umat Islam membentuk Partai Islam Masyumi.?

Jauh sebelum dikeliarkasmya Maklumat pemerintab tersebut, upaya untuk
membentuk suaty wadah perjuangan politik bagi umat Islam di awal proklamasi,
terus dilakukan oleh beberapa tokoh Islam, terutama di Jakarta dengan mengambil
tempat di Gedung Majelis Syure Mushmin Indonegia (Masyum) di Fan Houfs
Boulevard (sckarang kantor Imigrasi Jakarta Pusat, bukan di Balai Muslimin}
sehagal tempat dimulainya penggodokan proses pembentukan Partai Islam >
Di Yogyakarta, pertemuan~pertemuan dari kalangan tokeh Islam terjadi di
berbagai fempat, antara lain di kediaman Dr. Sockiman Wirjosandjoje, tempat
kediaman Ki Bagus Hadikusume, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah di masa
itu. Di Jakarta antarz lain dimoteri oleh H. Agus Salim, KH. Wahid Hasyim,
Abikusnc Tiokrosujoso, Moh. Natsir dan Mobh. Roem vang justru lebih akiif
mengambil inisiatif merancang berbagai konsepsi untuk melakukan kontak
dengan tokoh-tokoh di Yegyakarta dalarm mempersiapkan Kongres Umat Islam

Indonesia (KU1

™ Sebelum Maklnmat Pemerinteh No. 3 Movembor 1945 inj, tdak hanya umat lslsm yang terus
meness berupaya menggalang kekuaiat uniuk menyusun susiv paréai Islam “Masyomi®, Tetag
suga kalongan sosialiy, seperti Suten Sjabric yang st meadirikan Partai Rakoyat Sosialis (Parsi}
yang kekik melebur bersama keluatan sosialis lnintive menjadi Partat Sesialls Indonesia {PSI).
Sesudeh dikeluarkan Maklomar erscbut bermmunculan beberaps partar politik yang soeara
kronalopis di antaranya: {1} Masyuwrei dipimpin ofeh Dr. Sskiman, bordint 7-8 Rovember 1945,
{2} Parwi Kopumis ndonesia (PKY) dinlmpin oleh M. Meh, Jusuf, berdiri 7 November 1945
(3} Partai Bursh Tndonesia (PBI} dipimpin oleh Njono, boerdiri 8 November [943; {4} Panai
Rakyat Jelata, dipimpin oleh Sufan Dewanis, berdisi 8 November 1945; (5) Panal Kristen
indonesia {Parkinde) dipimpin oleh Ds. Probowinoto, berditi 18 November 1945; {6) Partal
Sasialis Indonesia {PSE) dipimpin oleh Mr, Amir Sjarifudin, berdiri NU MNovember 1945; {7}
Parfai Rakyst Sosiadls pimpinan Sutan Sjahrir; (B) Pariot Katolik Republik Indonesiz {(PERI}
dipimpin oleh 1), Kasimo; {5} Porsatuan Rakyst Marhaen Indosesia {Peomai) dipimpin oich 1B,
Asua, berdiri 17 Desember 1945; {10} Parlai Nusional Iodosesia (PM) dipimpin olch Sidik
Djgjosukarto. sehagal pabungan Parlai Rakyat Indonesia (PRI), Gerskun Rakyat Indonesia
(Gerindad dan Serikat Kakvat Indonesia, bordind 29 Juouari 1946,
*Lihal Badruzzaman Busairi, Catefan Perjuangan KM Down Nanstion, Jakaria | Pustaka Fanjimas,
1981 Bimy: 191,
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Kongres Umat Islam dilakukan oleh tokoh-tokok umat Islam Indonesia

jauh sebelum kemerdekaan; vang diselenggarakan MIAI moaupun Masyumi untuk
memutuskan hal-hal penting menyangkut umat Islam dan bangsa Indonesia,”
Kongres Umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan int di laksanmakan di
Yogvakarta pada 7-8 November 1945 itu menghasitkan keputusan salah satunya
adalal mentransformasikan Masyumi dari bentuk awalnya sebagal wadab federasi
organisasi keagamaan menjadi “Partai Politik Islamn Indonesia Masyumi'™.
Pada tanggal 7 November 1945 melalui Kongres Nasional Umaf Islam ds
Yogyakarta, dibentuk Parta) Politik Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia
{Masyumi} dengan Soekiman scbagal ketuanya. Masyumi inl berbeda dengan
Masyumi vang pemah dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Oktober 1843,
Masyumi bentukan Jepang ini hanya terbuka bagi perserikatan-perserikalan
yang telah diberi status hukum oleh pemerintah militer, ktai dan vlama yang
telah mendapat perselujuan.®

Dalam perkenthangan selanjutnya Masyumi versi Jepang int mengalami
posisi yang surut dan tidak memiliki kekvatan politik dihadapan penguasa
Jepang yang lebih memberikan banyak peluang kepads golongan nasionalis
terutama setelaly BPUPKT dibentuk. Golongan sasionalis sekuler nampaknya
dipersiapkan olch Jepang untuk memegang kendali pelitik Indonesia setelah

1
merdeka ™.

Y useil thre Mahendra dalaos Sabar Sllanggang (ed.), Cataren Keitis dan Percikan Pemikiron
Yaesed Shau Madiendeg, Op.oir, hm : 164
+ Harry 1. Bendg, Bufan Sabit dan Matahari Terbir, wriemaban Damel Dhakiday, Pustaka, 1980,
him 1835
M A Aziz Thaba, Op.cit., bm 1 150-183.
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Tulisan ini sekaligus mengoreksi tulisan O. Damste’ dan B, Jilderda® (1949)

schagat pandangan ringkasannya yaog ditulis schagai berikut :
Masyumi ... parta Isiam yang besar ini berdiri dalam masa pendudukan Jepang waktu
cug  buali perseriknian  Keagamaan, yaiiy  Muohammadiveh  yang  reforoustis
{pembaharuan) dan Nahdhmae! Ulama yang ortedok stu {(keras berpegang toguh kepada
poraturan dan sysrat-syaral agama} dipersatukan eleh pemcrintah lepang dalam
Mavyumit S orpanisasi yang besar, menpenangkan kisa kesada Syarikas Islam dan
permuluan abad inl. Saloh seorang diantars jurs bicara Masyoumi menerangkan, babywa

cita-cita Masyun inlah nogara istem dengan pemerintah isiam.

Catatan O. Damste’ dan B. Jiderda, tampak tidak membedakan Masyur
buatars Jepang dan Masvumi sebagai partai politik Islam yang didirikan pada
pasca proklamasi, Sebagaimana lah disinggung bahwa sclain Magywmi zaman
Jepang m, terdapat Masyumi sebagal partai politik Islam yang didirikan beberapa
bulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Masyumi scbagai partai politik dibentk dalamn Kongres Umat Islam
Indonesia  df  Yogyokarta, bertempat di  gedung  Madrasah  Mufalimin
Mulhamumnadiyah yang dilaksanakan pada 7-8 November 1945, Masyumi ini
dibentuk sebagal satu satunya partai politik Islam di Indonesia dan akan
memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia.

Menurut Deliar Noer,” bahwa Masyum: yang diditikan pasca proklamasi
il bukaniah singkatan seperti Masyumi zaman Jepang. Nama Masyumi ini adalab
hasil pungutan suara dalam Kongres Umat Islam Indonesia tersebut dengan

perbandingan suvara 52 : 50, Jamlal suara 32 untuk nama Masyumi dan 50 suara

MODamsie' dan B Jilderds, Nederiand-Indonesia  dafam  Abad Se20, Torjemahas 1P
Siborostorep Batavia-C | Noorde TKolfF N, ¥ « Kebon Sirh. 46, 1949, Jlm . 77
¥ Detiar Noer, Partai fslom ipenias Nagional (Bandung @ Mizas, 2000, bim : 51
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untuk nama Parial Rakyat Istam, Penegasan nanw Masyumi dalam KUII tersebut
tiduk lagi singkatan Majelis Syuro Muslimin Indonesia sepertl Masyumi zaman
Jepang tetapi kemudian disebut Pariai Politik Islam Indonesia Masyumi. ™
Pada musyawarah di KUIL ini telab berhasil diromuskan secara korkrit
mengenat pendinan politik yvaiox
L. Mendirikan satu partai politik wrat Islam yang bernama Masyumi.
2, Masyuny  adalah  satu-satunya partai polifik Islam, dan tidak boleh
mendirikan partal politik Islam lain kecoali Masyumi.
i Masyumi yang askan memperivangkan nasib umat Islam & Indonesia
dibidang politik.
Sedangkan kepulusan penting lainoya dart KUII adaish kesepakatan untuk

melakukan pembinsan potensi permuda Islam melatui Gerakas Pemuda Islam

Indonesia (OP]) dalam lapangan politik, dan mengkeonsolidasikan organisasi

* Sehageimana dalam cataman Anwar Harjano dengan mesputip George dMeTurnan Kahin, bahwa
dalam Kengres Limal Ishn lersebyt terdapat dua usulan nama uaink pactat politik vang hendak
Uibentuk schapai wadah sstu-satunya perjusngan politik umat Ixlzm yaitu nama Masyumi yang
sudah populer den dikenai luss oleh uomt Isiam Indonesia sejak masa peadudskan Jepang, dan
di lain pihak wrdapat kalangos yang menguswikas nama Partd Rakyat Islam mengingat
kekhawsatiran terhadap kepopuleran nama Muasywni di em pendudukan Jepang tersebot. Lihat
Anwar Harjono, Perjofannn Politik Bangsg, Op.eit, hine @ £3-84, Dalam konigks inl Yusol
mernberikan csiptan puls, bahwa preposal temang paeiat Tsfam yang disampaikan oleh Mob
Naisir don disepekati dengsn bulat oleh peseria KU pada 7 November 1945 malam terdapm

erbedaan mengensl nams partal yaitu diantaranva olch H. Agus Salim yang disokong olel
Mol Roum dan kswan-kawan mengspuken namm "Pariai Rakyal Indonesia® dengan merujuh
kepada keberssdsan Katoliek volkspartij (Parai Rakyal Kalobik) di segert Belanda, Sedangkan
toked iain menghendaki seron Masyemi. Pada skldrmya, meoerut pencliti George MeTuman
Kahin, dindakan pemungiisn suara dengon kemenangan mamg Masyuns yang wayorilas ips.
MNamun, para ssksi df KLRI seperti Maoh Natsir, Moh, Reem dan Moh, Mawardi menyangkal
adanys pemungulan sware sebaggimana meauns Kabin, Berbeds bagi Anwar Harfonm yang
menyatakan kurang begita ingat torhadap perigtiwa lersghyt, babkan kurang yakin dilakukannys
permunguian suasca. Lihat dalam catatan Yusrnil hea Mahendra "Kongres Unut Islam Indonesiz”
daluny Medin Dokwah, Rejab 1415 (L Desember 1997 dan pada bukesya Sabar Sitenggang {ed.),
Camran Kritis & Percibun Pemikivan Yusril fiza Mahondra, Opcit, hm ;o 162-18). Namun
demikian, catman Kahin banyak dikatip oieh boberapa pencliti di Indkaesia yaiu dianwrsnya
Dclior Noer, Lukaian Hakion das Aowar Herjono sendiri datan bukunyn Perjelunen Polivik
Bangse

39

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



militer dalam Barisan Hizbullah sebagai barisan kaum muda Islam serta Barisan
Sabilillah sebogai barisan tentara perlawanan”’ Keputusan ini merupakan
konsckuensi dari resclusi jihad, vang sebelumnya disclenggarakan oleh KH,
Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1943 (tiga minggu sebelum pertempuran 10
November di Surabaya) yang mengajak umat Islam enfuk menentang aksi
pendudekan tentara sekotu

Menurut A, Mansyur Suryanegara, bahwa pada musyawarah KUII, sebagai
konsekusnsi  Resclusi, Jihad it turet menuntuf omat  Islam segera
menyempurnakan pembentukan laskar Hizbuilah yang dipimpin oleh Ketua:
Zamul Ariin, Wekil Ketua: Moh. Roem, Anggotar 8. Swrowijono, Sudjono,
Anwar Tiokrpaminoto, K, Zarkasi, Mashudi, Ny. Sunarjo Mangkupuspito, Jusul
Wibisono, i;fiizhammad, R.H.G. Djoenacdi, dan Prowotc Maskusasmito.
Laskar inl dituguskan untuk menjawab tantangan sekutu yang mengadakan
pendudukan di Surabays, Semarang, Ambaraws, Bandung, dan sekitar wilayah
fainnys. Resolusi ini membawa sumbangan besar umat isiam dalam membela

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.7

“Anwar Haryono & Lukman Hakicm, £ Sekitar lakivaya Republik. Jakarta © DDII, 1997,
hlm: 74

" Resolusi Jihad (Revolust Pegjuangen} yang digederakan oleh K. itasyim Asy'ari ini disusun
dulany suasong difcagah katn Surabaye vanp sedang iorpaagsang api revelusi. Scjak peristiwa
*Hotel 'amate’ waggal 19 Scptermsber 1945 Surabays kebanjiran pemuda-pomuda yang benaiat
garane dengan memangiul soaisia berbagat miacam dari hasi meucuti serdadu-serdads Nippon.
Resolusi yang dikeluarkan pada 72 Okteber 1945 itu menyebutkan (1) Kemerdekaao Indonesia
yvang diprokizmasikan pada tanggat |7 Agustus 1943 wajib dipenahaskas. (2) Republik
fndongesia sebapnd satu-safunys pemwrintah yaeg ssh wajib dibels dan dipertshaskan {3)
museh Republik Indenesia torutama Belanda yung datang dengan membopgeag 1entura
sekuty {Ingeris) dalam: masalah lawanas perang bangsa Jepang tentulah akan menggunzkon
kosempatan polisk dan militer univk komball menjaizh Indenesia. {4} Urmaat Isfam werutama
Nahdiatn! Ularmn wajib meagangkol senjata melawan Belanda dan kawan-kawannys vang
hendsk kemball menjalsh Indopesfs. {3} Kewajiban tersebut adalah suate jihad yang
menjadi kewajiban tiap orang Islam {fardhu 'din) yang berada pada jorsk radivs 94 km (farak
dimana umat Islam dipcrkenankan sembahyang jamak duan gashar). Adasun mereka yang
berada di fuar jurak 1erschut berkewajiban membanty saudar-saudaranya yang berada dalam
jurak radiws 94 km b, Libat dalam Mafafek Fanjimas, blm 1 106,

* Lihat A. Massyur Suryanesara, Op.eit, him : 295,
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Partai Masyurni mengenal dua sistem keanggotaan yaitu perorangan dan
organisasi, Sejak awal berdirinyz partai Masyumi hanya ditopang oleh empat
organisasi Islam vang terdiri dari Muhammadiyah, NU, Perserikatan Umat Istam
dan Persatuan Umat Islam. Dua organisasi Islam yang disebut terakhir berfungsi
menjadi Persatuan Umat Islam pada tahun 1951, Kemudian menyusul menjad:
anggota Masyumi, Porsatuan Islam (Persis) pada tahun 1948, Al-lrsyad tshun
1950, dan sebagainya baik organisasi lokal maupun nasional, kecuali Perti yang
berpusat di Bukit Tinggi {Sumaters Barat} yang lebih memilib jalan polinknya
sendiri.

Porjuangan politik umat Islam melalni wadah polittk bersama yaitu
Masyumi menampakkan sgekirum politk yang kian meluas di tapah air dan
diakui oleh berbapai kalangan batk politisi dan pemeriniahan. Sosok politisi
Masyumi banyak yang gigih turut memimpin jalannya pemerintahan kekuasazn
negara. Perjalanan scjarsh partal Masyumi telah mencatat beberapa tokohnya
seperti Dr. Svkiman, KH, Wahid Hasyim, KH. Magykur, Prawoto
Mangkosasmito, Kasman Singodimedjo, Mohammad Roem, Mokammad Natsir,
Sjafruddin Prawiranegara, H, Agus Salim, Mr, Samsudin, Abu Hanifah, Mr. Jusuf
Wibsono., Dr. Sjumsudin, Achmad Subardio, Moh. Sardjan, KH. Faqih Usmas,
Burhanudin Harahap, dan lain sebagainya. Beberapa tokoh tersebut selalu tampil
dalam kabinet pemerintahan pada masa revolusi hingga demokrasi liberal df
bawah kepemimpinan Soekarno.

Kifa tahu Partai Masyumi adalah merupakan salgh satu yang memelopon
pembubaran  negara-negara federal, tampsk yang paling menonjol diantara
tokohnya, adalah Moh, WNatsir schagal tokeh Masyumi yang  berhasil

mempersatukan bangsa Indonesia dari negara Republik Negara Serikat (RIS)
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menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa pertompahan darah melalui
"Mosi Integral™.® Mosi ini dinyatakan pada 3 April 1950 yang mengantarkan
indonesia meninggalkan susunan negara yang berserikat/federal dan kembal ke
ncgara kesatuan, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini di tahun
1945. Kekuatan gagasan yang brilyan dalam pidato Natsir yang sangat bersejarah,
membuat Soekamo tidak punya pilihan lain, kecuali mempersilabkan dan
menghantarkan M. Natsir ke tampuk kursi Perdana Menteri Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian, Masyums sebenamya bukan Islam an
sich, tetapi juga nasional seiati, Memang itulah watak vmum masyarakat Islam
dalam ajaran Istam ¥

Sjafruddin Prawiranegara adalab tokoh Masyumi yang didauiat memimpin
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk memimpin pemerintahan
sementara/darurat pada masa perang revolusi akibat ditahanaya Soekarno, Hatta
dan lain-lain oleh toniara Belanda yang ingin mengosongkan kekuasaan dan
kedaniatan RY dari tasgan penjajah Belanda, Moh Roem sebagal diplomat yang
tidak dapat dipnsahkan dari kelahiran negara Republik Indonesia yang merdeka
dan berdautat,

Demikian juga Mr.Burhanudin Harahap yeng dipercayakan sebaga
Perdana Menterl yang berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama

1955 di Indonesia. Oleh banyak kalangan penelit: disebutkan bahwa Perilihan

* Yuseil Hza Mohendra, Perpolitikun Konsep Federal di Indonesia dan Konsekaensinpa dalam
Federalisme watnk Iidonesia, ed: §i Scelarto & T. Jokob Koekeritis, Jakarta, 1999, him : 164
" M. Natsir, “Cupriia Selects ™, jilid 2, Dihimpun sleh D.P, Sati Alimin, (Jakara: Pustaks Peudis),
him 3.7
* M. Natsir, "Dakwah dan Pemikivannya ™, Jakarta, Media Dakwah, 1989, klm 2 45
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Umum tahun 1935 ini adalah Pemiln vang cukup demokratis, jujur dan adil
dibanding pemilu-pemily sesudahnya {(Orde Baru).**

Sebagai wadah politik umat Islam, Masyumi mengalami perpecaban di
dalam tubuh organisasinya yait dengan keluarnya PSII™ pada tahun 1947 dari
keanggotaan Masyumi, karena motif politik yaitu keinginan mendapatkan kursi
menteri dalam kabinet pada masa Kabinet Amir Syarifuddin 1 (3 Juli - 11
November 1947 dari tokoh sosialis).

Menyusul keluarmnya NU dari Masyumi (ahan 1932 dengan alasan
intermainya di Masyumi meliputi rumusan Majelis Syure dalam AD/ART
Masyumi hasil Muktamar ke-14, tanggal 15-18 Desember 1949 di Yogyakarta,
dimana Majelis Syuro hamya diposisikan scbalas penaschal, dan polemik
perimbangan pembentukan Kabinet pada masa Kabinet Sukiman {(1951-1932 dar:
tokoh Masyume yang mengusulkan agar kursi Menteri Agama di dudoki oleh

olang Nu*

2. 4 Perolehan Suara Masyumi {955
Pemitihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakval dalam rangka
membentuk mstitusi-institost negara. Sejalan dengan inilah di Indonesia sesudah

proklamas) kemerdckaan dengan disahkannya UUD 1945 schagat UUD yang

“Kiprab poluik Pactal Masyami dan tokoh-tokohnya banyak dicatar oleh perjalanan sejarsh
hangss Indonosia pasen kemerdeksnn, Deliar Noor berupaya merekam secara detail tesiasy
pegialansn partai-parai Islom dalam kervanys Partad fslan di Pentas Novional yang sexingkali
dijadikan rujukan oleh bunyak kalangan pengamat dan akademisi. Lebib denalinys dapat dilibal
pada buky wrsebut,

“Umumnya pare Pemimpin PSI adolah permimpin sebelum kemerdeksan dan bergabung ke
Masyumi dengan maksud menarik kembali dukungan bebus anggots-anggola porlainya yang
menjadi anggota Masyuos, MNamun ini gagsl, dan ketidsksokaan juga ditunjukkan oloh
pemimpin PSI ini kepade pemimpin Masyumi yang dipegang Sukiman, dan iokob-tokoh
Sesials agama sepertt Abun Hanifzh, Moh. Natsir, Moh. Reem, Syafruddin Prawiranegara, dan
Yusul Wibisono, Libat A, Azis Thaba, “Tslam Dan Negara Dalam Politik Qrde Baru”, Gpoit.
hm @ 162,

S A. Azis Thaba, hid | him : 1624163,
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sifatnya sementara sampai dibentuknya UUD yang baru dan lengkap,
diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilo dalam rangka membentuk
lembaga perwakilan/permusyawaratan (MPR) unnuk segera menyusun konstitusi
yang lebih baik dalam wakiu enam bulan sesudah ditetapkan UUD 1945
dimaksud

Pemilihan Umum pertama di Indonesia pasca kemerdekaan dapat
diselenggarakan pada tahun 1955 oleh kabinet Burhanudin Harahap dari
Masyumi. Pemiilu 1958 ini ditkuli tidak kurang dad 33 partai politik wakil
golongan (Islam, Sosialis, NWasionalis, dan scbagainys) dam bahkan calon
perorangan. Dari pihak Islam terdapat enam partat yang ikut ke gelanggang
Pemilu seperti Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI (Partai Politik Tharikat Islam})
dan AKUI {Angkatan Kesatusn Umat Islam). Permungutan suara sebagalr puncak
Pemily dilaksanakan 2 kali yailu pada 29 September 1935 untuk memilih
anggota DPFR pusat (scbanyak 260 kursi) dan 15 Desember 1955 untuk memilih
angpoia Konstiluante/MPR {(sebanyak 520 kursiy. Dalam Pemilu 1955 ternyaia
menghasitkan "empat besac”, yatu PNI  pada urutan pertama (22,3%3, diikuti
Masyumi (20%), NU (1849}, dan PKI (16%}, dan sisanya 22% terbagi dalam
beberapa "partal keeil” lainnya di Tingkat DPR Pusat,

Dalam Pemilu 1935 ada empal partai sebagai pemenang, vaitu Masyumi,
NU, PNI dan PKI. Masyumt keluar sebagai pemenang dalam 12 daerah
pemililan, sedangkan vang lainnya seperti PNI delam dua daerab pemilthan ™

Berbeda dengan kenyatwan di atas, maka Masyum: memperoleh dukungan

F Hal ind weroang datam UL 1945 ayai | don 2 Aduran Tombalias yany berbunyi: (1) Dalagy
enam bulan sesudah (berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur
dau menyclenggaraken segala hal yvang ditstapkan dalsm Undang-Undang Desar ial, (2) unisk
menetapken Lndang-Undang Dasar

* Suara Masyumi No. 2 Tahan ke X1, 10 Juni 1936, Terbit tiap-tiap tanysal 1-10 dan 20
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terbesar di daersh-daerah di luar Jawa dan dari kalangan orang Sunda di Jawa
Barat yang mecrupakan dukungan islam yang kuat Hanya disekitar 25 %
pendukung Masyumi yang berasal dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Pemili 1958 Unifuk Suara di DPR

Nama Partai Jumlah Suara Perscntase | Kuorsi Parlemen
yang diperoich

PNI §.434.653 22,3% 57
Masyumi 7.903.886 20,9% 57
NLUJ 6.955.141 18,4% 45

PKI 6,176.913 16,4% 39
Lain-lain 8.314.705 22,0% 39
Total - 190% 287

Sumibor data dani Arbst Sanit, “Sivessem Politk Indonesiz, Kesrabilan Pota Kekuwtan

Folitik Dei Pembangunan ™, Munajemen PT Rata Grafindo Persada Jukaria, bl 1 26-27

Dalan catatan Syaifullah disebutkan bahwa dari golongan Islam untuk
DPR diperoleh 16.518.332 suwara {116 kursi atau 44,62%), sedangkan untuk
Majelis Konstituantc 16.464.008 suara (228 kursi atau 43,62%).

Dari sekian suara tersebuf, perolehan Masyumi dari kedugnya, hampir
50% dari perciehan pihak partai-purtal Islam lainnya, Sebagaimana dipaparkan

cdalam bagan di bawah ini :
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Jumlah Kursi yang dipercieh pihak Islam di DPR dan Konstituante

Hasit Pemily 1933

Mg, Kursi di DER Kursi di Konstitnante
fri= 2600 {n1 = 5200
% Yo
L. Magyumi 57 2192 iiz 21,54
2 NU 435 17,30 91 17.50
3. PSit 8 308 1% 3108
4. Perti 4 1,54 7 1,35
5. PPTI 1 0,39 I 0,19
A AK U I §,39 i 0.19
Jarmiah 116 44,62 228 43,85

Swinber, diambi) dari makalzh Yusril thea Mahendra pada seminwr “"Pertad Isfor Era

Heformasi”, vang disclenggaraken Dewean Dakwah Islan: Indonesia di Jakarta, 12-13 Juni 1998,

Perbandingan Perolehan Kuorsi Antara Masyumi dan Pibak [slam

i DPR dan Konstituante Hasil Pomilu 1935

Perbandingan
Lembaga Masyonii | Pihak Islam Masyuami- Pihak Islam
%
DPR 57 L6 49,13
(n = 261
K onstituante 1112 228 49,12
(n ® 520}

Sumber ¢uin dart Svacfolizh dolam "CGerak Polirdk Mubammendivet dafam Maspumi ™, {Rakarin

Pusinka Urans Grafiti, 1997), bins @ 167,

5.4, Boland® dari hasi! Pensile 19535 ternyata tidak menghasilkan parlai
yang mayoriias pemenang, sehingga memungkinkan bagi borbagai golongan
membuangun aliansi politik, teratama golongan Islan yang membenivk © Poros

Islasn™ di Mujelis Konstifuante dalam rangka turut menyusun dasar {slam. Yang

a8 =

Syuifullah, Gerak Palitik Muhammeadivah dulam Masyumi, dokarta © Pusaka Utsmg Gralit,
1997, hlin = 167

"' R.J. Roland, “Bergmnulan fgtam of indonesia ™, a.b. Saafroedin Bahar, Grafiti Pres, Jakerta,
Ceakan Pertanmg, 1025 iy K9
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muncul  adalah  suatu perimbangan kekuatan yang wengharuskan adanya
kompronsi dalam bidang politik, baik dalam Parlemen maupun dalarm Konstitusi.
Dalam penyesunan konstitusi baru di Majelis Konstituante terhenti ketika terjad
perdebatan panjang tentang dasar negara, Pada saat itu terdapat tiga draf usvlan

¥y iL

temang dasar segary [ndonesia, yaitu “Islam™ “Pancasila”, “Sosial-Ekonmm™.
Namun draf tentang dasar sosial-ckonomi yang digjukan oleh Partai Burub dan
Minrba hanya didukung oleh sedikit orang ¢t Konstituanic, dan perdcbalan
akhirnya lebihy didominasi oleh golongan yang mengajukan ideclogi Islam dan
Pancasila.

Pidato-pidato yvang divcapkan M. Naisir di depan forum konstituante, yang
mengusulkan agar [slam dapat dijadikan dasar negara mengandung arti bahwa
perjuangan suatu gagasan kenegaraan haruslah fotap mempergunakan forum yang
disediskan dalam scbush ncgera demoluasi, atau dengan istilah lain adalah
bersifat parfementer dan tidak mempergunakan cara-cara extra parlementer ™

Pengajuan Islam sebagai dasar negara olgh golongan Islam di konstianies
bukaalah penolakan terhadap Pancasila, tetapl justru titik persoalannya adalah
penafsiran yang terdapat pada Pancasida ttu sendiri. Sebab pada dasarnya partai-
partai  Islam, terutama Masyumi telabh menerimae  konsepst Pancasila tidak
bertentangan dengan [slam. Mengingat sila ke-! “Keivhanan Yang Maha Esa”
adalah penjelmaan dari semangat “tauhid” vang mendasari bagl sila-sila
selanjutoya, schagimana sesuai dengan pendapat tokoh-tokoh Islam yakni KH.
Wabhid Hayioy, Ki Bagos Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku
Mol Hasan yang telah mengkompromikannya kctika hendak sidang PPKI pada

I8 Agustus 1945 pagi. Dalam hal ini Moh. Natsir, sebelum pemilu 1955 juga
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mengemukakan pencrimaannya. Secara positif torhadap Pancasila ketika dalam
pdatonya di muka The Pakistan Institite of World Affair di Karachi, Pakistan 19
Agpril 1932 diungkapkan ;

Pakistan adaish Negara Islam. Hal iw past, baik ofch konyataan penduduk
maupun ofeh gerak-gerik haluan negaranya. Dan, soya kalokan Indonesia juga adalsh
pegara [slam, oleh keayatean, Islam diskod yebagai sgama dan anuizs jiwa bangsa
Indonesia, weskipun tidek disebutkan dalam koustitusi, Idam it adalab oepara agama.
indonesin lidak muemisahkan agaran dan kencgarass. Dengan iepas, Indonesia pereays
kepada Tulian Yang Maha Esa jadi teng pertana dar! Pancasila, kaidal yang tms, yang

- x . N e &
dinset schzsut dusar sohani, dasar akblok dan susifa cleh negara dan bangsa Indonesia. ™

Hanya scorang dari kalangan nasionalis vang penafsirannya fcrhadap
Pancasila dengan merujuk kepada agama, vaitu Amold Mononutuy, fokoh Krisicn
{dari PNI} yang menganggap bahwa Pancasila juga sebagai pancaran dari nilai-
ailai agama Kristen. Sila pertama Ketubanan Yang Maha sz morupakan tang
utanim dan sutnber dard sda-sila yang lain dalam Bibel, Menunutnya, Pancasila
bukan saty perumusan belaka, bukan satu kompilast beberapa prinsipalia suatu
pandangan hidup, akan tetapi Pancasils adalah satu bentuk filsafat vang logis,
bersitat religius-momstis, yang dapot diterima olch kalangan Kristen untuk
Jijadikan Dasur Negara RL Pancasila adalah itk pertecnuan dari golongan yang
percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, spapun juga Nabi golongan itu masing-
masing,*

Dalam pandangan Arnold Mononulu terdapat titik persamaan dengan

kalangan bahwa sila Ketuhanan tidak bisa dilepaskan dari ailai-nilai agama

it “Fentang Dasor Negava Republik Indonevia Dalusi Kenstiaanie ', Katg Penganiur Mr.
~ Wilapo, Jilid 1, Jokarta, 1938
M Diterbitkan dalam M, Natsis, "dgame dan Negara dalam Perspekef Mlam ™, Jakarta © Media
Dakwalh, 2001, him: 128
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terkesuall Mononutu, yang akhirnyas mendorong amtar kekuatan berkompromi
dalam bemuok suatg Panita Khusus Dasar Negara Majelis Konstituanic pada G
November 1957, dengan [8 orang anggota dari tiap fraksi,™ Panitia perumus ini
berhasil menyusun rancangan kompromi mengenai dasar negara berdasarkan
pandangan-pandangan baik dari kalangan Islam maupun Pancasila (nasionalis).

Rancangan kompromi imi disebutkan berikut intinya

Jalse komprami (mengenal dasar negara} dopat dicapai dengan mengumpulkan
semuy siln (asos) vang daput dipertangpungjowabkan, Dapas ditcrapkan batws aganm
vang dipnut olgh jumlah rakyst secare mayaritas matisk (Islam) meajadi agama resmi
DOYATA Louoeen

Negpary Republik Indencsin berdasurksy kebendak untek menyusun masyaraka
vang sosislisttk yong horluhzikas Tshan Yang Mshs Esa, dengan pospertian akan
gerjumsiniul keadilun sosial yang meoyehiuh dap kemuknnwan yang wersata don
mendapat raismat darl Tuban Yasg Mahs Penyayvang lagi Maha Pengseih menurat ajeran
aganm islam, Kristen, Katolik dan agema laianya vang nda & tanah air kita.

Dasar Negars selanjwmya lab © Pessaiuan bangsa yeng diwejadkan deogan
sifat-gifat gotong royong, perikemanusiaan, kebangssan das kerakyvatan yang diptnpin
okch hikmah-kebijaksanosn dalam permusyawacatan perwakilan,”™
Keberbasilan dart panitia perumus dasar negara ini hingga 18 Febroari

1958, pada penutupan Sidang Panitia Perumus Dasar Negara, ketua Konstituante,

Wilopo melaporkan kepada sidang dengan perasaan puas bahwa Konstituanic

telah menyelesaikan wigasnya $0%. Sisanya 10% yang belum berupa perabahan,

" Dikutiy duri Syafii Maarif, Op.cie, hlm : 131,

"Detiar Noer. Para Islam, ep.eit., him : 286, 18 orang tersebut adalah : Sajogia Hardjudinata,
Enin Sastraprawies, [1 Hosein, Siswo Sudurmo, KH. Sjukri, KH, Magjkur, A5, Oharta, Achmad
Astrowinnia, LOV. Bimorangkis, Amin la Engke, B. Mang Bey, 5 Takdie Aligishhana,
Firpmnsish, Bahcramsjah St Indra, Kussini Sabil, Oei Tioe Tat, Sjwrosu Hara Udajs, dan

 Madouitharna,

®ari risniah Sementara Sidang Koastiante, Sidang 16 Descmber 1937, seperti yang dikutip
Yuseil Ihea Mohendra, Moderiisme dar Fuadmnentalisme defam  Politik fsfan:, lakart
Pasanmading, 1909, king - 2132
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pemilihan aliornatif, dan pengesaban.® Menurut Kuasini Sabil {Perhi) persoalan di
Konstituante sudah banyak terselesaikan kecuall bal yvang berat vaitu soal dasar
negara ™

Tetapi perkembangan terjadi lain di Tvar sidang Konstitmante yang turut
mempengaruhi kemacetan di sidang-sidang Majelis Konstituante yang hampir
sclesai. Di mana konstalasi politik yang diciptakan pemerintah Soekamo untuk
segera kembali kepada UUD 1943 sebagaimana yang iclab ditetapkan pada §8
Agustus 1945 oleh PPKL Intervensi pemerintah ini yang turut “membuyarkan”
konsentrasi porsidangan, erutama mendorong Masyumi yang menwxloport untuk
menolak intervensi Sockarmno tersebut, apalagt hal itu disadari sebagat move untuk
mclaksanakan konsep demokrasi terpimpin Soekarno yang dianggap tidak
demokratis. idc untuk kembali kepada UUD 1945 ini scbemarnya ieiah
dimunculkan olch kalangan fentara yaug diawali gleh Jenderal Nasution pads
sualy pertensuan kalangan tentara dan sipil di Padang, 13 Februzn 1935 yang
berupaya menderong pemerintith Sockamo agar kembali UUD proklamagi 194357
Schajutnya pada 2 Mare! 1959, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan kepada
parlemen tentang pemikiran untuk kembali ke UUD 1945, hingga pacla 22 Aprit
Juga dilskukan cleh Presiden Sockarno kepada Konstduante, Usulan Sockamo
direspon oleh politisi & Konstituante, kecuali bagi kalangan Islam yang
sebenarnya menginginkan agar Konstituante menyclesaikan tugasnya yaitu UUD
barw yang hampir rampung. Tetapl kelanjutan dan perkembangan ini, akibat move
politik dari pemerintah, kalangan Islam menerima keinbali UUD 1945 tentunya

dengan eatatan adanys perubahan {modifikasi). Pihak Islam melalui KM Masjkay

" Detiar Noge, Op.cit, hlm 2 13
™ Ewlang Saifuddin Anshari, Op.cie, him ; 88,
' Deliar Roor, Op.cir., 287
Wil
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(NU)} mengajukan mosi agar tujub kata “Ketuhsnan dengan Kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta yang
telah disepakati sebagai gentfement agreement kalangan Islam dan nasionalis pada
22 Juni 1945 disidang BPUPKI agar dimasukkan kembali ke UUD 1945 sebagat
pengakuan aspirasi umat Islam. Namun, mosi KH. Masjkur kalah dengan 201 .
765 suara dari jumiah anggota Konstituante yang hadir sebanyak 470 orang ™
Pertentangan antara kalangan Islam terjadi kembali dengan golongan
Pancasila yang menghendaki unsur pemerintsh untuk kembali kepada UUD 1945
lanpa perubahan semakin panas. Hingga diadakannya pemungutan svara, Pertama,
Pada 30 Mei dengan suara 269 pro dan 199 kontra. Kedua, pada 1 Juni dengan
264 pro dan kontra, dan pada 2 Juni kembali diadakan dengan suara 203 pre dan
203 kontra.” Keinginan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 gagal mempercich
suara mayoritas mutiak di Konstituante. Menurut Dehar Moer, beberapa anggota
Konsttuante wmembubarkan dirh, dan diantaranya yang lain menyatakan tidak aken
lagi menghadiri (boikot) pada sidang-sidang Konstitvante, Mengingat persidangan
untuk kembali ke DU 1945 tidak mencapai dukongan 2/3 mayoritas soarg-sesual
ULUDS 19506 yang berlaku soat it vang mengakibatkan berhenti  dalam

konstituanie.”

Hastl dart proses politik di Konstituunte di atus, seudsknya whhb dinyatakan
“gagal” untuk swengesahkan Konstituanie/UUD baru, dan demikian puln harapan
kulsagan  Islan uniuk memusukkan kembali tyuh kata Piagam Jakarta  dalum
Mukaddimzh UUD 1943 yang headak dibertakukan Sockarno dan kalasgan nasionalis.
Kegagalan untuk mendapat UUD bams 4 Konstituante den harapan masuknys njuh ka

Piagem Jakarta lersebut akibat sdanya intervensi foampur tangan) don arove poligik

" ibid., him ; 288
* Ihid.. dapst dilihat pula dulam Notosostardjo, Keatbali Kepoda Ditva Prakiamasi 1945, Apokah
{dvsmskrasi Ferpampin ire?. Ojakarta: Penerbi Harian “Pemoda®™, 1939, hlim ¢ 560-567,
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pemerintahan  Sozkarno vang schemmrnya berkchendnk memaksakan diterupkannya
konsepsi Demokrasi Terpimpin untuk mengukubkan kekuasaan di fndonesia. Namen
demikian Majelis Konstituenie tidak dapal dikmakan gagal dalam melsksanakan ugss-
wgmays. Schab ponpinan Majelis Konstitwante, Wilope (Ketun} dari unsur PN} dun
Prawuio Mangkusasmito {Wakil Kewua) dari uasure Masyumi optimis sekali babwa sisa

L% dard luges ¥ onstitaanie dapet dituntaskan,

2, % Pembubaran Masyumi dan Kegagalan Rehabilitasi

Keluarnya Keputusan Presiden No 200 tahun 1060 tentang pembubaran
Partal Masyumi menimbulkan tekanan luar biasa kepada Masyumi. Pembubaran
il bukan saja pukulan lelak bagi Partal Masyumi secara organisasi, {etapt juga
pombubaran ite menimbulkan tekanan pisikolegis yang dalam dan menyakitkan
serta menusuk hati bagl perasaan anggeta dan Pimpinan Masyuni. Bagaimana
tidak. Masyumi yang sudah lama menjadi lempat dan wadab perjuangan bagi
anggota Masyumi telab dibubarkan Soekarno hanya melalui sebuah kepuiusan
vang dasar hukum dan moralnya kurang bisa dipertanggungiawabkan, Apalagi
pembubaran Masyurmi itu lebih hanyak bernuansa politis dan subyektifitas
Sockarno sendiri, bukaniah berdasarkan aias pertimbangan yang obyektif

Ketika Presiden Seekarno menetapkan berigkunya Penetapan Presiden No.
7 1ahun 1959 icatang syaral-syarat dan penyederhanaan keparfaian, yang salah
satu isinya mengenal kewenangan Presiden membuobarkan partai politik, maka
Pimpinan Partai Masyumi memprediksikan bahwa Penpres itu diarahkan untuk

membubarkan Partai Masyumi.®

“* Deliar Nour, fhid., hlm : 289,
™ Arsip DO Hal it disampaikan oleh Sckretarfs Umum Masyumi, M. Yunan Nasution pada
wmnggal 25 Juli 1993
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Berdasarkan kesepakatan dalam vapat Pimpinan Partgi, maka Pimpinan
Partai Masyuni mengivim sural kepada Presiden Soekarno®” vang berisi tentang
pembubaran  Masywri. Surat itn bermomor 180/B/VEZS/60 tertanggal 13
September {960, Berhubung dengn KeputusanPresiden Rl No. 200 tahun 1960
tertanggal 17 Agustus 1960 yang menetapkan : "Membubarkan Partai Politik
Masyumi  fermasuk  bagian-bagias, cabang-cabang dan ranting-rantingnya
diselurul Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus
1960", nizka untuk mcmenuhi Penetapan Presiden No. 7/69 pasal 9 avat 2 jo,
Peraluran Presiden No. 13/1960 pasal 8 ayat 2, Punpinan Parist Masyuny
menyatakan, babwa dengan adanya Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960
Muasyumi bubar, (ermasuk bagian-bagisnnya (Majelis Syuro dan Mustimaty™®

Pernyatoan Pimpinan Partal Masyumi di fandatangan) Keftuva Umum
Prawoto Mungkusasngito dan Sekretaris Umum M. Yuman Nasution menyalakan :
™ Membubarkas Masyumi” sebelum sampal melewati tanggal 17 Septmber
1960, maka tidak benar jika Masyumi dinyatakan partai terfarang”. Yang benar

menurul hukum yang berlaku adalab "Masyumi formil tdak ada™® Pemyataan

bubar i <disertai dengan proics. Protes iu dinyatakan i dalam  sebuash

“ Surat Pimpinan Pertai Magyomi tersebut adalah ssats bukti olentik yang tercatatdalans sejarah
etiang kelayakan Muasyorai didalem melaksanakan perintzh Presiden sesuai dengan Kepuiusan
Praaxden No. 20041960 yang monyatskas Masyumi bubar. Dengan ini jolsslals, bahwa Masyumi
Ldak dapat digolongkan sebagns pariai terlarang. Lebil kyrang dua jabua kemudian sesudeh
peristhwa bersejarah ind, mulaifab dilancaran kampanye dan Dnahsa oich PK dengas
wenudubkon Masyumi sebagai partal serlarang. Berkat kegigihan PEL ini, sussgsai-sampai fihak
penguasn dinmrspun neonggunakas istilah “pacai terdarang” itu unluk sdresaya Masyunsi.
(Facta Dovumenta) Prowoto Mangkusasmite, “dlmw Fikiren dan Feiak Perjuangen ™, disusun
eloh 1 8.0 Bgasud, Peserbit Documenia Sursbaya, 1973, lm: 159

** Surat itu torianggat 13 Seprember 1960, Lihat Buzyaics, “Cararan Perjuargzan ™, bim ; 304;
Yayasan Pembangunsn Uimad, Faera Documnenia 1, Kepulusan Presiden Mo, 200 Tabas 1560,
him @ -9, Statemen Musyumi No. HI30/8ek-PP/IM VU938 wngpal 17 Februgri 1938, Mim ;

8. Pernyulaan Pirpinan Masyursi, kim ; 27, penerbit Abadi, Jukana [402H/1982 M

" Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 200 Tabun 1960 yang diberlakukao tanggat 17
Agustus 19569, jike Pimpinan Partal Masyuest dalam tengpang wakiu 30x24 iam tidsk
mnyaiakan partat babar, muka Partai Masyumi okan dinyatakan sebagal parsai teelarang”™

COpeir, bln - 192
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momerandum  yang pokoknya mengatakan : "Tindakan pemerintah, tindakan
Presiden illegal™, 7™ artinya “tidak”™, “legal” artinga “menurut hukum”, jadi
iifegal artinya “tidak menurut hukemn”, Alasan dikemukakannya karcna melawan
hukum dan kita ingin hidup sccara ncgara hukum, maka badan yang berwenang
viltu pengadilaniah yang dapat memberi kata putus.,

Prawolo Mangkusaemito selaku Ketua Umum Partal Masyumi sebelum
puriai fw dibubarkan, mengirim surat kepada Pejabat Pregiden Soehunto, tanggal
30 Muaret 1967, Perihal ; "Rehabilitasi Masyumi”™ pada hurot G V. vonis yang
berupa pembubaran Masyumi it tidak berdasarkan kebenaran, baik dari segi
yuridis maupun politis, dan arena ity tidak nemenuhi rasa keadilan.

Sikap Punpinan Partai Masyumi yang membubarkan Masyumi pada
tanggal 13 Septentber 1960 didasarkan pada doa alasan utama. Pertama. untuk
menghindari Masyumi sebagai pattai terlarang, kedua untuk mengurangi korban
yang tidak perlu, schagaimana yang disebutkan dalam memorandum Pimpinan
Partar Masvum tertanggal 13 Septomber 1960

Adapun sikap Masyurnsi memilih membubarkan din di dasarkan pada
beberapa pertimbangan, Pertamg, sekalipun Masvumi tidak merasa bersalah dan
dasar hukum vyang digunakan Soekarno maembubarkan Masyumi sangat lemab,
letapt realitasnya Masyumi sudab  dibtbarkan Soekarno melalui Keputusan
Presiden No, 200 tahun [960, Kedug, seandainys Masyumi tidak mau
membubarkan diri, maka Masyumi tetap akan bubar, bahkan tidak akan dianggap
sebagal parias teriarang. Karena dianggap sebagai partai terlarang, maka lebih
batk membubarkan diri sehingge terhindar darl partal terlarang. Ke#iga, kalau
Masyumi tidek membubarkan divi maka akan berakibat buruk bag: lembaga-

lembaga yang pernah berafiliasi dengan Masyumi. Kempat, hal serupa juga akan
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menimpa pimpinan dan anggota Masyumi, termasuk juga keluarganya.™
Pimpian Masyumt tidak tega melibal keluargs besar Masywmi yang cukup
bauyak it akan dikeiar-kejar dan diteror, schingga akan menambah peaderitaan
bagi keluarga besar Masyume,

Surat Pimpinan Partai Masyunii yang ditujukan kepada Presiden Sogkamo
selain berisi tentang pernyataan Masyumi bubar, Pimpinan pariai Masyumi juga
melampirkan memorandum, Memorandum berisl sikap dan pandangan Masyumi
tenlang bebcrapa hal. Pertema, sudah menjadi pembawasn Masyumi sejak
didirikan hingga saat ini selalu berusaha untuk memperkokoh hukom, dan
berpegang kepads ULD yang berlaku, Atas dasar inilah pada akhirnya Masyumi
mematuli Kepulusan Presiden No. 200 tabun 1960  tentang pembubaran
Masyumi. Kedua, Masyum? menolak tuduhan yang dinlamatkan kepadanya.
ferutama tontang ketedibatannya dalarn pemberontakan bahikan Masyumi merasa
kecewa atas tuduhan Presiden kepada Masyumi yang menyatakan Masyumi
“melakukan pimberontakan”, Kuslifikasi melakokan pemberontakan lebib-lebib
dirasakan pahitnya, kslau diingat dan pernystaan pemerintah dikadapan DPR
pada tanggal 28 Februar 1958, Ketige, Pimpinan Partst Masyumi menilai
pembubavan Masyomi merupakan suatu tindakan melecehkan dan berlentangan
dengan rass keadilan. Keempat, meskipun Masvami sudah menyatakan bubar,
tetapt mereka skan torus memperfuangkan hak-haknya, scperti mengajukan
tuniutan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk membatalkan tindakan
pemerintah yang disnggap melawan hokum. Usaha im akan diajukan oleh sdr.
Prawoto sebagai warga negara. Demikianiah isi memoranduny Pimpipan Paral

Musyurni yang disampaikan kepada Presiden Sogkarno,

" Arsip DDIL, dalem acara mengenany 70 tabun M. Matsis
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Sctelah sural Pimpinan Masyumi yang menyatakan Magyumi bubar
disampaikan Presiden, Pimpinan Partai Masyumi juga menyampaikan surat kawat
kepada pura Pinopinan Wilayah Masyumi di seluruh Indonesia, tentang Keputusan
Pimpinan Partai Masyumi yang menyatakaa Masyumi bubar,

Ketika Pimpinan  Partat Masywmi  mengambil  keputusan  uniuk
membubarkan Masyund, maka hal ini sudab diantisipasi oleh para Pimpinan
Wilayah dan cabang-cabang Masyumi, sehingga mereka tidak melakukan
kegiatan-kegiatan yang menjuras kepada memanasnya suasana, tetapl mereka
lehih bersikap diam, sambil menunggu keputusan Pemimpin  Pariat Masywmi &
Jakarta. Setelah Pimpinan Partai masyuwmi meiutuskan untuk membubarkan
Masyumi, dan ketika pernyatagn pembubaran sampal ke nicreka, muka mereka
pun mengadakan sosialigasi ka anggota Masyumi. Pernyataan pembubaran
Masyumi juga disaropaikan kepada para komandan militer di daerah.

Keluarnya pemyataan Fimpinan Patai Masyumi yang  menyatakan
Masyumi bubar diterima oleh para anggofa Masyumi. Angpota Magyumi bisa
mencrima keputusan ity, karena aaggota Masyuml sangal mempercayal integritas
moral para pemimpinnya. Selain itu anggota Masyumi juga bisa memaklumi
keputusan pembubarao Masyumi, karena mereka tidak merasz tidak bersalah
elapt realitas mengatakan babwa Masyurm sudah divbarkan oleh Sockarno.
Dengan kats Iain, anggota Masyumi tidak melakukan pembangkangan terhadap
keputusan Pimpinan Partal Masyumi yang menyatakan Masyomi bubar,

Meskipun pimpinan Partal Masyunti sudah menyatakan bahwa Masyunt
bubar, tetapi para Mantan Pemimpin Masyumi totap berusabha untuk mengajukan
kasus pembubaran Masyumi yang dilakukan Soekarno ke pengadilan. Hal #tu di

wempuh mengingat dasar Keputusan presiden No. 280 tahun 1960 tidak sah, baik
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dilihat dari sudut hukem maupun rasa keadilan dan moral. Berdasarkan hal i,
maka Masyumi borusaha mencarl keadilan di pengadilan.

Prawolo” mengemukakan beberapa alasan dan mencgaskan, Perama:
babwa sikap Masyumi menganggap penctapan perinfah Presiden No. 7 tabun
{059 adalah suvats pembubaran atas partai itu tidak syah, karena penylmpangan
dari UUD 1945, Kedus: Bahwa Peraturan Presiden No. 13 tabun 1960, scbaga
pelaksanuan dari Penctapan Presiden No. 77 1959, dengan sendinnys tidak
mempunyai  kekuatan hukum dan harug dioystakan demikian juga oleh
Penngadilan. Ketiga: bahwa Kepukisan Presiden No. 200 tahun 1960 terscbul
merupakan tindakan penguasa yang melanggar hukum dan harus dibatalkan,
setidak-tidaknya dinvatakan batal karesa hukum,

Maka herdasarkan alasan-alasan terscbut di atas, penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Newer) stimewa Jakarta, sudilah menentiikan suatu han sidang.
Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, untuk memeriksa tuntotan penggugat dan
berkenaan memberikan keputusan:

. Monyatakan bubwa Penetapan Pres No. 7 tahua 1959 dan Peraturan

Presiden No. 13 (ahua 1960 tidak mempunvai kekuatan hukum.

2. Membatalkan, setidak-lidaknya rmenyatakan  batal  karema  hukum,

keputusan Presiden No. 200 tahun 1960,

3. Menvatakan tergugat membayar ongkos perkara.

Hu sebabnya meski Masyumni pada akhirnya oleh sebab-sebab tertentu
melaksanakan perintah pembubaran diriaya. Tetapi Masyumi mengeugat Presiden
soekameo i pengadilan dan meminia pengadilan supays menyatakan Kepres No.

20071960 tidak svaly secara hukum.

“ Prawoio Mangkusmito, Op.oir., hlm ; 166
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Prawots Mangkusasmito scbagal warga negara®™ untuk memenuhi rasa
keaditan yang digoncangkan oleh Keputusan Presiden No. 200/1960 yang lebih
dirisaukan scbagal tindakan hukum, maka Pimpigan Partai Masyumi selain
menyampaikan surat pernyataan dan suatu Memorandum kepada Presiden, juga
miencar keadilan sclanjutsya melalui jalan Pengadilan.

Terkatung-kalungnya upaya hukum maupun politik untuk merehabilitasi
Masyumi terus dilakukan sampai di awal Orde Baru, oleh tokoh-tokohnya
walaupun mengalanti kegagalan. Menurut Syafii. Maarif® Masyumi  telab
meningpatkan joiak etk politik demokratis dalam sejarah modern Indonesia, dan
i akan tetap dicatat sebagai modal untuk membangun kelidupan politik yang
sehat dan bertanggungjawab di masa yang akan datang.

Sesudaly Masyumi membubarkan diri, dan rehabilitasinya tidak diizinkan
pemerintah, sebagal tokoh Masyumi dan mendirikan Dewan Dakwah Islam
Indoncsia (DD, Sejak tahun 1967-1893 organisast inl dipimpin olch Moh.
Natsiv vang pernah memimpin Magywni selama beberaps priade, Qleh karens itu
muncul anggapan bahwa Dewan Dakwsah adalah penerus Masyumi, tctapi
anggapan it tidak scpenuhnya tepat. Masyumi itu partai politik, sedangkan
Dewan Dakwah adalaly hanya gerakan dakwah vang ruang linglkupnya serba
terbatas, Karena tidak hoteh berpelitik, maks manian Masyumi terjun k¢ dunia
dakwah. Jadi walappun orang-orangnya sama, lefapi peran mercka sudah

berbeda. ™

* Eaow Decumenta, idn : 55

“ Ahmid Syahi Ma'arif, Islam dun Masalal Kenegaesan, him : 192
* Arvear Haryono, Indoncsia Ki, “Pemikivenr Berwawasan fmendstam ™, (ema Insani Peess
Jukaren  cet ) hlus s 196
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BAB 111

PARTAI BULAN BINTANG PENERUS CITA-CITA MASYUMI

3. 1 Lahirgya Partai Balan Bintang

Sejarah adalah sumber orientasi {masa lalu) yang dikenang kembali dar
pusal orientasi lain (masa kini}. Dan upaya pencnalan sejarab itu (ampaknyz
didorong oleh keinginan untuk menemukan kembal sambungan antara masa lalu
dan masa kini.

Upsya untuk merumuskan dan mendivikan sebuah partai Islam telah
dirintis sgjak tahun (980, ketika berdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BKUT)
bordiri. Pendapat Yusri] seperti diketghul pada mass itu kit tidak mempunyas
kesempatan untuk mendirikan partai politik karena berhadapan dengan Undang-
undang vang berlakuy, yaitu Undang-undang hanya moemberi kesempatan pada
Golongan Karya dan dua partai politik jainnya yaitu Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.’ Sekarang setelah kesempatan itu
ada, semua anggota BRKUI, baik perorangsn maupun pribadi yang ferhimpun
dalamy koordinasi umat Islam itu, akhirnya sepakat bulat pada tanggal 17 Jull 1598
mengikrarkan berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB).

Kelahiran PBB sebagai kekuatan politik dalam dinamika demokrasi di
Indenesia, tidak dapat dipisahkan dari situas) dan kondisi bangsa yang carut-
marut. Derasnya arus perubahan menjelang hingga pasca turunnya Soeharto pada
Mei 1998 menuntut kesadaran publik untuk furut serta datam tuntutan reformasi

total. Salah satunya adalah mengembalikan hak-hak politik sipil sebagai

' Yusril Thea Mabendrz, Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan, “Gagasar,
Penvikivan, & Sikap Politih Yusrif fhiza Mehendra ™, {sd) Kawiyan, Globalpublike 2000, it : 30-
31

60
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



keniscayaan demokrasi. Hal tersebut dapat dilthat dengan adanya sejumiah
keinginan besar untuk memiliki sarana komunikasi polittk sehingga suasana
kebebasan politik yang dirampas sejak naiknya rezim Soeharto menggantikan
jatuhinya rezim Socharto.

Dalam pandangan pendiri PBB, krisis nasional terjadi disebabkan
kekeliruan mengelola bangsa dan negara. Sumber sarana kekeliruan itu pada
hakekatnya hamya satu, yakni membiarkan negeri ini terperosok pada Krisis
“agidah”, sehingga masyarakat Indonesia lupa pada ajaran  Allah  dan
menggantikannya dengan ajaran baru yang berorientasikan kepada materialisme
dac hedonisme.

Sistem politik tanah air harus dibenabi seporti pencgakan sistem politik
yang kuat dan menjalankan demokrasi yang berlandaskan pada kenstitusi
Indonesia daripada munculnya figur. Dalam menegakkan sistem hukum, untuk
menyelamatkan bangsa ini harus di dasarkan pada penegakkan supremasi hukum
yang mendasarkan pada prinsip-prinstp kekuasaan yaog amanah, musyawarah,
keadilan, persamean, perlindungan terhadap kewajiban dan hak-hak asasi
manugia, peradilan yang bebas dan mandin, perdamaian, kesejahteraan sosial dan
kedaulatan rakyat harus ditegakkan.”

Embrio kelahivan Partai Bulan Bintang (PBB), sesungguhnya pada masa
keemasan Orde Baru tengah berjaya i tahun 1989, Pada tabun inilall muncul
keinginan kuat keluarga Besar Bulan Bintang (sebutan bagi keluarga Masyumi)
untuk mendirikan partai politik Islam. Tetapi mengingat situasi politik tidak

mendukung, terutama adanya kebijakan penguasa Orde Baru yang cenderung anti

T vPiadorer kite kefstaman dan kefudonesican”, Bulan Bintang, Buletin Dwi Mingguan,
Seprember {998,
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politik Islam, keinginan pendirian partai dipendam sambil menunggu cuaca politik
berubah secara signifikan,’
Partai Bulan Bintang (PBB)} didirikan pada hari Jum’at, tenggal 23
Rabi’ul Awal 1419 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah di
Jakarta, Dipilih dan disepakati narma Bulan Biatang, karena selama i penyebutan
?e%uazga besar Bulan Bintang adalah identik dengan keluarga darl organisas
jama’ah pendukung Masyumi’ Menurut Yusril Ihza Mahendra (Ketus Umum
Partai PBB} penggunaan nama Bulan Bintang adalah untuk menggambarkan
kesinambungan historis perjuangan [slam sejak berabad-abad lampau, sampai
sckarang dan dimasa yang akan éat,atzgs
Jfumlah ormas Islam yang menjadi anggota BKUI tercatat sedikitnya 40
ormas. Namwun, terdapat 22 ormas Islam yang secara resmi menyatakan bergabung
dengan BK UL Motivasi daripada ormas — ermas Islam inl mau bergabung dengan
BKUI adalah karena kepedulian lerbadap agidah. Diantaranya, Dewan Dakwahb
Islamivah Indonesia (DDIT), Muhammadiyah (diwakili lembaga Hikmah},
Ittihadul Muballighin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni HMI
(KAHMI}, Svarikat Islam (S0), lkatan Cendikiawan Musiim Indonesia (JUMI),
Perti, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), As-Syafiiyah, Badan Kerjasama Pendok
Pesantren Se Indonesia (BKSPPI), Tkatan Masiid Indonesia {(IKMI), Gerakan
Pemuda Islam (GP1}, Pelgjar Islam Indonesia (P11}, Kelvarga Besar PII, Serikat

Tani Islam Indonesia (8Ti1), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia

Yl Pramuoko, Yusell thzn Mahendrs ; Sarg Bintony Cemerienrg, Bandung, Pustaka Hidayah,
2001, him - 67,

* Ramian sMurdjoned, "Sefarah Parial Bulan Bintang”, Jakarlz; DEP PFBR, 2000, bl 7

Yusril thra Mahendrs, Deagan Privsip Usnatan Wosaten Kima perjnanghan Sistes, bukan Crong
dalam Sabar L. Hasson (dkk),"Mendih Partad Istan @ Visi, Misi dan Persepsi  Jakarta : Gema
Ingani Proess, 1998, hlm 28
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{BAKOMURBIN), Lembaga Dakwah Kampus, Badan Koordinasi Pemuda dan
Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Silaturrshmi Habaib, Ulama,
Mubaligh dan tokoh masyarakat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia {(PPMID),
Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)®. Melahsi BKUI inilsh cita-
cita FUI untuk mendirikan sebuah partai politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB}.

Kelahiran Partai Bulan Bintang (PBB) mempunyal sejarah yang panjang.
Benih-benih pendirian Partai Bulan Bintang (PBB) berawal dan pendinan Forum
Ukhuwah Islamiyah (FUI). Hal ini terlibat dari tujuan FUI yaitu sebagai wadah
perjuangan dalam mempertahankan agidak Islaniyalk umat Islam Indonesia.’

Forom Ukhuwah Islamiyzh (FUI) yang telah berdin pada tahun 1989
tepatnya 1 Agustus 1989 {28 Zulhijab 1410} merupakan sebuah upaya dalam
memperbaiki posisi umat Islam®  Pada saat i umar Islam semakin gencar
dituding dan dipojokkan ekstrim kanan oleh Orde Baru, diserang kristenisasi dan
gerakan yang mendangkalkan pola pikir umat (slam agar jaub dan syariat Isiam,
yang tujnannya ustuk melumpubkan kekuatan Islam. Baik agidah, iman dan
jumiah umat Jslam vang mayoritas. Hal ini dilakukan agar umat Islam dapat
dilekan presentasenya schingga berkurang dan  tidak menjadi  mayoritas,
Kemudian hal ini dilakeksn untuk melumpuhkan umat Islam baik secara fisik
maupun secara ideal untuk menegakan syariat Islam.

Forum Ukbuwah Islamiyah lahir dari hasil silaturrahim Mohammad
Natsir dan KH. Masykur dengan pemimpin pondek pesantren dan lembaga
dakwah, Formm ini menjadi forum uptuk bertukar informasi dan keadaan umat

Islamm di daecrab binaan masing-masing, Forum secara berkala mengadakan

® Op.cit, kim: 68-69
! Zairmal Abidin Amir, Pera isfam Politik Pasea Soeharto, Jakaris: LP3ES, 2003 him : 3
* Ramlan Mardjoned, Op.cit, hlm ¢ 38
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pertemuan, Pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1414 Hijriah {11 Desember 1993)
Forum Ukhuwah Islamiyah di kokehkan kembali oleh para tokohnya diantaranya
seperti Dr. Anwar Harjono, SH, Buchari Tamam, M. Solaiman, Ir. AM Luthfi
{DDIL), KH. Latief Muctar, MA (Persis), HM. Ibrahim (PSII}, KH. Sholeh
Iskandar {BKSPP), KH. Noer Ali {(Pesantren At Taqwa-Bekasi), Drs. Nurul Huda
{Perti), Prof. Dr. Ismail Suymi, SH, MCL {Muhammadiyah}, EH. Dadun Abdul
Kohar {BKSPP) dan H. Nuddin Lubis dan KH. Sjaichu (Nahdlai! Ulama), dan
Anwar Saleh,”

Sciring dengan berjalannya waktu, angie reformasi mulat berhembos,
Momentum kebebasan ini sermakin mempengaruhi FUI untuk melahirkan Fartai
Islam. Pancasila dan dasar Islam dicantumkan sebagai “ciri” khas partai.’® Kala
tidak sesudl dengan Undang-Undang Partai Polittk “berasas tunggal”, maka parta
itu tidak dialu oleh pemernintah. ltulah sebabnya partai vang didirikan tu tidak
bernama Masyumi. '

Sekalipun ada pihak agsr Partai Bulan Bintang (PBB) “dicoba” asas
partal adalah “asas Islam™, jika tidak diterima kelak digunakan asas Pancasila”™,
maka Anwar Harjono menjewab “scbagal umat Islam, “kalau fampil berjuang
jangan main coba-cobe”™ Lebih lanjut ia mengatakan “tetapi kita wajtb totap
berjuang menegakkan aqgidahb Islam, merubah perundang-undangan yang ada, agar
tetap difuruskan”,

Pendirian PBB vang diilhamt oleh kebesaran polittk Masyumi yang

terputus di masa lalu, dimungkinkan untuk diteruskan di masa reformasi,

¥ Ibid, him : 5¥

® ibid., W 1 63

"Arsip DD, sambutin Amvar Haryono, dalam pertemumn silatarcahim Keluarga Besar Bulan
Bintany
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Karenanya PBB herupaya untuk memperoleh massa modemis pendukung fanatik
Masyumi lama tersebut, Walaupun dinilat sebagai kebangkitan kembali Masyun,
PBB dinilai berbeda dengan Mayunt. Sebagaimana dapat dilihat, ketika PBRB
fahiv dengan asas Pancasile, dibanding asas Islam Masyumi yang sejsk
berdirinya, kedua partai ini hidup pada zaman yang berbeda.

Dialarn hal inj, peagamat politik Indonesia, Kacung Marjjan™ menilai
dengan spintas bahwa darl kesamaan wisi dan kelompok pendukungnya, PBB
memiliki kesempatan besar memiadi "Masyumi”, telapt “kesempatan besar”
dengan zamen yang sudah berbeda. Masa kebesaran Masyumi berada dalam
konteks lingkungannya yang sengat diwarnar oleh perjuangan ideologis, yaitu
pada masa-masa persaingan memperjuangkan ideclogi besar scperti keagamaan,
komurisme, sosialisme dan lainnya dibandingkan pada masa kini yang
perkembangannya cenderung mengarah kepeda gagasan-gagasan pragmatis dan
rasional dalam kekuassan politik dan negara. Karcaanya walaupun FBB hendak
mienjual ideslogi Islam sebapai landasan vigl cenderung untuk mempertentangkan

persoalan sekularisme yang mengabaikan ajaran agama Islam,

3.2 Paytai Bulan Bintang: Identitas dan Perjuangan Pelitik

Pendirian PBB sebagai partai politik Istam yang telah disepakat: olch
para tokoh umat Islam di Badan Kordinasi Umat Islam (BKUI) seiak proses ide
pembentukan hingga menjelang didellarasikannya, terdapat kendala internal yang,
dihadapi. Apalagi persoalan peromusan bagi sebuah partal politik tentu banyak

nelibatan gagasan yang scrba linlss kepentingan politik  “pragmatis”, Pragmatis

" Kacung Marijan, *Parted Bulan Bintang : “Mengulang Sejorah Masyymi”dalam Musa Kazhim
danr Atfian Hagvesh, Gema Insani 2805, him ;. 24
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dalam tanda kutip ini terletak pada gagasan gagasan idealisme dan realitas politik
vang bakal menentukan fonmat partat yang dikehendaki wnat Islam yang
sekiranya tepat bagi percaturan politik kebangsaan Indonesia yang pluralistik,

PBE vang tengab diproses oleh BKUT dan bakal diproklamasikan it
diharapkan dapat menghimpun kalangan dan tokoli-tokob  organisasi Islam,
cendikiawan, intelektual muda berbskat, kalangan terpelgjar Musiim untuk
memimpin dan mengendalikan kemudi bersama dalam partai ini untuk ikut serta
secara politik memperbaharul negars yang telah dilanda krisis dan iransisi sesuai
cita-cita proklamasi. Banyaknya tokoh-tokoh vmat Islamm yang tampil dalam
mengawsl jalannya reformasi, maupun tokoh publik yang berjasa memuluskan
jalannya perubshan nasional sesuai dengan kebendak rakyat secara konstitusional
agar perubahan nasiopal tidak mengacaukan sendi kedaulatan bagi negara
Republik ldonesia, tenty perlu dihimpun dan turat serte dalam wadah politik
untuk  memberikan kepercaysan kepada pendukungnya dan segenap rakyat
indonesia yang mendambakan perubahan dan perbatkan, Karena itulah PBB
ketika dibentuk melibatkan berbagat tokoh umat yang cerdas, intelektual berbakat
dan reformis untuk menjawab tantangan krisis dan transisi demi perbaikan sistem
politik negara yang modem,

Tokoh-tokoh Islam yang hendak difampilkan PBB diantarasya tokoh
muda Islam Modernis", yakni, Dr. Amien Rais dan Prof Dr. Yusni Ihza
Mahendra yang diduetkan untuk memimpin PBB. Amien Rais adalah Ketua
Umum PP Muhammadiyah sekaligus tokoh yang berhasd menurunkan rezim

Orde Baru Socharto dengsn serangkaian gerakan massal mahasiswa dan rekyat.

" Yudi Pramuka, Op.oit., iim: 164
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Penilaian publik terhadapnya sebagat tokoh lokomwetif reformast Indonesia.
Apalagi Amien Rais dekat dengan kalangan Islam Modernis kelvarga Bulan
Bintang di DI dan pernah menjadi pengurus didalamnya. Bahkan Amien Rais
juga dijuluki sosok Masyumiist atau “Natsir Muda”. Begitupun sosok Yustil Thza
Mahendra, vang juga tokeh intelektual vang torut memuluskan turunnya Socharte
dari dalam pemerintahan. Kepakarannya di bidang Hukem Tata Negara (HTN)
dan sebagal pembuat pidato (Speech writer) Presiden Soeharto, mengkonsep
secara konstitusionsal pengunduran diri Soeharto, membuat Yusril dijuluki “arsitek
lengsernya Soeharto dari dalam pemcrintahan”™ dengan fertib dan terkondisikan,
Yusril pun juga termasuk sosok vang dekat dan dididik oleh Moh, Natsir dan
tokoh-tokoh mantan Masywuni lainnya ketika di DDIl, sehingga tak urung Yusril
juga dijuluki sebagat “Natsir Muda™ di keluarga Bulan Bintang.

Dipasangnya duet dant dun tokolr intelektual Muslim ini, yakni Amien
Rais schelum mendirikan PAN dan Yusril Thza Mahendra untuk memimpin Partai
Bulan Bintang ini telah terencana ketika sedang terprosesnya pembentukan partas
ink. Karepa itulah DDI mengadakan penjajakan melalui Seminar Nasiosal dengan
tcma “Partai Islam Era Reformes:” di DDH pada 12-13 Jum 1998 dengen
beberapa tokoh pembicara Islam, seperti Ismail Hasan Metareum, AM, Syaifudin,
dan juga diantaranyz adalzh Amien Rais dan Yusrl Diza Mahendrs untuk
membaca gagasan politk [slams masing-masing.

Namur jelasnya memasangkan dus tokoh tersebut fidak tcreapai,
mengingat Amien Rais tidak bersedia meimpin partai ini dan pada akbirmnya Yusril

Ihza Mahendra dipercaya sebagai Ketua Umum PBB yang pada awalnya

™ Arsip DI, samibustan Anwar Haryono, dalars rangka tasyakuran Partai Bulan Bintang
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dikehendaky untuk memimpin partai ini adalah Amien Rais. Hal ini semata-mata
bukan hanya ketokohan Amien Rais, totapi juga untuk menjaga barisan kekuatan
politik Islam Modernis,

Ketidaksediaan Amien Rais untuk memimpin PBB ini disebabkan oleh
gagasannya mengenal format politik Islam dalsm bentuk partai berbeda dengan
beberapa tokoh Islam kebanyakan di BKUIL Partai politik bagi Amien Raig
hendaknya lebih terbuka dan menerima kehadiran berbagai kelompok lain selain
kalangan Islam, mengingat sejarah polittk Islam di Indomesia masa lalu dan
kondisi pluralitas kebangsean sebagal bentuk akemodasi dan kerje sama dalam
membangun bangsa dan negara. Berbeds dengan pandangan Yustil mengenal
format purtar Islam yang bisa dikatakan terbuka {(inklusif) dan sekaligus terfutup
{exklusif).

Gagasan Amien int telah diungkapkan sebelum Semingr Nasional yang
diselenggarakan DDII, schagaimana pernyataannya’™ bahwa perlunya persiapan
menial dan konseptual bagi kKeluarga Buolan Bistang untuk menata bobot dan
perannya dalam  menentukan masa depan bangsa. Amien sehzju  agar
mengumpnlkan balung pisah {potensi yang berserakan), keluarga Bulan Bintang
harus membentuk partai politik, namun perlunyy berpikir vlang untuk tidak
kembali ke paradiagma tahun 1950-an yang sudsh bukan zamannva lagi'
Mcenurat Annen Rais membentuk suatu parfai hendaknya dipikirkan: Pertama,
tidak perlu metepaskan idealisme; Kedua, totapi berdasarkan realisme; Ketiga,
menggunakan senl politik vang canggih, fujuan tetap, tetapi luwes dalam

pelaksanaannya, di dalam taktik, wauvpun i dalam mansuver-manuvemnya.

'* Arsip I3, Hasit Seavinar Nasional "Partaf fsham df Era Reformasi” yang dilaksanakan DDIT,
12-13 Juni 1998
0 tbid, blm: 3
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Menurut Amin Rais mendirikan partai bare dengan karakteristik Islam, desgan
tokoh-tokeh Islam, maka febih kurang fmage-nya itu tertutup (cklusif), yang
hanya dimungkinkan bisa menggaet 20% suara. Bagi Amien, seisin mobilisasi
massa, juga berjuang mendapat profit sebanyak-banyaknya untuk menunjang
perjuangan parial,

Alasan lain menurat Amien Rais adalah mengingat hasil Pemilu 1955,
dunana partai-partai Islam (Masyurm, NU, PSH dan Perti) vang dikumpulkan
suaranya kurang deri 30%. Dan koadisi euphoria politik saat ini dimana banyak
tumbuh partai politik yang didirikan oleh umat Islam, baik dalam wujud partai-
partai {slam dan partai-pariai berdasarkan profesi. Belum lagi parisi yang
didirikan ¢leh golongan non-politik Islam fainnya. Hal ini menjadi kendala bagt
partai yvang khay Isiam, untuk dapat berbuat dan menentukan pemiliban Presiden
mengist kursi-kurst di Eksekutif dan Legislaiif belum meyvakinkan. Sehingga ini
menjadi alasan bagl Amien Rais untuk memikirkan pariai politik vmat yang bisa
merekrut golongan lain. Dard sim mumcul gagasan bagsimuna dengan partai
terbuka (inklusif}, dalam pengeriian masih Islami dan lokomctifnys dari kalungan
Islam, tetapi terdapat posisi-posisi yang juga diberikan kepada non Musiim,
Asumsi ini menurut Amien termasuk muamalah muannas, vang memungkinkan
secara syarivah boleh boleh saja,

Nanwm pengakuan Amien Rais, jangan memaksakan partai berkaitan
dengan agama, justru padiai atas dasar apapun di era multi partal ini selayaknya
untuk berdin dan siap diselekst oleh rakyat melatui pemilu. itthadnya mengenai
parta: terbuka, agar kalangan politik lslam tidak sendirian unfuk mengangkat

bangsa ini, dan mereka (golongan non-politik Islam) juga punya aspirasi, visi dan
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kemauan yang harus diakomodasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Karena
itulah pemtkiran Amien Rais mengenai partai terbuka, tetap dalam kendali
ditangan orang-orang beriman, tetapi terdapat posisi yang menjadi bagian non-
politik Islam sebagai perwusudan kebangsagn. Menurut Amien Rals sebagaimana
vang dicontobkan para tokoh partai Masywni seperti Moh. Natsir bergaul dengan
politisi di luar kalengan Islam seperti Wilopo, Kasimo, dan karenanya anak-anak
Masyumi juga mestinya melakukan “pelebaran sayap” melahs bentuk partai
politik. Landasan pemikiran inilah, Amien Rais dikemudian hari menolak unfuk
bergabung meminpin Partai Bulan Bintang yang diangpapnya seperti “baju yang
sempit dipakai” dan mepibh partai vang multl agama, multt etnis, yang pada
akhirnya membentuk partai vang terbuka yakni Partai Amanat Nasional (PAN)."
Yusril Thza Mahendra, memiliki gagasan yang berbeda tentang partai
terbuka dan partai fertutup. Jaweban Yusril lebih meneps anggapan istilah
ekslustf, primordial dan aliran yang dituduhkan kapada partai agama apalagi
Islam. Namun disisi lain terdapat kesamaan pandangan tentang berdirinya partai-
partar beridentitas apapun sebagal pengakuan akan kesiscayaan dan demokrasi.
Menurut Yusril, rakyat yang beragam kelompok, aliran dan sebagainya, sampai
hari ini belum ditemukan cora lain untuk mengorganisasikan kepentingan atau
kehendaknya kecuali dengan partai politik, sekalipun terdspat mudharatnya, '
Sebagal orang yang itkut terlibat pembuatan RUU Partai Politik yang baru pada
masa ttu, menjelang pemily 1999 dirinya menyatakan tegas-tegas membolehkan
berdirinya partai-partai baru sepanjang dasar dan tujuannya sejalan dengan dasar

dan fujuan negara. Baginya, kalau umat Islant mendirikan partai Istam, tidek ada

Y Op.cir, in ;164
¥ i him 23
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dasar konstitysionalnya untuk menyatakan partai Isiam bertentangan dengan UUD
1945, Demikian pula kaum Hindu, Katolik, Protestan atau kaum apa saja yang
ingin mendirikan partai, tdak ada larangan sepanjang sesuai dengan dasar danp
tnjuan negara,'

Perbedasnnya dengan gagasan Amien Rais tenfang kepartaian baik
terbuka atau tertutup, Yusril mengungkapkan “ada yang mengatakan jangan
membuat partai ekslusif, jangan membuat partal primordial, dan ini menurutnya
tidak menyadari bahwa tidak ada kelompok yang tidak primordial, dan yang tidak
eksklusif. Menuruinya, bahwa orang yvang masuk partal pada dasarnya terbuka,
ketika rmasuk ke partai itu, kalan setuju terhadap dasar, tujuan, AD/ART, program,
perjuangan parial o, Namun akan menjadi tertutup jika ia tidak sctuju dan ia
tidak masuk partal it Jadi menurutnya tidak bisa dinvatakan bahwa partai agama
adalah partai primordial, sedangkan partai nasionalis atau partai kebangsaan tidak
primordial, apalagi partai-partat terakhir ini juga fumbub banyak atau beragama
dengan nama yang sam@ maupun bentuk yang lain, Karena itulsh senmia
kelompok itu primorgial, eksklusif, dengan bernama primordialisme kebuangsaan.
Primordiatisme Islam yang tidak begitu penting dipersoalkan.

Sedangkan mengenal sejarab politik Islam di masa pemilu 1955, yang
kurang mendapat sugra 0%, menurut Yusril lebih terdetak kepada sistemn Pemilu
yang proporsional dan terseniralisasi di pulay Jawa yang labih banyak
pendudiuknya. Hal inl menunat perhitungan Yusril, terjadi di PNI pada pemilu
1955 hanya menang di Jateng dan Bali. Sedangkan Masyumi lebih nasionalistik

karena menang di 10 daersh dari 15 daerah pemiliban. Karena itu sistera pemilu

Blhid Wm - 77
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vang proporsional suara lebib banvak di Yawa, maka dengan sendirinya waktu
dikilung di bagi scpersekian penduduk, maka PNI dan Masyumi sama besarnya.
Hal ini akan berbeda jika digunakan sistern distrik, kemungkinan Masyumi
menang,

Yusril 1hza Mahendra mengakui, dan kalangan Partai Islam sendin tidak
sedikit yang menyvatakan untuk tHdak membentuk partal Islam, atau namanya
jungan membawa Islam, tetapi cokup jiwa dan semangatnya lIslam atau
substansinya Islam hanya dikerenakan kekbawatiran banyak orang yang tidak
suka kepada nama Islam. Ini adalah sebuah (antangan® dan ia memilih sikap
moderat dalam seal nama partai, Menorutnya, orang [slam ingin mendirikan pariai
Islam dengn nama Islam atau tidak, bukaniah persoalan fundamental. Sebab yang
fundamental adalah bagaimana partal tersebut sesuai dengan prinsip, jiwa dan
semangat Islam®' . Mengenai perbedaan pandangan dengan Amien Rais, Yusril
mengakui, balvwa Amicn Rais lebih menghendaki partai terbuka, menungt Amien
Rais PBB platformnya kecil, ibarat baju yang sempit dipakal. Yusril secara tegas
menyatakan PBB adalah partai Islam, dan partal ini terbentuk, sebab di dumia ini
pariai scsunggulinya terbuka® Jika tidak ada aliran kepentingan, rakyat tidak akan
mendinkan panrtai.23

Keinginan dari tokoh-tokoh Islam, terutama Anwar Harjono, agar Amien
Rais bergabung memimpin PBB urung terlaksana, akhirmmya mendaulat Yusril
untuk  memimpin | PRB  bersama-sama  tokeh Islam di BKU! menjelang

didcklarasikan dalgm Tabligh Akbar Umat Islam {26 Juli 1998) dengan semangat

i‘: Arsip DPP-PBB, pidate Yusril Thza Mahendra, dalam rangks Mukernas I Patai Bulan Bintang
fidl, hlm = 3

* Amip DEP-PBB, Wawancars Yusril Thea Mahesdra di majalah Tempo, & November 998

B rhid Bim 11
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mencruskan jeiak politik Masyumi untuk melaksanakan Izzul Islam wal
Muslimin. Asas Pariai Bulan Bintang adalah Islam. Islam bagt Partat Bulan
Bintung adalah agama sckaligus adalab jalan kehidupan. Islam adalah agama
ralmatar Hl alamin yang bersifat umiversal. Partal Bulan Bintang akan
menggunakan prinsip-prinsip wniversal itu sebagal rujukan dan sumber dalam
memecabikan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat dan bangsa
Indonesia, seperti komiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, praktek
penyalahgunaan kekuayaan, kepentingan antara pusat dan daerah, korupst dan
nepolisme (KKN), tindak kekerasan dan seterusnya ™ Bagi Partai Bulan Bintang
{PBB) yang paling mendasar gdalah bagaimana agar prinsip, jiwa dan semangat
Islamt hadir dalam sctiap gerak, langkah partai™ schingga mewarnai semua
kebijakan vang diambil olch partan.

Tuivan Partai Bulan Bintang dibagi menjadi doa bagian, yaitu tujuan
Umum dan Tujuan Khuses, Tujuan Umum didirikanoya partai ini adalah @ (3)
mewupudkan cita-cita nasional bengsa Indonesis sebagaimana dimaksud dalam
pembukaan UUD 1945, dan (b} mengembangkan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasiia dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bal Tujuan Khusus terdapat perubshan yang
mendasar dalam Partai Bulan Bintang. Hasil Muktamar 1 tshun 2000 Tujuan

khususnys adalahi mowujudkan masydrakal yang beriman, beriagwa, adil dan

* Pidato Sambutan Ketwa Umuwn PBE “Yusril llhiza Mohendra™ datum Mukernas 7, 25 Februari
1998, dalam Husildukernas | Parrai Budan Bintany, Jakerig: DPP PBRB, 1998, him ; 6.7

* Yusril Thza Mahendra, Dengan Prinsip Unatan Waseian Kita Perfuangian Sistem, Bukan
Orang, “dalam Sahar L. Hagsan {dkk), Memilih Pariad Tslam: Visi, Misi dan Porsepsi {fakaria:
CGerm insand Press, 19983, him ;22
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makmur yang diridhat oleh Allah SWT?, Hasil Muoktamar 11 {2005) Tujuan
khusus partai berubah menjadi mewujukan tegaknya syariat Islam®’.

Partai Bulan Bintang (PBB) mencantumkan Islam sebagai asas (Hukum
Dasar} dan aqidah partai®®, Beragidah dan berasas Islam menurut Partai Bulan
Bintang berarti bahwa partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Istam
schagal agama Allah vang diturunkan untuk mengeluarkan umat manugia dard
suasana kckafiran menuju suasana keirmaman, Setiap ucapan, pemikiran dan
tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Istam vang universal
melewati ruang dan waktu. Bagi Partai Bulan Bintang, ajaran Islam merupakan
sumber inspirasi, motivasi dan hukum dalam kehidupan duniawi. Ajaran islam
yang besifat ynmiversal itn meliputi pokok-pokok agidah, syariat, dan akblak seria
berbagai bidang menyangkat alam semesta dan kehidupan manusia, baik éi dumia

maupun di akhirat.”

3.3 Asas dan Tojuan PBB
Asas Partai Bulan Bintaog adalah Tslam™. Islam bagi Partai Bulan

Bintang adalah agama sekaligus adalah jalan kehidupan. Islam adalab agama

“rafmaran 1l Cafomin™ yang arfinya memberikan rahmat kasth sayang bagi

selurih alam™

yang bhersifat wniversal. Sebagaimanz dikatakan ALQur’an:
Universalisme ajaran Islam, teritama tentang gsas keadilan, kejujuran, kebenaran,

pemihakan kepada kaum lemah dan tertindas, penghormatan terhadap harkat dan

® Anpgaran Dasar PBB Bab i1 pasal 4 dalam Hesil Mukernas 1 Partai Bulan Bistang
(Jakaria: 9P, 26000 him : 28

¥ Anggaran Dasor PRR Bab Il pasal 4 dalsm Hasil Muokernas 11 Partai Rulan Binung
flakeriDPP, 2005 him : 26

" Angparan Dasar PBB Balb J1 pasat 3 dalam Hasil Mukernss [ PBB (Jukarta: DPP, 2000), hinu23

* Talsir Asas Farisi Bulan Bintang dalam Hasil Mukernas 1T postai Bulan Bintang

0 Anggaran Dasar Pariai Balas Bintang Bab T pasal 3

N Profif Parsai Bulus Bintany, him : 2-3
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martabat manusia apapun agama vang mereks pertukan, adalab asss perjuangan
PBRB. Partai Bulan Bintang {PBB) akan menggunakan prissip-prinsip universal itu
sehagai rujukan dan sumber dalam memecabkan persoalan-persoalan vang
terdapat dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan
ketimpangan sosial ekonomi, prakick penyalahgunzan kekussaan, kepentingan
antara pusat dan dacrab, korupsi dan nepotisme (KKN3, tindak kekerasan dan
scterusnya.” Bagi Partai Bulan Bintang yang paling mendasar adalah bagaimana
agar prinsip jiwa dan semangat Islam hadir dalam setiap gerak langkah partai™
schingsa mowaral semus kebijakan yang diambil oleh partai,

Dalam berbagaj kesempatan pertermuan PBB, Yuscil dengan tegas
menyatakan®® bahwa PBB sebagai Partai Islam yang moderat, terbuka ditengah-
tengah masyarakat. Hal ini meaurotnya tidak hanya ditujukan kepada umat Islam
tetapi juga wnat beragama lain bahwa PBB sebuah partai Islam sebagal partai
yang damat, moderat, terbuka, dan berwawasan infelektual vang cukup tangguh
dan tinggi. Parfai ini hendak memberikan gambaran dan image tersebut kepada
miazyarakat, sehingga PBR ind cepat dikenzl oleh masyarakat sebagal partal yang
mempunyai wawasan, partal yang mempunyai konsepsi pemikiran vang jelas
arahnya dan jaub dari tindak-tanduk kekerasan, pemaksaan, intimidast dan
sebagainya di tengah masyarakat. Hal ini telah dicontohkan oleh Yusril melalui
pengalaman dalam Pemilu 1999 lahu, ketika PRB melaksanakan kampanye di

berbagai daerah, bahkan daerab-daerah kantong-kantong non-Muslim |, kehadiran

*? pidato sambuian Ketuz Umum PBB dalam Mukeras 1, 25 Februari 1998 dalam hasil Mukornss
[ Partai Bulsn Bintang (Jukarta : DPP PBB, 1999} him 6.7

* Yusnil Thea Mahendra, Dengan Prinsip Umnatan Wasaton Kite Perjugnghan Sistem, Bukan
Orang, dalam Sahar L. Hassan {Dkk), Mesmsilih Partai [slan: @ Vist, Mist dan Persepsi, Jakarla ;
Gema Insani Press, 1998, hilm @ 22

* Pidato politik Yusril thza Mehendes yang diungkapkan didafam Milad [11 PBB di Kecamatan
Galang, Kabupaten Deli Scrdang, pada 12 Agustis 26847,
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PBB disambut baik oleh masvarakat dengan rasa simpatik tanpa rasa takut atau
kekhawatiran. Dan menuryt Yusri! inilsh yang menjadi dasar, cara dan fujuan
yang harus ditempuh. Islam adalah “rahimatan 5l “alamin”, Islam sebagai rahmat
bagi selurah sekalian alam, mengingat kata Islam 1tu sendiri telah mengisyaratkan
keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Schab itulab, pergjuangan untuk
menegakkan Islam dan membela kepentingan bangsa dan negara menjadi tekad
bagi partai ini yang telah di vmumkan dalam platfermnya sebaga partai Islam

yang bherwawasan keiglaman dan keindonesiaan®,

Sejak awal berdirinyz PBB
miencitrakan Iglam sebagai identitas kepartaian. Islam dijadikan dasar keyakinan
dair pandangan hidup PBB, ini telah diformulasikan menjadi ketetapan partai
melalui Muktamar 1 PBB pada 26 Apni - | Mei 2000 dalam tafsir asasnya,

Menuret Mok, Natsir {(Mantan Ketua Umum Masyamid,® yang
dinamakan *“asas™ bagl suatu organisasi ataupun bagl orang perseorangan adalah
perumusan clia-cita motivasi tempat bertolak, sumber inspirasi, sumber kekuatan
menahan derita, pepangan hidop vang akan dibawa matl. Karena itulah soal asas
bukan seal teknis dan bukan gemata seal pemikiran, fetapi lebib dani iy, ia juga
spal perassan hatinurani, keyakinan agama. Penganut agama Samawi, Istam dan
Krisien menamakannya Iman’. Dalam keyakinan ini, bagi umat Muslim make
Istam merupakan keyakinan terdalam untuk dgewanlahkan dalam semua bidang,
termasuk politik yang menjadi asas sebagal fitik tolak pandangan hidup.

PBB memandang Islam sebagai jzlan hidup universal yang harus

diimplementasikan dalam segala ruang gerak dan waktu. Hal ini di maksud,

35_ Suara Masyumi No 2 Th. Xe X4, Torbil uap-tigp tanggal 1-10 dan 28, werbit 10 juni 1838

* 1. Natsir, “Agama dar Negara Dalawm Perspektif Iilam ”, Op.ciz, hlm: 356

¥ Yusril thza Mahendra, dalam Sabar Sitanggang (cd), Catatan Kritis dan Percikan Pemildran
Vesril thzaldebendra, hlm : 134
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dinyatakan dalam mukadimah (pendahuluan} tafsir asasnya, bahwa hidup i
sendiri adalah perjuangan untuk mencari keridhaan Alah SWT. Dda telah
menurunkan agama sebagai jalan hidup seperti diturunkan-Nya kepada para Rasul
seiak Adam AS sampal Mubhammad SAW agar umat manusia menegakkan agama
tersebut dalam kehidupan mereka®™, Dan mereka menyadari babwa mjuan hidop
manusia didania adalah meaghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan
perintab-Nya dan menjuuhi larangan-Nya®. Karesa itulah bagi PBR, Islam
sebagai jalan hidup yang selalu di usahakas oleh kaum pergerakan Islam modemn
untuk ditegakkan dalam kehidupan individe, masyarakal dan Negara sesuai
dengan raang dan wakiy yang tersedia. Wujud pengakuan tegas sebagai partai
politik Islam, PBB bertekad membust langkah-langkah yang {%i;}ﬁﬁukaﬂ untuk
mencgakkan cara hidup Islam tersebut dalam wilayah Negara Kesatwan Republik
Indonesiz (NKRI).

Talsir Asas ini merupakan penjelasan vingkas tentang Islam sebagal asus
palitik partai Bulan Bintang sebagsimana fertuang dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangganya. Pengelasan lebih rincinya merujuk kepada Al
Qur’an dan As-Sunnah As Shahihah, serta kitab-kitab tafsir dan syarsh Hadist
mw’tabarah (ierpandang) serta para mujtahidin {(pars pembuat ijtihad) sepanjang
masa®”.

Dalam Tafsir Asas Partai; PBB memiliki keinginan vang kuat untuk
menerpatkan hukum di atas segala aspek kehidupan {sucramasi hukur}, Yusril

Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam membangun Hukum Nasional®! kita int

* Dart Mukaddimah {pendahuluan} Tafsir Asas PRB
YO8 - Adz-Dzariat : 36.57

* 1 ihat Butir 35 sampat dengan Butir 36 Tafsir Asag PBB
* Pidato Yuseil pada Mukeros [V PBB tahun 2667
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mengounakan cmpat sumber yaita atas sumber Hukum Adat, Syariat Islam,
Hukum eks Kolonial yang sudah diterima oleh masyarakat dan Konvenst
Internasional.

Partai Bulan Bintang memiliki kenyakinan bahwa negara adalah
organisasi kekuaszan untuk mengelola kepentingan bersama dalam rangka amar
ma'ruf nahi mungkar dan menciptakan tatarsan masyarakat yang dikehendaki oleh
Allah SWT. Oleh sebab itulah PBRB menghendaki negara sebagat alat, merupakan
institusi yang diciptakan untuk mencapal ujuan vang bersifat keduniaan
berkewajiban menmpedomant prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraannys.
Secara moderat PBB tidak mempermasalahkan istilah “negara Islam” atau istilah
lain bagi Indonesia, scbab yang fundamental adalah tegaknya prinsip-prinsip serta
nilai-nilai Istam dafam mengisi kehidupan bernegara.”

Partai Bulan Bintang (FBB) adalah penerus cita-ciia perjuangen
masyumi, didirikan dengan niat feze! Islam wal Mustimin, Tujuan didirtkan PRB,
yakni untuk membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat
Indonesis, tanpa mombedakan asai-usul keturunan, agama maupun golongan
sesuai dengan prinsip Islam. Segenap warga PBB wajib menjunjong tinggi akhiak
yvang mulia, wa)ib menjunjung tinggi aorma-notma etik Islam yang universal
Politik adalsh bagian dari dakwsah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan
rienalak kemungkaran. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan prinsip-prinsip
. PBB memang memperjuagngkan tegakaya syariat Islam dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PBB menjunjung tinggi kemajemukan

masyarakat kita,

2 1id., Wi : 20
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3. 4 Tkrar dan Deklarasi 26 Juli 1998

Partai Bulan Bintang didirikan tepatnya pada hari Jum’at 17 Juli 1998
Miladiyaly bertepatan tanggal 23 Rabiul Awal 1419 Hijriah dengan ditandatangani
ikrar pendirian PBB, olch para tokoh umat Islam yang mewakili 22 Ormas Islam
di BKUI diantaranya DDII, Mubanymadiyah {di wakili Lembaga Hikmah),
Iitihadul Mubatlighin, HMI, KAHMI, 81, ICML, Perti, Al-Irsyad, Persis, As-
syafioyah, BKSPPI, IKMI, GPi, Pl Kelnarga Besar PiI, STII, Bakomubin, LDK,
BKPRMI, Forum Silahturahmi Habaib Ulama-Mubaligh, Tokoh Masyarskat,
PPMI, dan KISDLY

Ikrar penandatanganan berdirinyz PEB inf sebagai berikut, ™

Bigmilishirrohmanirohim

Pada hari ni, Jomat tanggal 23 Rabi’ui Awwa! 1418 Higiah atau bertepatan dengan
sanggal 17 Juli 1998 Miladivah, kemi yang bedandatangan di bawab ini, seseinh bermusyawarah
vang berlangsung sciak langgal 18 Zulkaeddah 1418 Hijriah atau berepstan dengan tanggal 16
iorct 998 Miadivah dan setelah masing-maging memphon petunjuk ke hadirat Allak Subhenabu
wit Ta'ala dengan tulus ikhlss felah bersepokat bdat ontuke mendiniken dan menandatangeant iKear
pendirign “Partal Bulsn Bimang ™, yaug kami maksud dan harapkan dapat menjadi wadeh bagl
perjuangan kaum Mustimin Indonesis klussusnya dan makyat Indonesiz pads wumnya uniul
mewnindkan masyerakar [ndonesis 17 Agustus 1945, yaitu magyarakat yang betiman dao
rtuqwa kepadds Allab Subhanabe wa Ta'ala , berakhisk muolia, sejaitern Iahis dan batia, adi due
makmur yasg merata seets mape, berhikmad dan bertanggungiawab bagl kepenbingan rakyat,
bangsn dan Negaranys, dengan peauh ampuinans dan Ridha Allah Subbanaba wa To'ala, denpan
Anggoran Dasar dan Anggaran Rursah Tanpes sebagaimana yang dilampirkan das menjadi sats
kesaman yang tak erpisshkan darl ikrsr ind

Servoga Allah Subhanehe wa Ta'ala melispabkan Ruhmi dan Ridlo-Nya,

Agniin, amiin, amin va robbal anlaniie,

23 Rabitnl Awwal 1419 Hijriab/F7 Juli 1998 Miladiyah
Pembacaan ikrar dekiarast di atas, dipublikasikan dalam deklarast Partai
Bulan Bintang (PBB} yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Al Azhar,

Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 1998 Hijriah

bertepatan 02 Rabiul Akhir 1419 Hiiriah, pukul 09.0¢ WIB. Dalam deklaras:

*Yudi Pramuko, Yuwil fhza Mahendra, Sang Biwmang Cemerfong (Jakara, Putra Berdikari
Bangsz, 2000) him : 6862
= Ramlan Mardjoned, Op.¢ir., hlm - 72
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tersebut, Dr, Anwar Harjono selaky pendiri PBB, sesepuh dan juru bicara terakhur
Partai Masyumi juga Ketua DDI turut memberikan sambutan, Kemudian kata
sgmbutan juga disampaikan oleh Prof. Dr. Yusn! Thza Mahendrs, SH. M8ce selaku
Ketuz Unwum PBB.

Dr. Anwar Harjono, dalam sambutannya di tabligh akbar, secara garis
besar menyampaikan bahwa pendirtan partal Islam i telsh dirintis oleh beberapa
tokoh umat Islamm dengan scrangkaian diskusi, tukar pikiran dalam ikatan
uihuwah, yang secara kebetulan DDIL, organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh
Masyumi, yang dipimpin oich Mok, Natsir, membina hubungan tokoh-tokch umat
melalui Forum Ukhuwsah Islamiyah (FUI) tahun 1949, bersama-sama denpan KIH.
Masykur (Mantan Kctua PBNU), FUI yang sifatnya beranggotakan perorangan
dari berbagal organisasi Islam kemudian meningkat menjadi Badan koordinas
Umat Islom (BKUIL 1998} vang sifat keangeotaan mienjadi mewakili orgenisasi
Istam masing-masing, yang pada akhimya bersepakat mendiriken Partai Bulan
Bintang melalw Permusyawsratan yang panjang teratama soal pilihan sama dan
asas. Hal w1 mengingat dulunya, organisasi-organisasi Islam tersebut adalah
Anggota Istimewa Masyumi, sehingga ferdapat keinginan menghidupkan kembali
Masyumi. Pemilihan kepada nama PBB disebabkan kesadaran menjaga kebesaran
moral palitik dan ketaatan legalitas sebagai tradisi politik Masyumi. Namun bagi
Anwar Harjono, BB adalah ibaratryya satu sisi dari mata vang vang sama dengan
Masyumi, Menurutniya “dengan PBBE kita ingin darsh baru dan kesegaran baru
uniuk meneruskan cita-cita besar dari yvang lama™. PBB ini memiliki hubungan

emosional dengan I’sfiasynmiﬁﬁ

3 Ihid, hhn 1 43
U ihid, Bim: 46
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Anwar Hartjono kembali mengungkapkan dirinya diklaim oleh beberapa
orang vang hendak mendirikan kembah Partai Masyumi, bahwa dininya
mendukung kebangkitan nama tersebut, Namun baginya secara tegas tidak pernab
menyetujul  apalagi mendokung, kecuali memakai nama lain, selain Masyumi.
Dirinys mempunyai kewajiban untuk berbicara teatang Masyum, mengingat
kapasitasnya sebagai juru bicara terakhir Partal Masyumi, vang dimandatkan sejak
dirinya sebagai Wasekjen Pimpinan Pusat Partal Masyumi,” Kemudian persoalan
para generasi DDIL yang tidak bergabung di PBB, dirinya menyatakan belum
mengambil sikap resmi. Bagi Anwar, hal ini harus dilihat dari perkembangan
sejarah dan kondisi politik yang kini sulit terbendung dan lepas mengalir ke
berbagal arab. Schingga timbul berbagai kekuatan politik urat. Karena itu,
menurit Anwar dicinye masih melihat herapan, bahwa sewzkiv nanti dapat
bersatu, sehab saat ini masih ada keinginan dari tokoh-tokoh umat untuk bersatu
kembali, sehingga mencapai kekuatas politik di parlemen. Tentang ekskiusifme
partai, dirinya masih memandang hal tersebut adalah relative dan subjekGf. Sebab
setiap anggota yang masuk ke partai dan setuju dengan AD/ART partai tersebut
maka menjadi fertutup uptuk masuk dan memperjuangkan partai politik lain,
kecuali jika tidak setuju dan keluar dari partai yang telah dimasukinye, Namun
pernyataan cksklusif' hanya kepada partai Islam adslsh upaya membuat isu
mempiokkan umat Istam.

Sedangkan Yusril lhza Mahendra, dalam samibutannya menyatakan PBB
yang tclah dirintis oleh tokoh umat sejak lama melalul FUI dan BKUI ini hadic

berjuang uniuk mencgakkan sistem. Bukan semals-mata  hanye  untuk

*7 Ibici., Bim 1 33
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memperjfuangkan scseorang untuk menjadi  Presiden, Menegakkan sistern,
sinpapun dapat menjadi Presiden, dan bergant! tanps mombawa masalah bagi
negara, jika sistem ttu baik dan kuat. Yoesril juga mencgaskan tentang PBB
sebagai partal terbuka, vaknj bagi umat lslam dan non-Islam yang setujur dengan
cita-gita, program, dan perjuangan partai dan PBEB schaga partal tertutup bagl
segenap anggota purtal untuk meyakint dan masuk ke golongan partat lamn,

Karena itulah baginya PBB adalab partai Islam yang berprinsip umatan
wasathan, seperti yang dikatakan dalam Al Quran: “umat Islam itu adslah vmat
pertengaban” jadi partai ini hendaknya jauh dari prasangka partai kirt atau partai
kanan™, Menurut Yusril pula, PBB sehagai parfai akan bersikap moderat datam
politik dan membuka pinty kerjasama dengan golongan, kekuatan serta komponen
bangsa yavg lain sesuai garis partal demokratis dan kooperatif uniuk kepentingan

bersama.

3.4.1 Platform Partai: Keisiaman dan Keindonesiaan

Partai Bulan Bintang {PBB} sebagai partai lIslam, berdirl ditengah
kondisi bangsa yang multi keisis. Suasana bangsa vang dilanda ransisi secara
politik, kehadiran PBB, yang baru saja dideklarasikan oleh para tokoh umat Islam,
diharapkan untuk menjawab tantangan dan dinamika kebangsaan dengan usaba-
usaha vang scjalun dengan prinsip wilai oniversal, yakni nilai-nilai Tahiyah
sebagai pedomap dasar ideal bagi sosio kultur dan kebijakan (struktur) masa
depan bangsa., Harapan imi diformulasikan dalam platform kepartaian scbagal

gambaran perjvangan keumatan dan kebangsaan dengan prinsip Islam scbagai jati

= thid, it + Y
2 thid, Wm s 15
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diri partai Islam yang paradigmatik, PBB menegaskan dirinya sebagai partai Islam
Nasional yvang memiliki kejelasan berparadigma, yakni platform Partai Bulan
Bintang adalah keiglaman dan keindonesiaan.

Arti dari keislaman adalah kita umat Islam yakin sedalam-dalamnya
bahwg ajaran-ajaran Islam ity adalah rabmat bagi seluruh alam, Kita menyakim
apa yang di pesankan Rasullullah SAW pada waktu belisu menyampaikan pidato
Haji Wade’, pada saat itu belian berpesan ; Aku tinggalkan pada kalian dua
pusaka, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka #u adalah
Al-Qur’an dan Sunnahku.”°

Bagl Yusril, politik bukaniah sesuatu yang kotor. Politik bukanlab
menghalalkan sepaly cara demi tercapainys suatu tujuan. Tetap politik harus di
dasarkan pads akhlsk yang baik “akhlakul kadmah™. Imilah yang disebut
keislaman, vakni berpolitik dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam®. Dan,
disisi lain PBB sebagai partainya umat Islam yang sekaligus bangsa Indonesia
mendorong  kesadaran  kebangsaan  berlandaskan Islam  sebagai  petunjuk
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Scbab
bagaimanapun juga, perjuangan mercbut dan mempertabankan kemerdckaan tidak
dapat dilepaskan dari peran umat Islam. Disinilsh terietak penegasan arti
kelndonesican bagt PBB. Menumt Yusril membicarakan Islam di Indonesia tidak
bisa melepaskan diri dari sefarah bangsa™. PBB berpijak pada akar sejarah bangsa
dan budaya bangsn Indonesia, Dengan identitasnya yang sangat jelas, PBB vang

inklusif dan demokratis terbuka bekerjasama dengan kalangan pendukung

* Op.oir., kim : 184

' Penegssan ini selaiu dissopaikan Yusril gena memperiegas jati diri PBB, di saat kesempatan
sammbutan kunjungannya di badapan pars Keluarga Besar Perist Bulan Bintang,

* Arsip DPP-PRE, Tabivid Abudi, 12-18 Movember {998
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demokrasi lain™. Hal inilah sebagai wujud dari pemikiran modernis politik Islam.
Sebagaimana juga vang ditradisikan oleh Masyumi yang dapat bekerjasama
dengan kelompok lain, beraliansi dengan Partai Sosualis Indenesia (PSI), Partai
Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Platform Islam inilah yang

diangkai oleh PBB yakni keislaman dan keindonesiaan.

A. Visi dan Misi

Partai bulan Bintang (PBB) di deldarasikan pads 26 Jull 1998 oleh 22
tokob Ormas dap Organisasi Dakwah Islam, didirikan sntuk berkhidmat
sepenufinya bagl upaya penyelgsaian persoalan bangsa disemma bidang, sekaligus
momberi alternatif jalan yang harus ditempub menuin Indonesia masa depan, agar
bangsa ini sampal kepada sebuah Indonesia baru yang demokratis  dan
bermartabat; sebush masyarakal baru vyang perikehidupan berbangsa dan
bernegara dilopang olel sebuah sistem yang kuat, dengan komitmen penuh etika
dan moralitas yang bersumber pada nilai-nilai waiversal Islam.

Dengan larxlasan prinsip Islam scbagai redmaian /il ‘alamin, Pantai
Bulan Bintang didedikasikan untuk membangun sebuah Indonesia baru yang
demokratis dan bermarisbat bagi kepentingan seciuruh rakyat Indonesis tanpa
membedakan suku, asal-usul keturunan, agama maupun golongan, scsuai cita-cifa
prakiamast 17 Agustus 1945,
B. Bidang Pelitik

Partai Bulan Bintang memberi dorongan sebesar-besarnya bagi upaya

demokratisasi  kelidupan politik nasional: berfungsinys lembaga-lembaga

> Acsip DPP-PRR. Kompas, 31 Juli 1998
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kenegaraan secara semestinya, dengan batasan hak dan kewenangan vang tegas;
penguatan hak-hak rakyat dihadapan penyelenggaraan negara, serfa penghormatan
dan pencgakkan secara sungguh-sungguh hak-hak asasi manusia. Prakarsa rakyat
harus mendapat ruang artikulas) yang lapang, sehingga tumbuh partisipasi dan
kebersamaan, bukan mobilisasi dan keterpaksaan. Birokrasi pemerintah harus
dibangun scears modern, efisien dan professional.

Ncgars Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan, dengan
dibarengi otonomi yang luas bagi daerah, serfa perimbangan keuengan pusat dan
dacral yang proporsional, Daerah harus diberi peluang seluas-luasaya untuk
mengembangkan diri sesuai potensi dan karakteristik masing-masing, Partai
Bulwn Bigtang mendorong ditegakkannya giika dan moralitas dalam percaturan
politik, serta menempatkan perilaku politik yang Machiavelistis sebagal musuh
demokrasi vang harus dikikis. Partai Bulan Bintang menghendali dibukanya
peluang selebar-lebarnya bagi dizlog dan musyawarah untulke membicarakan
scgala permasalaban bangss, menolak keras pemaksaan kehendak, anarki, dan
kekerasan dalam segala hal beatuknya. Menolak Dwi Fungsi ABRI dalam
wujudnya seperti saat ini, dan hanva mentolerir keberadaan ABRI di MPR tidak
di DPR.

C. Bidang Ekonomi

Pariai Bulan Bintang memperjuangkan orde perckonomian yang adil,
profesional dan beretika, berdasarkan prinsip kemandirian dan kerja sarma. Bukan
perekonomian yang dikembangkan berdasarkan permuosuhan antar kelas dan

golangan,
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Partai Bulan RBintang member] dorongan  sebesar-besarnya bagi
tumbuhnya persaingan schat, dikikisnya monopoli, monopsoni, oligopoly, dan
kartel, serta memberi apresiasi yang tinggi bagi profesionalisme dan kejujuran dan
menempatkan kolusi, dan nepotisme sebagai ancaman berbahaya bagi perwojudan
ekonomi nasional yang sehat. Memperjuangkan lahimya kebijakan-kebijakan
yang berorientasi pada keadilan dibidang ckonomi peluang untuk berkembang
vang lebih besar bagi pengusaba kecil dan menengah, serta pencipiaan
kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat,

D. Bidang Sosial Budaya

Partai Bulan Bintaog berkhidmat bagi bevkembangnya kehidupan sosial
vang schat, yang ditandai dengan perilaku anggota masyarakat yang toleran, tidak
alergi terhadap perbedaan pendapat, religius dan menempatkan prinsip ukhuwah
scbagai ctos kehidupan bersama dalam merekatken persatuan dan kesatuan
bangsa. Partai Bulan Binteng (PBB) memberi apresiasi tinggi bagi produk seni
dan budaya yang tidak saja mesghibur, tetapi mencerdaskan, mencerahkan,
memberi hikmah, dan membangkitkan kesadaran akas pentingnya ctika dan
moralitag agama dalam interaksi sostal.

Partai Bulan Bintang berkhidmat bagi pembentukan sebuah masyarakat
yang renjadikan etika dan moral agama sebagai fandasan kehidupan individual
dan interaksi sosial. Nilai gtika dan moral agama harus ditempatkan sebagai tibk
tolak, tolok vkur, dan acuan perilaku anggota masyarakat bangsa.

Bidang Hukam
Partai Bulan Bintang {(PBB) memperjuangkan transformasi hukum dan

nilai-nilai vniversal Islam ke dalam hukum nasional; mengedepankan pentingnya

56
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



ditumbuhkan kesadaran hukum masyarakat; dihasitkannya hukum dan perundang-
undangan vang berpihak pada kebenaran dan berdimens: keadilan; dan terciptanya
aparat penegak hukum yang profesional, teguh pada kevakinan, dan bermoral.
LUD 1945 harus disemnpurnakan dengan amandemen terhadap sejumiah pasal
yang tidak sesuai deogan tuntutan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Partai Bulan Bintang memperuangkan ferwujudnya supremasy hukum
dalam segenap pranata kehidupan bangsa, seria menempatkan Mahkamah Agung
schagai lembaga Yudikatif yang mandiri bebas intervensi dari lembaga Eksekutif.

Seruan Kepada Komponen Bangsa

Partai Bulan Bintang menyem kepada seluruh kemponen bangsa uniuk

merancang scbush Indonesia Bary, Indonesia masa depan, yang tegak di atas
tatanan sistem vang kuat. Tidak ada lagi kultus individu, bapak bangsa, dan segals
bentuk ketergantunzan kepada orang perorangan. Dengan Islam sebagai sumber
nilai, sumber inspirasi perjuangan, sckaligus tuntunan dalam momecahkan segala
bentuk krisis yang saat ini mencengkeram baugsa. Dengan Islam sebagal acuan
untuk membentuk sebuah masyarakat bary yang bermaslahab dan marhamal,
dalam limpahan ridho Allah SWT dan demn sebuah Indoncsia bare yang

demokratis dan bermartabat,

3.4.2 Tafsir Lambang Partai: Simbol Perekat dan Cita-Cita Umat Jslam
Lambuang adalah tanda pengenal berupa simbol vang mengkiaskan sifat,

keadaan, nila) dan norma yang dimiliki oleh setiap orang. Bahkan menurut Moh.

Natsir lapsbang bagl padal mempunyai daya tarik yang mengikat hati keluargs

suaty partai {apggota-anggota dan simpsifisannya), bila lambang yang lama
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dikenal tiba-tiba ditukar, pasti akan merugikan partai yang bersangkutan dalam
Pemilihan Umum. Lambang merupskan simbol yang merunjukkan hubungan
bathin antara partai tersebut dengan pendukungnya.”

Partai Bulan Bintang menggunakan lambang Bulan dan Bintang sebagai
simbal perjuangan bagi partal sesuai dengan namanya. Bulan dan Bintang,
menurut Yusril thza Mahendra, semata-mata simbol, semata-mata lambang vang
sudal banyak dikenal dalam masyarskat Islam pada uvmumnya, baik di Afrika
Utara, Timur Tengah, Afrika Selatan Maupun Asia Tenggara. Bulan Bintang
mengesankan simbol Islam, akan tetapi 1ku ferserah bagaimana orang mengartikan
simbof ifu sendiri.>” Walaupun fjidak menutup kemungkinan adanya tafsiran atan
kiasan lain. Sebab bendera-bendera negara di dunia ada juga menggunakan simbol
Bulan Bintang, yang beradi Islam dan juga mungkin berarti bukan Tslam. Maksud
digunakan simbol  Bulan Bintang ini  adalgh  untuk  menggambarkan
kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sejak kaum
Muslimin mulai tumbub dan berkembang di masyarakat Indonesia, kemudian
berjuang mendicikan  kesultanan-kesultanan  Muslim, perjuangan  melawan
penjajahan dan bahu membahu dengan segala komponen kekuatan bangsa
Indeonesia mencapal kemerdekaan pada tabun 1945, dan dilanjutkan dengan
perjuangan politik setclah menjadi bangsa merdeka hingga pada saat sekarang ini.

Penggunaan simbol Bolan Bintang adalah menggambarkan kepada para
pendukung partai ini sehagat simbol perjuangan umat Islam sejak masa lampau,

masa kini dan dimasa yang akan datang. Menurut Yusril, penggunsan simbol

¥ Moh. Matsir, “dgama dag Negara Dalam Perspeksif Istam ' {Jakarta; Modia Dakwih, 26013 Blm
D A53

” (iagasan Pomikivan & Sikap Politik Yusrif Iisza Mahendra, “Membangun Indonesia Yang
Demokratis & Berkeadilen”, (cd) Kawivan, Global Publika, 2000, hlm :32
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Bulan Bintang adalah semata-mata simbol historis perjuangan bangsa. Simbol
Bulan Bintang ini dimasa falu pernab digunakan Partai Masyumi sebagai partai
politik umat Islan: Indonesia pada awalnya sejak diumumkan berdirinya pada 7
Notember 1945, PRB merupakan kesinambungan historis darl Masyumi. Alasan
lain digunakannys simbol ini bagi PBB agar segera dikenal dan tidak sulit

¢, Lambang

mensosialisasikannya ditengah-tengeh jamuah masyarakat Isfam®
Bulan Bintang ini menjadi simbol perjuangan yang akan merekat umat Islam
Indonesia datam wadah politik bernama Partai Bulan Bintang (Hizbi Hilal wa
Naim).

Istilah Bulan Bintang selama ind juga malekat pada penyebutan keluarga
Besar Bulan Binfang yang identik dengan sebutan keluarga besar dan organisasi
dan jamaszh pendukung Masyumi sejak berdirinya. Dalam deklarast PBB, Anwar
Harjong sebagai pendiri dan sesepub PBB menegaskan bshwa PBB adalah
penerus cita-gita perjuangan Masyumi. Sehigga di dalam pembukaan Musyawarah
Keria Nasional (MUKERNAS I} DPP PBB tangpal 25-28 Februasari 1999, di
TMII lakaria, keluarga Moh. Natsir yang diwakili olek putrinya Hj. 1da Natsir
menyeralikan "peniti emas” murn berlambang Bulan Bintang warisan Dr. Moh.
Natsir kepada Yusril Thea Mahendra sebagai Pimpiman Partai Bulan Bmtang
Menarut Hj. Ida Natsir, bahwa “peniti emas” berlambang Bulan Bintang tersebut
berada ditangan Bapak Moh. Nasir sejak tahun 1955 sebagai hadiah dari Keluarga
Besar Bulan Bintang Magsyumi Muara Aman, Bengkulu ketika saet akan
melakukan kampanye politiknya. Peniti Emas tersebuf senantiasa dibawanya

(Moh. Natsir) menjadi bagian yang tak terpisshkan dari simbol atau kesetiaan.

% Arsip DPP.PBR. Dari pidato Yuseil lhza Mahendta selaku Ketua Umum DPP PBB dalam
dekiarasi PBIZ di lapangan Magjid Agungg Al-Azhar, lakarta 26 Juli 1998,
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perjvangannya, setelah Masyumi dibubarkan, benda teysebut dirawat Moh. Natsir
sampai akbir hayatnya berdasarkan pertimbangan keluarga ahli warisnya “peniti
emas” tersebut adalab milik Keluarga Besar Bulan Bintang yang harus discrahkan
kepada pelanjut perjuangan Masyumi®. Demikianlah PBB dicitrakan sebagai
wadah perjuagan politik Islam generasi penerus Masyun.

Sebagai partai yang bersimbolkan Bulan Bintang dengan warna emas i
atas dasar warna hijau tua dan dibubuhkan tulisan “Partai Bulan Bintang” {pasal 6
AD PBB) fentu memiliki makna kiasan sebagai identites Partai Isiam sebagai
berikut”®: yaitu logo Bulan Bintang secara universal dan tradisional telah menjadi
ciri khas umat Islam. Bagi PBB, komposisi maknanya terdini dari Bulan adalah
melambangkan sumber cahaya tatkala bumi diliputi kegelapan malam, yang
memberikan terang, manfaat dan rahmat, bagi stapapun dan apapun. Bintang
meciambangkan cita-cila yang tinggi, scbagaimana haloya posist benda langit
tersebut, Warng dasar Hijau Tua melambangkan karakter yang seiuk menyegarkan
dalam pergaulan. Wamna Kuning Emas melambangkan keagungan cia-cita,
Pengan makna logo torscbut Partai Bulan Bintang mengidentifikasikan dirinya
schagal “Partai yang bercita-cifa hinggi, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah
dengan segenap beramal vang bermanfaat dan memsberi rahmat kepada sesama
manusia dan segenap Islam.

Umat manusia dipandang sebagai khalifah atau pewaris Aliah di muka
bumt dalum menjalankan ibadahnya. Karena manusis bertanggung jawab kepada

Aliuh dalam kehidupan dunia dan akhirat Dalam konteks berbangsa dan

*7 Arsip DPP-PBB. H. Moh Natsir dalan: Mingguan Mistit, Maret 1999, dikutip tidak langsung
dari bhuku Yudi Pramuko, Yusdl Hiza Moheadre Sang Bimtang cemeripng, perinangai
Mencgakian Sixtem dan Akhiak Berpofitik (Jakarta: putra Berdikari Bangsa 2000) hlm : 78

** Dari Pedeman (kpanisasi PEB. Jakarta DPP-PRB, 2002 him: %%
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bernegara, Partai Bulan Bintang (PBB) harus menjunjung tingg! kebenaran,
keadilan dan kejujuran serta memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang
berlandaskan iman dan tagwa d¢i bawsh naungan Hukum dan konstitusi. Nilai-
nilai dan prinsip yang diajarkan Islam terus diupayakan untuk mengisi kehidupan
berncgara. Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang berpendapat babwa dasar negara
Republik Indonesia (Pancasila) selaras dengan nilai-nilal prinsip Islam universal.
lulah scbabnya dasar bernegara Partai Bulan Bintang adalah Pancasila
sebagaimana termaktub dalam alinea ke-empat pembukaan undang-Undang Dasar
19453, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam pormusyawsratan perwakilan, serla mewujudksn keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.™

Kelahiran Partal Bulan Bintang sebagal partai Islam yang membawa
fornvat Islam tidak terlepas dart berbagal pandangan positif dan negatif. Secara
positif kehadivan PBEB tampil sebagal wadah perjuangan politik untuk furot serta
mengisi iklim politik, mengorganisic gagasan dan kepentiogan urat Islam dalam
memecahkan persoalgn kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. PBB
sebapai partai Islam turut mempengarubi jalannya mekamisme demokrasi dan
konstitusional, dengan akiivitas politik yang mempresentasikan kalangan umat
Islam pendubungnya ke dalam sistem politik negara yang dicia-citakannya,
Asumsi int berangkat dari konteks Islam sebagal agama yang telah dipabami
sebagai seperangkat sistem ajaran universal yang roempedomani kehidupan

manusia manuju kebahagisan semesta alam. Hal ini barus di raalisasikan dalam

* Anggaran Dasar PRR, Bab 1 pasal 3
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semua bidang kehidupan termasuk kenegapaan. Barangkall dari asumsi inilal,
bagi negara Republik Indonesia yang tengah ditimpa bencana keisis muitidimensi,
perfu dibenahi dengan Islam sebagai sumber nilai dan spirit membangun negara
kesejahteraan (welfare state). Belum lagi pandangan sejabters bahwa umat Islam
telah berperan besar bagl pembentukan negara Indonesia merdeka.

Narun disisi lam, terdapat pandangan pegatif techadap kalahiran partai
Islam, seperti halnya PBB sebagal partar Islamic Modernzation {modemisasi
Islam). Kchadiran sebagai partai Islam dinilai scktarian, karena membawa
kembali gerakan ideologi Islam. Penilaian ini memandang bahwa PBB telah
terjebak pada romantisme Islam politik {(Masyumi), dan berbau formalisme
simbolik keagamaan. Perjuangan politik piadel ini, dinilai menkerdilkan agama
dalan kehidupan polittk umat, Nilat universal agama akan kehilangan iati dinnya
akibat lereduksi oleh politisasi yang serba serau. Penilaian ini cenderung
mencmpatkan PBB schagai gejala fundamentalisme politik Islam di Indonesia,
bahkan seperti halnya partai Isiam umumnya d¢i Indonesia dikaitkan pada izbel
disintegrasi bangsa.

Menurut Yusril, banyak analisis mengenai kekeliruan akademis dengan
merujuk partai Islam tanpa membedakan partai politik dan gerakan ideotogi®™.
PBB didinkan bukanlah sebagat gerakan ideclogi, melainkan partai politik.
Garakan ideologi Islam, saperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamiat al Islami
di Pakistan lcbih merupakan ideological movement yang tujuannya menyangkut
kesadaran ideeiogim. Hal ini berbeda sekalt dengan partal politik yang memasuid

koridor kekuasaan, Karena itulah PBB bukan suatu gerakan ideologi tetapi

@ Arsip DPP-PRS. Kompas, Jumat 31Jati 1998 (terbit § hari setelah deklarasi 26 Juli 1998) fihat
puly dalem Mewnitih Partal Isfans {Jakarla, Gemg Ingani Press, 199%) bine 264.207
* Ihid., Km: i3
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sebagal partai politik, ia bertindak pragmatis-realistis dalam memecahkan
persoalan-persoalan yang  dihadapi negara(’g. Dari penegasan  ind, Yusril
mengatakan Partal Bulan Bintang adalah sebuah partai politik, bukan gerakan
ideologi. PBB mempunyai agenda™ yang jelas, susunan organisasi, perangkat
siruktur, serfa programeprogram tertenty, dikampauyekan, dan ikut Pemiliban
Umuym.

Menurut Yusril :

Kita mendirikan partal politik yang bekerja discbuah negara untuk meonyelespikan
masalah bongsa, Dengay mendirikan varlai ini, Insve Allah, kita masuk keperjuangam
kekunsaan polik. Dan dengsn kekupsagp polink inilah, kit akan somperbasks
persoalan-parsoalan yang dihadept bangsa . kita tiduk hanya berjuang di dataran moral-
akadentis. Sebab sirategi unwk melakekan perubshan alau perbaikan pwmeriukan
kekuatan politik, Hu sebabnya kits mendirikan partai,®

Sedangkan anggapan babwa PBB  datam  penilalan  kategori
fundamentalisme, sckiarisn, mengingat kepada simbol Bulan Bintang sebagai
gerakan revolusi yang membawa format agama islam di dunia, merupakan suatu
apriori, Stkap apriori adalzh menerima sesuatu tanpa argument, schingga secara
akademik apriori tidak berguna® Apriori tersebut untuk memojokkan PBB
sebugai partai yang beridentitaskan Islam. Sebab makna simbol, menurut argumen
Yusril, tergantung pada tafsiran bagaimana melihat tafsiran simbol itu sendiri.”®

Simbol Bulan Binting memang banyak dipakai sebagal identitas Islam
dibanyak wilayah negara. Tetapi tidak semua simbol Bulan Binfang identik

gengan Islam. Seperti halnya Bulan Binteng dif Twrki merupakan simbol

“ fhid. him ;26

¥ Aesip DPP-PBB. Sumbor hasil wawancara dart dua kesepatun tecpisah Majuiah Umar, No. 58,
the 11, 6 juli 1998 dan No. 41, ¢ 1Y, 206 April 1988, Bhat pula dalam Mengupa Portai Biom
Kalah, Hawid Basyaib (ed ) {Jakaria;, 1999) hlm ; 53.57

“ Arsip DPP-PRE, Pidato Yusif Thza Mahendea pada acarn Mukernas § PRI di Taman Min
Indonesia fodah (TMI Jukarta.

“ Sp.cin, hlm 14

“ Dikutip dari Majaloh MATRA, No. 148/November 1999, libat pule dalam Membangus
Indongsio veng Demokratis & Berkeadilan {Gagasen Pemikiron & Stkap Politth Yusril Hhea
Mahendraj, Kawiyan {ed.), {Jakarta; Global Publika, 2000) hism : $2.89
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sekulerisme. Adapun Jambang Bulan Bintang di bendera Negara Singapura bukao
berarti Islam.*  Anggapan lain, bathwa PBB seperti haloya partai Islam lain
merupakan partal ekslusif (partal tertutup), menurut Yusril tidak lebih scbuah
intrik yang mendiskreditkan kekuatan politik Islam®, Menurutnya tidak ada partai
vang scpenuhaya terbuka, Scmua partal pada prinsipnya terfutup. Sebagaimans
orang yang tidal setuju dengan prinsip suatu pattal, tidak bisa dipaksakan entuk
masuk kepartai tersebut.”® Isu ekskiusifine digunakan hanya untuk menakutkan
golongan lain yang membuat orang menjadi takut, "

Tudingan bahwa PBB lebih terjebak pada romantisme politik lama
Masyumi, menurut Yusril, hendaknya bukanlah dilthat darl konteks sebapal
romantisme scjarah, Scbab dengan memakai istilah itu, orang hanya bisa
memimpikan kejayaan-kegjayaan masa tampau’'. Baginya garis politik Masyumi
vang momulikd akseptabilitas tinggi dari masyarakat int tetap dianut PBB.
Mengingat adanya /ink histories vang berdasarkan pengalamann, Hal im bagi
PBR untgk memperjelas identilasnya sebagai partal Islam masa depan vaog
belajar dari pengalaman Masyumi. PBB lahtr unfuk menemskan tradisi politik
vang berdaya akseptabilitas cukup tingei dari Masyomi™. Sehab pengakuan
Yusril dalam pernyataannys ¢

Pomyataan babwa PBB it }entik dengss Masyumi, ite Gidak ada dasar lozikavys.
Dalorm logika, sesunts By hanya Heatik deagun dirinya sendic. Memang benar partal
ni mengambii banyak aspirasi dard Masyumi, das kemudiun belajar dard pengalaman.
pengalamae Masyumi. Masyumi shir dari ide besar, yakoi Telamic Modermization.
Masyorai sehagai partal bisa dibubarkan, tetapl sebagai ide besar in tetap akun mancul
dalam bentuk yang lain ™

Y id hlm: S
@ thid _hlm-7
< Ihid., him, 10
M 1id., K16
" Kompas. 31 Jubi 1998
= hid., big., 23
 taid, him., 27
® thid., hlw, 41
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Persoalan rurnor, fimah ataupun isu yang mencaci maki kehadiran PBE

sebagal partai yang beridentitaskan Islam menurat Yusril sebagat berskut

Sulilnyz bemaolitik dalam platform Islam, orang Inin boleh memfinah, ik, dan
menghalafkan sepala cars. Sedanghkan kami haros memegang teguht ofika keagamsan
yang melerang orang untuk memfitneh, menuduh tanpa alasan, dan mencaci maki
orang. Barang kali, disinilah kesulitanaya, tetapt disisi lsin merupakan kekuatannya.”

Kehadiran PBB sebagai partai Islam berarti menjadikan Islam sebagai
kavakinan yang mendalam bagl setiap pengurus, kader dan simpatisan partai
balvwea ajaran-ajaran Islam adalah rabmat bagi selurvh alam, Islam juga memben
impact bagi setiap pengurus, kader, dan simpatisan partai serta memegang teguh
agidah dari Allah dan akan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral
universal Islam.™ Partai RBulan Bintang (PBB) adalah partai vang tenang, ssjuk,
dan tidak mcngkutkan polongan-golongan lain di tanab air, Seisk berdirinya
menarik simpati banyak pibak, bukan hanya kelangan vmat Islam, tetapi jugs
memikat golongan non muslim, tegas Yusril Thza Mahendra,”’

Sebagaimana telah diuraikan di atss, tentang hal ikhwal didirikeannya
PEB dengan asas Pancasila dan beragidah Islam. Hal ini morupakan penyesuaian
dengan UU Partai Politik yang lama. Kemudian munculnya UU Partai Politik
Baru, No, 2/1999 yang membolebkan asas Islam, maka sesuai kesepakatan pada
sagt dibentuknys PBB, agar segera mengadakan perubaban dari asas Pancasila
menjadi asas Islam, PBB secarn aklamasi bersepakat bulat melakukan perubaban
asas menjadi asas Islam yang ditetapkan pads Musyawarsh Kerz Nasional
{Mukernas) [ PBB yang berlangsung pada 25-28 Februari 1999 di Padepokan

Tanan Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta,

™ Ihid, 8lm., 27
 Arsip DPP-PBB Majalal 3447RA, No. 148/ November 1999
7 Yusril thea Mahendrs, Sang Bintang Cemerlang, Op.cit., bim: 63
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3.5, Pemikiran M. Natsir dao Yusril lhza Mahendra
4.5.1 M. Natsir

® adalah scorang puira Indongsia yang dikenal

Mohammad Natsir’
sebagai birokrat dan politisi. Mohammad Natsir tak akan bisa dilepaskan dani
camtan  sgjarah  Indonesia. Mohammad Natsir seorang tokoh kharismatik
Indonesia, (okoh intelektual, scorang politikus, pemikir modernis dan pejuang
Islam, ulama dum sekaligus salah scorang ncgarawan yang dimiliki bangsa kita,”
M. Naisiy golar Datgk Sinaro Panjang lahir di jembatan Berakir Alahan Panjang.
Kabupaten Solok, Sumatera Barat 17 Juli 1908, Dengan kaia lain ia dilahirkan di
ranah Minang, yang merupakan daerah yang melahirkan nama-nama besar dalam
sejarah perfuanzon bangsa, sepetti frmam Bonjol, H.Agus Sahim, M. Haita, Sulian
Sjabrir dan Hamka.

Pendidikan formal Natsic diawali di HIS (8D} 1916 - 1923, di Mulo
{SLF) 1923 - 1927 i Padang, dan meneruskan pendidikan di AMS (SMA}
Afdelling A di Bandung 1927 -1930, Dari kota inilah sgjarah panjang perjuangan
dimulai. i kota Kembang ini fa mulai mendalami agama Islam  dan
berkechnpuny dalant pergerakan pohitik dan dakwah. Tekadnya sangat keras.
writhat dari ditolaknya tawaras meneruskan sckolah hukum di Batvia atau
gkonomi di Rouicrdam, atau menjadi PNS berzap tingg:. Mohsmmad Natsir
bukunlah scorany mlelektun! murni,™ beliau lebib tertarik menjadi aktivis. Kalau
beliau momang menginginkan mengads intelektual morni, beliau takkan menolak

tawaran beasiswa unwk melanjutkan  studi ke Rechis Hoogeschool di Batavia

ataw meneruskan pendidikan ke Universitas Leiden di Negeri Belanda. Pak Natsir

* M. Natsir. Dakwedr dan Penihiramiya, (ed) Dr. Thobic Luth, Gerse Tosaol. Jakarta (999, ki 9
ML Natsr "Capia Seleca " Kata Pengintar Yusrd Thza Mahendrs, Mmoo v
N fhidt., Wi viid
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lebih senang bekerjan secara independen setelah menamatkan AMS di Bandung.
Beliau memilih menjadi guru dan mendirikan sekolah sendiri, sambil terus aktif di
dalam pergerakan.

¥etika berada di Bandung, Natsir mulal mengenal gerakan politik
melalui keangpotaannya i JIB Cabang Bandung, yang kemudian dipimpinnya
pada 1928-1932. Awal Keterlibatannya dalam gerakan politik yang bernafaskan
Islam adalah dengan mengikuti Budi Utomo (1908), Partai Syarikat Islam dan
Muhammadiyab (19112). Ia menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung {1940~
19423, Setelah ity bekerja di pemerintah schagai Kabiro Pendidikan Kodya
Bandung sampai 1945, Ketika Jepang datang, Natsir menjadi pegawai pemerintah
Jepang. Jopang merasa pertu merangkul kslam, maka dibentuklah Majelis Islam
A’la Indonesia, vang belakangan diberi nama Masyumi. Sebagai politisi M. Natsir
telah menduduki jabatan puncak parta: Islam terbesar, vaitu Magyumi.

Dalam scjarab kehidupannya, M. Natsir sejak muda dikenal umat Isiam
sehagai vlama dan pernah menduduki dua jabatan penting, yaitu menjabat sebagai
Meniri Penerangan datam kabinet Siahrir T daa II dan Perdana Menteri Pertama
pada nasa pemerintahan Seekarng, Kabinet Hatla, dan Ketua Partai Masyumi
1949-1958 dan Deputi PM. PRRI 1958-1960, Natsir melalcukan berbagai
negoisasi, seperti dengan menteri-menteri Negara Pasundan bersama Sultan
Hamengkobuwone IX. Meskipun waktu itu pikiran Natsir sebenamya ingin
membesarkan Masyumi. Natsir menjadi Ketua Umam DPP Masyumi tahun 1949
— 1958, Mohammad Natsir kemudian melemparkan mosi dalam sidang Parlemer
RIS pada 3 April 1950, yang terkenal dengan sebutan Mosi Integral Matsir, Mosi

itulah yang memungkinkan R] yang telah terpecah belah (sebagai hasit konfrens
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Meja Bundar) menjadi 17 negara bagian, kembali menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

M. Natsir adalgh perdana mentri pertama dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia setelah RIS dibubarkan. Umur kabinet Natsir memang hidak
lama, hanya sekitar & bulan, yakni sejak 6 September 1950, sampai dengan 27
April 1951, tetapl untuk kali pertama Indonesia memakai sistem zaken kabinet,
yakni kabinet yang parg mentrinya dipilih berdasarkan keahlian dan bukan atas
dasar partai, Langkah strategis Natsir ini kemudian dihargst Bung Karno dengan
mengangkatmya sebagal Perdana Menteri Pertama Negara Kesatvan Republik
indonesia {NKRI}. Inilah jenjang karier politik tertinggi yang dicapainya pada
usiz 42 tahun, M. Natsir it speech writernya Sockarno sampai tahun 1950.%

Menurut Ali Yafie,* Natsir adalah seorang yang republican dan unitabs,
yang menghendaki kesatuan Indonesia. Pemikir Islam moderat. Artinya, dalam
pemikiran ke Islamannya ia terbuka terhadap budaya barat tidak dalam pengertian
mentah namun menerima secara selektif, M. Natsir zkoif di Rabithah  Alam
islami, Dewan Masjid Dunia, OKi serta pengkaderan di (anah air sendiri lewat
Dewan Dakwah [slam Indonesia (DD dan kehidupan Majalah Media
Dakwahnya.

Hka menelusuri pemikiran M. Natsir, pikiran cerdasnyas sudah ferpancar
pada usia belia 24 tahun, saat berpolemik mengenal masalah keagamaan dan
kenegaraan dengan Ir. Scekamo. Polemiknyza dengan Sockarmo memang bertitik
tolak dari pandangan dasar yang herbeda. Bila Soekarno lebih banyak terpengaruh

olch pemikiran-pemikiran Barst dan Timur, maka M. Natsir berpangkal pada

% Membanpun Indonesia Yang Demokratis & Berkeadilan, Gagasao, Pemikiran & Sikap Plitik
s Yugril [hza Muhendra, Opcit, him 71
# Rekaman Poristiwa Walatnya M. Natsir, “Pemimpin Pedang” , hlm 1 38
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ajaran Isfam. Kakw Sockarno lebih banyak bertumpu pada peroses atau perbuatan
maka Natsir bertolak dari Iman Islamnya ¥

Tentang konsep sebuah negara, Natsir menganut pandsngan bahwa
ajaran-ajaran Istam mengenal negara, hanyalah terbatas kepada asas-asasnya
saja.y Asas-asas itu dapat ditranspormasikan ke dalam sebush rumusan yang
bersifat konsepsional tenfang negara, sesual dengan ruang dan waktu, Umat Islam
vang hidup pada sustu fempat dan zaman tertentu dapat memikirkan rurnusan
schuah negara yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuban mereka. Untuk
itu, menurut M. Natsir, Islam memberikan kesempatan kepada wmatnys uniuk
mengadopsi  berbagal sistem vang berkembang i berbagai pegara, untuk
diintegrasikan k¢ dalam sistemn yang mereka bangun dengan mengaju kopada asas-
asas vang diajarkan Islam. lslam tidakiah seratus persen demockrasi, dan tidak
seratus perser svtokeasl, Islam adalah Islam, demikian kata Pak Natsir sehelym
kita sicrdeka.

Selama pemerintahan Orde Baru, MNatgir tetap dianggap sebagai
pemimpin yang disegani dan sekaligus juga “dikhawatickan™ pengarvhnya oleh
Orde Barn. Namun berbagai keterbatasan yang beliau hadapi apalagi setelab
beliau ikut meoandatangani Petisi 50 beliau dilarang ke tuar neger, kegiatan
dakwah Natsir tak pernah berhenti. Beliau juga menulis dan memberikan masukan
sekaligus kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah, Mamun, gaya Natsir
menulis dan berpidate tetapiab halus, tenang dan tidak berapi-api sebagaimana
kebanyakan pemimpin yang menghadapi banyak tekanan dan hambatan. Namun

dibalik ketenangan dan kehalusannya itu, terdapat kekuatan semangat dan

¥ thid, hlm: 52
¥ it hlm: §
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keteguhan pendirian. Bagi Natsir hidup adalah perjuangan dan pengabdian tanpa
akhir, Matsir berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,
baik berada di dalam maupun di luar panggung kekuasaan,

Betapapun tajanmya polemik itu, scbagal pernimpin besar mereka fetap
menjaga integritas pribadinya masing-masing, schingga polemik itu justra

menjadi sangat berharga untuk dipelajart gencrasi-generasi berikutnya.

3.5.2 Yusril Ihza Mahendra

Yusril [hza Mahendra® dilahirkan di sebuah kampung kecil. Desa
Lalang, Manggar di Belitung pada tanggal 5 Februari 1956, Yuosril liza Mahendra
adalah Seorang Negarawan, Guru Besar, Pakar Hukum Tata Negara, Pejabat
Menkeh HMany, Pejabat Sekretas Negara, dan politisi. Ayahnya, ldnis bin Haj
Zainal, hanyalah seorang kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Tidak
jarang ayahnys, membaws Yusril kecil, dari suatu penjara ke penjara lainnya,
sekedar mencmani sang ayah berdakwah, Avabnyva seorang fungsionaris partai
atau salah satu ketua Pimpinan Anak Cabang Partal Masyumi yang gigih dalam
berjuang, dan menegakkan cila-cita Islam,

Menurut "Ny, Kessy Sukaesih, saya suka kavena bapak pandal,
walaupun peadiam tapi luar bigsa sabar. Bapak tidak pernah marah apalag
mesmbentak, Dia fidak suka bergesip dan maunya ngomongsesuatu  yang
bermanfaat. Bapak juga care {peduli} dengan keluarga”. {Pengakvan Kessy

Sukaesih, isteri Yusril Thza Mahendsa, ¥

* Yusrik Ihza Mahendra, Sang Bintang Cemerlang, Op.cit, lim ; 2-3
¥ Ny, Kessy Sukaesih temanyg Y ustil thza Mabendra, “Saya jadikan Dia Raja” dalam Wanita
Istam, We. 325/1/Minggu H Movember tzhun 1999
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Gelora semangat menuatut I dan kepemimpinan bagt perluasan
wawasan, Yusril aktif dalam organisasi, disamping kuliah formal. Segala macam
prganisasi ia masuki. Tahun 1976, ia menjadi pengurus Pencak Silat di Perguruan
fslam Al Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Iz menjadt anggota Zouth
Islamic Study Club (YISC) Al Azhar.

Yusrit [hza Mahendra bukanlah M. Natsir guru politiknya. Meski
demikign, membandingkan keduanva menarik. Yusril thza Mahendra adalah
penulis lebih dari dua ratus pidate politik Presiden Soeharts. M. Natsir adalah
speech writer Presiden Sockarmno hingea tahun 1950, Yusril Thza Mahendra, tidak
hendak berbangga, bahwa ia bekerja secara profesional scbagai penulis pidato
politik  Presiden Soeharto, Bahkan Presiden Socharto sendivi awalnya tidak
nrenduga bahwa pidatonya ditulis oleh Yusril Thza Mahendra.

Presiden Sucharte barn menyadari bahwa pidato-pidato  politiknya
sclama inl fernyate ditulis oleh seorang anak muda beifikiran cemeriang benama
Yusril Thza Mahendra. Ini ferjady kstika Yuysril Thza Mahendra bekega di
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Moerdiono yang membuks jati dirf Yusril
Thza Mahendra di depan Presiden.

Yusril lhzz Mahendra ielap dipertabankan menjadi speech writer,
{penulis pidato Presiden). Mesk: jati dirinya telah diketabui oleh orang nomor satu
di Indonesia “dia orangnya Natsi™. Yusril Thza Mahendra tctap meneruskan
pekerjaannya secara professional selama tiga tabun berikuinys, yvang ielah
dimulainya sejak 1995, Faktor ini menunjukkan, Yusril Thza Mahendra bisa
diterima oleh alangan Istana Negara semata-maiz karena kekpiawaiannya

menerfemalikan policy pemerintah Orde Baru secara tertulis, Hubungannys

[

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



dengan lingkar kekuasaan terjalin karena relasi-relasi yang bercorak profesional.
musni kgrena profesionalitas,

Perialanan sejarah kerap bergerak ke arsh yang tidak pemnah diduga.
Yuseil Thza Mahendra sendini tidak mengira ia kemudian mampu sedikit atau
banvaknys, “mengendaliken” corak pidato Presiden Soehario. Kehidupan
merang sangat misteri. Yusril adalah yang selalu ingat akan gurunya M. Natsir,
yang pemnah melakukan pekerjaan serupa dengan dirinya. M. Natsir dan Yusril
Thza Mahendara bekerja dengan caranya masing-masing. Namun, keduanya
berugaha sama-sama furat mempengarvhi pembentukan opini lewat pidato politik
seorang Presiden.

Natsir berkarlr schagal speech writer i masa-masa awal masa
kepresidenan Soekarno. Sebaliknya, Yusrl) Thza Mahendra menulis pidato politik
Prosiden di tahun-tahun terakhir masa Presiden Socharto.® Pada masa tiga tahun
terakhir jabatan Presiden Soeharto, Yusril Ihza Mahendra becjuang dengan ¢sra
yang halus. Ia berupays menyusupkan gagasan dan pemikirannya agar mdato
politik Socharto memiliki nuansa persahabatan dengan politik Islam. Sctidaknya
Yusril berupaya agar pidato politik Presiden yang ditulisnya tidak anti Islam.

Pada detik-detik terkhir di bulan Mei 1998, Yusril Thza Mahendra
bekerja jauh lebih keras dan mendalam. Yusril lhza Mahendra menyusun dan
memperbaiki konsep pidato pengunduran Presiden Socharto. Setidaknya, pada
tingkat tertentu ia berperan dalam mermuluskan jalan bagi berhentinva Sueharto
dari tahta kepresidenan, Bersama komponen lain, Yusril Thze Mahendra ikut aktif

mengakhiri sebuah kediktatoran yang berusia lebih dari tiga dasa warsa,

Y Yudi Pramuko, Yusril fhza Mahendra “Sang Bimtang Cemerfany™ Periuangan Mencgakkan
Sistem dan Akblag Berpolitik, Bandong : Pustaka Hidayah, him . 32
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Dan itu pula vang membedakan Yusril Thza Mahendra dengan M. Natsir.
Oleh Sockarmo yang kian tidak terkendalt karena mabuk kekuasaan, dan dilingkari
oleh pengaruh PKI Natsir kemudian dimasukkan ke balik terali besi. Natsir
menjadi korban kediktatoran rezim Soekamno yang tidak bersahabat dengan politik
Islam, Sebaliknya, meskipun sama-sama memasuki istana dan menjadi penulis
pidato politik, nasib M. Natsir dan Yusril Thza Mahendra tak serupa. hka Natsir
merasakan dipenjara olch rezim Seckarno dan dicekal bepergian ke lvar negeri,
hingga wafatnya di masa rezim Soeharfo. Yusril Thza Mahendra justru
menyaksikan kejafulan scbuah rezim Orde Baru yang dikerumoni oleh sejumlah
orang tidak bersahabat dengan politik Islam. Bahkan, Yuseil Thza Mahendra
bekerix dan menyaksikan kejatuhao rezim itu dan dalam struktur kekuasaan Orde
Baru.

Jika M. Natsir selaku aktivis politik Islam terkemuka harus berjuang dari
luar kekuasaan selama empat puluh tahun hingga wafatnya, dan berjuang terus
mcrubnhkan kediktatoran Soekarno dan Socharto. Scbaliknya Ywusril Thza
Mahendra berjuang dari titik pusat kekuasaan, dengan caranya sendiri sampai
kediktatoran itu tumbang dan penguasanya berhenti.

Bersama tokoh dun gerakan reformiasi lainnya, Ywsril Thza Mahendra
turut nenamatkan rezim Orde Baru, tanpa pertumpaban darah, Ia juga turut
menghembuskan kermbali angin partisipast politik rakyat secara lebih Ieluasa. Jika
dalam upaya meraih kebebasan berpolitik M. Natsir punva cara sendiri, Yusril
Ihza Mahendra demikian pula. Natsiv dan Yusril Thza Mahendra, vang sama-sama
“speech writer” Presiden Republik Indonesia, masing-masing punya rencana

ersenddin. Namun rencana [labhi jugs vang berlakuy di alam imi. Dan Allah
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Subhanal wa Ta’aala mengakhiri kediktatoran dua presiden Republik Indonesia
iy dengan cara-Nya seondir pula. Setidaknya, salah satu jalannya, lewat peran

specch writer.

3.5.3 Menerimsa Peniti Emas

Hi. Asma Farida Natsir adalah putri dari Bapak Mohammad Natsir
yang mewakili keluargs dalam penyerahan estafet kepemimpinan Masyunu
kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dalam bentuk "piniti emas”™ yang berbentuk
tambang Bulan Bintang. Partat Bulan Bintang (PBB) dipandang scbagai penerus
Masyurni. Oleh karena itulah, keluarga Mohammad Natsir tokeh terkemuka
Masyumi yang diwakili oleh anaknya Hj. Asma Fanida Natsir memberikan penits
¢mas warisan Natsir kepada Yuseif Ihza Mahendra, sang Ketua Usmum PBB dalam
Mukernas I PBE di Padepokan Tarman Mint Indonesia Indah {TMIL) Jakarta.

“Kami keluarga besar M. Naisir menganggap Yusril hza
Mahendra layak memegang “'peniti emas”, yang berada i tangan Bapak
sciak tahun 1955, Benda ini memang bukan keramat, tapi hanyaluh
pemberian pengurus Patai Masyumi Muara Aman, Bengkulu, ketika
Bapak (M . Natsir ) berkampanye dulu. Sejak ity peniti dari emas murni
tersebui, scnantiasa dibawa Bapak dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pequangan Bapak. Setelah Masyumi dibubarkan benda
ini disimpan Bapak sampai akhir hayainya.

Setelalt Bapak meninggal, penitl itu memang saya {Asma farida
Natsir} yang mengurusnya. Namun benda tersebat, bukanlah milik
pribadi atau keluarga, Peniti emas itu milik keluarga besar Bulan
Bintang dan harus diserabkan kepada pelanjut perjuangan Masyumi.

Setelah melalul serangkaian diskusi dan pertimbangan, kebetulan
kam: anggota keluarga membagi-bagi peninggalan kedua orang tua
karm. Saya (Asma Farida Natsir} sendiri ternyats dibuat kaget setefab
tahu saya mendapat peniti cmas. Karena itu punya warga Bulan Bintang,
saya bermaksud mengembalikannya suatu saat dan akhimya terealisiv
ketika Mukernas PBB | bertempat di Padepokan Taman Mint Indonesia
Indah. Sekalipun yang menerimanya Yusrl thza Mahendra, namun itu
dimaksudkan untuk semua wargs Bulan Rintang.”™®

Itulah sekilas riwayat “peniti emiag”, simbol perjuangan Masyumi, yang
selama i tersimpan dan diungkapkan kembali oleh Asrna Farida Natsir, kepada

Yusril Ihza Mahendra yang kini menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

¥ Arsip DPP-PBB, Ny ldu Nalsir "Dig Pamias Menyemdangaya ™ dalom Mingguan Mistik |, Maret
1999
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Yusril thza Mshendra sendini tdak menduga ia menerima penili emas yang
bersejarah Hu di depan peserta Mukernas. Tenfu peristiwa ini merupakan harnl
bersejarah dalam hidupnya, khususnya dalam lingkungan keluarga besar Bulan
Bintang. Betapa tidak, peniti emas sebagai simbol perjuangan dan kelanjutan
periuangan Partai Masyumi kini disematkan ke dadanya, oleh umat Islam. Tentu
kejadian ini tidak semua orang mengslaminya. Hanya Yusril Thza Mahendra
scorang yang mengalami proses historts yang amat bermakna dalam sejarah
gerakan politik Tslam di Indonesia.

Penyerahan dan penerimaan "peniti cmas” sudah tenfu tidak sekedar
simbolik sifatnya. ™ Karena peniti emas, milik M. Natsir tokoh teras Masyumi
yang, terkemuka, telah dicitrakan oleh keluarga besar Bulan Bintang scbagai
simbol perjuangan pohtik Islem, dalam hal i Masyur yang kini di teruskan
olch Partai Bulan Rintang. Karens itu, ketika Yusril Thza Mahcndra menerima
peniit emas secars langsung dard Asma Farda Natsir, salah scorang puin dari
bapak M. Natsir, suka tidak suka orang menilainya sebagai peristiwa yang penub
makna,

Dengan diterimanya peniti emas itu berarti Yusril [hza Mahendra tengah
menmasuki ruang-ruang publik dalam pergulatan sejarah Islam di tanah air, dengan
cara meneruskan cita-cita besar Islam yang pemah diperjuangkan oleh Masyumi
sclama 13 tahun sejk awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagal Ketuas
Umum PBE, Yusnl tengah diberikan amanah sccara langsung oleh umat Islam
guna memperjuangkan cita-cita Islam itu melalui PBB di masa kini dan masa

mendatang. Peniti emas yang kini di tangan Yuseil bagaikan peneguh hati baginya

 Op.eit, hlm: 72
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untuk terus tidak menyerah menyuarakan aspirasi politik Islam di tengah-tangah
percaturan aspiras) vang beragam yang dibawakan olch puluhan partai politik
vang kini berkembang di tangh air.

Dengan kata lain, peniti emas ity bukanlah merupakan bentuk kelemahan
vang bisa dinikmati siapa saja. Sebaliknya, peniti emas ilu meropakan simbol
yvang nvata betapa kepemimpinan Yusril dan keluarga besar Bulan Bintang yang
dipimpinnya memasuki era bary, namun tetap berakar pada tradisi besar cta-cita
dan moral politik yang tinggi yang pemah dimiliki dan diperjuangkan oleh tokoh-
tokoh Islam di masa faln, Dan titk inilgh, Yusrl setelah menerima Peniti Hinas
yang amat simbolik itu kian dapat diwji kemampueannya untuk menunatkan fugas
sgjarah yang tidak kecil ini.

Asma Farida Natsir senditi menyambut baik kepemimpinan Yusri) Thza
Mahendra yang sccara langsung dipercaya oleh kalangan tokoh tua Masyum.
“Karcna itu, kamt sendin tidak kaget mendengar ketika Yusrii thza Mahendrs
ditunjuk memimpin PBB. Ketokohannya dan kemampuarmya merangkul berbagai
kalangan sesuat dengan misi dan visi PBB. Insya Allah mampu diz emban,”
tambah Asma Farida Natsir

Sebagai Ketua Umum PRB, Yusril Thza Mahendra punya potensi besar.
Apsalagi, dia termasuk sulah satu pendin partal vang mencoba untuk “mewaris”
kharisma Magyomi tempo dulu. Bahkan peniti emas vang menjadi lambang
pewaris tampuk kepemimpinan Masyumi sudah ditangannya. Semoga Yusril Thza
Mahendra dan kcluarga besar Partal Bulan Bintang dapat menunaikan tugas

kesejarahannya dengan baik.
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BAB IV
PERJUANGAN POLITIK PARTAI BULAN BINTANG PENERUS

MASYUMI DALAM PENTAS DEMOKRASI DI INDONESIA

4.1 Perjuangan Memasukkan "Tajwh Katz Piagam Jakarta” Dalam
Amandemen Pasal 29 UUD 19458 di MPR
4.1.1 Piagam Jakarta dan Amapdemen Pasal 28 UUD 1945
Sejak awal Orde Baru, umat Islam selalu membante pemerintab agar
dapat bertindak adil dan benar. Ada kalanya social suppor: tetapi tidak
jarang bersifat social control.' cdua-duanya merupakan landasan kehidopan
berbangsa dan bernegara yang esensial. Tanpa dukungan dan kontrol dart
umai, negara menjadi akan otoriter, dan rakyat hanya kumpulan yes men.
Peranan partai-partai Islam menonjol sekall dalam  perjuangan
mengembahkan Indonesia mienjadi negaara kesatuan sesusl dengan UUD
1945, Hal ini vang dilakukan partai-partal Islam dalam perisangan amar
ma’ruf nahi munkar. Semua itu merupakan vpaya mengisi dan mewujudkan
aspitasl vmat dalant kehidupan berbangsa dan bemegara. Selania social
conlral dan social support tetap mendapat tempat, hubungan Islam dengan
pemerintah akan tetap baik.
Kelahiran Partai Bulan Bintang (PBB} vang sejalan dengan fase awal
reformasi, juga disemangati untak ikut melakukan perubszhan bangsa
menuju perbaikan tatanen kehidupan masyarakal dan negara Diantaranya

adalah reformasi kanstitusi sebagai grand issues yvang terus dimotori oleh

' Anwar Haryono, “Indonesia Kita®, Pemikiran Berwawasan Inan-Isia, Gema tsani Press, 1995,
ltim : 193
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PBB. Menurut Yusril, reformasi tidak semata-mata mengganti pemimpin
atau birokrasi suatu rezim, fetapi yang terpenting perubahan sistem.’
Sistern yang kuat harus dilandasi dengan kerangka ideologis dan norma
yang mengatur kehidupan bernegara secara aspiratif, dari segi pengaturan
rasional dan dipimpin secara profesional pula, menghindari kesan kultus
tokoh, pimpinan, atay kharisma sescorang. Selingga pembenahannya harus
dirrmafai dari sistem bukan dari birokiasi semata. Mengingat negara i
memilikl  ketergantungan antara elemen-clemen dif  dalamnya yang
menentukan prosedur, kewenangan seriz batagan keria. I sinilah negara
membutuhkan sistem yang kuat agar unit-unit dalam negara itn berjalan
raenurut sistem itu sendiri.’ Demikianiah peran PBB memelopori gagasan
Amandemen Konstitusi karena menyangkut grand design sistern bernegara
sebagai bagian dari amanal reformasi dan keharusan scjarah bangsa
indonesia.

Dari  berbaga:  konsep reformasi pelittk  kenegaraas  yang
diperjuangkan PBB, penulis mengkhususkan pada perscalan konsepsi
“tujuh kata Piagam Jakarta" yang diperjuangkan secara politik oleh PBB
mengingat keterbatasan dalam penyusunan ini. Mengingat pula persoalan
tujuh kata Pragam Jakarta imi masih menjadi perdebatan krusial dan belum
terpecahkan ditingkat polittk hukum nasional. Sehinggs PBB memiliki

konsepsi tersendiri yang perlu dipaparkan.

* Yusril thza Muhendra, Membaogun Todonesia Yang Demokratis dar Berkeadilan, “Gagasan,
Panikiran & Sikap Pofitik Yusril Thee Mahendra ™, (ed}Bawivan,Globalpubiika 2000, him:30-31

? Acsip DPP-PBB, hasil rekaman wawancara Sabar Sitanggang dengan Yuseil faza Mahendra
dalaim “Pangi Masyarakar”, 37 November 1999,
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Tckad PBB memperjoangkan syariat Islam di atas politik hukum
aasional melalui  pemberlakuan tujuh kata Piagam Jakarta dalam
Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 adalah secsuatu vang sudah lama
diganangkan dalam kerangka menyerap aspirasi umat Islam dan membaca
keharusan scjarah bangsa, seris tuntutan solusi untuk memecahkan krisis
mulit nasional pada diri bangsa Indonesia. Menurut M.S. Kaban, tekad int
sudah dibakukan dalam musyawarah di Muktamar PBB. Keputusan ini
telah ditetapkan dalam Ketetapan Muktamar | PBB No. 10/TAP/Muktamar
172000 di Jakarta pada tanggasl 26-30 April 2000 tentang rekomendasi
Mukamar 1 PBB dinvatakan bahwa selain beberaps pasal lain Batang
Tubuh U 1945 yvang perlu di Amandemen, Muktamar | ¥BE mendesak
keras kepada MPR untuk mengamandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan
susunan kalimat: "Neguara Indonesia berdasatkan atas Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemecloknya" sebagai
wujud dart pengakusn fegas dari Piagam Jakarta yang tidak terpisghkan dan
menjiwai LEID 19435,

Sebagaimana sgjarah mencatat bahwa Piagam Jakarla sebagai
preduk kesepakatan para pendivi “founding fathers” eadalah hasil kerja
keras dan kerja cerdas para bapak bangsa, dalam sidang BPUPKI vang
diharapkan sebagat pedoman negara Indonesia merdeka, kemudian tujub
kata di dalamnya (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat fslam
bagi pemeluk-pemcluknya) dicoret dan diganti menjadi "Ketuhanan Yang
Maha Esa” pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945 sehart setelah proklamasi

kemerdekaan RI, dan ditetapkan menjadi UUD 1945 sebagal konstitusi
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Indonesia. Kelanjutan sgjarah juga mencatat pada tahun (959, ketika
harapan untuk memberlakukan kembali Piagam Jgkarta, techalang olch
kemunculan Dekrit Presiden § Juli 1589, sebagai landssan keputusan
berlakunya kembali UUD 1943, dinvatakan dalam diktumanya bahwa
Piagam Jakaria adalah meanjiwat dan merupakan bagian yang fidak
terpisahkan dari UUD 18945,

PBR berpendirian wpatuk memperjuangkan kembadi fujuh kata
Plagar Jakarta, buka. di dalam Pembukaan UUD 1945 seperti teks Fiagam
Jakarta yang asli scmasa BPUPKI (tetapi di dalam Batang Tubuhnya Pasal
29 UUD 1945, Menumt salah satu anggota MPR dari FPBB, Hamdan
Zoelva mengatakan bahwa Piagam Jakarta sudab menjadi bagian dari UUD
1945 sebagaimana yang telah diberlakukan melalui Dekrit, dan yang
hendak diperjuangkan oleh PBR adalah "“tujuh kata” dalam Piagam Jakarta
untuk masuk dalam Batang Tubvhnya. Logiks ini, bagy PHB, mengingat
pertu dimasukkannya "tujub kata® ito hanyalab penjabaran dalam Batang
Tubuhnya (Pasal} scbagal wujud konsistensi dani diberlakukannya UUD
1945 yang lak terpisabkan dan dijiwai Piagam Jakarta, Sebagaimana
diungkapkan PBB melalui fraksinya (FPEB) di MPR, pada Pengantar
Musyawarah dalam Sidang Komisi A membahas Amanderoon UUD 1945,
di S8idang Tahunan {(ST- MPR) tahun 2000 berikut:

Hal mi perlu kami sampaikan dan ingatkan dalam bahasa Bung
Kame pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, disebutkan bzhwa Plagam Jakarta
adaish sesuatu yang menjiwai dan tidak terpisahkan dengan ULID 1948,

Usulan FPBB agar Plagam Jakarta dimasukkan kembsl ke dalam UUD
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1945 FPBB hanya ingin memberi tompat kepada jiwa yang selama ini
gentayangan (berkeliaran, pergi kemana-mana) teapa bentuk, sehingga
gsulan F-PBB agar Plagam Jokarta dimasukkan kembali ke dalam UUD
kita karena kami hanya ingin memberi tempat kepada jiwa yang sc¢lama ini
gentayangan dalam bentuk yang konkrit, vetapi sejak Dekrit ity sampai saat
ini jiwa e gentayangan tanpa bentuk oleh sehab ity kami ingin supaya jiws
itu di dudukkan kembali."

Keinginan F-PBRB di MPR-R1 dengan F-PPP tentang perlu adanya
pemberlakuan "tujuh kata" tersebut telah menimbulkan wacana politik
nasional. Perdebatan ini, scperti dinyatakan oleh Syafii Maarif bahwa
secara yuridis mengamandemen Pasal 29 hendaknya diperlukan pula
mengabah Pembukaan dari UUD 1945 yang mencantumkan (dalam alenia
43 katz Keluhanan Yang Maha Ese, mengingat Pasal 29 ayat (13 dengan
Pembukaan ity saling ferkait. Masih mepurut Maarif, kemungkiman
mierubah Pasal 29 tidak bisa dilakukan mengingat pula kesepakatan semua
Fraksi di MPR untuk tidak melakukan perubahan pada Pembukaan UUD

104587

H

Dokumen F-PBE MPR.RL

Dalars Hadan "Republika”, 23 Agustus 2000, sebogaimana pula yang telah ditepaskan oleh
Hewa MPR, Amicn Rais pada Kemiz 16 Mei 2002 dalam Pidato Pembukasn Uji Szhib
Rancangan Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 daluem perubahan kecmpat yanp difclaskan
bahwa: Pertams, Pembukaan LU0 1945 sebags: hal yang tidek balch ditawar-tawar lagi
mrginga: & dalumnya rerdapot suasanz kebatinan yang menjiwai Batang Tobuh, Dalam
Pembukaan jupa tertera Pancasila scbagal ideologi negema dan flosofi negara. Kedua, telah
disepakati jugs bahwa bentuk Negar Kegatuan Republik Indonesia sebagad hacgy maali karens
sudab menjadi kesepakalan bangss. Ketiga, Sistem Presidensiil sebagni sistem terbaik oafuk
bangsa vang mgjemok dan besar. Keempat, Menyaagkut porubahan UJUD 1945, buken deagan
menghadirkan bab-bak bary, tetap! banya bersifat peruboban adendum, penambabsn, Dan,
Kelima, Penjelasnn-penielasan yang disuggap penting dapat dimasukkan ke Bataeg Tubub,
Beborgps pointer di ales merupakan koasensus dwed 11 fraksi di MPR-RL Libat dalam
"Kompoy ", 17 Me: 2082,
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Berbeda polemik dari Maarif tersebut, Menurut Deliar Noet®
sekaligus menanggapl Maarif, menyatakan bahwa twjuh kata Piagam
Jakarta dalare Pasal 29 tidak perlu lebih dahulu merubah Pembukaan UUD.
Menginpat jika dimasukkannya tujub kata dalam Pasal 29 hanyalab
penjabaran atau rincian dari apa yang disebut dalam Pembukaan, dalam hal
i menjabarkan dari kata Ketvhanan Yang Maha Esa sebagamany
perbandingan, lanjut Deliar Noer, dikatakan banyak hal yang di dalam
pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 tidak disebut dalam Pembukaannya,
totapi (pasal-pasal) tetap berlaku, misalnya persoalan Kabinet, Presiden,
BPK, atau perekonomian (pasal 33}, dan scbagainya yang semuanya
dijabarkan dari Pembukagn.

Bagt PBE menurut M5, Kaban yang juga Kefua FPBB MPR-RI -
tidak  dilakukannya perubahan atas Pembukaan UUD 1945 adalah
merupakan komitmen polittk berbangsa yang tetap dipegang teguh. Lebih
tanjut, Hamdan Zoelva menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak
diruball mengingat di dalamnya ferdapat suasana batin yang rmenjiwat
Batang Tubuh dan sekaligus dasar kenegaraan. Piagam Jskarta tidak
terpisahkan sekaligos menjiwai UUD 19435, karenanya tidak ada statug vang
dapat membedakan bagi Piagam Jakarta dari UUD 19457 Ini menunjukkan
logika historis sckaligus tuntutan vundis untuk memberiakukan syariat
islam scbagai hukum di Indonests melalui legalitas formal "tujuh kata"
Pragam Jekarta di Tububh UUD 1945 mendorong keniscayzan unfuk

diperjuangkan oleh PBB secara demokratis dan konstitugional.

_" Arsip DPRPRE, Dalum "Repudiiha ™, 4 Seplember 2000 dan 7 Septermber 2000,
" Sumber dari Dokumen F-PRR MPR-RI
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4.1.2 Tujuh Kata Plagam Jakarta dan Perintah Kepada Negara
Aspirasi kalangan umat Islam unfuk menerapkan syariat Islam di
dalam kehidupan negara  semata-mata  jaminan  ferbadap clla-cita
keseiahteraan di dunia dan akhirat. Dslam konteks ini, agama sebagai
petunjuk hidup bagi manusia yang bersumber dari ajaran-ajaran Allah harus
mendasar pada pedoman jalannya penyelenggarasn negara agar sesual
dengan "rel” kebajikan agama, Pandangan ini membawa sebagian kalangan
masyarakat Islam untuk menegoakkan syadiat islam di dalam aturan negara
sccara formal schingga agams memiliki kontribusi secara signifikan di
dalam  menghadapi  problem-problems  sosial  politik  ditingkat
kemasyarakatan, dan negara, serta dalam hubungan dengan masyarakat
dunia luar nfernasional). Melakukan formalisasi syariat Islam di Indonesia
yang mayoritas penduduknya beragama Islam  sekitar 85%, menjad
keyakinan partai-partai pelitik Istam untuk diperjuangkan secara politik,
Perjuvangan politik syariat yaitu politik menurut/berdasarkan syariat
atau ketentuan Islam yang dilakukan PBB untuk menjad: ketentvan yang
legal formal dalam fatanan hukum negara Republik Indonesia jelasnya
memiliki  argumentasi  yang berupaya menggambarkan pentingnya
formalisast syariat Islam dalam membangun substansi hukum atan Undang-
Undang. Bagi PBB, tujuh kata Piagam Jakarta yang mesti dimasukkan ke
dalam tubub konstitusi adalah bentuk formal yang wajib dijalankan negara.
Pendeknya, formalisasi dalam konstitus{ adalah sebagai bentuk konkrit dari
pelaksanaan konsepsi bernegara, Pembabagan antara perkara vang substansi

dan formalitas merupakan bidang kajian akademis filosofis yvang berbeda
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dari artian negara, ditnana praktik bernegars wajth melaksanakan sesuato
yang telah diformalkan dalam suatu bentuk peraturan hukuns atau Undang-
Undang.® Konsepsi negara dapat dijalankan kebijakannya jika memiliki
bentuk formal sebagai petunjuk konkritnya, Dengan demikian, menurut
Yusril PBB sebagai partai politik Isfam, berpendirian tidak pada integrasi
substantif dan formal semata, mamun lebih pada mengusulkan hal-hal yang
konkrit. Karcnanya syariat Islam, menurstaya tidak banyak berarti bila
tidak diformat dalam bentuk peraturan-peraturan formal yang selanjutnya
akan dipraktikkan, sebagaimana halnya kini PBB tengah merancang pasal-
puasal yang dapat dijadikan draf KUHP Nasional yang baru.

Kenvataan ini, didasarkan pula keyakinan PBB bahwa di dalam
[slam i terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat vang
menjadikannya hukum. Dan, hukum-hukumn mengakomodasi dari syariat
Islam ini sebagian keeil telah hidup fthe fiving low) dalam masyarakat,
sebagal contoh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pendidikan,
UIndang-Undang Peradilan Agama. Tetapi, Peradilan Agama di Indoncsia
masih terbatygs banya khusus privat {perdata} yattu masalah perceraian,
warisan, hibah, wakaf dan seterusnya. Di sisi lain, terdapat Undang-Undang
Perbankan yang memberikan opst {pilihan} pada kemungkinan Bank
Syariah, juga Undang- Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan Kompilasi
Hukum [slam (KM} berdasarkan Instruksi Presiden yang telah teriaksana di

Pengadilan Agama yang akan diproses menjadi Undang-Undang (UU),

* Petaparan Yusril dalam Seminar Nasional Sehard “Pencrapan syariat Islam™ pada 27 Juli 2002
di Medan Sumatera Liters Dalam rangka Miladsas (hari lahis) IV PBRB.
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Menurut  Rifyal Ka'bah, tujub kata Piagam Jakarta mest
dikembalikan Jagi mengingat representasinya terhadap Undang-Undang
{UU}, sebagaimana implementasinya harus sesuai dengan strukiur hukum
yang ada saat ini, dimana jika UUD its memuat tujuh kata Plagam Jakaris
secara tegas niaka untuk menjalankan UUD perfu dijabarkan sekaligus
dilaksanakan oleh UU dan Peraturan Pemerintah (PP}, bahkan hingga
Peraturan Dacrah (Perda) seperti yang dikehendaki di Aceh melalul Perda
tentang Qanun Aceh yang secara khusus mewujudkan UL Nangroe Aceh
[3arussatam.”

Harapan PBB vk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia
melatui formalisasi tujuh kata Piagam Jakarts dalam tububh UUD 1945
sebagai bentuk untuk mengkenkritkan aspirasi Islam kepada negara untuk
menjalankan kewajiban syariat. Mengingat syariat Istam yang universal
dun rahmsat bagi semesta alam ini mesti dilaksanakan secara kaffah
(meyelunh). Proscs kodifikasi syariat Islam untek masuk dalam politik
hukum nastonal diperlukan kemauvan serta perjuangan politik. Kesadaran
inilah yang mendorong PBB untuk memperjuangkan asas-asas hukum
syariat Islam ke dalam peraturan-peraturan negara meizlul proses-proses
konstitusional, melalui badan-badan permusyawaratan dan perwakifan
sehingga hukum yang berlsku di Republik Indonesia di dalamnya
mengambil ketentuas dan prinsip-prinsip dari syariat Islam. Ini menjadi
hukum positif yang nantinva diberlakukan oleh negara, oleh aparatur

negara, aparalur penegak hukum yang dapat dipaksakan berlaku bagi

]

Arsip DPE-PBB, hasil wawancarg Nurdiana dan Hartint Dzeng Saido dengan Dr. Rifyal Ka'bak
datem Jurnal Mustimat Bulan Bintang, DPP PRR, Bdisi 3 th, 11 Apnril 2802, fdm - 9.
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publik, Setelab syariat Islam masuk ke dalam peraturan-peraturan ini,
tegas Yusril. tidak lagi disebut gyariat, fetapi hukum pesitif apakah
peraturan negara, maupun peraturan dacrah. '

Pandangan PBB bahwa umat Islam melsksanakan perintah syanat
Islam semata-mata perintah Allah dalam AFFQur'an dan Hadits, dan bukan
perintah Plagam Jakarta, Kewajtban bagl nmat {slam menjalankan syariat
islam mesti ada atau fidsk ada Piagam Jakaria. Sgbab bagi PBB, tujuh kata
Piagarm Jakarta melalui UUT) sebagat aturan perintah kepada negara untuk
dilaksanaksn. Sejalan dengan keyakinan tersebut melalui fraksinya di
MPR diungkapkan berikut :

Fraksi PBB berpendapat, Perkataan kewajiban dalam Plagam
Jakarta itu bukan ditujukan kepada pribade-pribadi pemelok agama Islam,
karcna setiap umat Islam menurot sjaran Istam memang diperintahkan
untuk melaksanakan svari'at agamanya secara pribadi dan kolektif seperti
shalat, puasa, zakat, hajl, smar ma'ruf nshi munker dan hubongao
mwamalat lainnya. Menurut pendapat fraksi kami kata kewajiban yang
tercanfum datam Piagam Jakarta itu ditujukan kepada kewajthan negara
untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agamanys,
karena memang ada bagian dari syariat Islam itu vang tidsk dapat
dilaksanakan secara pribadi melainkan dituntut peranan negara untuk
melaksanakannya. Karena itu, fraksi kami berharap agar pihak tain dapat
memahami ini dan memikirkannya dengan kepala dingtn. Umat non
musiim fidak perlu takol, karena syariat Islam ini hanva diberlakukan
bagi pemeluk agama Islam saja, bukan pemeluk agama lain. Kepentingan
pencgakan  hokum/syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya  ini
secharusnya dilindungi dan dilaksanakan ¢leh negara dan dihormati oleh
saudara-saudara kami non Muslim,"!

Dalamn pandangan lain juga dinyatakan schagai berikut
F-PBRB sengaja mengusulkan rumusan int sebagal suatu keyakinan,

bahwa urusan negara dengan urusan agama tidak dapat dipisah-pisahkan,
tidak dikotomi antara urusan struktural dengan kultural, keduanya

" Pemaparan Yusril dalaem Seminar Nasional Sehari tenlang “Penerapan syariat Istam”,
' Pendapal Akhir F-PBE MPR-RI terhadap hasil Sidang-sidang Komisi Sidang Tabhunan MPR-
K1 tahun 2080 yang disampaiksa oleh H. MS. Kaban, M.51, {Ketwa Frakst PRB-MPR).

117
Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



merupakan satu kesatuan yang utuh, Fraksi PBB juga sangat meyakini
bahwa negara adalab corminan aspirasi masyarakat dan masyarakat
hersama-sama rakyat menyerahkan mandat kepada negara agar negara
menyatukan masyarakat dan rakyat sesual dengan apa yang divakini olch
rakyat.

Oleh sebab itu, maka sebagal partal yang berasas Jslam, kami
mengusulkan agar negara mengatur umat Islam dengan syariat Istam.
Mengatur umat Islam dengan syariat Islam adalah “suatu kewajiban®.
Hal itu adalabh janji setiap muslim yang setiap hari dengan penuh
kesadaran menyatakan bahwa sesungguhnya shalatku, pengabdianky,
seluruh hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbil'alamin, Demikian
pula Allah SWT vyang menetapkan firmannya: "Mengapas engkau
mencari hukum selain dari hukum Allah? atau siapa mencari sistem
hukum selain dari hukum Allah? atau siapa mencari sistem hukum,
sistcm kehidupan serta way of life yang bukan berdasar kepada Islam
akan ditolak oleh Allah dan mercka termasuk orang yang merugi’.
Dalam firmannya yang lain; Barang siapa yang berbukum tidsk sesuai
dengan apa vang diturunkan Allah telah menjadikan Istam sebagai
sistom vang sempuraa dan dijadikan Islam iu sebagai nikmat, dan Allak
righa Islam sebagai syariat seluruh makhituk di atss alam semesta inl.
Intlalr  kevakinan Frakst kami menjadikan syariat lslam  wajib
dicantumksn di dalam pasal 29 UUD 1945.%

Harapan sntuk memberiakukan tjub kata Piagam Jakarta dalam
tubub LJUI 1945 sebagai perintah kepada negara menjadi gelombang
politik vang kian mewarnal konstalasi politik nasional. Hiruk pikuk
antara pro dan kontra di delam parlemen sendiri, juga kian mearak
menjadi perbincangan wacana dan dialektika dalam blantika politik
Indonesia, dan babkan juga akst-aker baik dari kelompok pendukung
maupun yang mengiak, dibelahan ibu kota Jakarta terutama disekitar
purfemen (MPR/DPR) maupun di daerah-daerah baik di DPRID Provinsi
maupun DPRD Kabupaten/Kota, di dikampus/perguruan finggi, dan &
tempat-tempat lain organisasi Kkemasyarakatan, kepemudaan, dan

keagamaan berkumpul. Karenanya menarik untuk digimak tentang proses

? Pemundangan Umum F-PBE MPR pada Sidang Tehunan MPR-RI {ST-MPR-RI) iahun 2002
yasyg disampaikan oleh H.M Qasthalamd, . ML, (Anggota F-PBE MPR-RI).
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kelanjutannya di Sidang Tahunan MPR (ST-MPR) serta seberapa
kekuaten pendukung dan yang menolak, kiranya hendak dipaparkan

secara singkat dalam penjelasan sub bab selanjutnya.

4.1.3. Periuvangan vang Kandas dan Sikap Politik PBB

Proses Amandemen UUD 1945 dilakukan di MPR tahun 2000
memang telah memuocutkan perdebatan terutama ketika pembahasan
tentang hubungan antarg agama dengan negara melalui wsulan perubahan
pada Pasal 29. bahwa kecenderungan yang mungu! dalam Panitia Ad Hoc
I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR} terdapat dua fraksi vang
menginginkan agar dimasukkannya kembali tujub katz Piagam Jakaria
dalam  amandemen konstitusi  sebagal  perwujudan negara  untuk
mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi penganut agama Islam 2
Indornesia.

Pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta yang disjukan oleh dua
kekuatan politik frakst wyaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(FPPP} dan Fraksi Parta: Bulan Bintang (FPRB) ini masuk menjadi
Agenda ST MPR-RI tahun 2000, sebagainana tercantum dalam lampiran
Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2000, tentang Penugasan Badan Pekerja
MPR-RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945, di
dalamnya meliputi perubahan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang
memiliki empat opsi alternatif dari hasil finalisas{ PAH I BP MPR pada
22 Juh 2000 yaitu:

Materi slternatif perubahan Pasal 29 ayat (1%

Alternatif { ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Ysa
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Alternatif 2 ayat (1)

Alernatif 3 ayat (1)

Alternatif 4 ayat (1):

(tetap, Pasal 29 avat (1) rumusan kama) yang
dipertahankan.

Wegara berdasar Ketubanan Yang Maha Esa
dengan kewajiban menjalankan svariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya.

Negara herdasar atas Ketuhanan Yang Maha Fsa
dengan kewajlban melaksanzkan agama bagi
masing-masing pemeluknya.

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EHsa,
Kemanusiaan yang adi dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakvatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

dan keadilan sosial bagi sehiruh rakyat Indenesia.

Materi Alternatif perubahan Pasal 29 ayat (2):

Alternatil | avat (2):

Alternatif 2 avat (2}

Alternatif 3 ayat {(2):

Negara menjamin kemederkaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk  beribadat  menuryt  agamanva  dan
kepercayaaomya ity (fctap, Pasal 29 ayat (3}
rumusan lama} yang dipertahankan:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanysa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

pntuk memeluk agamanya masing-masing dan
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untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan
kepercayaannya ity, serta untuk mendirikan tempat
peribadatan masing-masing.

Alternatif 4 ayat {2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untpk  memeluk  agamanya  masing-masing,
melaksanakan ajaran agamanya dan  beribadat
menynit kepercayaan agamanya,

Dari keempat opsi atan alternatif tersebut yang lebih ramai
diperbincanglkan, tanpaknya upaya menghidupkan kembali tujubh kata
Plagam Jakarta tertera pada alternatif kedua yang menjadi opsi bagi
FPPP dan FPBB di MPR. Bagi PPP, menurut Hadi Mulye (Wakil Ketua
Majelis Pakar DPP PPP) bahwa dalam rangka pemahaman pencrapan
ajaran Islam yang wuniversal, setelah PPP kembali ke asas Islam,
keharusan kombali ke khittah ity telah menjadi keyakinan perjuangan
nolitknya scbagat perwwjudan umat beribadab dalam arti luas, vaked
kedaulatan rakyat dalam psham demokrasi {di Indonesia) harusiah
bersumber dan lidak bertentangan dengan kedaulatan Allab, kedaslatan
Tuhan Yang Maha Esa, pengussa alam semesta. Dalam perjuangan
tersebut, PPP menempub cara yang disertal hikmah dan pendekatan yang
santun dalam forum yang tepat yaitu forum kenstitusional di MPR.”

Bagi Partai Bulan Bintang (PBB} yeng mengusulkan perubahan
pada Pasal 29 UUD 1945 dengan alternatif ke-2 dengan rmoengajukan tiga

alasan yaitw

" Datam Republika, 23 Agustus 2000,
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Pertama, Usul imi hanyalah konsistensi dan wujud pelaksanaan
amanah pendahulu negeri ini, pada saat diberlakukannya UUD ini
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana diktum dekrit Presiden
tersebut  ditegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang diberlakukan int.
Untok itu penambaban tujubh kata dalam Pasal 29 ayat (1) hanyalah
semata-mata penjabaran dari maksud pembertakuan UUD 1945 it

Kedug, Ajaran agama manapun dan kKhususnya syariat agama
Islarn miengajarkan dan memerintabkan kebaikan, akhlak yang nwlia,
larangan berbuat kejabatan dan kerusakan di muka bumi penghormatan
kepada penganut agama dan bangsa lain (tasyamuh} dan segals hal
mengenai kebaikan, Unfuk itu bangsa Indonesia yang sebahagian
terbesar penduduknya beragama Islam, akan lebih baik jika benar-benar
memahamt dan menjalankan ajaran agamanya. Jadi penambahan ayat ini
adalah salab satu solusi untuk memecahkan dekandensi moral bangsa
sekarang i dan masa yang akan datang.

Ketiga, Tidak ada maksud FPBB untuk memberlakukan syariat
{slam ini kepada mercka yang tak memeluk agama Islam, dan tidak ada
maksud FPBE untuk menyingkirkan serts mmemarjinalkan ajaran dan
penganut agama-agama laiunya di negara yang tercinta ini. FPBB
memberikan jaminan bahwa agama lain akan bebas hidup dibumi pertiwi
imi, dan para penganutnya bebas menjalankan ajaran agamanya. Jaminan

tnt bukan saja jaminan dari FPBB tetapi jaminan dari ajaran dan syariat
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agama Islam itu sendiri.” Piagam Jakarta itu adalah scbuah kesepalatan.
Jadi schenarnya rumusan Plagam Jakarta itu sudah disepakati olel the
founding fathors. Masalah syariat Islam itu dalam konteks kenegaraan
dan aktual hadir sepanjang masa.

Bagi F-PBB dan F-PPP, memasukkan kembali tujuh kata Plagam
Jakarta ini tidak bermaksud untuk mendirikan negara [slam, melainkan
untuk diterapkannya syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan
negara, Proses politik di MPR, ternyata menunjukkan kekuatan politik
dominantah yang paling mempengaruhi proses pengambilan keputusan
politik. Kekuatan politik dan fraksi-fraksi terbesar seperti PDIP, Golkar,
PKB, dan dalam batas tertentn fraksi Reformasi {gabungan PAN dan
Partai Kcadilan) menolak tujuh kata Plagam Jakarta dimasokkan kembali
ke dalam UUD 1943, Peluang PPP dan PBB uniuk mengupayakannya
terganjal  mengingat posisi  kekuatan  politik  keduanya, yang
mempresentasikan kekuatan politik Islam berada pada kckuatan vang
rendah. Ditambah lagi dengan peliknya pembahasan materi-materi
amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya banyak materi yang belum
tersentuh fermasuk materi amandemen pasal 29 untuk dibahas dan

3

diputuskan.” Karena itulah, PBB menyatakan tidak menutup

" Pernyatasn FPEB MPR dulam Pandangan Umumnya terhadap hastl-hasil BP MPR dan usulan
pembentukan Komig pada Sidang Komisi A {Sidang Tabwman} ST-MPR-RE b 2000,

* Persoalan pun kian romit menpingat banyaknya kalenpgan vorg pro dan kosira vang tidak saje 98
galam pardgmen sendird, telepd 2ugs dit lwar parlemen yang momperssalkas perlu tidaknys mivh
kata Piagam Jakarta masvk di Amandemen pada Pasal 29 dimaksud. Sebagaimuna
kekhawatiran dari seiumisb 1okoh cendikiawan muslim, seperti Nurcholis Madiid {Yayasan
Paramading, lakaria) mengungkapkan behwa mengussikan kerbali masukeys wjub kats
ersebut dulam arandemen Pasal 25 seperti membuky kotak Pandom (dedie indonssia, 17
Agustos 2008} vaita membuka kembali potensi konfiik yang bukar hanya antara Isiam dan non
Islany, totapi juga asdar kelompok Islam seodin (M. Alfian, ibid, 25 Aguswes 2000).
Koekhawatiran jugu serapa dari A. Syafii Maaril yang mencemaskan kenmagkinan dampak
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kekecewaan atas  belum  banyak tersentuhnya babhasan-bahasuo
amandemen yang diharapkan dapat dituntaskan sesual dengan materi-
materi yang telah dipersiapkan oleh PAM 1 BP MPR yang termasuk di
dalam materi amandemen Pasal 28 UUD 1945, Sebagaimana dinyatakan
daiam pendapat akhir FPBB MPR-RI iferhadap hasii Sidapg-sidang
Komisi di ST MPR-R]I tahun 20060 lalu berikui:

..sangat disayangkan pada Sidang Tahunan [ ini, upaya
mengamandemen UUD 1845 berjalan tidak maksimal karena pasal-pasal
dan ayat-ayat yang sangat mendasar harus segera diamandemen ternyata
masth status quo. Ada kesan proses amandemen inl sengaja dipersulit

dengan mengkambing hilamkan waktu pembahasan dengan masa
persidangan yang singkat.'®

if

sopalif yang bl bila formalite gyariat Islpm diterapkan (Republika, 23 Apgustuy 2800},
Walaopun pads skhimya wacang-wacana yang kontta ini dilawab puls oleh pars okoh
cendikigsearn suslinn lainnya sepeti Defliar Neer, Satabudin Wahid, dan sebagainys, Selain
ilu juga terdapat ribuan massa dard berbagal vrovs Istam {15 Apusius 20803 mendatong!
gedung DPR/MPR unick moenyalurkan aspined mereka ke Lembaga Tertingg: Negara (MPR)
vang tengah bersidang spar memasukkan tujnh kata tersebat dalam Pasal 2% Massa fersebut
antarn latn borasal dari Fiont Pembel Ilom {FPI; Kesatvan Akst Maphuasiswa Musiim
Indonesis {KAMMI), Gerakan Persuda Islam {GFH, Pelajar Ishen indonesia (P}, Hispunan
Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMARS}, Perperakan kst untuk Tanah Alr {PINTAR],
Himpunan Mabasisws Islam (HMD, Kemite Tndonesta wntak Solidaritas Dumia [slam
{(KISDH}, Dewarn Dakeah [slamiyab Todenesia (DDH), Front Pemuda Jslam Sunkana (FPIS),
tatan Keluargs dustim Internasional (BKMAL), ST, KOWASNAMI, dan GARIS. Selmn it
juga terdapat aksi yang sebalikays sekitar serstusen massa vang oxeeclak masokava mjub
kita tersebut anhwra lain dast Forum Kebangsnan Pemuda indonesia (FKPI) santara lain
berangpotakan Pergerzkan Mshasiswa Tslaro indonesia (PMID, Gerakan Mabasises Nasional
Indonusls (GMNI1), Himpunan Mabassiswa Budhis Indonesia  (Himabudhbisl, Pergerakan
Muhasiswa Katolik Republik Indonesia {PMERI), lkatars Pemuda Nahdistel Ulama (IPNL),
fkatan Puiri-Putet Nahdiatul {Hama 4PFNU) dan Kesatyan Mabasiswa Hinds Dharma Indonesia
(KMHDI}, {Harian "Republike 7, 16 Agustys 20001

. Kenyatzan mi felah disadari oich pibak FPBB MPR yang momperhatikan hasi Sidang

Komtisi A yang menthahas teniang Rancangan Amandemen UUD 1945 (Perubahan Ke-2)
yang telah dipersiapkan oleh PAM | Badan Pekerjz Majeliy schanyvak 20 Bab dan 37
Pasal ditarobah dengan Aluren Perslihan dan Ketestuan Penutup. Dari 20 Bab tersebut,
yang teluh dibahas baru {2 Bab, sedangkan 8§ Bab belum tersentuh. Dan, dart 12 Hab,
yaug reizh dibabas masih ade § Bab vang belum disepakst: dan dizetujui oleh Komisi A,
yuitiz Bab tentang Periithan Umure, Kevangar, Badan Pemeriksa Kevangan, Kekuasaan
Kebhakiman dan Percgakan Hukum, dan tertang Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan §
Bab yang belum terscniuh dan tidak dibahas sama sckall adnish Bab tentang Beniuk
Negara dan Kedaulatan, Majelis Fermosyawsratan Rakyat, Kekuussan dan Pemcriniahan
Negare Dewan Pertimbangan Apong, Agama denfatas Ketuhanan Yang Maha Esa, Peadidikan
dun: kebudayaan, Perckonomian dan Kesejabioraan Sosial, dan tentang Porubahan Undang-
Undang, Dasar. {Swmber Dokumen F-PBBE MPR-R])
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Persoalan di atgs, memaksa F-PBB menyetujui atas Keputusan
Komisi A MPR yang mengusulkan agar MPR kembali membuat
Ketetapan untuk melakukan amandemen selanjutiiva terhadap UUD 1945
pada Sidang Tahunan {(ST-MPR) tabun 2001 berikutnya. Perdebatan yang
tidak terselesaikan lersebut, menurut Satya Arinanto'’ (Pakar Hukum Tata
Negara Ul) yang menyebabkan pembahasan tenfang Perubahan Pasal 29
ditunda, dan memasukkaonya dalam agenda pembahasas Rancangan
Perubahan Ketiga UUD 1945 sgbagaimana yang dicantumkan dalam Tap
MPR Neo. IX/MPR/2000 vang telah disebut di atas.

Berlanjut pada Sidang Tahunan {873 MPR iahun 2001,
pemnbahasan amandemen UUD 1945 yang ketiga tidak berbeda deagan ST
MPR tabun 2000 yang juga belum menyentuh persoalan Pasal 29 YUD
1945, Mengingat persoalan-perscalan krusial dalam materl amandemen
banyak menimbulkan kefegangan antar kekuatan politik dari fraksi-fraksi
di MPR, terutamanya materi tentang perubahan ketatanegaraan dalam
UUD sebagat konsekuensi perubaban sisiem yang hendak dibangun.
Perbedaan kepeatingan politik yang sulit dipertemukan membawa MPR
kepada kesulitan dan kerumitan untuk mencapai keputusan perubshan
UUD. Apalagt seiak awal ST MPR 200! telab terjadi kerumunan,
keributan-kertbutan yang mericubkan di dalam persidangan Majelis, aksi
saling dorong seperti tawuran remaja, persis dihadapan Ketua MPR yang
sedang memimpin persidangan. Ketegangan di MPR ini  yang amat

memalukan bagi citra MPR sendiri, yang seharusnya menjadi contoh bagi

" Dalam tabloit "Forws . Bdisi Khusus, Januari 2001,
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porkembangan demokrasi yang ditonton seluruh rakyat Indonesia bahkan
ditonton oleh masyarakat tuar dar berbagai nogara asing, menjadi cermin
banyaknya permasalahan yang harus diselesatkan meskipun pada
akhirnya tidak mencapai perubahan yang maksimal.

Dalam konteks inilah, berbagai draf amandemen UUD 1945
banyak yang tidak tersentuh untuk dapat diselesatkan, termasuk di
dalammya rancangan materi/draft amandemen Pasal 29 yang sejak awal
5T MPR 2001 disepakati nntuk ditunda sampai ST MPR berikutnya
{tahun 2002), Hal yang demikian, bagi PBB sebagaimana dalam
pendapat Akhir FPBB terhadap Rancangan Putugan MPR-RI hasil ST
MPR 2001, vang dibacakan oleh Hamdan Zeelva (salah sate anggota
FPBB MPR} sebagai bertkut:

Terhadap rumusan-rumusan vang sudah disepakatl sceara bulat
dalam Komisi A kami dapat menyetujuinya, sedangkan untuk hal-hal
yang belum dibicarakan dan belum diputuskan pada tahun ini, Fraksi
PBE terbuka untuk membabas dan menyelesaikannya sampai deagan
tahun 2002 yang skan datang sebagaimana yang diatur Tap MPR No. 9
tahun 2000, Feakst kami dapat memahami dan belum sempa?
dibicarakannya bab X pasal 29 dan bab mengenal pendidikan nasional
yang kami usulkan untuk dibahas pada tahun ini, karena waktu yang tidak
mernungkinkan, Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang tetap
mengusulkan gntuk membahas dan memuluskan persoalan ini pada tahun
2002 yang akan datang.”®

Namun dalam suatu kesempatan penyampaian pendapat akhir
terschut, PBB tetap menuangkan kehendak tentang pentingnya dipikirkan
kembali antara pro dan kontra oleh para anggoia MPR yang tengab

bersidang mengenai aspirasi pencgakan syariat Islam yang perlu

diakomodasi dalam perubahan sistem politik hukum nasional mendatang.

¥ Gumber Dokamen F-PRI MPR-1I
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Diuvngkapkannya mengenai perubahan penting tentang pasal agama dan
negara pada pasal 29 UUD 1945 semata-mata menunjukkan keteguhan
sikap FPBB, dari pasal penting tersebut dalam rangka memberikan
penjelasan-penjelasan  singkat mengenai posisi pasel 29 di dalam
kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Akhir FPBB dengan
mengutip pendapat Bung Kamo pada Sidang BPUPKI | Juni 1945 dalam
petikannya secara singkat berikut

. Fraksi Pariai Bulan Bintang (PBB) berseteguh hati untuk

memperjuangkan berizkunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agama
islam untuk kezelamatan umat Islam dan bangsa yvang mayoridas beragama
istam Inl. Sebagaimana dahulu ketika Bung Karno dalam pidato tanggal !
Jupi 1845 di Ferum Badan Penyelidik Usahs-Uszha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPLUPKI) tatkala membicarakan tenptang dasar
perwakilan dan dasar permusyawaratan, baelian mengatakan .. "untok pihak
Islam inilah tompat terbatk untuk memelihara agama, kita, saya pun adalah
orang Istam, -« maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum
sempurna - tapi kalau saudara-sasudara membuka suya punya dada, dan
melilat says punya hati, fuan-tuan akan dapati tidak iain tidak bukan hat
Isiam. Dan, hati Islam Bung Kame ini ingin membela Islam dalam
mufakal, dalam permusyawaratan dengan carg mufakat kita perbaiki
scgala hal juga keselamatan agama yaitu dengan jalan permbicaraan atau
permusyawaratan di datam Badan Perwakilan Rakyat”,”

Selanjutnya ditegaskan bahwa perjuangan PBE untuk berlakonya
syariat Islamy hagi para pemecluknya akan dilakukan secara demokratis
tidak devgan anarkhi dalain lembaga resmi parlemen, dengan cara-cara
politik yang jujur dan fair yaitu memperjuangkan apa yang kami yakini
benar, Kami tidak suka dengan politik basa-basi, hari ini berkata manis,

besok berkata pahit, han ini ya, besok tidak hanya untuk mencan

simpatik. Bukan karakter PBB berpolitik gincu, bukan karakter PBB

" Sumbser Dokumes F-PBB MPR-RI
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berpolitik seperti itu. Tidak ada yang perlu tskut dan khawatir dengan
berlakunya syamat Islam, baik yang beragama lam maupun yang
beragama Islom seadanya. Ajaran Islam diberiakukan dengan cara-cara
damai, carg-cara selangksh demi sclangkah, cara-cara yang penuh kasih
sayang dan rahmat bagi siapapun seperti yang dipraktekkan Rasulullah
SAW.

PBBB meyakini bahwa tidak akan ada diskriminasli dan polivik
apartheid dalam pemberlakuan syarist Islam, karena politik vang
demikian bertentaagan dengas syariat [slam iy sendiri. Sungguh tuduhan
politik diskriminasi dan politik apaertheid adalab tuduhzn yang sangat
berlebih-lebihan dan tidak memiliki adab kesantunan dalam memilih
kata-kata yang baik dan berakhlak.

F-PBB  tidak akan pernah berbonti untok memperjuangkan
tegaknya syariat Islam ini sampai kapanpun. Orang bolch menganggap
kami keliru, tidak ada masalah bagl kami, asal kami hidak keliru
dihadapan Allah SWT.”

Menghangatnya pelemik di seputar formalisasi syariat dalam
proses reformasi konstitusi kembali muncul dalam ST MPR 2002 yang
diniscayakan merupakan agenda tahunan terakhir bagi proses
amandemen UUD 1945, pada Rapat Pleno PAH I BP MPR yang
dipimpin laceb Tobing (dari ¥FPDI-P) pada Kamis, 21 Maret 2002 ketika
membahas Pasal 29 UUD 1945 sehagaimana tertaang dalam 4 alternatif

pilihan (opsi) perubahan. Dalam perdebatan di rapat tersebut, FPBB

¥ Sumber Dokumen F-PBB-MPR-RI. Pendapat Akhir P-PBB dalam 8T MPR-RI tahun 2001,
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bersama FPPP tetap bersikukuh memilih  alternatif ke-2 {pegara
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi masing-masing pemeluknya), sedangkan Fraksi
Reformasi (gabungan Partai Amanat Nasional {(PAN) dan Partai Keadilan
(PK) memilih aiternatif ke-3 (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-
masing pemefuknya). Aliernatif ke-3 ini mendapat tanggapan dari kubu
FPKB melalui juru bicaranya KH, Yusuf Muhammad dimaksudkan agar
ada peningkatan dorongan kepads masyarakat untuk memiliki kesetiaan
pada ajaran agama masing-masing, bukan hanya bagi pemeluk agama
Islam. Dan, dari Fraksi Perscrikatan Daulatul Ummah (FPDU)} gabungan
dart beberapa partai Islam vang kecil di MPR - melalui jubirnya, Asnawi
Latief juga turut menyatakan mendukueng FPKB yang menghendaki
secmua agams dicantumkan, Begitu jugs Fraksi Reformasi ikut
menegaskan alternatif ke-3 yang menjadi opsinya ini, melalut jubirmya,
Patrialis Akbar. bahwa menjalankan agama merupakan kewajiban bagi
masing-masing penganutnya, oleh karenanva pada Pasal 29 tidak
mewajibkan satu agama saja, Sedangkan kekualan politik lainnya seperti
FPDI-P maupun Fraksi Partai Golkar (F-BG} menghendaki kembali pads
alternatif ke-1 (Ketuhanan Yang Maha BEsa) secsual naskah yang lama
afau tidak merubah pasal 26,

Perhelatan pelitik di MPR yang membahas masalah negara dan

agama pada pasal 29 ferus berlanjot dalam  tahap pembahasan

A Harian "Kompas ", 22 Maret 2002,
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Sinkronisasi Materi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 oleb
Panitia Ad Hoc I (PAH 1) Badan Pekeria MPR pada 13 Jum 2002,
dimana FPBR bersama FPPP tetap meminta agar tujub kata Piagam
Jekarta sebagaimana tertera dalam alternatif ke-2 dimasukkan dalam
Rancangan perubaban keempat Amandemen UUD 1943, Berbeda dalam
Rapat PAH [ BP MPR sehelumnya di atas, ternyats Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Golkar (FPG),
Fraksi Utusan Daerah {(FUD), Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa
{FPDKRB) dan Fraksi Partai Daulah Umah (FPDU) menginginkan Pasal
29 tetap dipertahankan. Sementars Fraksi Reformasi tidak hadir dalam
penthahasan tersebut. Scdangkan FPKB mengajukan rumusan baru,
sebagaimana menurot Yusuf Mubammad (FPKB) mengusulkan perdunya
dibuat rumusgn yang bisa mengubah konstelasi alternatif-alterpatif yang
ada, vaity pada ayat (1) pasal 28 UUDI1945, kata kewajiban® yang
dikhawatitken implikasi hukumnya, diganti dengan kata kesungguhan”
mengingat hal itu bersifat moral dan tidak bermakoa keharusan secara
Rormatif,

Menurut Yusuf Muhammad, kata "kesungguhan” ini sebagat upaya
“mendekatkan” dari alteratif-alternatif yang adz untuk menghindars
kemungkinan kata “kewajiban”™. Usulan baruy FPKB ini nampakaya tidak
melihat bahkan bertentangan dengan adanya perangkat yang memuat
prinsip syariat Islam seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-
Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Peradilan Agama,

Undang-Undang Nangroe Aceh Darusalam (NAD) sebagaimana yang
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dinyatakan oleh FPPP dun FPBB. Dalam hal mi, Al Hardl Kiaidemak
dari FPPP menyatakan sebuah konstitusi selain memuat pesan-pesarn
negars sehingga memiliki alur kebangsaan yang utuh, juga harus memuat
hal-hal yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai sebuah fakia,
seperti yang terjadi di masyarakat dan kehidupan negara telah jelas
menunjukkan (erdapat Undang-undang vang menempatian syariaf Islam
sebagaimana yang disebui di atas. ™

Tahapan yang dilalut oleh MPR sebelum dibahas dalam 8T MPR
tahun 2002, menurut Panitia Ad Hoc [ {PAH 1) BP MPR. Jacob Tobing
selaku Ketuanya menyatakan bahwa penggodokan rancangan perubahan
keempat UUD 1943 akan dilalui beberapa tahapan, vaitu 11 kah ui
sahih, tahap sinkronisasi, dan kemudian tahap finalisast.” Tampaknya
dart kronologis menjclang ST MPR 2002 yang diniscayakan sebagal
perubzhan terakhir (fBeshing touch), bagi FPBE dan FPPP yang
menghendaki  menghidupkan tujuh kata Piagam Jakarta menemuni
ganjalan dan kebuntugn, Seperti yang diutarakan olch Ketua MPR,
Amien Rais, scusai membuka Acara Uji Sahih Rancangan Perubahan
Keempat UUD 1943 pada Kamis, 16 Mei 2002 di Jzkarta, mengutarakan
bahwa pasal 28 UUD (945 tentang agama sudah final dan tidak perlo
dirubah, mengingat hat ini menghindarl "tabrakan” denpgan pembukaan
UUD 1945 dan setiap kali persoalan ini diangkat dipastikan out voted.
Namun lidak bagi FPBB dan FPPP yang tetap berkeyakinan untuk

dimasukkannya usulan alternatif ke-2 vang memuat tujuh kata dalam

fz Arsip DPR.PRE, Hhat dalom “Medin Ddonesiz ™, 14 Mel 2002
* Arsip DPP-PBB, "Kompas ”, 17 Mei 2002,
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perubahan pasal 29 ayat (1) UULD 1945, Pernyataan Amien Rats yang
"memelintic® bahwa pasal 2% dianggap tidak dirubah dan telah selesai
ternyata  didasari sikap mengambil konsckwensi dari kesepakatan-
kesepakatan 11 fraksi di MPR untuk tidak melakukan perubahan pada
Pembukaan UUD 1945,

Fenomena politik Islam di 8T MPR 2002 yang direpresentasikan
oleh kekuatan formalisme Islam yakni FPBB dan FPPP ditubuh parlemen
ternvata tidak signifikan. Hal ini telah disadari sejak awal bahwa posisi
fraksi batk PBB dar PPP hanya berjumilab 84 orang selurvhnya (sekitar
12 %) di MPR yang tentunya menjadi problem untuk berperan dominan
dalam mengambil keputusan di legislatif. Namun demikian keduanya
tetap  "bersikukuh"  demgen  kceyekinan  penuh  unfuk tetap
memperjuangkan syariat Islam melalui formalisasi kenstitusi, Dalam hat
ini FPBB tampaknya tetap berupaya menggugal kewnbali kesadaran
nalun para anggota majells pada pemandangsn umumnya di rouka
Sidang Tahunan (ST} MPR-RI 2002 sebagai berikut :

F-PBB ingin mengisgatkan kembali, mengpugah kesadaran
nurani kita mengajak seiurch komponen bangsa agar tidak aprion
terhadap kata "svariat Islam", begite pula dengan saudara-saudara kani
sebangsa dan setanah air yang non muslim. Karena dengan penegakan
syariat Islam bagi pemeluknya akan menjadi garansi bahwa hak-hak non
muslim akan lebih pasti; lebih tepjamin dan lebih terliadungi schingga
tidak ada sedikitpun yang perlu dicgmaskan, karena dar?%;an syariat islam
itulah umat Islam melindungi dirinya dan yvang lainnya.

F-PBE sangat menyayangkan adanya sikap yang terlalu beriebih-

lebihan, seperti ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memberikan

* Pernyataan P-PEB-MPR.R! dalam pandangan umummya pada Sidang Talwean (8T) MPR-RY
inhun 2002
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ancaman atau ultimatum, jika syariat Islam dicantumkan pada Undang-
Undang Dasar maka mereks skan memisahkan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia ini. Sikap ini sanpat tidak dewasa dan tidak arif.
Bukankah kami umat Islam yang berjumlah mayornias ini tidak pernah
mengungkapkan ultimatum babwa jika syariat Islam tidak diberlakukan
maka kami yang mayoritas ini akan memisahkan diri dari Republik
Indonesia igi?

FPBB hanya ingin menegaskan bahwaz rumusan kewajiban
menjalankan syaviat Islam bagi pemsiuk-pemelukiya adaiah rumusan
kompromistik yang dituangksn kembali dalam Dekrit Presiden 5 Juls
1959, Penegasan int juga dalam rangka mongilangkan kecurigasn,
sehingga tidak ada dusta di antara kita,

Memasukkan rumusan ini ke dalam Batang Tubuh UUD 1945
merupakan ikhitiar konstitusional sebagai penegasan pencrimaan dekrit
secara uluh oleh Majelis. Dengan demikian pemberlakuan kembali UUD
1945 dan kewsjiban menjalankan syariat Islam menjadi safu kesatusn
konstitusi.””

Rumusan fguh kata Piagam Jakarta iernyata masih menjadi
persoaian di persidangan Komist A, samun ganjalan ini fornyata fetap
mengukuhkan FBB dalam setiap kesempatan di MPR, yaitu dalam
pendapat akhimya tentang hasil-hasil Sidang Kornisi, FPBB meyakinkan
kembali bahwa tambahan tujub kata Piagam Jakarte dalam pasal 29

menjadl sangat penting agar negara mendapat amanat menge-force

2 Sumiber Dokumoen FEBR MPR.GRL
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tegaknya syariat Islam secara utuh baik dalam peraturzs hukum publik
maupun hukum privat, sebab syariat Islam tidak bisa ditegakkan seluruh
aspcknya melalul orang-perorangan tanpa bantuan negara, dan bahkan
tidak cukup dengan jaminan kebebasan beribadat sebagaimana pada
pasal 29 ayat (2). FPBB berupayas "manis” dengan meyakinkan bahwa
perjuangannya tidak bisa dipaksakan, bahkan tidak akan dan juga tidak
memboenarkan cara-cara kekerasan apalagi pemberontakan. Namun upaya
penegakkan syariat sebagai aspirasi unat yang diperjuangkannya tetap
akan dilakukan secara demokratis dan koastitusional, Ragi FPBB yang
fidak rmenghendaki ‘voling manusia” dalam persoalan pemberlakuan
syariat dirmaksud sckalipun voting di MPR adalah keputusan demokrast.
FPBB menghendaki pemberlakuan syariat adalah keputusan yang lahir
dart keyakinan gkan penlingnya pelaksanaan kewajiban ajaran agama
Islam bag: mayoritas penduduk muslim  Indonesia vang  selalu
terpiarjinalkan oleh negara, iebih-lebih peran negara yang kian membawa
krisis bagi penghuninys vang tidak juga kunjung selesai. Di bagian lain
FPBB  menyarankan MPR - jika dalam kondisi keraguan - agar
dilakitkan suatu mekanisme yang meminta pendapat scluruh rakyat
Indonesia melalut referendum. Penting kiranya untuk  dipaparkan
pandangan FPBB dalam pendapat akhimyza dimuka ST MPR 2002 lalu
berikut:

FPEB  berharap karena tuwdak ada adasan  untok  menolsk
pemberiakuan  syariat Islam  bagi pemeluk-pemeluknya ini maka
pengesahannya diterima secara tulus dan ikhlas serta fapang dada. Kami
tidak menginginkan putusan pencantuman kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan cara voting, meskipun
kami mengakui voting adalah mekanisme demokrasi, tetapi menyangkul
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masalah syariah ini ada persoalan lain. Tegakah anggota majelis
memvoling  syariah  Allah?  Apakah anggota majelis  mempunyai
kewenangan memvating syariah Islam yang mergpakan hukum Allah?
Jika anggota maielis tetap ingin memvoting tentang hal ini kami
mempersilabkannya, tetapi fraksi kami menolak hal ini untuk divoting.
Alizh mengingatkan kifa semua dalam ALQur’an "dan apabila engkau
mengikull suars kebanyakan manusia di muka bumi inl maka akan
menyesatkan engkau dari jalan Allah, tidaklsh suara kebanyakan
manusia itu terkecuali hanya :mengikuti prasangka belaka"®,

Selanjutnya jika majelis ini telah mengakomodas] pendapat
sekelompok kceil orang tentang dibentuknya komisi konstitusi, maka
adalah jauh Iebih bijak dan bermuatan ibadah, jika majelis jugs
memenuhi tuntutan yang diusulkan oleh begitu banysk mahasiswa
mahasiswi muslim dan komponen masyarakat [slam lainnya di Jakarta
maupun di daerah-daerah untuk memberlakukan syariah Islam menjadi
salah satu ketetapan Majelis inl

Dengan dasar permikiran tersebut di atas, Fraksi Partai Bulan -
Bintang tetap mengusulkan perubshan pasal 29 ayat (1) UUD 19435
sesuat wsulan kami scbelumnya, dan kalaupun sidang Majelis yang
ferhormat ini belum dapat meayepakati usulan kami, maka martiah kita
semiua berlapang dada untuk menyerahkan sepenubnya usulan dimaksud
kepada rakyal Indongsia sebagal pemegang kedaulatan tertinggi melalui
Refercndum,®’

Fenomena yang muneu! seiring dengan wacana perubaban pasal 29
UUD 1945 di 8T MPR 2002, juga turst mengusik para infelekiual,
cendikiawan, terutama cendekiawan muslim di luar parlemen, kbususnya
tokoh~tokoh organisasi Istam seperti Ketua Umuam PR NU, Hasyim

Muzadi yang menentang ssulan formalisasi apama karens dinilainys

tidak membawa hasil perubahan nyata bagi substansi agama. Bahkan

f" AlQur’an Surst Al-An'pam, ayat 116
7 Sumbser duri Dokumen F-PEE MFR-RI
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menutuinya cenderung menimbulkan konflik. Demikian halnya Syafii
Maarif, Ketua Umum PP Muhammadivah menghendaki agar tidak ada
perubaban dalam pasal 2% tersebut. Termasuk juga deretan cendikiawan
seperti Nurcholis Madjid (Cak. Nur), maupun Abdurrahman Wahid (Gus
Dur} yvang tidak setuju dengan tujuh kata dalam amandemen konstitusi
dimaksud.*®

Reaksi dari para kalangan pendukung amandemen pasal 28 UUD
1945 di luar parlemen melakukan serangkaian aksi atas dukungannya
terhadap fwjuh kaia tersebut seperti: Habib Muhammad Rizieg Syihab,
Habils ldrus, Eggy Sudjana, Tamsil Linrung hingga Abu Bakar Ba'asyir
dan sebagainva. Scjumlalb organisasi massa seperti Front Pembela Islam
{IP1}, Persaudaraan Pekeria Mushm Indonesia {(PPMI), Front Pemuda
Islam (FP1 Solo) berunjuk rasa di gedung MPR/DPR turut menyertai
tuntutan dan dukungan afas amandemen ferhadap pasal 29 dengan
memasukkan syariat Islam dalam konstitusi. Demikian juga hal vang
sama funtotan dari berbagal daergh, seperti ratusan mahasiswa dari
Kesatuan Akst Mahbasiswa Muslim Indonesia KAMMI} di Surabava,
tepatnya di gedung DPRD Jawa Timur, dan sekitar 2000-an orang massa
Hizbut Tahrir dari Yawa Tengah dan DI Yeogyakarta di gedung DPRD DI
Yogyakarta turut menyebarkan tuntutan pengakuan syariat Islam di
tingkat negara.®
Perdebatan  tentang  formalisasi syariat  ditingkat amandemen

konstitusi kian meruncing iatkala sampat pada kata akbir fraksi

f?‘ Arsip 3PP-PRE, "Media Indonesia”, § Agustue 2602,
* Dari Majalah Khwibah Sow'at, DPP leatan Magjid Indonesia (IKMI), Mo 255 September
2002, him ; §7.38.
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Sebagaimana Fraksi Reformast (gabungan nasur PAN dan PK} melalai
jubiraya AM. Fatwa menegaskan untuk pasal 29 UUD 1945
dikembalikan kepada naskah lama (tidak berubah), namun dari unsur PK
oleh Mutammimul Ula melayvangkan interupsi menyatakan bahwa
keberadaan 7 orang anggota Fraksi Reformasi dari Partai Keadilan
menyadari perjuangannya sulit untuk diterima,

Sesuai dengan keinginan awal untuk mengamandemen pasal 29
dengan opsi alternatif ke-3 (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa dengan kewajibsn melaksanakan ajaran agama bagi masing-
masing pemelukanya) yang hendak diperjuangkan bersama PAN sejak
awal melaha wadah Fraksi Reformasi harus gagal terlebih dahulu tanpa
adanya pombicaraan awal atau pemungutan suara di tingkat intern fraksi
(Fraks{ Reformesi).” PK menghendaki agar usulan alternatif ke-3
dimaksud ditawarkan olgh Fraksi Reformasi dan menyerahkan keputusan
kepada MPR. Maka dari itu, PK berpendapat tidak akan ikut ambi!
bagian,

Hal yang sangat menjadi perhatian publik, terjadi saat Ketua
MPR, Amien Rais menyampaikan bahwa amandemen Pasal 29 telah
disepakati oleh semua fraksi untuk dikembalikan ke naskah semula yang
asli (negara berdasarkan atas Ketuhapan Yang Hsa berikut pula pada ayat
{2}. Pernyataan putusan itu disambut olch anggota FPBE vang unjuk din
dengan mengangkat fangan menandakan ketidak sefujuannya  dengan

pernyataan Ketua MPR dinwmksud. Dalam Sidang ini FPBB menyatakan

™ Mal yang sama juga menurut Wakil Ketus Fraksi Reformasi MPR dari snsur PK, Tb,

Sunmandjaja. Dari Majalah Khuthel Jum'at, Mhid., him @ {8,
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sikap tegas pernyatsan minderheidsuota {Note Keberatan) yang
menyatakan tidak fkut serta pengsmbilan keputusan terhadap pasal 29
dan bertekad meneruskan pegjuangan hingga keinginan ttu terwujud,
Demikian FPPP melalui jubirnya, Syafriansyah menyatakan bahwa PPP
akan terus meyakinkan fraksi-fraksi lain untuk memahami syariat Islam,
tetapi Kiranye belum juga dipahami maka FPPP menyerahkan kepada
MPR untuk mengambil baiknya sesuaj dengan situasi dan kondist bangsa
seria segala dinamikanya. Scbagaimana pernyataan kebervatan FPBB, dari
FPDU - vang sojak sehelumnya tampak tidak adanya ketegasan dalam
proses amandemen pasal 29 untuk masuknya tujuh kata Piagam Jakarta
pada awalnva, sebagaimana telah dijelaskan di atas yang memperkuat
sikap politikniya melalui jubirnya (FPDU) Asnawi Laticf menyatakan
bahwa sangat disesalkan tidak diterimanya tujuh kata dalam Piagam
Jakarta.

Dari schelas fraksi di MPR, dapat dihitung secara politis oleh
berbagat kalangan Islam politik terutama FPBB dan FPPP yang scink
semula konsisten berpegang teguh untuk memperjnangkan aspirasi
politiknya pada pasal 29 UUD 1943 sangat tidak dimongkinkan,
meskipun ditambah dukungsn dari FPDU. Sisanya 8 fraksi yaitu FPDI-P,
FPG, FPKEB, FUG, FTNIPOLRI, FPDKB, FKEKI, maupun Fraksi
Reformasi {sekalipun memiliki perbedaan di dalammnya antara PAN dan
PK) kesemuanya menghendaki kembali kepada naskah lama pasal 29

UUD (945,
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Yusril

menegasksn  bahwa  kekuvatan politik  yang paling

dominanlah yang pada akhirnya akan lebih banyak memberikan warna

kepada penafsiran, betapapun semua gelongan diajak turut serta dalam

musyawarah untuk mencapal mufakat. Lebih-lebih, jika keputusan

diambil melalui pemungutan suara.”

Sebagaimana lihat tabel di bawah ini;

Sikap Fraksi Terhadap Pasal 29 Dalam Amandemen UUD 1945 Di MPR

No.|  Fraksi ST MPR Tahun 2000 ST MPR Tahun 2002

i (PDI-P Tetap/Tidzak berubah Tetap/Tidak berubab

2 {Golkar Tetap/Tidak berubakh Tetap/Tidak berubah

E | Setuju dirgbah (altematifke-2) | Setuju. dirubah (altematif ke-2)
4 PKB Tetap/Tidak dirubah Tetap/Tidak berubah

5 Refarmasi Ripertegas (altematif ke-3) Tetap/Tidak berubah

Hasil Sidang

Pembahasan ditunda
dimasukkan  dalam  agenda
pembahasan Rancangan,

Perubah-an Ketiga UUD 1945
schagaimana dicantunikan
dalam Keietapan MPR  No,

IX/MPR/2000.%

dan MPR Mmengambil

k@batusan
tidak melakokan amandemen
Pasal 29 dan kembali ke naskah

yang ama Pasal 29 UUD 1945,

Y Yudi Pramyko, Yusril Ihzs Mahendra “Sang Bintang Cemerlang ™ {3skaria : Putera Berdikart

Buwgsa, him: 112

* Sumber Dokumen F-PRB MPR-RI
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Realitas politik di parlemen, mayoritas fraksi di Sidang Tahunan
MPR 2002 menghendaki kembali ke pasal lama pada pasal 29 UUD 1945
membawa Kenyatasn pahit bagl kekuatan politik Islam, Wacana ideclogis
untuk melakukan formalisasi syariat dalam parlemen telah sukup
dilakukan dalam dialekiika yang demokratis. Hanya saja bagit FPBB
menyalakan sikapnys untok tidak Tkat mengambil keputusan tentang
kembalinya pasal 29 ayat (1) UUD 1943 seperti sebelumnya, Hal i
didasari oleb keteguban pendirian politik dengan dilandasi oleb
keyakinan, uniuk ietap memperjuangkannya sambil menunggy saainya
tiba pada perubahan yang akan datang. PBB berkeyakinan akan terus
melakukan  sosialisasi  politik  syariat  yang  artinya  politik
menurut/berdasarkan svariat atau ketentuan isiem im hinggs dapat
diterima <i dalam urusan publik.

Perjuangan PBB untuk memasukkan tujub kata Piagam Jakara
dalam pernbahan keempat amandemen UUD 1945 pada ST MPR-RI
2002 Ialu dan disepakati sebagai pelaksanaan agenda reformasi nasional,
dianfaranya reformasi konstitus: hingga tahun 2002 scbagai perubahan
terakbir menjadl perjuangan yang kandas. FPBEB menyadari tentang
posisinya sebagai fraksi yang minor di DPR/MPR. Demikian patot diakui
dengan peranmya ini sekalipun kecil, telah cukup mewamai seliap
pengambilan keputusan dalam legislatif, terutama  selain mengenai
syariat, seperti lentang perubahan struktur politik ke tatanegaraan.
Sebagaimana telah disinyalir oleh Yusril sebelumsnya, jika dalam {Bidang

Tahunan} 5T MPR 2007 tersebut {idak bisa dicapsi untuk masuknya
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twjul kate Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 UUD 1945, maka
kembali kepada rumusan naskah yang lama adalah mintmal bagi PBB.

1 terhadap PBB dimasa depan adalah menjadi

Harapan Yusn
Partai  islam modern yang kust. Modermn ifu  artinya mampu
mengaktualisasikan nilai-nilat Islam dalam konteks sebush masyarakat
dan negara moders Indonesia dengan segals problematika yang berbeda
dengan problema negara lain,

Sejarah beralan terus. Sgiarah senantiasa memendam hikmah
tersemnbunyl. Sejarah terus mencatat kejadian-kejadian penting. Kepiluan
dan kandasnya harapan besar umat lambat laun terlupakan, olel peristiwa
scjarah 1ak kalah dahsyatnya.

Namun tak banyak orang tahu, perubahuan politik besar dalam
sejarah, juga dalam sejacah hidup seseorang acapkali bermula dart
perjurnpaan yang sesaat saja. Tak seorang pun yang tabu pasti. Publik
hanya bisa berharap. Masyarakat luas selalu berharap besar, PBB di musa
depan dapat membanun Indonesia vang modern, terbuka, adil, daw
demokratis.

Untuk ifu, perjvangan menegakkan sistem dan akhlak karimah
{akhlak mulia} dalam berpolitik, merupakan keharusan. fika bukan

kemutlakan, Jelas i peqjuangan panjang, sepanjany hidup itu sendiri.

** Sang Bintang Cemerlang, Ihid, Wim: 117
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BABY

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Partai Bulan Bintang
(PBB} adalah penerus cita-cita perjuangan Masyumi, didirikan dengan miat izzaf
Isiam wail Mustimin, Tujuan didirikanaya PBB adalah untuk membangun bangsa
dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia |, tanpa membedakan asal
usul keturunan, sgama, maupun golongan sesuai prinsip Islam sebagal rofunaran
Iil “alconin”, artinya memberikan rahmat kasih sayang bagi selurub alam,

Partai Bulan Bintang labir dart akar Islam modemis. Bagi PBB adalah
meneruskan tradist prinsip modernisasi Islam. Bagi Masyumi maupun PBE tetap
terus memperivangkan syariat Islam sebagai suntber hukum dalam hukum positif,
yvakni berupays mentransformasikan bukum Islam menjadi dasar hukum rasional.
Dapat dikatakan bahwa svariat dalam kehidupan yang lebih luas yang berkaiian
dengan hukum publik, adalah sumber hukumn nasional atau peraturan di daerah-
daerah. Kalau sudah selesai ditransformasikan, maka na;;zazzya bukan lagi syariat
Islam, melainkan hukum pasional Republik lndonesia atau Peraturan Daerah, atau
perzturan lainnya yang imerupakan hukum negara Republik Indonesia.

PBB adalah pariai yang meneruskan cifa-cite perjuangsn Masyumi dulu
Didirikanniya PBB  oleh  tokoh-fokoh yang sejak awal menganut prinsip
modarnisme schingga PBB itu disebut dengan pama "lslamic Modemism’™.
Masyumi bolteh mati, tapi rubmya tetap hidup. Atau dengan kata lain bahwa PBR
leinh cenderung pada modernis, dengan idealisme Vizzud Islam wal Muslimin”.

Pandangan partai inl dalam menghadapi siteasi dan keadaan yaog terus berubah
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dan implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu
berubah, Oleh kavena itu [jtihad bagi PBB merupakan hal yang sangat dibutuhkan
dalan: menjalankar gjaran Islam.

Hubungan antare Parfai Bulan Bintang (PBRB) dengan Masyumi, secara
scderhana Disa digambarkan bahwa Partal Masyumi berubah menjadi Dewan
Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), kemudian mendirikan Forum Ukhuwah
Islamiyah (FUI} vang dibentuk pada tahun 1989, maka dalam era reformasi, FUI
yang beranggotakan eksponen dan tokoh umat Islam dari banyak ormas Islam,
memandang pertunya wadah yang beranggotakan ormas Islam secara formal. Dan
akhiraya disepakati herdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BK L) yang pads
perkembangan selanjutnya mendirtkan PBB yang didukung olch 22 ormas Islam,

i tengah-tengah jama’ah masyarakat Islam. Istilah Bulan Bintang melekat
pada pesyebutan Keluarga Besar Bulan Bintang, dan identik dengan sebutan
Keluarga Besar organisasi dan jamaab pendukung Masyumi.

Fartai Bulan Bintang adalah penerus cifa-cita Masyumi. Dalam Mukemnas |
PEB bertempat di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah menyerahkan “penits
emas” murni berlambang Bulan Bintang warisan Dr. Moh Natsir kepada Yusril
Ihza Mahendra sebagai pimpinan PBB. Peniti emas tersebut berada ditangan Moh
MNatsir sejak tahun 1954, Demikian PBB dicitrakan sebagni wadah perjuangan
pohitik Islam generasi peneras Masyomi,

Menurut PBE seorang Mustim baruslah melaksanakan syariat Islam it
bukan dalam hubungannya denpan ibadah, tetapi dalam aspek kehidupan
termasuk hukum, balk hulum Pidana msuupun hukum Perdata serta aspek

muamalah lainnya. Tidak mungkin selurceh aspek ini bisa ditggasksn dengan
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menegakkan atran-gturan hukum syariat yang ada. Partai Bulan Bintang
mamperuangkan untuk melaksanakas gjaran dan hukony Islam dalam negara
republik Indonesia, Syariat Islam adalah merupakan sumber hukum nasional
dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan waktu untuk melindungi semua
warga negara. Tegaknya syariat Islam secara uiuh dan baik dalam peraturan
hukum Publik maupun hukom Privat, sebab syariat Islam tidak bisa ditegakkan
scjurub aspcknya melahui orang perorangans tanpa bantuan negara. Cita-cita
Masyumi yang diperjuangkan samz halnya dengan PBB. Dengan kewajiban
menjalankan syariat [slam bagi pemelul-pemciukya, Bagl kita warga PBB adalak
suatu yang prinsipil, karena kemajuan umat Islam, keterjaminan umat Islam dan
keterjaminan bangsa Indonesia, tidak mungkin dapat ferwuind tanpa melibatkan
ajaran Islam ito dalam kekuasaan.

Svariat ity satu. Dan semua ita dalam konteks bernegara adalah islam
sebagal sumber hulkum, yang aspirasinya, inspirasinya dan motivesinya semua it
diteriemabkan ke dalam bahasan Undang-Undang dan peraturan-peraturan.

Amandemen tujuh kata Piagam Jakarta. Ini adalah tuntutan sejarab, tujuh
kata itu adalah merupakan hak bagl umat Islam. Karesa vrusan itu adalah urosan
kompromi dan kemudian rumusan itw dicorgl, Saya kira ini sejarah akan
menunintaya terus-menerus. tujuh kata diperjuangkan sampai sepanjang dumia ini
masth ada, Indonesia masih ada daw proses dakwah jalan terus, maka menegakkan
syariat Islam melalut negara adalah suvatu  kewajiban, Setelah Masyumi
dibubarkan, Meh Natsir sebagat politikus membentuk DDII, maka lewat DD im
strategi ungkapan “dekwah lewar politik” adalah terjadi pada masa Masyumi.

Sctelah Masyumi tidak ada maka PBB “berpolitik lewat dakwalt™.
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ANGGARAN DASAR
PARTAI BULAN BINTANG

MUQADDIMAH

o S

* Dengon nama Alleh yang Maha Pengusih, Maha Penyayong.
oot saffyaadledls s

* Dam Ak tidak :;zencip!ak;n jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengihdi kepada-Ku “(G8.51.36}

- : # - -

Lol Eosdlgalli B b eay 203 L geidlaa sl 52
* B ‘., Yy ‘.”"‘" - w - o w P o oy 2
i 1ioi T3 5l Tl 5 ¥ o s ool 145 253

B2 2l e ol 5 S AT 8 4835 U g a1 528

Lod pmatd]

* Dia telah mensyariathan bagi kamu tentang agawa apa yang telak
diwasiatan-Nya kepade Nuh dan apa yang teloh Kemi wehyukan kepada
Dhrakim Musa dior Ise yaitu : tegakignlah agama dan jonganlah ki berpecoh
belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu
seru mereke kepadanya, dflah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjut kepada (aguma)-Nya orang yang
kembali (kepada)-Nya (0S.42:13),

Bahwa sesungguhinya, kemendekaan bangsa Indonesia merupakan karunig

Allah, sekafigus amanzh yang wajib disyukuri dan diisi secara maksimal untuk
mengabdi kepads Allah dengan menegakkan agama-Nya sebagai upaya

H
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mewujudkan kebenaran, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat, bangsa dan negara,

Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahken manusia
untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan dan kebajikan sertp
melarang tolong-menolong dalam kebathilan, kezaliman dan kemungkaran,

Bahwa musyawarah adalsh esenst dalam mewujudkan Kehendak bersama
demi kebenzran, keadilan dan Kemakmuran vang dilaksanakan secars
berkelanjutan dengon semangat (gidid dan {fribad menuryt tuntanan Jsiam,

Bahwa untuk mencapal maksud tersebut di atas, dengan senantiasa,
memohon ridia Allah Subhanahu wa Ta’ala, kami membentuk Partai Politik
dengan Anggaran Dasar sebagal berikut

Bab 1
NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasai 1
Nama

Partai Politik int bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PEB.

Pasal 2
Tempat dan Waktu

Partai Poiitik ind didirikan 4i Jakarte pada hari Jum’®at, tanggal 23 Rabi’yl
Awwal 1419 Hijrivah bertepatan dengan tanggal 17 Jull 1998 Miladiysh.

BABIX
ABAS DANTUJUAN

Pasal 3
Asas

Partai ini berasaskan Islam,

|

i
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Pasal 4

Tujuan

{1} Tujuan wmum d{dirikannyg Partai ini adalah terwajudnya cita-cita nastonal
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaas UUD 1943
dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghonmati kedaulatan

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-
prinsip ajaran Isian,

{23 ;Z‘ti(juan kiusus didirtkannya Partal ini adalsh mewujudkan tegaknya syariat
slam.

RBah I
SIFAT BAN FEINGS)
T
¥ Pasal 5
Sifat

Partai Politik ini bersifat mandiri dan akiif melaksanakan al-dmry bl ‘Fma'raf
wa nohyy ani ‘T-munkari.

Pasal 6
Fungsi

Partai ini berfungsi sebapai sarana pendidikan dan perjuangan politik bagi
anggoty dan masyarakat, pen porjuangan politik bagi

Bab IV
USAHA

Pasal 7
Vgnlsa

U.nrui{ me:z&c‘apai tujuannya, Partal menjalankan aktivitas dan perjuangan di
bidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya, antaes [ain:

& g;ningkagkmgesaldam dan menginsyafkan omat tentang hak-hak dan
grung jawab politiknyz sebagai salah satu perwujudan ibadah k
\ Alish Subkanakby wa Ta'dla, pemv . N

Meningkatkan kessdaran pimpinanfiokoh umat tentang pentingn
keteladanan dalam perjuangan. &F s

by e g S

Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum,

Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh

para pihak yang berwvenang bagi kemastahatan rakyat dalam kehidopan

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

¢. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat
dan bangsa.

f.  Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain yang
memiliki vist, misi dan kepentingen yang sama.

g Mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partat,

h. Menyelenggarekan berbagai aktivitas untuk membangun Karakier dan
meningkatkan kualitas hidup rakyat.

i, Aktivitas halal dan baik Jainnya bagi kemaslahatan umat.

B

BABY
KEANGGOTAAN
Pasal 8
(1) Auggota Partai ini terdiri davi |
a.Anggota Biasa.
b.Anggota Kader,
¢. Anggota Teras,
d.Anggota Khusus.

e, Anggota Istimewa.
f. Anggota Kehormatan,

{2) Ketentuzn lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya,
ditetapkan dalam Anggaran Rumab Tangga.

BAB V1
KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN
DAN FIMPINAN PARTAL

Pasai 9
Kedudukan

Pareai Politik in berkedudukan di ibukota Negara dan keberadaannya meliputi
selyruh wilaysh Negara kesatuan Republik Indonesia, serta ¢i luar negeri
bilumana dipandang perhy.
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Pasal 10
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui
Muktamar,

Pasal 11
Susunan Partai

(1) Susunan Partai terdiri dari :

()

(D

2

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan Pusat,
dan Badan Kehormatan Pusat. '

b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah,
Pimpinan Wilayah, dan Badan Kehormatan Wilayah.

¢. Dewan Pimpinan Cabarig (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan Cabang,
Pimpinan Cabang, dan Badan Kehormatan Cabang,

d. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), yaitu Majelis Pertimbangan
Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.

e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), yaitu Majelis Pertimbangan Ranting
dan Pimpinan Ranting.

Pelaksanaan tugas ekternal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, DPR¢ secara
berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan
Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting.

Pasal 12
Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan

Pada tingkat Pusat dibentuk Majelis Syura, pada tingkat
Wilayah/Cabang/Anak Cabang/Ranting dibentuk Majelis Pertimbangan

Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Pimpinan Partai

Pimpinan Partai terdiri dari :

a.
b.

Pimpinan Pusat di Tingkat Nasional
Pimpinan Wilayzah di Tingkat Propinsi

(D

2)

Pimpinan Cabang di Tingkat Kabupaten/Kota
Pimpinan Anak Cabang di Tingkat Kecamatan
Pimpinan Ranting di Tingkat Kelurahan/Desa

Pasal 14
Badan Kehormatan

Pada tingkat Pusat dibentuk Badan Kehormatan Pusat, pada tingkat
Wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat Cabang
dibentuk Badan Kehormatan Cabang.

Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Kehormatan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 15
Kelengkapan Pimpinan Partai

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk :

a.

o ao

(2)

Partai éiulan..., Nurdiana, FIB UI, ZOFQ

Departemen di Tingkat Pusat.
Biro di Tingkat Wilayah,
Bagian di Tingkat Cabang.
Seksi di Tingkat Anak Cabang.
Urusan di Tingkat Ranting.

Pasal 16
Badan Otonom dan Badan Khusus

Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk, dan mengesahkan pendirian
Badan Otonom.

Pimpinan Partai dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggungjawab
pada Pimpinan Partai.



BAB VIX
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Paszal 17
Pengambilan Keputusan

{1} Pengambilan keputusan dalam partai melalui forum muktamar, musyawarah
dan rapat pimpinan partai. \

(2) Wewenang dan raekanisme pengambitan keputasan diatur dalam Anggaran
Rumals Tangpa.

BAB VI
KEUANGAN

s Pasal 18

¢ Kenangan
Keuangan Partai dipergleh davi
a. Usng pangkal anggota.
b, Uang infag dan juran bulanan,
¢. Zakal, infag, hibah, shadaqah den wagaf
d.  Usaha lain yang halal den tidok mengikat.

BABIX
LAMBANG

Pasal 19
Lambang

Partai ini berlambang “Bulan Bintang" berwarna emas dj atas dasar wama
hijau dan di bawshnya dibubuhi tulisan berbuny! “PARTAI BULAN BINTANG*.

BABX
PERSELISIHAN

Pasal 20
Porvelisihan

{1} Apabila terjadi perselisihan antara anggola Partai dengan Partai atau sesama
anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, maka penyelcsaiannya akan
dilakakan dengan musyawarah,

Partai Bulan..., Nurdiana,
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(2) Apabila perselisihan tidak dapat disclesaikan secara musyawarah, maka
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku
di dalam Partai,

BAB X1
PEMBUBARAN

Pasal 21
Pembubaran

{1y Pembubaran Partai hanya dapat dilakokan oleb Muktamar Partai yang
khusus diselenggarakan untuk itu yang dibadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 {dua per tiga) peserta Muktamar vang berhak hadir dan disetujui vleh
sekurang-kurangnya 2/3 {dua per tige) hak suara dari yeng hedir dalam
Mukiamar yang bersangkutan,

{2} Dalam hal Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai yang ada
dihibahkan kepada Perserikatan stau Badan Hukum yang lain yang
mempunyai satn tujuan dengan Partal don bila harta yang bersanghkutan
berupa wagaf, maka kedudukan Partal selaku Nadzir dilimpahkan kepada
Nadzir yang lain yanp mempunyal satu tyuan dengan Partal

BAB XN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Ketentuan Penutap

{1} Hal-hal vang belum diztur dalam Anggaran Dasar ind akan distor dalam
Anggaran Rumah Tanpgs.

{2y Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar Partal periode awsl 17
Juli 1998 sampai dengan April 2000 yang disahkan dalam Muktamar I,
dan yang diubah dalam Muoktamar 1T PARTAI BULAN BINTANG.

{3} Anggaran Dasar inf berlaku sejak tanggal ditetapkan.

|

i
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PIMPINAN
MUKYAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekrefaris

MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITO WIiSTORO

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy :
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani
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ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI BULAN BINTANG

BAB 1
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Persyaratan Keanggotaan

(1) Angpgota Biasa adalah ; ‘

a, Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia |7 tahun atau
telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota Partai Politik lain.

b. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-
ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Partai. :

¢. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota
biasa partai.

d. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan
keanggotannya.

(2} Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan Partai.

{3) Anggota Teras adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat-syarat

khusus, yaitu : .

a. Fungsionaris Partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian setidaknya
selama lima tahun secara aktif dan sungguh-sunguh;

b. Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan peraturan lain yang
ditetapkan oleh partai; dan/atau

c. Angpota terpilih sebagai Pejabat Publik; dan/atau

d. Tokoh masyarakat/tokoh nasional/professional/intelektual yang
direkomendasikan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

(4) Anggota Khusus adalah anggota yang pengangkatannya mendapatkan
pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan
Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah.

(5) Anggota Kehormatan adalah anggota yang telah berjasa terhadap partai
yang pengangkatannya dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

|
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(6) Anggota Istimewa adalah pengurus dan anggota organisasi atau perhimpunan
yang bukan partai politik dan memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
a. Mempunyai jaringan Qrganisasi yang teratur dan tujuannya searah
dengan partai.
b. Mengakui Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya tempat perjuangan
politik.
¢. Mendapat pengukuhan dari Pimpinan Pusat. .

Pasal 2
Kewajiban Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan
b. Menjaga dan menjunjupg tinggi nama baik partai.

(2) Anggota Kader mempunyai kewajiban :
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan partai.
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
c. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.

(3) Anggota Teras mempunyai kewajiban :
a. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
¢. Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
d. Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan
peraturan fainnya.

(4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyat
kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 3
Hak Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai hak :
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti kegiatan partai.

(2) Anggota Kader mempunyai hak -
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti kegiatan partai,

¢. Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai setinggi-tingg; impi
i -tingginya
tingkat Dewan Pimpinan Cabang. Egl-tingginya pimpinan

(3) Anggota Teras mempunyai hak :
a. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti kegiatan partai.
¢. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan Pimpinan Partai.

(4) Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan

: Anggota Kehormatan :
hak sebagaimana diatur dan ditetapk mempunyal

an oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 4
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Partai berakhir apabiia :
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.

. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai. ;

d. Eibel:hentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan
artal.

Pasal 5
Sanksi

(1) .Setlia!p anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan
indisipliner dalam bentuk perbuatan bzik [isan maupun tulisan, pencemaran

dan/atau tindakan yang merugikan i
I partai, dan/atau pelanggara
ketentuan/kebijzkan partai dan/atau kode etik partai. prianggaTaD

(2) Sanksi terhadap anggora dapat berupa :
a. Teguran lisan maupun tulisan.

b. Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari kepengurusan partaj.
¢. Pemberhentian dari kepengurusan partai, '
d

. Pemberhentian dari keanggotaan partai.
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Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur febih lanjut dalam Kode
Etik Partai.

Pasul &
Pemberhentian Angpots dan/stax Pengarus

Pemberian sankst berupa teguran lisan alau tulisan terhadap anggota
dan/atau peagurus dilakukan oleh pimpinan partai sesua tingkatannya
vang diputuskan melalui rapat harian,

Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap
anggota dari kepengurisan partal dilakukan oleh plmpinan mi sesual
tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sgsudah diberikannya
sanksi teguren lisan danfgtau tulisan sebanyak tiga kall,

Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan diajukan/
dimohonkan ofleh pimpinan pactai sesuai tingkatannya kepada Badan
Kehormatan setingkat di atasaya untuk diputuskan.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan di tingkat
pusat diajukar/dimohorkan oleh Pimpinan Pusat keprada Badan Kehormatan
Pusat untuk diputuskan,

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) bersifat final dan wajib dilaksanakan olel pimpinan partai.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan
dizjukan/dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan
Kehormatan Cabang untuk diputuskan,

Sebelum diber,kan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan/atau
keanggotaan, peagurus danfatay anggota mempunyai hak meiaku‘kan
pembelaan dirf di hadapan Badan Kehormalan yang berwenang menerima,
memeriksa dan mengadilinya.

Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bersangkutan

H
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dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilavah,
dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan

Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya *asasi kepada Badan
Kehormatan Pusat, :

{9} Keputusan Raden Kehormutan atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud

ayat {B) borsifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan
partgi.

BaBII
SUSUNAN PARTAX

Pasal 7
Susunan Partat

{1} Dewan Pimpinan Anak Ranting dapat dibentuk berdasarkan usulan Pimpinan

Hanting dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang, yang disshkan oleh
Pimpinan Cabang.

(2) Dewan Pimpinan Anak Ranting yang dibentuk merupakan susunan partai

yang terdiri atas Majelis Fertimbangan Anak Ranting dan Pimpinan Anak
Ranting.

BAB IIX
MAJELIS SYURA / MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasai 8
Majelis Syura

(i} Mujelis Syura berwenang dan berfungsi ;
a. membuat kepttusan partai vang terkait dengan hai-hal vang mendasar

dan strategts, yakni @

1. penentuan mitra politik / koalisi dengan partai politik iain;
i, penentuan calon presiden dan wakil presiden RI

il penentuan kader partat yang masuk dalam jajaran eksekutif;
iv. penenta akhir apabila ada perselisihan internal partai.
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b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan termasuk konsep-
konsep pemikiran keislaman.

¢. melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan
Wilayah dan Majelis Pertimbangan Cabang.

d. mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kinerja pimpinan pusat
partai dan pelaksanaan kebijakan kinerja partai yang berkaitan dengan
misi ideologis.

Susunan Majelis Syura, yaitu :

a. pimpinan terdiri dari seorang ketua, llma orang wakil ketua dan dua
orang sekretaris;

b. para anggota sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
Pimpinan dan anggota Majéﬁ;is Syura dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.

Majelis Syura dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang
dibutuhkan,

Pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah para ulama yang tafaqquh
fiddien dan/atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integiritas akhlak
yang baik.

Masa jabatan pimpinan dan anggota Maijelis Syura adalah lima tahun.
Mekanisme dan tatacara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur dalam tata
tertib Pencalonan dan Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang.

Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada Muktamar.

Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 9
Majelis Pertimbangan

(1} Majelis Pertimbangan berwenang dan bertugas :

Partai Bulan...,

a, memberikan saran, pertimoangan, dan persetujuan terhadap keputusan-
keputusan strategis terhadap partai.

a. melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pemmbangan
Cabang bagi Majelis Pertimbangan Wilayah,

b. dapat mengusulkan pokok masalah yang harus dibahas oleh Majelis
Syura.

(2). Susunan Majelis Pertimbangan, yaitu :
a. Pimpinan Majelis Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua, seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris. .
b. Anggota Mejelis Pertimbangan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang,

(3) Ketua Majelis Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah
Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah
- Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai tingkatanya.

(4) Majelis Pertimbangan dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang
dibutuhkan.

(5) Pimpinan dan anggota Pertimbangan adalah para ulama yang tafaqquh

fiddien dan tokoh umat yang dikenal memiliki integiritas akhlak yang
baik.

(6) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan adalah 5 (lima)
tahun,

{7) Mekanisme pengangkatan Ketua Majelis Pertimbangan diatur dalam tata
tertib Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak

Cabang, Musyawarah Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai
tingkatannya.

(8) Ketua Majelis Pertimbangan bertanggung jawab kepada Musyawarah
Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah
Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai tingkatannya.

(9) Majelis Pertimbangan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam 3 (tiga ) buian.
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Pasal 10
Pergantian dan Tambahan

a. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Syura/Majelis Pertimbangan
Wilayah ditetapkan oleh Sidang Majeiis Syura/Majelis Pertimbangan
Wilayah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

b. Pergantian dan tanibahan anggota Majelis Pertimbangan Cabang ditetapkan
oleh Sidang Majelis Pertimbangan Cabang dan disahkan oleh Dewan
Pimpinan Wilayah.

¢. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang
ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan disahkan
oleh Dewan Pimpinan Cabang.

d. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Ranting ditetapkan
oleh Sidang Majelis Pertlsnbangan Ranting dan disahkan oleh Dewan
Pimpinan Cabang.

e. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Anak Ranting
ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan disahkan
oleh Dewan Pimpinan Cabang.

BAB IV
PIMPINAN PARTAI

Pasal 11
Pimpinan Partai

(1) Pimpinan Pusat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup
pada tingkat nasional, dengan ketentuan :
a. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.
b. Personalia.Pimpinan Pusat terdiri dari :

1) Pimpinan Harian yaitu : Ketua Umum, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris
Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang
Bendahara Umum, beberapa orang Bendahara; dan

2) Beberapa orang Ketua Departemen.

c. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua umum terpilih maksimal 2
(dua) periode berturut-turut.

Partai Bulan...

(2} Pimpinan Wilayah adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang,
lingkup pada tingkat Propinsi, dengan ketentuan :
a. Masa jabatan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
b. Personalia Pimpinan Wilayah terdiri dari :

1) Pimpinan Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara;
dan

2) Beberapa orang Ketua Biro.

c. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah

Wilayah.

d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2- (dua)
periode berturut-turut.

(3) Pimpinan Cabang, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang
lingkup pada tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
a. Masa jabatan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
b. Personalia Pimpinan Cabang terdiri dari :

1} Pimpinan Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang
Bendahara, szorang Wakil Bendahara; dan

2) Beberapa orang Ketua Bagtan.

c. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah

Cabang.

d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua)
periode berturut-turut.

{4) Pimpinan Anak Cabang, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai
roang lingkup pada tingkat Kecamatan dengan ketentuan :
a. Masa jabatan Pimpinan Anak Cabang adalab 5 (lima) tahun.
b. Personalia Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
1) Pimpinan Harian yaitu seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang
Bendahara ; seorang Wakil Bendahara; dan
2) Beberapa orang Ketua Seksi.
¢. Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah
Anak Cabang.
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d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua)
periode berturut-turut.

Pimpinan Ranting, adalab kepemimpinan partai yang mempunyai ruang
lingkup pada tingkat Kelurahan/Desa dengan ketentuan :

a. Masa jabatan Pimpinan Ranting adalzh § ('l‘ima) tahun.

b. Personalia Pimpinan Ranting terdiri dari :

1) Pengurus Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang
Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan

2) Beberapa orang Ketua Urusan. '

¢. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah
Ranting, ¢

d. seseorang boleh mendiiduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua)
periode berturut-turut.

Pimpinan Anak Ranting, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai
ruang lingkup satu tingkat di bawah Kelurahan/Desa, dengan
ketentuan :

a. Masa jabatan Pimpinan Anak Ranting adalah 5 (lima} tahun,

b. Personalia Pimpinan Anak Ranting terdiri dari :

1) Pengurus Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang
Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang
Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan

2) Beberapa orang Ketua Sub Urusan, bila dipandang perlu.

Ketua Pimpinan Anak Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah

Anak Ranting.

. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua)

periode berturut- turut.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua
Departemen/ Biro/Bagian/Seksi/Urusan/Sub-urusan dapat mengusulkan
anggotanya dalam bidangnya masing-masing sebagai Kelompok Kerja
untuk ditetapkan oleh Pimpinan Partai dalam tingkatannya masing-masing.

Partai Bulan..., Nurdiana,

Pasal 12
Ikrar Pimpinan Partai

Sebelum memangku jabatannya, Pitpinan Partai mengucapkan ikrar sebagai
berikut :

“Astaghfirullach al adhim" 3x
"Bismillahirrahmanirrahim"”
Asyhadu an laa ilaaha illa’ilaah
Wa asyhadu anna Muhammadan Rasululullah
Radliitu billahi Rabba-Wa bil-Islami Diina
Wa bi Muhammadin Nabiyyan wa Rasuula

" Dengan ini saya berikrar :

- Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggungjawab saya
sebagai pimpinan partai dengan sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas,
dan adil dengan berpedoman pada ajaran Islam, ketetapan-ketetapan
Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai lainnya, semata-mata mencari
Ridha Allah Subhanahu Wata’ala
Allahu Akbar — Allahu Akbar - Allahu Akbar

Pasal 13
Syarat Pimpinan Partai

Pimpinan Partai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Muslim.

b. Dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam pada diri sendiri dan
keluarga

Dapat menjadi imam shalat 5 (lima} waktu.

Dapat membaca Al-Qur’an.

Selalu menyatakan yang benar (Siddiqg).

Mampu menyampaikan kebenaran (Tabligh).

Jujur dan dapat dipercaya (Amanah).

Cerdas (Fathanah).

AE e Ao
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Pasal 14 _
Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai

{1) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partal, selanjutnya disingkat

&

PAW Personalia adalah pengisian jabaten atau jebatan-jabatan kepemimpinan

yang lowong karena personalia (fungsionaris) vang bersangkutan dinyatekan

berhalangan tetap, sebelum periode kepemimpinan yang bersangkutan

berakhir, cleh karena salah satu sebab sehagai berikut -

a. Meninggal dunia,

b. Menpundurkan dir,

¢. Pindah tempat tinggal ke daerah lain yang tidak mungkin baginya untuk
melaksanakan tugas-tugas kepartaian,

d. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan 2120 peraturan parial
diharuskan melepaskan kepemimpinan/keanggotaan pariai.

¢. Diberhentikan oleh Piftpinan Panai,

Dalam hat Ketua Majelis Syuea, Ketua Umum Pimpinan Pusat berhalangan
tetap dipilih seorang Ketus Majelis Syura danvatan Ketua Umium Pimpinan
Pusat pengganti dengan ketentoan ;

a. Rapat Pleno menetapken seorang Pejabat Ketua Majelis Syura danfatau
Pejabat Ketua Umue yang ditugaskan untuk -

- melanjutkar pelaksanaan progrem kerja sampai berakhirmya periode
Dewan Pimpinan Pusat apabila sisa masa jabatan Ketua Majelis
Syura dan atau Ketua Umum yang berhalangan tetap kurang dari
18 {delapan belas) bulan; atay

- menyelenggarakan Musyawarah Dewan Partai apabila sisa masa
jabatan Ketua Umum yang berhalangan totap ebih dari 18 {delapan
belas) bufan,

b. Musyawarah Dewan Partai yang dimaksud pada hurof a ayat ini,
mempunyat wewenang untuk menentukan penyelenggaraan Muktamar
Luar Biasa yang kiwsus untuk memilih Ketua Majelis Syura dan atau
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat,

. Muktamar Luar Biasa yang dimaksud pada hurof b ayat ini dilaksanakan
paling tambat 6 (enam) bulan sejak tangga!l ditetapkannya seorang
Pejabat Ketus dalam Rapat Pleno.

d. Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat yang
teepilih dalam Muktamar Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa
Jabatan periode Ketuva/Ketua Umum yang berhalangan tetap.

B

(3

Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Ketua Pimpinan

Wilayah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan

{4)

1

ketentaan:
a. Melalui Rapat Plenoc Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh
utusan Pimpinas Posat untuk menctapkaa scorang Pejabat Ketua
Majelis Pertimbangan Wilayah dan/ atau Pejabat Ketua Pimpinan
Wilayah yvang ditugaskan untuk
- melanjutian pelaksanaan program keda sampai berakhirnya periode
Dewan Pimpinan Wilayah apabila sisa masa jsbatan Ketua yang
berhalangen tetap kurang dari 18 {delapan belas) bulan; atau

- menyelenggarakan Musyswarah Wilaysh Luar Biasa yang khusus
untuk memilih Ketua, apabila sisa measa jabatan Kelus yang
bechalangan tetap lebih dart 18 (delapan belas) bulan,

b. Musyawarah Wilnyah Luar Biass yang dimaksud pada buruf a ayat ini
dilaksanakan puling lambat 12 {dua belas) bulan sejak tanggal
ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno,

¢. Ketua vang tecpilib dalam Muosyawarah Wilayah Lusr Biasa, hanya
menyelesaikan gisa masa jabatar periode Ketuu yang berhalangan tetap.

Dalam hal Keha Majelis Pertimbangen Cabang darvatav Ketua Pimpinan
Cabang berhalangan totap, maka dipilih seorang Ketur pengganti dengan
keteatuan:

a. Melalai Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabong vang dihadiri oleh utusan
Pimpinan Wilayah untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis
Pertimbangan Cabang dar/ atau Pejabat Ketua Pimpinan Cabang yang
ditugaskan untuk : _

- Melanjutkan pelaksanaan prograw Kegia sampai berakhimya periode
Dewan Pimpinan Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua yang
berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas} bulan; atau

= Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang khusus
untuk memilib Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang
berhalangan tetap lebib dari 18 (delapan belas) bulan.

b. Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini
dilaksanakan paling fambat 12 {dua belas) bulan sejak tanggal
ditetapkannys scorang Pejabat Ketoa dalam Rapst Plono,

c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa, hanya

menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
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(5) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan/atau Ketua

6

M

Pimpinan Anak Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua

pengganti dengan ketentuan:

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh
utusan Pimpinan Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua
yang ditugaskan untuk :

- Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhimya periode
Dewan Pimpinan Anak Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua
yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau

- Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang
khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

b. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a
ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
ditetapkannya seorangi}l’ejabat Ketua daiam Rapat Pleno.

¢. Ketua yang terpilih dakim Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, hanya
menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

Dalam hat Ketua Majelis Pestimbangan Ranting dan/atau Ketua Pimpinan
Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan
ketentuan:

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh
utusan Pimpinan Anak Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat
Ketua yang ditugaskan untuk :

- Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhimya periode
Dewan Pimpinan Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua yang
berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau

- Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa yang khusus
untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

b. Musyawarah Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini

" dilaksanakan paling lamibat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno,

¢. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Ranting Luar Biasa, hanya
menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

Dalam hai Ketua Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan/atau Ketua
Pimpinan Anak Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua
pengganti dengan ketentuan :

(8)

®

a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh

utusan Pimpinan Ranting untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua

yang ditugaskan untuk : . -

- Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berak].'nrnya periode
Dewan Pimpinan Anak Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua
yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bt_llan; atau

- Menyelenggarakan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa yang
khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang
berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan. _

b. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa yang dimaksud pa_lda hurif a
ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 {dua belas} bulan sejak tanggal
ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno. _

¢. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa,
hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan
tetap.

PAW Personalia terhadap para fungsionaris Pimpinan Harian pada Pimpin_an
Partai dilaksanan melalui pemitihan dan penetapan dalam.Rap_at Harian
yang dikukuhkan dalam Rapat Pleno sesuai masing-masing tingkatan.

PAW terhadap pimpinan (selain Ketua) dan anggota Majeli.s Syur-afl\/lajelis
Pertimbangan Wilayah/Majelis Pertimbangan Cabang/Majel_ls Pertimbangan
Anak Cabang/Majelis Pertimbangan Ranting/Majelis Pertimbangan A-na-k
Ranting dilaksanan melalui pemilihan dan penetapan dalam rapat majelis
sesuai masing-masing tingkatan.

(10) PAW Personalia terhadap anggota Departemen/Biro/Bagian/Urusan/Sub-

urusan divsulkan oleh Ketua DepartemenfBiror‘UrusanfS.ub-urusan dan
ditetapkan oleh Pimpinan Partai pada tingkat masing-masing.

(11) Tata cara PAW Personalia diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 15
Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai

(1) Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai selanjutnya disingkat PAW

Pimpinen Partai adalah pergantian atau perubahan terhadap semua
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. fungsionaris Pimpinan Partai yang bermasalah sebelum habis periode .

2

0y

@)

3

)

kepemimpinannya oleh karena salah satu sebab berikut :

a. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya, lebih dari
setengah jumlah pimpinan partai yang mengundurkan diri.

b. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya lebih dari
setengah pimpinan partai yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga
bulan terakhir tidak menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.

c. Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan terlibat dalam
perselisihan di antara para fungsionarisnya ataupun perselisihan dengan
lebih dari setengah jumnlah tingkat Pimpinan Partai dibawahnya selama
lebih dari tiga bulan yang menggangu kelancaran tugas partai.

Tata cara PAW Pimpinan Partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman
Organisasi. %'
.'|r
Pasal 16
Tugas dan Kewajiban Pimpinan

Tugas dan kewajiban Pimpinan Pusat adalah melaksanakan ketetapan
Muktamar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai
secara nasional sekurang-kurangnya | (satu) kali dalam setahun.

Tugas dan kewajiban Pimpinan Wilayah adalah melaksanakan ketetapan
Musyawarah Wilayah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan
partai di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya | (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat.

Tugas dan kewajiban Pimpinan Cabang adalah melaksanakan ketetapan
Musyawarah Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan
Partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya | (satu)
kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah dan ditembuskan
kepada Pimpinan Pusat.

Tugas dan kewajiban Pimpinan Anak Cabang adalah melaksanakan
ketetapan Musyawarah Anak Cabang dan membuat laporan tertulis tentang
perkembangan Partai di Kecamatannya masing-masing sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Cabang dan
ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah.

(%)

©®

(1)

(2)

€]

(4)

Tugas dan kewajiban Pimpinan Ranting adalah melaksanakan ketetapan
Musyawarah Ranting dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan
Partai di Desa/Kelurahannya masing-masing sekurang-kurangnya | (satu)

kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan diteruskan -
kepada Pimpinan Cabang,

Tugas dan kewajiban Pimpinan Anak Ranting melaksanakan ketetapan
Musyawarah Anak Ranting dan membuat laporan tertulis tentang
perkembangan parta; di lingkungannya masing-masing sekurang-kurangnya
I (satu} kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Ranting dan diteruskan
kepada Pimpinan Anak Cabang.

BABV
BADAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK

Pasal 17
Badan Kehormatan

Badan Kehormatan adalah badan yang didirikan oleh Partai di masing-
masing tingkatan (sampai tingkat Dewan Pimpinan Cabang) yang bersifat
tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili
pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketetapan-ketetapan
Muktamar, ketentuan-ketentuan partai lainnya dan/atau Kode Etik.

Anggota Badan Kehormatan Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu 4
(empat) orang yang ditunjuk oleh Majelis Syura dan 3 (tiga) orang ditunjuk
oleh Pimpinan Pusat.

Anggota Badan Kehormatan Wilayah dan Badan Kehormatan Cabang
masing-masing berjumlzh 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang yang ditunjuk
oleh Majelis Pertimbangan dan 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Pimpian
Partai sesuai dengan tingkatannya.

Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan diatur Jebih lanjut
dalam Kode Etik partai.
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Pasal 18
Kode Etik

(1) Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan

@

3)

(1

landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang,
atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas
selaku anggota, pimpinan dan pejabat publik dari partai.

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kerhormatan dan citra kredibilitas
anggota partai dan Partai Bulan Bintang, serta membantu anggota dalam
melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya
kepada negara, partai, masyarakat dan konstituennya.

Dewan Pimpinan Pusal menyusun dan mengesahkan Kode Etik.
¥

-r

BAB VI
BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS

Pasal 19
Badan Otonom

Badan Otonom adalah lembaga yang bersifat mandiri yang merupakan
perangkat pendukung mutlak partai yang dibentuk dan bertanggung jawab
pada musyawarah yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah

~ Tangga dari Badan Otonom yang tidak bertentangan dengan AD/ART

(2)

3)

)

-

Partai.

Badan Otonom dimaksud adalah :
a. Pemuda Bulan Bintang .

b. Muslimat Bulan Bintang.

¢. Brigade Hizbullah.

Bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan
Otonom lainnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam Pedoman Dasar
dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing.
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Pasal 20
Badan Khusus

(1) Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program strategis

@)

(3)

(4)

yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua
Umum/Ketua sesuai dengan tingkatannya yang menangani.

Badan Khusus antara lain :
Dewan Pakar

KAPPU

Litbing

Bulan Sabit Merah
BP2

LBH

g. Mubaligh

the o g

Bila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan
Khusus.

Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus diatur dalam Pedoman Dasar
masing-masing yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VII

MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21
Musyawarah

Musyawarzh Partai terdiri dari :

=m o Aae oR

Muktamar

Muktamar Luar Biasa
Musyawarah Dewan Partai
Musyawarah Wilayah
Musyawarah Wilayah Luar Biasa
Musyawarah Cabang
Musyawarah Cabang Luar Biasa
Musyawarah Anak Cabang



i, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
§.  Musyawarah Ranting
k. Musyawarah Ranting Luar Bissa
. Musyawarah Anak Ranting
m, Musyawsrah Anak Ranting Luar Biasa
n.  Musyawarsh lainnya.

Pasal 22

Muldamar

(1} Status Muktamar sebagai berikut

2. Muktamar merupakan foram kedaulatan tertinggd yang menjadi penentu
dan pemutus pada tingkat nasional.

b, Muktamar diikuti olelf Dewan Pimpinan Pusat, Fraksi Bulan Bintang
DPR/MPR-RI atau Afggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang
yang tergabung dalam Fraksi, dan para utusan Dewan Pimpinan Wilayah,
Dewan Pimpinan Cabang serts Badan Otonom tingkat nasional dan
Peninjau :

¢. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) ahun.

{2} Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat

(3} Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan Muktamar
dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Muktamar dapat diluksanakan oleh
lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah yang menginginkannya.

{4} Muktamar berwenang
1. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Syura dan Pimpinan
Pusat.
b. Mengubah dan menetapkan Anggaron Dasar/Anggaran Rumah Tanpga,
Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan ketetapan lainnya.
¢. Memitih dan monetapkan Ketua Majlis Syura dan Ketua Umum
Pimpinan Pusat

{5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar distur dalam Tata Tertib Mukiamar.

%

Prsal 23
Muktamar Luar Bisss

{1} Mukiamar Luar Biasa mempunyal wewenang vang sama dengan Mukipmar.
{2} Muktarear Luar Biassa diseicnggerakan oleh DPP atgs usul tertulis lebih
dari separvh jumish DPW.

{3) Apabila usul tertulis sebagaimana terschut pada ayat (2) sudah diajukan
kipada Dewsn Pimpinan Posat dan dalam jangka waktu tiga puluhb hari
Diewan Pimpinan Pusat tidsk menyatakan sikapnva untuk menyelenggarakan
Muktamar Loar Biasa, maka Muktsmer Luar Biasa dapat diselenggarakan
oleh para peangusul,

{4} Keientuan lebih lanjut tentang Muktamar Luar Biasa diaturvdaiam Tata
Tertib Muktamar 1Lyar Biasa.

Pasal 24
Musyawarah Dewan Partai

{1} Status Musyawarah Dewan Partsi, sebagai berikut ;

a. Musyawarah Dewan Partai merapakan forum tertinggi di bawah
Muktamar.

b Musyawarah dewan partai ditkuti dewan pimpinan pusat, fraksi bulan
bintang , DPR/MPR-RI atau Anggota DPR/MPR R1I dari Partai Bulan
Bintang yang tergabung dalam Frakst, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah,
Ketua Badan Gtonom tingkat nasional atau yang mewakili.

. Musyawarah Dewan Partal diselenggarakan sewaku-wakn bila dianggap
periu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2} Musyawarah Dewan Partai berwenang melakukan
a. Evaluasi pelaksanaan kebiiakan partai.
h. Menetapkan kebijakan yang bersifat startegis dan beriwplikasi nasional
vang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

{3} Ketentusn lebih lanjut tentang Musyawarah Dewan Partai diatur dalam
Tata Tertib Musyawarah Dewan Partai. '

i \
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Pasal 25
Musyawarah Wilayah

Status Musyawarsh Wilayah schagai bertkut -

& Musyawarah Wilayah memipakan forum ferfinggl partai tingkat valayah
yang menjadi penentu dan pemutus terakhir pariai tingkat wilayah,

b Musyawarah Wilavah ditkuti oleb Dewan Pimpinan Wilayah, para
utnsan Dewan Pimpinans Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi
atau Angpota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung
dalam Fraksi DPRID Provinsi, Ketus Badan Otonom tingkat wilayah
dan Peninjau.

c. Musyawarah Wilayah diadakan | (satiz) kali dalgm § {Jima) tubun
schelum penyelenggaraan Muktamar,

Musyawarah Wilayah berwenang :

a. Menilai laporan pemﬁrggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat wilaysh yang merupakan
solusi atas permasalaban aktual, akomodasi atas aspirasi yang
berkembang pada tingkat wilayah dan merupakan penjabaran progeam
kesja tingkat nasional.

¢. Memilih Ketoa Pimpinan Wilayah dan Ketoa Majelis Pertimbangan
Wilayah.

d. Ketva Pimpinan Wilayah terpilih dan Ketua Majelis Pertimbangan
Wilayah terpilih secara otomatis menjadi formatur yang bertugas lebih
lanjut meayusun personalia Dewan Pimpinan Wilayash.

Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayab diator dalam Tata
‘Tertib Musyawarsh Wilayah.

Pasal 26
Musyawarah Wilayah Lusr Biasa

Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyat wewenang yang sams dengan
Musyawarah Wilayah,

Musyswarah Wilayah Loar Biasa disclengparakan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah atas usul tertulis lebih dari separvh jumlah Dewan Pimpinan
Cabang.

i (3] Apabila usul ternilis sebagaimana tersebut pade ayat 2 {dus) sudah diajukan

)

(B

j (2)

55

i

kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu tigs puluh hari
Dewan Pimpinan Witayah tidak menyatakan sikapnya untuk
menyelengparakan Musyawarah Wilayah Luar Blasa, maka Musyawarah
Wilayal Luae Biasa dapat diselengparakan oleh para pengusul. .

Ketentuan lebih lanjot tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur
dafamn Tata Tertib Musyawaral Wilayah Luar Blasa,

Paxsal 27
Musyawarah Cabang

Status Musyawarah Cabang sebagali berikut ;. ) .

. Musyaswarsh Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat cabang
yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat cabang.

b, Musyawarah Cabang ditkuti oleh Dewan Pimpinan Cabang, utusan
Pimpinan Anak Cabang, Ketua Badan Otonomn tingkat cabang, anggota
Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPR
Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi
DPRD Kab/Kota dan Peninjau.

¢. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (Jlima) tahun
sebefum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.

Musyawarah Cabang berwenang :

2. Menilai Japoran pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.

k. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat cabang yang merupakan
solusi atas permaszlahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang
berkembang pada tingkat cabang dan merupakan penjabaran program
kerja partsl yang lebib tinggi di atasnya.

¢. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Majelis
Pertimbangan Cabang,

d. Keha Dewan Pimpinan Cabang terpilih dan Ketua Majelis Pertimbangan
(Cabang terpilil secara otomatis menjadi formatur yang bertugas lebth
lanjut menyusun personalia Dewan Pimpinan Cabang,

Ketentuan lebih lanjul tentang Musyvawarah Cabang diatur dalam Tata
Tertib Musyawarah Cabang,
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Pasal 28
Musyawarah Cabang Luar Biasa

Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan
Musyawarah Cabang,.

Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan
Cabang atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pimpinan Anak Cabang.

Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan
kepada Dewan Pimpinan Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari
Dewan Pimpinan Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk
menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah
Cabang Luar Biasa dapagiselenggarakan oleh para pengusul.
Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur
dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 29
Musyawarah Anak Cabang

Status Musyawarah Anak Cabang sebagai berikut :
a. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat

anak cabang yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat
anak cabang,

b. Musyawarah Anak Cabang diikuti oleh Pimpinan Anak Cabang, utusan
Pimpinan Ranting, Badan Otonom tingkat Ranting dan Peninjau.

¢. Musyawarah Anak Cabang diadakan | (satu) kali dalam S (lima) tahun
sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang.

Musyawarah Anak Cabang berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.

b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat anak cabang yang
merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi
yang berkembang pada tingkat anak cabang dan merupakan penjabaran
program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.

¢ Memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang yang sekaligus merangkap

Partai Bulan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Pimpinan
Partai tingkat anak cabang.

Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang diatur dalam
Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 30
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyal wewenang yang sama
dengan Musyawarah Cabang.

Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan
Pimpinan Cabang atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pimpinan
Ranting.

Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat . (dua) sudah diajukan
kepada Pimpinan Anak Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari
Pimpinan Anak Cabang tidak menyatakan sikapniya untuk menyelenggarakan
Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Anak Cabang
Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

Ketentuan iebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa,
Pasal 31
Musyawarah Ranting

Status Musyawarah Ranting sebagai berikut :

a. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat ranting
yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat ranting.

b. Musyawarah Ranting merupakan Musyawarah Pimpinan Anak Ranting
dan/atau Anggota.

c. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
sebelum penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang.



{2} Musyawarah Ranting berwenang :
#. Menilai laporan pertanggungjawaban Plmpinan Anak Cabang.
b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat ranting yang merupakan
solusi atas vermasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang
berkembang pada tingkat ranting dan merupakan penjabaran program
kerja pertaj yang lebth tinggi di atasnya,
- ¢. Memilih Ketua Pimpinan Ranting vang sekaligus merangkap Ketua
Tim Pormater untuk menyusun Personalia Pimpinan Partai tingkat
ranting.

(3) Ketentuan lebils lanjut tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Tata
- Tertib Musyawarah Ranting.

i Pasal 32
Mus;:awéi‘ah Ranting Luar Biasa

{1} Musyawarzh Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan
Musyawarah Ranting,

{2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting
atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah anggota pada Ranting yang
bersangkutan.

(3) Apabila usul tertulis scbagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan
kepada Pimpinan Ranting dan dalam jangka waktu tiga puluh hari
Pimpinan Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan
Mugyawarah Ranting Luar Biasa, maka Musyawarah Ranting Luar Biasa
dapat diselenggarakan oleh para pengusul.

(4} Ketentuan lebil lanjut tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur
dalarn Tata Tertib Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 33
Musyawarsh Anak Ranting

{1} Status Musyawarah Anak Ranting sebagai berikut :
a. Musyawarah Anak Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat

N

(&

&

(1)

(2)

(3)

{4)

anak ranting yang menjadi penentu dan pemutes terakhir partal tingkat
anak ranting.
b, Musyawarah Anak Ramting merupakan musyawarah anggota.
e. Musyawarsh Anak Ranting diadakan | {saty} kali dalam 35 (lima) tahun
sehelum penyelenggaraan Musyawarzh Ranting,

Musyawarah Anak Ranting berwenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ansk Ranting.

b. Menetapkan program Kerja Partal di tingkat anak ranting yang
merupakan solusi ates permasalahan akiual, skomodasi atas aspirasi
yang berkembang pada tingkat anak ranting dan merupakan penjabaran
program kevja partai yang lebih tinggi di atasaya.

¢. Memilih Ketua Pimpinan Anak Ranting yang sekaligus merangkap

Ketua Tim Formatur untuk menyosun Personalia Pimpinan Partai tingkat
anak ranting,

Ketentuan tebih fanjut tentang Musyawarah Anak Ranting diatur dalam
Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting,

Pasal 34
Musyawsrah Anak Ranting Luar Biasa

Musyawarah Anak Ranting Luar Bigsa mempunyai wewenang yang sama
dengan Musyawarah Anak Ranting.

Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa diselenpgarakan oleh Pimpinan
Angk Ranting atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah anggota pada
Anak Ranting yang bersangl utan.

Apabila usu) tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudaby diajukan
kepada Pimpinan Anak Ranting dan dalam jangka waktu tiga puleh hari
Pimpinan Anak Ranting tidak menvatakan sikapnya untuk
menyelenggarakan Mugyawarah Anask Ranting Luar Biasa, maka
Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diselengparakan oleh para
pengusul,

Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Ranting Luar Biass
diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa,

P

i . P H
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Pasal 35
Musyawarah lainnya

{1} Di luar Muktamar dan Musyawarah Dewan Partal, Dewan Pimpinan Pusat
dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional dengan
mengundang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Frakst Partai Bulan Bintang

DPRAIPR Rl atay Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang
tergabung dalam Fraksi, dan Badan Otonom tingkat nasional.

(2) Diluar Musyawarah Wilayah, Dewsn Pimpinan Wilayah dalamy setiap
tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah dengan mengundang
Dewan Pimpinsn Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau
Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam
Fraksi DPRD Proviasi da{rﬁadan Otonons tingkat wilayak.
¥

(3} Di luar Musyawarah Cabang, Dewan Pitnpinan Cabang dalam setiap
1ahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang dengan mengundang
Pimpinan Anak Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Kab/Ketz atau
Anggota DPRD Kab/Kota deri Partai Balan Bintang yang tergabung dalam
Fraksi DPRD Kab/Kota dan Badan Otonom tingkat cabang,

(4} Di luar Musyawarsh Angk Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dalem

setiap zhun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Anak Cabang dengan
mengundang Pimpinan Ranting, dan Badan Otonom tingkat anak cabang.

(4) Di luar Musyawarah Ranting, Dewan Pimpinan Ranting dalam seap
tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting dengan mengundang
Pimpinan Anak Ranting, dan Badan Otonom fingkal ranting.

{5} Diluar Musyawarah Anak Ranfing, Dewan Pimpinan Anak Ranting dalam
setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerig Ranting.

Pasal 36
Rapat-rapat

{1} Setiap sant yang dianggap perlu Pimpinan Pusat, Majelis Syura, Pimpinan
Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Cabang, Majelis

Pertimbangan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan

Anak Ranting pada ti ing-masi
o g pads tingkatan masing-masing dapat mengadakan rapat-

(2) Rapat-rapat terdiri dari ;

4, Rapat Pleno yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing-masi
yang d%ha&:jiri oleh Pimpinan Pusat/ P%z;:z;;iaan %ﬁlaya;;a}ginr?;is;::ﬁ
Cabaf)gf ?zmg?nan Anek Cabang/ Pimpinan Ranting/ Pimpinan Anak
Ranf!ng, Majelis Syura/Majelis Pertimbangan Wilayah/Majelis
?&r{imbangan Cabang/Majelis Pertimbangan Anak Cabang/ Majelis
Peztm}banga!a Ranting/ Majelis Pertimbangan Anak Ranting, Utosan
Fraksi Partai Bulan Bintang DPR-RYMPR-RI/DPRD Provins/DPRD
Kab/Keota, dar Badan Otonom/Khusus Tingkat Nasional/ Wilayah/
Cabang/ mzak Cabang/ Ranting/ Anak Ranting, masing-masing tingkatan

b, Ragat'M’a;e?ss Syura/Majelis Pertimbangan dihadiri oleh pengurus:
Majelis Syuraf?viajeiis Pertimbangan masing-masing tingkatan

¢. Rapat Hanann yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing~mas£né
yaag‘pan‘a tingkat pusat dihadiri oleh Pengurus Harisn {Ketua Umum
Wakii Kf&ma Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal Waki%wakii
;ikreltfarfé Jenderal, Bendahara Umum, Bendahara»bémﬁahat& dan

ajelis Syun i i i
N iing_ yura) atan sesuai dengan struktur tingkatannya masing-
d. Rapat Biasa yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkatannya masing-

masing susunan Partai membahas teknis i i
- operasional ke .
£, Rapat Koordinasi P pastatan

Pasal 37
Pengambilan Kepuiysan

(1) Muktamar/ Musyawarah Wilayalh/ Musyawarah Cabang/ Musyawarah
Anak Cabang/ Musyawarah Ranting/ Musyawarak Anak Ranting hanya

sah bila dikadirt lebih dari % (setengah) jumi
3
hadir. gah) jumiah peserta yang seharusnya

{2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) Pasal ini tigak

memenuhi quorum, maka ditunda paling lama | x 24 i
pemeni¢ g {satu kali dua pulub

i
i
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o

)
(5)

(6}

Dalam pengambilan Keputusan

8. Pada Muktamar, Majelis $yura, Pimpinan Pusat, Fraksi Bulae Bintang
DPR/MPR-RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang
yang tergabung dalam Fraksi, Fraksi Bulan Bintang DPR/MPR-RI atau
Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang vang tergabung dalam
Fraksi Dewan Pimpinan Wilayah, Dowan Pimpinan Cabang, Badan
Otonom tingkat nasional masing-masing unsur sebagai saty kesatuan
memiliki satu hak suara,

b. Pada Musyawarah Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan
Wilavah, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD
Provinsi dari Partai Bulan Bintang yany tergabung dalam Fraksi DPRD
Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang, Badan Gtopom tingkat Wilayah
masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara,

¢. Pada Musyawarah Cabang, Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan
{"abang, Fraksi Bulan:Bintang DPRD Kah/Kota stau Anggota DFRD
Kab/Kota dari PartaitBulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi
DPRD Kab/Kota, utesan Dewan Pimpinan Anak Cabang, Baden Qtonom
tingkat Cabang masing-masing ensur sebagai satu kesatuan memibiki
satu hak svara.

d. Pada Musyawarah Anak Cabang, Majelis Pertimbangan Ansk Cabang,
Pimpinat Ansk Cabang, utusan Pimpinan Ranting, Badan Otonom
tingkat Anak Cabang masing-masing unsur sebagai saty kesatuan
memiliki satu hak suarg,

e. Pada Musyawarah Ranting, Majelis Pertimbangan Ranting, Pimpinan
Ranting, otusan Pirmpinan Anak Ranting, Badan Otonom tingkat Ranting
masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.

f. Pada Musyawarah Anak Ranting, Majelis Pestimbanpan Anak Ranting
dan Pimpinan Anak Ranting masing-masing unsur sebagai safu kesatusn
memiliki sat hak suara.

Rapat-rapat hanya ssh bila dihadiri oleh lebil duri % {setengah) jumiah
peserta vang berhak hadir.

Apabila tidak memenuhi quorinn, maka rapat schagaimana pada ayaf {4}
dapat ditunda paling lama | (satu} jam.

Apabila setelah capat ditunda | {satu} jam famanya terayata yang badir
belum cukup quorum, maka rapat dapat ditunda paling lama 2 x 24 (tiga
kaii dua puluh emnpat) jam.

)

®

(%)

1)

(2

3}

4)

)

Semua putusan Muktamar, Musyawarah dan Rapat-rapat ditetapkan secars
Musyawarah Mufakat,

Bila secara Musyawarah Mufakat tidak dapat ditetspkan, maka putusar
dilskukan denpgan suara terbanyak (voting),

Putusan yang telah ditetapkan berdasar ketentuan pasal inj ayat {1) dan

ayat (1} adalah sah dan mengiket serta wajib ditaati oleh semua Pihak
terkait.

Pasal 38
Tata Urutan Keputusan

Putusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat thdak boleh bertentangan dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lalanya,
ketetapan Muktantar Luar Biasa, danfstau ketetapan Musyawarah Dewan
Partai.

Putusan Rapat Pimpinan Wilayah tidak boleh bertentangan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan
Muktamar Luar Biasa, danfatay ketetapan Musyawarah Dewan Partai,
putusan Dewsn Pimpinan Pusat, dan ketetapan Musyawarah Wilayah.

Putusan Rapat Pimpinan Cabang tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar,
Anpgaran Rummah Tenggs, ketetapan Muktamar jainnya, ketetapan Muktamar
Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawaral Dewan Partai, putusan Dewan
Pimpinan Pugat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah dan ketetapan
Mugyawarah Cabang,

Putusan Hepat Pimpinan Anak Cabang tidak bojeh bortentangan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muklamar lainnya, keietapan
Mukiawar Loar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarsh Dewan Partai,
putusan Dewsan Pimpinan Pusat, dan putussn Dewan Pimpinan Wilayah,
putusan Dewan Pimpinan Cabang, dan putusan Musyawarah Anak Cabang,

Putusan Rapat Pimpinan Ranting tidak holeh bertentangan Anggaran Daser,
Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnys, ketetapan Muktamar
Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan
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{7}

@)

(3}

Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah, dan putusan
Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan ketetapan Musyawarah Ranting,

Putusan Rapat Pimpinan Anak Ranting tidak boleh bertentangan Angparan
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan
Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai,
putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilaysh
dan putusan Dewan Pimpinan Anak Cabang dan putasan Dewan Fimpinan
Ranting, dan ketetapan Musyawarah Anak Ranting.

Putusan Rapat Harian tidak boleh berfentangan dengan keputusan Rapat
Pleno '
> BABVI
PEJABAT PUBLIK
Pasal 39
Pejabat Publik

Jabatan Publik adalah semua jabatan menurut peraturan perundang-
undangan baik dalam lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah,

lembaga pemerintah non departemen, Badau Usaha Milik Negare/ Badan
Usaha Milik Daerah.

Pejabat Publik adalah kader Partai atau orang yang ditunjulvdirekamendasi
aich Partas untuk menjabat suatu Jabatan Publik,

Syarat Umum dan Khusus, mekanisme rekrutmen, serta ketentuan Yinrya
mengenal Jabatan dan Pejabat Publik diatur lebih lanjur oleh Pedoman
Crganisas atau keputusan Partai,

BAB IX
FRAKBI PARTAL PADA LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 40
Fraksi Partai

(1) Fraksi Partai pada lembaga legistatif atau anggota legislatif dari partai
adalah zlat perpanjsngan tangan partai pada tingkat lembaga legisiatif
yang bersangkutan,

(23 Angpots fraksi partzi atav anggota legislatif dari partal wajib
mamperiuangkan visi misi dan kebijakan partai serta aspirasi rakyat pada
tingkat lembaga legisiatif yang bersangkutan.

{3} Fraksi Partai atau anpgota legistatif darl partai tunduok pada Kode Etik
Partal,

{4) Fraksi Pactal anggota kogisiatif dan pejabat publik lainnya melzkokan
kewaiiban kepangan sesuai dengan ketefapan partai.

BABX
KEUANGAN

Pasal 41
Kenangan

{1} Besamys vang pangkal, sang infag dan furen anggota, vang hasil usaha
yang holal 13tonya serta teknis penpataran dan pemanfaatan atas uvang
dimaksad, distor secara tersendiri yang akan ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat. .

{2) Danasumbangan pemerintah melalui APBN / APBD wajit didistribusikan
ke tingkatan yang lebih bawsah secars adil dan merata

{3} Untuk memelihara kejujuran, transparansi dan professionalitas dalam
pengelolaan kevangan dan kekayaan partai, perlu dilakvkan auodit oleh
tim auditor untuk itu,
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BAB XY
ATRIBUT PARTAI

Pasal 42
Atribut Partal

{1} Atribut Partai terdiri dari : panji, lambang, bendera, Hymue/ Mars, karlu
tands anggota, pakaian seragam dan lain-lainnya.

{2) Ketenfuan tentaag penggunean lambing diatur dalam ketetapan Dewan
Pimpinan Pusat.

BAB X1
PERSELISIHAN

&
Pasal 43
Perselisihan

(1) Perselisihan antar anggota dengah anggota, anggola dengan Pimpinan,
Pimpinan dengan Pimpinan, penyelesaiannya dilakukan oleh Badan
Kehormatan.

(2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) Pasal ini akan atur dalam Kode Etik yang ditetapkan oleh DPP,

(3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat
para pihak yang bersengketa,

BAB X1}
ATURAN PERALTHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Aturan Peraliban

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya ART ini dan sesuaty
yang baru ada yang diatur dalam ART ini harus disesuaikan atau diadekan
paling lama 6 bulan terhitung sejak ditetapkannya ART ini,

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy
3. Saiful Kesim

4. Abdurrahmean MZ

3. Aspibani

Pasal 45
Ketentunn Penutap

{1 f&qziap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Rumeh Tangga
il

{2) Setiap anggota dan Pimpinan Partai harus menaat! Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga,

{3 i{aivhﬁ vang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tanggs ini akan
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar,
ketetapan Muktamer Luar Biasa, atau ketetapan Musyawarah Dewan
Partai.

{4y Anggaran Rw_naﬁ Tangga ini merupakan penyempurnean Anggaran Rumah
Tangea Partai periode awal 17 Juli 1998-April 2000 dan disahkan dalam

Muktamar I Partai Bulan Bintang. Anggarsn Rumsh Tangga ini berlaku
sejak tangpal ditetapkan,

PEMPINAN
MUKTAMAR 11 PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris

* T e
MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITO WISTORO

Angooti ¢
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KETETAPAN MUKTAMAR O PARTATI BULAN BINTANG
Nomor : 07/TAP/Muktamar 11/2005

Tentang
TAFSIR ASAS PARTAI BULAN BINTANG

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI
BULAN BINTANG, setelah:

Menimbang  : t. Bahwa PARTAI BULAN BINTANG dalam Anggaran Dasamya
telah meletakkan Islam sebagai asas partai;

2. Bahwa asas partai perlu dirumuskan dalam bentuk Tafsir Asas
untuk mengdadi landasan motivasi dan inspirasi setiap
kebijaksanaan Partai;

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar [I PARTA!
BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal {0, dan Pasal 17 ayat (1)
Anggaran Dasar.;
2. Pasai 21 ayat(l), ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat
(3) huruf a, ayat (7) ayat (8) Angparan Rumah Tangga,
3. Keterapan Muktamar 11 PARTAI BULAN BINTANG Nomor
: 01/Tap-Muktamar I1 /2005 tentang Tata Tertib Muktamar Il
PARTAI BULAN BINTANG;
4, Ketetapan Muktamar il PARTAI BULAN BINTANG Nomor
:06/TAP/Muktamar 1172005 tentang Anggaran Dasar dan
Anggaran rumah Tangga PARTA] BULAN BINTANG.

Memperhatikan ;  Sidang Pleno [IT Muktamar I PARTAI BULAN BINTANG, pada
tanggal 01 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : (. Menugaskan kepada Pimpinan Muktamar 11 PARTAI BULAN
BINTANG dan Tim Perumus Sub Komisi A Tafsir Asas untuk
menyempumakan Tafsir Asas sesuai dengan masukan tertulis
peserta Muktamar II;

Partai Bulan.

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani

2. ‘Mengesahkan Tafsir Asas PARTAI BULAN BINTANG
yeng telah disusun oleh Pimpinan Muktamar 11 PARTAI
BULAN BINTANG dan Tim Perumus Sub Komisi A Tafsir
Asas sebagaimana terlampir;

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi atu-tavfiq wal-hidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya
Padatangga : 22 Rabiul Awwal 1426 H

1 Mei 2005
PIMPINAN
MUKTAMAR I PARTAI BULAN BINTANG
Ketua Sekretaris
WA é
MANIMBANG KAHARIADY

DARU LALITO WISTORO

Anggota : 2
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TAFSIR ASAS
PARTAI BULAN BINTANG

B .?‘:‘: A »
?%\.HM s

Y. MUKADDIMAX

A, Landasan Pemikiran
Allah Subkanohy wa Ta'ala berfivman dalam surat al-Maidah ayat 3 :

’& "4 ’}"‘}‘ »" f‘)l’i'f }_-- "Q}: c"l"«* 'n'
1..3.:.; ?n’jﬁ.a?i rﬁ e 33 ‘y’ﬁﬂtsék‘ W—T{} ‘.g-gf ‘.53 s.-i-af{?_,gi
“Pada hari ini Aku semptirnokon untuk kamu agomg kamu, day Ak

telah cukupkan ni‘mat-Xu, don Ak telah ridlai Al-Islam sebagel ogama bagi
kamu.”

Dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Mubammad saw.
pada masa pelaksanaan Hajji Wada' (Haji Perpisahau}, Allah swt. menyatakan
dengan tegas tentang kesempurnaan A-fslom, sebagst Agama Allah (Ditmuflah),
dan Allah meridhai Al-Islam scbagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia.

Dalam satv bagian dari Khatbah Wada'nya, Rasululizh Shallalionu
‘wlaiht wesallam menyampaikan wasiyatnya, manusia tidak akan pemal tersesat
dan akan sclamat dalam hidup selama-lamanya di dunia maupun di akhirat,
jika berpegang tegul pada dua hal yang diwariskannya, yaitu Al-Chr ‘an dan
Al-Sunnah, yang merupakan kodifikasi selureh ajarsn 4l-fsiam yang uteh dan
lengkap:

dﬁjk&}ﬁiytﬁ%?ﬁuﬁ{jbilgtEJL.BEI;&Q‘}EZ‘:&Q&)E

( L‘ﬁﬁ.&‘} .ﬁ‘,i,} _};t! kg_g_})

“Telah Aku tinggalkan dua perkara {pedoman hidug) yang menfamin
kamu tidok akan pernah tersesat dalam hidup selama-lamanya, jika kamu
berpegang teguh pada keduanya; kedua pedoman hidup itu ialah Kitabullah
dan Sunmak Rasul-Nya.” (Hadits Riwayat Abu Daud dan Malik),

Melalui Rasu} pitihan-Nya, Allah swt. menurunkan Al-Isfam untuk
ditegakkan scbagai pedoman hidup dan kehidupan manusia, Karena itu sepanjang
eksistensinye hidup manusia harus merupakan perjuangan menegakkan 4/-
Islam di mana pun dan kapan pun. Manusia yang mencari-carni pedoman hidup
selain A-Isiam, hidupnys bukan hanya jauh dari keselamatan dan keridhaan
Allah, di akhirat pun aken tergolong orang-orang yang rugl.

Penegasan Allah dalam ALQur’an, surat Ali Imran ayat 85

P S I I PEEN A ) ey SR

“Siapa saja mencari aguma atau pedoman hfzfdup selain agama Isiam,
maka sekadi-kedi tidak okan diterima {agama ity davipadanya, dan i akhirat
mareka formasuk orang-arang yong vugl”

Wamun kudrat dan iradat Allah memberi manusia hak untuk memifih
serdicl punduan hidup dan kehidupannya, tetapi bagi Keum mulominin pithannya
sudah pasti, menerima dap mentasti Al-Islam scutuhnya, yang Allah finrnankan
di dalam ALQur’an, surat al-Aleab ayar 36
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“Dar tidokiah patut bagi laki-laki yang mdanin dan tidak {pula) bagi
perempsian yang wrakin, apabile Aleh dan Rasul-Nya telah menetapkon suatu
keterapan, ahan ada bagi mereka pilthan (yang lain} tentong urusan mereka;

Don siapa saja yang membanghong kepadia Allah don Rasul-Nyva, moka
sunggublah io telah sesad, sesat yang nyata,”

Ragatmanapun situasi dan kondisi, pada masa dan zaman apapun, pilihan
berada di tangan manusia antars menerima agama itu dengan sepenuh hati,
atas meperima sebagiannya dan menolak sebagian vang lain, atau menclaknya
secara keseluruhan, Pilihan menerima atau menolak ajaran Islam ini dalam
sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia membuktikan bahwa masuknya
Istam adalah secara damai, antara lain melalui perdagsngan, da'wab dan
astmilasi perkawinan antara muslim dengan penduduk setempat (pribumi),
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yang selanjutnya pada masa itu terbentuk kerajaan-kerajaan Islam antara lain;
Samudra Pasai; Bone; Temnate; Tidore; Demak; Banten.

Sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia membuktikan
bahwa sjaran Islam memberi kontribusi dominan dalam membangun kesadaran
dan sikap juang rakyat untuk mempertashankan hak-hak atas wilayahnya dari
pendudukan asing (penjajatian) dengan jihad fisabilillah, sehingga sejak abad
ke-16 sampai awal abad ke-20 timbul perjuangan pergerakan mefawan penjajab
yang dipelopori dan dipimpin eleh orang-orang musfio, antara lain: Sultan
Baabullsh, Sultan Ageng Tirtayasa; Pangeran Diponegoro; fmam Bonjol;
Teuku Umar; Suitan Hasanudin; Pangeran Antasari, sumpai dengan Sarekat
Dagang Islam dan Sarskat Islam.

Jikad fisabilitlah menentang penjajaban terus menggelors dalam jiwa
muslim Indonesie, szhingga membangun kesadaran pentingnya kesatuan gerak
fanghkah pemimpin dan jamaah untuk melahirkan umat yasg mutragin, maka
atas inisjatif K. H. Mas Mansyur dan K H. Achmad Dahlan dari Muhamraadiyah,
K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari Nahdiatul Ulama dan W. Wondoamiseno
dari Sarekat Islam dengan mengundang ulama dan zuama di Jawa-Madura
untuk bersilaturahim, bermusyawarah guna menyepaketi berdirinys MIAL
{Maielis Istam A’la Indonesia).

 MIAI didirikan di Surabaya, tanggal 15 Rajab 1356 H bertepatan dengan
21 September 1937 dengan suatu permufakatan bahvea MIAT adalah suaty
federasi yang menjadi tempat permusyawaratan, sualu badan perwakilan vang
terdiri dart wakil-wakil atau utusan dari beberapa peritimpunan yang berdasar
agama Islam di selurch Indonesia. MIAI sebagai alat perivangan untuk membela
kepentingan umat Islam dalam perjalanan sejarah bangsa memiliki peranan
penting menyangkut rencana konstitusi negars Indonesis, antara lain mengenai
Staaishoofd (Kepala Negara) Indonesis adaleh seorang Indonesia yang beragama
Islam,

Pada masa pendudukan Jepang, MIAI membubarkan diri sebagai protes
dan ketegasan sikap menolak pecinteh saikelrel (menyembah Teano Haika}
dan menolak bekerjasama dengan Jepang, sesudah pembubaran MIAL ivw pilek
Jepang menyadari kesalahannya dan berusahs merangkul umal Tslam, keadagn
ini disadari oleh umat Islam sebagai kesempatan vatuk menggerakkan potensi

‘ |

Islam, sehingga M1A1 didirikan kembali di Jakarta pada tanggal 5 September
19435, MIAL di zaman Jepang tidak bergerak di bidang politik, namun
memperhatikan pesatnya dinamika politik dan militer saat itu make MJAI
bermusyawarah dan bermufakat babwa wadah politik bagi persatuan umat
Islam di bidang politik didirikanlah Majelis Syura Muslimin Indonesia disingkat
MASYUMI, pada Oktober 1943,

Bangsa Indonesia mencatat dalam sejaratmya bahwa persiapan menuju
Indonesia merdeka melalui Panitia Kecil hasil bentukan BPUPK! (Badan
Penyehdik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indongsia) yang beranggotakan
# (sembilan} orang sebagai representasi kalangan 1siam dan nasionalis telah
mencapai konsensus nasional tentang dasar negara pada 22 Juni 1945 yang
dinamakan PIAGAM JAKARTA, dengan rumusan: “Ke-Tuhanan dengan
sewqjiban menjalankosn syariat Islam bagi pemeluk-pemehdoya, * Pada awal
Agusius 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI (Panitia Persiapen
Kemerdekaen Indonesia), yang dalam sidang FPK1 18 Agustus 1945 menyetujui
pencorefan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan merubabinya menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menjadikannya sebagai sila pertama Pancasila
yang secara konstitusional adalah dasar Negars sebagaimana bunyi Pasal 29
syat {1} UUD 19435,

Pasca kemerdekaan Repulik Indonesia, terkait dengan Maklumat Wakil
Presiden Nomor X tanggal 3 Nopember 1945 maks melalui Kongres Umat
Islam di Yogjakarta pada tanggal 1-2 Zulhijjah 1364 H bertepaton 7-8 Noperber
1943 disepakati pendirian partai politik bagi umat Islam Indonesia dengan
nama Partai Masyumi. Perkembangan selanjutnya diselenggarakan Pemily
1955 untuk memilih Dewen Perwakilan Rakyat dan Konstituante untuk membust
Undang-undang Dasar, namun proses demoksasi dalam Sidang Konstituante
belum mencapei 273 {dua pertiga) jumlah angpota yang menyetiujui perubahan
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dengan rumusan “Negara berdusarkan Ketihanon
Yomg Moha Esa dengan kewafiban menjolankom kewajiban syariat Fslam bagi
pemeiuk-pemelknya”, maka pada 3 Juli 1959 Presiden Sockamo membuat
Dekeit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 yang isinya menyebutkan
behwe "Plagam Jakaria terianggal 22 Juni 1943 menjiwai Undang-undang
Dasar 1943, dan adalah merupokan suatu romghoion-kesawem dengan kenstitusi
tersebut”. Selanjuinya dinamika sosial-politik berhubung dengan Penetapan

Presiden No.: 7 Tahun 1959 Pasal § ayat (1) angka 3 jo Peraturan Presiden

i
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No.13 Tabun 1960 Pasal 8 ayat (2), maka Pimpinan Partai Masyumi menyatskan
membubarkan Masyumi,

Pada era 1980-an, dengsn tujuan konsolidasi ummah-jamaah-imamah
maka pada 28 Zulhijjah 1410 H bertepatan 1 Agustus 1989 didiriken Forum
Ukhuwah Islamivah (FUT), dan kemudian untuk melaksanakan amar ma rof
dan ekl sunkar disepakati oleh pam slama dan zuama untuk mendiciken
Badan Koordinasi Umat Islam Indonesia (BKUI) pada 15 Muharam 1419 H
bertepatan 12 Mei 1998 di Jakarta, dan untuk mensikapi perkembangan sosial
politik-ekonomi-hukum raeka diselen MUNAS 1 BKUI dengan Sidang
Pleno Pertama pada 4 Juni 1998 dan Sidang Pleno Kedua pada 10 Juni 1998,
dan sebagai tindak lanjut hasil Sidang Pleno Kedua diselenggarakan “Rapat
Tim Partai” oleh subtim AD/ART Partai pada 12 Rabiul Awal 1419 H bertepatan

8 Juli 1998 di Jakarta yang menghasitkan persetujuan bahwa nama partai adalah
PARTA! BULAN BINTANG.

Berdasarkan dalil-dalil rﬁlri Al-Qur ‘an dan Al-Fadits serta sejarah
perjuangan wmat [slam di atss, maka dengan keinsapan, keyakinan dan
kesadarannya, sejumlah pimpinan umat Islam mendirikan PARTA BULAN
BINTANG dengan ISLAM sebagai ASAS-nya, Sungguhpun demikian, umat
Islam yang betul-betul beriman tidak mempunyai pilthan lain bila Allah dan
Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketstapan tentang ajaran agama, maka
wajib taat menerima dengan sepenub hati,

Persepsi, pemahaman dan implementasi A-Islam sebagai Asas Partai
yang menjiwai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART),
Pedoman Organisasi (PO), dan Khithah Pegjuangan Partai, diuraikan dalams
Tafsir Asas.

" ASAS ialah “hukum dasar”; yang berkenaan dengan: “Dasar Cita-cita
{perkumpulan atau organisasi - partai)”; vang rmenjadi: “Dasar tumpuan berpikir
atau berpendapat!).

Asas Islam bagi PARTAI BULAN BINTANG berarti bahwa partai
meyakini dengan sunggub-sunggub kebenaran 4l-Z3fom sebagal agama Allah
yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana gelap gulita
{kekafiran) kepada terang benderang (keimanan).

% Kamus Besar Bahate fndonesfa, Deprriemen Fendidikan dan Kebodavasn, Balai Pustaka haleman 52,
celakan 1900

i

Allah Subhanahu wa Te'ala berfirman delam surat al-Baqarah ayat 257
sebagai berikut:
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“dllah pelindung oreng-orang yeng beriman, Dia mengelucrkan mereka
dari kegelapan (kekafiran) kepoda cahaya (iman); Dan orang-orang yang
kafir pellndung-pelindungnya adalah thaghyt, yang mengeluarkan mereka dori
cahuoya kepelapan (kekafiran),”

Setiap weapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa
berlandaskan kepada ajaran Islam yang melampaui ruang dan waktu. Ajaran
Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup
daiam arti sesuagguhnya. Bagi warga Bulan Bintang cahaya iman akan
memancarkan wkkywah Istumivah den menyvburkan shilatirrahim dalam
kehidupan bermasyarakat,

Asas Islam juga berarti bahwa PARTA] BULAN BINTANG dalam
segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Al-Islam yang kaaffah.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Rum ayat 30 dan al-Baqarah ayat
208 sebagai berikut:
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"“Maka hodapkanlah wafahmu dengan hrus kepada agama (Allah); (retaplah
atas} fitrah Allah yang telah menciptakan manusic menurut fitrah itu; Tidak

ada perabahan pada fitrah Allak; (Tadah) agama yomg lurus; Tetapt kebanyakan
manusia tidak mengetahd, " .
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“Hei orang-orang yang beriman, masubich kinny ke dalam Islam secara
keselurubannye, dan jonganlah kamu turwt langkah-langkah syaitan;

Sesumggulmya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. ™

[
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Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, lurus dan kaaffah.
Al-Islam adalah agam+ yang esensinya telah diturunkan Allsh swi. kepada para
Nabi sejak Nabi Adam ‘claikissalam. Kemudian 4F-Islam diturunkan kepada
Nabi dan Rasul Penutup vaitu Muhammed saw, sebagai satu-satunya agama
yang telah disempumakan untuk ditegakkan dalam keutuhan hidup dan ketidupan
manusia.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Syura ayat 13 ¢
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“Dia {Allaky telah mensyari'aikon bagimu fentang agama ape yang
teloh diwastatkan-Nye kepad@ Nuh, dan ape yang telah Komi wahyukan
kepadwnu (Muhammad), dan apa yang telak Komi wasiothan kepada Torchim,
Musa den Isa, yaitu tegakkan agame, dun jangoniah kamu berpecah-belah di
dalamnya.”

PARTAI BULAN BINTANG ber-Asas Islam, artinya Partai Bulan Bintang
ini berpedoman seutuhnya pada ajaran 41-Jsfam, sebuah sistern panduan hidup
yang pokok-pokok ajarannya meliputi okidah, syari'ah dan akhlok. Dengan
demikian Anggaran Dasar (AD), Anggaren Remnah Tangga {ART), dan Khiththoh

Perjuangan Partai berpedoman pada pokok-pokok ajaran 4LJslam tersebut.
Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucap dan perilaku segeoap
fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedomun pada 44
Islans yang prinsip-prinsip ajarannyas cukup jelss, baik dari ALOur ‘an maupun
Al-Hadits,

B. Prinsip-prinsip ajaran Islam . ;
Prinsip-prinsip sjaran Islam yang menjadi pegangan partai, antara lain

1. Tauhid (Al-Ikhlash: 1-4);

2. Manusia sebagai umat yang satu dan moderat {Al-Baqarah: 213)%

3. Tadarryj (bertahap) dalam meiaksanskan ajaran (An-Nahl 1253

4. Prinsip menegakkan kepastian hukem (An-Nisa’: 58, 105, 135, dan Al
Maidah: 6);

5. Prinsip kepemimpinan (Al Imran: 118, An-Nisa”: 59 dan Asy-Sywany
150-152);

)

6. Prinsip musyawarah (Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 38);

7. Persatuan dan persaudaraan (Ali Imran: 103 dan Al-Hlujurat: 10);

8. Prinsip persamaan (An-Nisa”: 1 dan Al-Hujurat; 13);

9. Prinsip hidup bertetangga socara individual dan kolekeif {An-Nisa’: 36);

10.Prinsip tolong menolong dulam kebaikan dan membela yang lemah (Al-
‘Maidah: 5, At-Taubah: 11, Al-Balad: 12-18);

1. Prinsip mengutameken perdamaian (Al-Anfal: 61, Al-Hujurat: 9, Al-
Mumtabansh: 83

12 Prinsip bela negars (Al-Bagarsh: 216, 190, 193, At-Taubah: 38-39, dan
Al-Anfal; 60%

13 .Prinsip memelihara hak asesi manusia (Al-Isra’; 33, Al-Bagarch: 188,
Aa-Nisa': 29 dan 59, dan 32, An-Nur: 27, AlHujueat: 11-12, Ali Imran:
104, Al-Bagarah 256, An-Nisa’: 58, Al-A’raf : 33, Al-Maidah: 52%

14 Prinsip amar ma’rof dan rahi munkar (Ali Imran : 119),

¢ Magaskid ajaran Islam

Magashid (tujuen utama) sjaran Islem ialah untuk mezzan‘k masiakat
{kebaikan} dan menolek mafsadat (kerusakan),

Maslshat dan mafsadat ini dapat dirumuskan dalem dharuri (sesuata
yang wajib ada), kgly (dilskukan Karena ada keperluan), dan fahsini {suatu
yang menjadikan syariat ini lebih indah dan sempuras). Implementasi magashid
@-Isiam wercermin dalam kebarusan A%k {memolihars) ajaren ini dalam berbagai
aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan akida, ibadak masgun muamalah
yang meliputi kifshun al-din (memeltham agama), hifhnn al-ngfs (memelihars
ivid), hifrhun al-nas! (memelihars keturanan, hifchur al-mal (memelihara
harta), dan hifehun ‘aql (memelibara akat).

Adas dasar prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islewn inilsh Partai Bulan
Bintang berdicl dan atas desar ini pula Partai bersama-sema dengan kompenen
bangsa berpartisipasi untuk membangun Negera, Prinsip dan tujuan ini pulalsh
yang menjadi landasan perketaan, tindakan, perakan, langksh, khiththah, dan
aktivitas politik Partai Bolan Bintang,
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. AKIDAH
1. Keyakinan kepada Allah

Allah swi. berfirman dalam Ar-Rahman ayat 26-27:
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“Bemua yung vda di atas bumi okan binasa; Dan tetap kekel wajoh
Tuhori yang mempunyai kebesaran dan kermulioan.

Abkidead Isiom bagi PARTAI BULAN BINTANG bermakna bahwa setiap
anggota partai dengan sunggub-sunggub meyakini ke-Esa-an Allah sebagai
Tuhan satu-satu-Nya yang pafut dan wajib disembah, disgungkan, ditaati dan
diperhatikan surchan dan la-rangan-Nya, karena Allah “Dzw ‘TJadooli wo
ikram”  (Yang mempunyai ke-Agungan dean segalea ke-Besaran-Nya). Dengan
kalimat Lo flucha illa I-Laaki, partai berkeyakinan bahwa dalam selurch
alam ini hanya Allah semata yang tidak berubal. Tidak ada pengkultusan
kepuda selain Allah, dan perubshan harvs mengiketi jalan-Nya, yang berarti
Jjalan keluburan, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

2. Keyakinan mengebdi kepada Altah

‘Akidah Islam mengajarkan yakin pada ke-Esa-an Tuhan, raukid yang
dimulai dengan dua kalimah syahadat:

Al Jgan gt dmaa 5 aled) g YT AUY o 1 aledd

“Aku bersaksi tidak ada Tukan yang berhak disembak selain Aliak, dan
ok bersaksi buhwa sesungguimya Nubi Muhammad adalah Rosul-Nya "

Karena itu sesuai dengan fitrah penciptaan-Nya, manusia adalah makhiuk
yang fugas pokoknya semale-mata untuk mengabdi hanys kepada Allah, dan
mengakui Nabi Muhammad adaleh Rasul-Nya yang menuntun manusia agar
melaksanakan fungsinys deagan benar,

L]
{

2

Allah tidak menuntut apspun dari manusia selain pengabdian kepada-
Nya, sebagaimana discbutkan dalam surat al-Dzarist, ayat 56-37:

A1 gt dana O gl g YT ABY 5 shgd

“Dan Aku tidak menciprakan jin dan manusia melainkan untuk
mernyembah kepuoda-Kiu;

O st W1 odYi 5 ot Sl Uy
Aku tidak menginginkan rexki sedikiipun dari mercka, Aku tidak
menginginkear mereka memberi dku mokan,”

Berakidah Islam artinya, siapapun yeng bergebung dalam Partai Bulan
Bintang wajib mempunyai niat dan motivasi yang ikhias untuk beribadak

kepada Allah, Menjadi anggota atav penguras atsu posisi apapun dalam Partai,

harus diniatkan dan utamakan beribadah melalui partisipasi {fa’ewun) dalam
Partsi dengan bekerja keras uniuk menegakkan di-Isiam (fihad fi sabiii'l-
Laah), Motivasi utamanya semata-mata untuk mendapatkan mardhaiillah
tridha Allah) dengan beribadah kepada-Nya, dan hanya semata-mata tunduk
dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

. SYARI'AH
1. Melaksanakan Islam Secars Xaaffah

Al-Zslam adaleh ggama fitrah yang diturankan Aliah bersesuaian dengan
Iradak-Nye delam menciptakan manusis, Karena itu ajaran-ajaran 4/-Isfam
meropaken sebuah sistem pedoman dan tuntunan hidup yang komprehensif dan
munasabak (releven) dengsn keutuhan seluruh aspek hidup dan kehidupan
manusia. Manusia ditantut menghadapkan dan mengarahkan hidupnya untuk
menegakkan A/-Islam seutuhnys. A2 Quran pada surat al-Rum ayat 30, secara
ekspilsit menyebutkan :
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“"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah),
(tetaplah atas) fitrah Allah yang. telah menciptakan manusia menurut Sfitrah
itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (ftulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Pedoman dan tuntunan yang lazim disebut Syari‘ar Islam, diteladankan
oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaiki wasallam yang memandu manusia dalam
melaksanakan ibadah secara utuh, yaitu ibadah mahdhah (ritus/khusus) dan
ghair mahdhah (muamalah/ umum). Keteladanan Rasulullah dalam
melaksanakan Syari ‘at Islam secara utuh setelah Hijrah di Madinah, merupakan
surmah yang wajib diikuti umat Islam kapan pun dan dimana pun. Implementasi
Syari‘at Islam yang disunnahkan Rasulullah di Madinah dengan menggambarkan

keutuhar sistem Al-Islam, seperti : spiritual, moral, politik, hukum, pendidikan,
ekonomi dan sistem sosial.2)

Allah swt. pun menyeru umat yang beriman agar menerima dan

melaksanakan A/-Islam sec'gra utuh, sebagaimana dalam Al-Qur’an pada surat
al-Baqarah ayat 208 :- -
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“Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Isiam secara

keseluruhannya; Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jfalan syaitan;
Sesungghnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu,”™

Menerima dan menegakkan Al-Islam secara utuh Jjuga bermakna
membentengi diri terhadap segala tipu daya syaitan, yang selalu mendorong
manusia agar cenderung menerima dan melaksanakan 41-Islam sebagian saja,
dan meninggalkan bagian lainnya, agar kehinaan dan kesengsaraan akhirat
yang akan dialami syaitan dirasakan pula oleh manusia.

Dalam surat al-Baqarah ayat 85 diterangkan :
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Z) Abu] A'la Maududi, 1967: vii,)

“Apakah kamu beriman (percaya) kepada sebagion dari Al-Kitab (Taurat)
dan mengingkari sebagian yang lain?

Tidaklah ada balasan bagi yang berbuat demikian daripadamu, melainkan
kehinaan dalam kehidupan di dunia pada hari kiamat, mereka akan dihadapkan
pada siksaan yang sangat berat; Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang
kamu kerjakan.

Pelaksanaan Syari'at fslam yang utuh dalam kehidupan masyaraka_at,
bangsa, dan negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat, Karena itu
perjuangan politik umat Islam seperti yang dilaksanakan PARTAIL BUI:.'AN
BINTANG merupakan kewajiban syar i dalam upaya melaksana_kgn kewajiban
mengikuti sunanch (teladan) Rasululleh Shallallahu ‘alaihi wasallam.

2. Sumber dan Kesatuan Hukum

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR1) kewajiban syar i
dalam kesatuan hukum menjadi muslak adanya, mengingat umat Islam merupakan
bagian terbesar bangsa ini. Mutlaknya kewajiban tersebut karena_ mutla!cnya
menegakkan keadilan. Adalah adil jika umat Islam.melaksanakfan ajaran-ajaran
yang ditetapkan syari 'at agamanya, sebagaimana adilnya umat lain melaksanakan
ajaran-ajaran menurut ketentuan-ketentuan agamanya masing-masing.

Bagi warga Bulan Bintang, Syari'at Islam adalah su}'rlber hukum tertjn ggi,
yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hu_kum n:'asmnal,
dengan memperhatikan keperluan ruang dan waktu u.nfuk n?ellndung.x semua
warga negara. PARTAIBULAN BINTANG, dalam hal ini melihat kemajemukan
dan kesatuan hukum dari sudut pandang “Bhineka Tunggal Ika”. Warga Bula.n
Bintang berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil
yang menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas di mana semua orang
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

3. Hak Asasi Manusia
Berhubungan erat dengan cita-cita negara hukum, warga Bula_n Bir;tang
menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan

Allah. Semua manusia pada hakikatnya duduk sama ren::lah dan tegak sama
tinggi. Satu-satunya yang membedakan seorang manusia dengan yang lain
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adalah ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah,
Aliah swt, berfirman dalam surat 2l-Hujueat avat 11-13:

M r 7o, e ® v e Y Lass s} T Y-
Y i | s,iﬁl;afw..ag,nyg}_sﬁw'ﬁ 5T 2l Gl
z}fw‘;}jg,i_.d i};-alf’ﬁ}wi > :Qaiws;m{,um
{.}_,03}3&22 (,a&j.ljti W;j gé} aw‘gz K 45}..052 9...:'32 o uie}!ﬁ;
“Hai orang-orang yung berisan, jﬁﬂg&ﬁf&ff? ke mengoz’o&-oia&azz kazzm
yong lain, tharena) boleh jodi mereka (yang divlok-vlokkan) lebik baik dari
mereka {vang mengolok-olokkan}, dan jongan pula perempuan-perempuan
{mengolok-olokday) perempucrperemprnn lain (karengl boleh jadi perempuan-
perempuan (yang diperolok-olokkam} lebih batk dari perempucm (vemg mengolok-
elokkan), dan janganlah kamu m?nwfa dirimu sendiri, dan janpaniah kamu

ponggil memanggil dengan gelar-gelar yong buruk;

Sebund-buruk panggilon inlah (panggilan) yang buruk sesudah iman, siapa
saja yang tidok beriawbet, maka mereke itlah erang-orang yang zolim.”

:ﬁ}!,_‘l.i..ﬁ‘\lj‘.ﬁ el (e O i e sﬁs,.»-tt_,iﬁ;,.duﬁ
ook 88 i 4! < 6 o s ol i e

‘.._.Z-J ;._;1,51111 oymn '.,i._ﬂj

“Hai orong-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangxa,
sesungguhnya sebagian prasangka itu adaleh desa, dan janganlah kamu
mencari-cori kesalahan orang lain, don janganlah sebagion kamu menggunjing
sebagian yang lain;

Sukatoh saloh seorang di antara kamu memakan daging saudaranya
yang sudak mati?

Moaka fentutah kamu merasa jifik kepadanye;

Dan bertukwaioh kepada Allab, sesunggubnya Allak Maha Penerima
taube lngi Maha Penyayong, "

g 1A ) Gt ;,sw, Sy 55 e (5l ) (80l

!.,Amﬂ ai}.fwi il e ri.;

-

Sid
H

Partai ?ulan.

“Hai manwisia, sessmggubnya Kami menciptakan kamu dari laki-loki
dan perempuan, dan Kami menjodiian kawmu berbangsa-bangsa dan berswos-
sukue, supaya kamu saling kenel mengeno! ;

Sesunggubnya yomyg paling nndio di antara komn disisi Alloh iadak yong

paling bertakwa di antora kam, sesumgguimya Allah Moha Mengetohui fngi
Maho Mengenal ¥

Karena itu wargs Bulag Binteng menghormati dan menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia (HAM) vang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kewaliben
mengharmati Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban setisp orang,
lembaoga, nogare, organisasi, partai stau badan internasional, Warga Bulan
Bintang berjuang uniuk menegakkan Hak Asasi Manusia agar setiap orang

dapat hidup aman dan seatosa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
MANSIA,

Altah swt. berfirman dalam surat al-An’am ayat 151 :

,.\.c_a’ir.ﬂd {'sWJ(.ﬁﬁ ydh 'iw.m g,.h ‘,ﬂn,.l_n"v‘,
“Dun jonganioh kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuwaty (sebab) yang benar:
Demikicm itu yang diperintahkan pleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu
memaham:(m)
4. Penegaknn Keadilan

4.1.  Adil Deknt pada Tagwa

Kavduh akbiok paling mendasar yang harus dipegang teguh adalah
kewajiban untuk berlaku adil, sebagaimana dalam sorat al-Maidah ayat § :

?;._éém;’sz;wkghzaiu;s*" w@@sﬁ,sg}m;,m v
i.}}l.&?w 2 &0 Oy aﬁi%}a..ﬁ},.gﬁu j,a%j.mu,}m‘s(uip

“Wahat orang-vrang yng bevimen, hendakioh kamu jadi orang-orang

yang selalu menegakkon (kebenaran) karena Alloh, menjodi saksi dengen odil:
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Dan janganiah sekali-kali kebencion kamu terhodap sesuaty kawm
mendorong kamu beridku tiduk adil; Adiflah, karena adil it lebih dekat kepada
tagwa, bertagpuelah kepada Alteh, sesungguhnya Allah Maha Mengetahul apa
yang kamu kerjakamn.”

Pada surat al-An’am ayat 152, Aflah swi, berfirman
I TR A S TR
“Sempurnakenlah takaran dan timbangan dengan adil,”

>

Keadilan adalah norma dasar paling hakiki yang wajib ditegakkan
sepanjang hayat. Keadilan wajibditegakkan terhadap siapa pun jugs, termasuk
diri sendiri. Ketidaksukaan, bahk& kebencian terhadap seseorang atag segolongan
orang, tidak boleh menyebabkan warga Bulan Bintang beriaku tidak adil kepada
mereka. Berlaku adil, seperti firman Allah dalam Al-Que*an, berdaku adil ©
“akan mendekatkan matusia kepada ketaqwaan.” '

4.2. Melenyapkan Kezaliman

Lawan keadilan adalah kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan sewenang-
wenang yang melampaui batas norma-nonma syari’at, akhlak dan kepatutan
yang berlaku dalam masyarskat. Warga Bulan Bintang berjuang untuk
menegakkan keadilan dan mefenyapkan setiap bentuk kezaliman di muka burmni,

Norma keadilan harus menjedi landasan dan menyemangati hubungan
antar individu, keluarga, masyarakat dan negara. Keadilan pertaraa sekali adalah
sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan [lahi, dan setelah itu keadilan
berdasarkan hati nurani dan pikiran yang sehat. Norma-norma hukum yang
berlaku haras ditegakkan di atas landasan norma keadilan. Demikian pula
hubungan antar negara dengan rakyat, dan hubungan pusat dengan davrah
secara timbal balik, Setiap kezaliman, baik terang-terangan maupun tecsembuuyi,
wajib ditentang melalui salurar-saluran yang sah dan demokratis seita menjurjung
tinggi norma-norma akhlak, hukum dan konstitusi. Warga Bulan Biatang
berkewnjiban menegakkan keadilan dan melenyapkan kezalirnan sebagal bagian
integral dari perjuangan untuk menegakkan amar ma 'ryf dan nakhi munkar
yang diperintahken olel [slam.

i

4.3, Menegakkan Kejujuran dan Kebenaran

Di sumping norma keadilan, warga Bulan Bintang berkewajiban untuk
menegakkan norma-norma kejujurmn den kebenaran, Kejujuran adalah ketulusan
vang didasari oleh piat dan I'ikad baik dalam berbuat dan bertindak, tanpa
menyembunyikan tujuan-tujuan sebenarnya yang hendak dicapai. Kebenaran
adalzh romusan kenseptual yang diungkapkan melalui kata-kata tentang sesvatu
yang sejalan deagan norma dan realitas yang ada dalam dunia nyata. Kebenaran
tidak boleh disembunyiken atau diungkapkan sedemikian rupa, sehingga apa
vang dikatekan berlainan dengan kenyatean sesungguhnya.

Allah berfirman dalam surat al-Shaff ayat 2-3:

"~ i-". " " ".n' "l ’p.- JJ..- - I‘i 'y :f‘ Pt - s tﬁ >
1 ghpdr Of it Sip 18 5 () D gladf Y 6 0 o1 14587 Gl Gl
.U i.l L ’Yn

"Wahal orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa

yang kamu tidak ketahui?

Cdmat besar kemurkaan di sisi Allah, bila kamu mengatakan apa yang
tiduk kamy kerjakan.

Kemudian dalam surat al-Bagarah ayat 44, Allah berfirman :

U gl S Cogdy b5 e ¢ ’ri’ il Uy f,.iu 3 0y

“Mengapa kopus surrkh; orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu
mehipakan dirl (kewajiban) mu sendivi, padahal kamu membaca Al-Kitab
(Tmrat)? Meaka tidakkah kamu berpikiv"?

Kewajiban warga Bulan Bintang adalah mengemukakan kebenaran itu
kepada siapapun, Dalam mengungkapkan kebenaran, sikap bijak dengan
memperhatikan suasang, termpat dan wakty tetap diperlukan. Mengungkapkan
kebenaran tidak perly merusak hubsingan balk antar sesama manusia, terkecuali

terhadap orang-orang yang nyata-nyata berbuat kezaliman,

H | i

|
Partai I?ulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



§  Pertapggungjswaban

§1. Hakdan Kewajiban
Allah menciptakan manusia ferdirt darl jenis laki-laki dan perempuan,
serta menciptekannya berbangss-bangsa dan bersukn-suku, adalah vntuk tujuan

saling mengensl, dan antars yang satu dengan vang lain tidakiah lebih mulia
keoualt karens ketakwaan kepada-Nya.

Allsh swi. berfitman dalam surat Ab-Hujurat ayat 13

h) U A Lisy S0 F e ase Bl g gl g
w5 4l G 28G5 Dt 4

YWakhal umat monusia, sesungguhmye Kami menciptakan kamu dari
seorang loki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-swku, supaya kanns soling mengenal; Sesungguhnye orang
yang paling mulia di andara kamu di $ist Allah adoalah orang yang paling
bertakwa di antara komu, ™

Prinsip ketakwaan yang menjadi dasar kemulisan bagi manusia dihadapan
Allah Subhanatu wa To 'ala ini tidek terlepas dari ajaran Isiam yang menegaskan
bahwa dalam penciptarn manusia melekat hak dan kewajiban, sehingga Islam
melarang kaum laki-laki dan kaom perempuan agar tidak bersifat dan bersikap
hasad, yaitw: sifat iri hati ataw denghki atas kelebihan salah satu pihak baik
kaum laki-laki maupun kaum perempuan,

Maka Allak memberikan pelajaran: Apa sebabaya laki-laki memimpin
perempuan, dan faki-laki memiliki kelebihan dari kaum perempuan?

Allah swt, berfirman dalam surat al-Nisa® ayat 34 :
o il Gy kg Gl s i G e B B iy
i

“Kenam laki-laki adaleh pemimpin bagi kaum perempuian, karena Alloh

it

relah melehihkan sebagian mercka flaki-laki} alas sebugatan yang lain

{perempuan), dem mereka (faki-laki) telah menafkahkan sebagian dart harta
mereka.”

Allah berikan kelebihan laki-laki atas perempuan adalah untuk menjage
dan melindungi kaom perempuan, sebagai kenyataan apabila terjadi perang
maka kaum laki-laki yang segere tampil k¢ medan pefang, vang divtamakan
untuk diamankan menjadi pengungsi adalah : “anak-anak, orong tua lanjut usia
dan kaum perempusn”.

Ajaran [slam menctapkan laki-daki yang menjadi suami atas istrinya
berkewsjiban memberikan nafkah lahir dan batin dengen cara bergand yong
baik {(mu’asyarah bi’l-ma'ryf). Kewajiban suami atas istel di antaranys ©
memberi nafkeh makan, minum, pakaian, tempet tinggal, pemeliharsan kesehatan,
Kepemimpinan dan tanggungjawab sebagai suami atas istri diwujudkan dengan
Agad Nikak dan Jjob Qubul, Inki-iaki scbagai suami memberikan Mahar (Mas
Kawin)} kepada perempuan sebagii calon istr, setelah caton istri menerima
Mahar {(Mas Kawin) dengan ikhias, maka sshlah pernikahan dan perkawinan

tu. Mahar (Mas Kawin} melambangkan penghormatan dan pengharggaan
laki-iaki atas perempuan yang telah menerima kepemimpinan Jaki-laki yang
akan memikul tanggungjawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga
dan rumah tangga.

Ajaran Islam mengajarkan tentang hubungan laki-laki dengan perempoan
bukan “kesetaraan” tetapi “keseimbangan”, kareng kenyataan secara fisik
lahiriyah Allah memberikan keutamaan vang bersifat fichriyah, yaitu ; “kekuatan
fisik dan kesempurnaan dalam kejadidmnya®™; Dan keutamaan yang bersifat
kashiy, ialah : “ karena itulah (kekuatan fisik) kepada suami dibebankan
membertkan naficah kepada kaum perempusm dan memimpin rumgh tangga.

Kewajiban suami untuk melindungi dan memenihi keperiuan istrinya
sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinan istri untuk melaksanakan
tugasnya yang bersift fitriyah, seperti : “meagendung, melahirkan, menyusui
bayi, mengasuh dan mendidik anak-anak”. Karena sifat perempuan yang
mentadi ibu adalah sabar dan lemah lembut. 3)

% Ahmad Mushiefa Al-Marsghi, Terjzmah Tafcir AbMermaghi, holaman (41343, juze® ke 5,
CV. Toha Patre, Semerang, 1984}

I
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Alah berfirman dalam surat al-Bagarsh ayat 228 :

e ot Al 30y 1300 by 3 B B 1 L
o5 5 W i gl 9T el

“Dan para perempuan mempunyvai hak yvang seimbang dengan
kewaiibannya menurut<cara yang ma ‘ruf; Akan ietapt para suami memparyai

satu rmgkama kelebihan daripada Istrinva, don /f;’;’az".* Muaha Perkasa lagi Moha
Bijaksana.”

5.2, ‘Tanggumg Jawab,

5.2.1. Fanggung Jawab Inditidu

. Karena itu dari segi tanggung jawab memakmurkan bumi dan tuges
penghambaan diri kepada Allah dalam kehidupan dunia, maka laki-laki dan
perempuan mempunyai kedudukan vang sama di depan-Nya.

Allah swt. dalam surat al-Nisa’ ayat 32, berfirman :
\Hmwwduﬂ&u&,imbmp Pyiad Yy
pwk;_gmsmma@dwmngh ;;:.:w..wgw

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarwiakan Allah
kepoda sebagian kamu lebih banyak dari sebagion yang lain, {kavena) kavm
lali-taki mendopat bagian dari usaha yang mereka lakukan dun ket percmpuan
{pun} mendopat bagian dari usaha yong mereka lakwkan: Dan mohonlah
kepadu Alioh sebagion davi kerimia-Nyo; Sesmggulinya Altak Mokha Mengetohui
terhadap segala sesyatu.”

Allah melarang baik faki-laki maupun perempuan bersikap hasad, yaitu:

irf hati atau dengki dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan memakmurkan
bumi,

i

Dalam surat sl-Ahzab ayat 35 Allah swt. berfirman ;
sty Sty ey Iy Gy G Gl
GEIGENY osly sty onaaly ey odatar
BNy Aaash CaBIN) oty Gaitay ol

Caae 1aly 8,00 aed Al St ol I 108 Al jS40

“Sesungguhnya laki-laki dan perempun yong muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmtin, 4 loki-laki dan perempuan yang tetap dalam
ketaatannye, loki-laki dan pora perempuen yong jujur (benar), laki-laki dan
perempuan yang sabay, laki-laki dan perempuan yang khusu’, laki-laki dan
peremption yang hersedekah, laki-laki don perempuan yang berpuasa, laki-
laki dins perempuaan yong memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan

yeng banyak menyebut (namaj Allah, Aliah telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pohala yang besar,”

Perbedaan yang diakui hanyalah perbedaan alami menjadikan laki-laki
sehagai ayah (atau berfungsi sebagai ayah) dan perempuan sebagai ibu (atau
berfungsi sebagai ibu yang melahirkan keturunan), schingga mengakibatkan
division of labours (pexabagian kerja) yang agak berbeda, Perbedaan alami ini
menjadikan laki-laki sebagai gawwam {pelindung dan penegak keadilan)
terthadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat dan
menjadikan perempuan secara naluriah merasa memeriukan perfindungan dari
kaurm laki-laki. Bulan Bintang sebagai partal yang berusaha menegakkan sistem
lahi dan sistem alami berjuang untuk menegakkan kesamaan derajat antara

laki-laki dan perempuan dan mengakui perbedean-perbedaan alami yang
diciptakan Allak di antars mereka,

43 Ying dimsksud dengen oreng "mugbiny disin jalah ireng-oriing yeng mengikust perintsh dan farangen
pada fnbienye { sediog dimukaud prang “mukmin” disint izlzhorang yeag membeoarkan apa yang harus
dibenardean donpan halinnya,

H
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5.2.1. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan
pribadi dan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari institusi
masyarakat, dan Allah Subhanatu wa Ta'ala menciptakan manusia dari Adam,
kemudian Allah memberikan kepada Adam seorang istri yang benama Hawa,
Allah jelaskan di dalam firman-Nya yang dimulai dengan seruan kepada umat
manusia di dalam surah An-Nisaa’ pada ayat I (satu}, yaitu :

iz Vg 515 °-‘-'"‘Ju-“¢p-<ﬂl*4-u‘ oS5y 1At o8 g
ui{-L__-—ﬂt,gu,u....gm AR ;L...., \j:'sb-Juq_nuJ
"1 LJJ@FUK&.U’:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu; Dan dari padanya Allah menciptakan
istrinya; Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dam
perempuan yang banyak; Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

{(peliharalah) hubungan silaturrahim; Sesungguhnya Allah selalu menjaga dem
mengawasi kamu."

Dari ayat di at..s amat jelas bahwa dari pasangan suami istri itu ( yaitu
Adam dan Hawa ), maka lahirlah anak-anak dan cucu-cucu serta cicit-cicit
keturunan manusia. Allah swt.menciptakan manusia dari asal tanah dan dari
keturunan Adam dan Hawa, maka Allah jodohkan manusia menjadi pasangan
hidup suami istri, membina keluarga dan membangun rumah tangga sebagai
tempat tinggal bersama suami istri, agar mendapatkan ketenangan dan
ketenteraman hidup berkeluarga dalam naungan kasih sayang.

Selanjutnya pada surat al-Rum ayat 21, Allah swt, berfirman:
oK oy ) 8 3 A 00 5 B T
037K 7 T W (B 0 iy
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmui istri-istri davi jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang;
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir. "

Pribadi dan keluarga dalam pandangan Islam merupakan pondasi dasar
dalam membangun kehidupan dan tanggungjawab sosial, sehingga dalam
hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, warga Bulan Bintang taat
kepada aturan [slam mengenai mahram dan aurat. Islam .embatasi pergaulan
antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menentukan jenis pakaian,
tidak membenarkan memandang lain jenis secara mendalam, menantang Khahvar
dan hal-hal yang berhubungan dengan firman Allah swt. dalam surat al-Nur
ayat 30-31:

ywt U\HJUSJTJ: i b 1 by Ll o 1 ek W,.JJJ.;
UJ.!....n.gL..:

LI I P

‘i“ i) b Yy b i) ¢ JE‘:’( ot ek el 18
b«-‘ﬁﬁ Ny S ot W L B G el G b
o6 ;f e dr&’-‘."'-' M 2 o Ll o&ﬂﬂ l P ol
'a_f:ﬂ;ji JJ{_;.E‘-E,@;QIJV ””{ XAV {UGJL.\.I qu.a.'ll_,;-fg_n Jf
fﬁ_b-,L 72 ¥y s e by o gt J.da.h PRES
u,,.m,ﬂ.so ﬂ‘ww*”‘d“ywua—-uwmhpm

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka
menundukkan pandangan (mata) mereka, dan memelihara kemaluan

(kehormatan) mereka, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka; Sesungguhrnya
Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka perbuat,
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Katakaniah kepada pevempuan yang beriman, hendaklah mereka
menehonkan pandanganmya, dan menjaga kemalugmnya don tidak menampakkan
" perhiasannya, kecuali apa yang blesa rampak daripadanya;

Dan hendaklah mereha menuiupkon (memanjangkan) kain kuduing
[mereka sampai) ke dadanya; Dan jonganiah memperlihatkan perhiasannya,
kecuali kepada suami mereka, wtau ayak mercka, atay ayoh suami mereka,
aton arck-anak mereko, atau anok-anak Suami mereka, olou sawdara-saudara
faki-daki meveka wtou anok-anok saudara laki-loki mereka, atau anak-anok
saudara perempuan meveko, atay sesama perempudn-perempuon Isiam, atau
budok-budak yang mereka miliki, atay pelayan-pelayen loki-loki yong tidak
mempunyai keinginon (dorongan seksuol terhadap perempuar), atau andk-
anak yang belum mongersi {merangsang) teniang aurat perempucn,

-Dan janganlah mereka thown perempuan) memukulkan kokinya agar
dikeratnd perhiasan yang merekasembunyikon,
 Dan bertaubatiah kan é&&da Allah, wahai orang-orang yang berinom,
semoga kamu beruntung.”

IV, AKHLAQ
1.  Keteladanan Rasulullah

Akklak adalah soomaenorms moral universal berkenaan dengan apa yang
baik dan buruk, hak dan batll, al-ma'rofl dan al-munkar. Norma-norma akhick
mengikuti semua orang. Para nabi dan rasul sepanjang sejarah selalu mengajak
kepada akidah yang benar dan akilak yang luhur. Prinsip-prinsip akhlak berasal
dari Allah Yang Maha Tinggi sebagal sumbar kebenaren, kelulran, keadilan
dan segala yang baik dalam hidup ini. A¥ilek yang baik hanya mungkin
ditumbubkan dengan keimanan yang dalam kepada Allah. Keimanan kepada
keadilan dan pembalasan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat mendorong
orang untuk berakhlak baik. Warga Bulan Bintang menjunjung tinggi akhiak
yang luhur serta berusaha keras menerapkannya dalam kehidupan peribadi,
keluarga, kepartaian, magyarakat, bangsa dan negara.

Islam sebagai jalan hidup universal seperti diformulasi oleh para ulama
terdahuty meliputi pokok-pokok akidah, syori‘ah (ibadah dan mu’amalah),
akhlak dan berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia
di dunia dan akhirat. Warga Bulan Biatang berkeyakinan bahwa pokok-pokok

'

i

akidah telah dijelaskan secara rinei dalam Qur’an dan Sunneh, demikian pula
segala sesuaty yang berhubungan dengan peribadatan secara kinsus (‘ibadah
mahdhak), Sistimatisasi kedua bidang ini telah diulas dan dibahas oleh para -
ulama mutekattinin dan foqaha yang hidup setiap zaman.

Panutan keteladanan dalam berakhlak adalah MNabi Muhammad saw,
karena Allals swi mengutusaya dengan tugas menunton manusia agar manusia
herakhilak mulia. Menurut Siti ‘Alsyah gambaran dari akhlak Rasnluliah
Sholludfabu ‘oloihi wasallam adalah seluruh isi Al-Quran. Karena itu sfapapun

vang berupaya mengamalkan isi Al-Qur'an dia telal berupaya meneladani
akhlak mulia Rasubulish Shoflallohu ‘aloiki wasallam,

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21 dan al-Anbiys ayst 107
sebapgai beriloat:
* . - tw','a« :M# ffﬁ ¢’ !' 13";[6:‘
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o dn 45,
“Sesunggubmnya teloh ade pada (diri) Rasulwllah ity suri tauladan yang baik

bogimu, {yaitu} bagi oroug-orong yang menghorap {rakmat} Allak dan
tkedatangar) havi kivmat, dan dia bonyok menyebut Allan.”

ineltand) B, Yy Sl

“Dan tidokioh Kani mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi} rahmat
semesta alam. ™

2. Mastahat dan Malsadat

Partai menyadari, bidang mu ‘amalah di samping prinsip-prinsip umum
dan beberapa rincian yang digariskan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, adalah
bidang yang hias untuk berijtihad menggali ajaran lslam untuk membahas
masalah-masalah bar yang timbul setiap saat, dengan selalu memperhatikan
keadann, tempat dan zaman,

Prinsip-prinsip dasar tidak berubah, tetapi masa dan zaman selalu berubah,
sebapgaimana diterangkan dalam Qur’an pada surat Yunus ayat 64 dan al-Rum

avat 30 ] PPN L
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“Tidak adu penukaran werkadep firman-firman Allah.”

wz&,._w‘;;uv

“Tidok ada penukaran {erfmdap ciptaan Allah.”

Menpghadapi pecubahan, partai wajilts mengamlbsif peran aktif untuk
memberikan arah kepada yang positif sesuai wntonan Islam. Dalam hal
perubahan, partai secara leluasa dapat menggali berbagai warisan pemikiran
yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia dengan menimbang baik
dan buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis Kitab Allah. Pertama sebagai
muskhaf, iz merupakan wahyu langsung yang disampaikan kepada Nabi
Muhammad saw. dan kedua sebagal alam berupa fnikvam-fukum alam, kehidopan
den i(ema'symkatan dari semmah-Nys yang tidak berubsh, Islam pada dasarnya
tidak ingin menghancurkan biidaya berbagai bangsa yang berasal dari hukum-
hukum kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan wahyu langsing
dari Allah, Wayvu matluww yang dibacakan langsung adalah pengeadali
kehidupan alam ind.

Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada wmat 1slam agar berperan
aktip mencegah segala bentuk kemungkaran, sebagaimana dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Siapa saja di antara kamu melikat sesuutu kemungkaran; maka
hendoklah dia mencegahnya dengon tangamnya (dengan kekuaiar atau
kekuasaan); jika dia tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempuryai
kekuatan atau kekuasaar) maka dengan lidahnya (tegioan dan nasehat dengan
lisan atau tulisam); fika (tidak sanggup demikiem (lentaran serba lemah) moka
dengan hatinya, dan yang (akhir) ini adalah iman yang paling temah,”

Pada surat al-Anfal ayat 25, Allah swt. Berfirman :

S s 7l % A1

“Dan jagalah dirimu dari bala’ (bencang) yang ridak akan menimpa,
kkusus orang-orang yong zalim sajo di antara kamu, dan ketahuilah,
sesunggubnya Allah keras siksa-Nva.”

ol s &l OF 1 ATy Lo
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Altner'ruf adalah semua yang dipandang baik oleh Qur’an dan Sunnzh,
dan el-rrunkar adalah semua yang dipandang tidak baik oleh kedua sumber
i, Sementary ity warga Bulan Binlang harus meninggatkan segela yang bersifat
syuhhat (diragui Kema'rufan atau kemungkarannya}, karena hal itu dapat
membawa kepada kemungkaran.

Rasululiah Shalloilahy ‘olaibi wasallen: bersabda :

“Sesungguiimya perkara yong halol itu jelas dan perkara yang haram
itw jugn jelas, antara kedvuanyo terdapal perkara syubhat, yong tidak diketahui
ofeh banyak orang; siapa saja yang menjaga diri dari perkara syubhot maka
int teloh mesgapa kesucion agama dan kehormataonnya, Siapa saja yang joiuh
ke dofom par,i"ara syvhhat moka sesimggubnya io telah jatuh ke dalam perkara
yang havam,

3. Amar Ma'rof dan Naki* Munkar

Menyadari tugas sebagai khatifah, manusia bertanggungjawab kepada
Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena ity perbuatan kebajikan harus
ditggakkan dan perbuatan keburukan harus dijauhkan dari kehidupan individu,
keluargs, masyarakat dan negara. Ini adalah perjuangan terus-menerus yang
ditegakkan secara individu dan kolektif. Dalam kehidupan dunia selalu ada
penantang kebaikan dan pendukung kemungkaran. Warga Bulan Bintang adalah

penegak semua yang al-ma rufdan pencegah dari semua yang al-mumkar dalam
kehidupan manusia,

Allah berfirman pada surat Ali Imsan ayat 104 dan ayat 110 sebagai
berikut:

A g m:za gl byaly gl iy b gy B R K,
;'J J.B.Li.d‘ F'B el }E 3
“Dart hendakioh ada 4f antara kamu sekelompok wmat mengajak kepada

kebaikan, menyurul berbuat ma ‘ruf, dan melgrang berém af mungkar, mereka
itulah ovang-orang yang beruniung.
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“Kamu adalah umat terbaik, yang ditampillan di tengah-tengah manusia,
Kamu menyuruh berbuat ma'ruf, melarang dari berbuat mungkar, dan beriman
keapda Allah.” :

PARTAI BULAN BINTANG berusaha mengembangkan bentuk oposisi
Islam dari konsep amar ma’ruf dan nahi munkar. Atas dasar ini, kebijakan
umum oposisi partai adalah menentang semua yang al-munkar dan mendukung
semua yang al-ma'ruf, dari pihak manapun datangnya, karena kebatilan itu
tetap batil dan kebenaran itu tetap benar, bagaimanapun bentuknya, pada masa
dan zaman apapun 'peristiwat}ga.

Allah swt. berfirman pada surat al-Bagarah ayat 42 :

YA 3y Capat 1 gad Sy Uty 350t 1 penedi Y 5
“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil,
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahut.”

V1. 'KEPEMIMPINAN

Manusia diciptakan oleh Allah swt kelebihan dan keistimewaan, yaitu
akal dan nafsu. Akal menjadikan manusia mampu untuk memikirkan dan
mendayagunakan segala ciptaan Allah untuk kemaslahatan (kebaikan) bagi
makhluk Allah, sedangkan nafsu dapat mendorong manusia mencapai sesuatu
kebaikan tetapi juga dapat mendorong manusia melakukan keburukan hingga
jatuh ke dalam martabat yang rendah, apabila manusia tidak dapat mengendalikan
gelora dorongan nafsu yang buruk.

Abkal dan nafsu sebagai keistimewazn dan kelebihan yang dimiliki manusia
dibandingkan mahkluk ciptaan Allah lainnya, pada hakikatnya terkait dengan
peran penting yang diberikan Allah kepada manusia selake khalifah yang
memiliki beban dan tanggung jawab melaksanakan amanah menjadi khalifah

Jil-ardhi (khalifah di bumi), sebagaimana Allah berfirman pada surat al-Bagarah
ayat 30 :

s eyt B e 2SS Sl @) Ud 5

"Ingatiah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Islam mensyariatkan bahwa tugas ke-khalifak-an adalah untuk mengelola

atan mengurus alam semesta, pribadi (diri sendiri), keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara.

1. Manusia dar Alam Semesta

Alam semesta sesungguhnya diciptakan oleh Allah swt dalam
keadaan stabil dan seimbang, sebagaimana dalam surat al-Mulk ayat 3 :

I _J'. = -0 B _'f_ 1 l:d’ﬂl T I’f. "
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“Yang telah menciptakan tufub langit berlapis-lapis; Kamu sekali-kali

tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak

seimbang; Maka likatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang
tidak seimbang?” o

Islam menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan
karunia yang harus dipelihara agar menjadi seimbang (stabil) dan terpelihara
guna kemanfaatan bagi semua makhluk ciptaan Allah swt, karena Dia tidak
melakukan sesuatu melainkan mengandung hikmah dan maslahat serta
pembalasan bagi manusia yang menyekutukan-Nya. Allah berfirman pula pada
surat al-Dukhan ayat 38-39 dan Luqman ayat 10:

eV g Uy i) onpald) s u)
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“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara

keduanya dengan bermain-main; Kami tidak menciptaken kedvarya melainkan '

dengan hag, tetapi kebamyakan mereka tidak mengetahui.”

ARVEW PORPTIP (I Ry B A
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“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang komu melzkamya, dan Dia
meletakkan gunung-gunung (di permukam) bumi, supaya bumi ftu tidak
menggoyanghin komy, dan memperkembeng biokkam padanya segale mocam
Jenis binatang, dan Kewmi turtoskan air agon dari langit, labs Kowi timbubkarn
padanya segala macam lumbuh-tumbuhon yang haik,”

i

Islam mengajatkan bahwa pemahaman terhadsp ketavhidan atas ciplaan
Allgh Subhanohu wa Ta ‘ala berarti meyakini syariat-Nva dan menjadiksnnys
sebagai prinsip dalam mengelola alam semesta bukannys mengikuti hawa
nafsy, karens itu manusia diperintahkan untek mengelola slam semests
berdasarkan syarist-Nya, sebagaimana firman Allah swi. pada surat al-Mulaninun
ayat 71:

J_,wa}zz} gt e el c,d% a4y
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“dndatkata kebenaran ity memauti howo nafu moreka, past binaseleh
Iangit dom b i, dam semua yang ada di delamnya; Sebenarnya Komi felok
mendatangkan kepada mercka kebanggaon mereky, tetapi mereka berpaling
dari kebanggawm, itu.”

2. Manusia Xhaiifah di Bumi

Pada hakikatnya, ;ﬁem:iptaazz manusia oleh Allah swr. dimaksudkan

sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang bekerjz untuk menjalankan frodak.

_ Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat af-Begarah ayat 30 dan al-An"am
ayst 165

v
i
i
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“Aku menciptakan khalifah di bumi. "
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“Dan Dia-tok yang menjodikan kamu khalifah-lhalifah {penguasa) di
buwni, dun Dia mengangkar {deraiat} sebagion kaniu aias sebagian (vang lain)
beberapa derajat untuk menguji kamu tentang apa yang diberian-Nya kepoada
kernu, ™

Manusia mendapat mandat wntuk mengelola, memelihera dan
mendayagonakan sefurch alam bagi kepentingan makhiuk Allah, sebagaimana
Allgh berfirman pada al-Hajj ayat 65 ¢

0P il s el 8 R0 A 5
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" Apakak kamn tidak melibat sesunggmya Atlah teloh mernjukkan
urdukmu apa yng ada of bumi, den {Ta mudakkan) kapal yang berlayar di
tautan dengan perintah-Nva, dan lo menahon benda-benda longit jatuh ke
bumi dengan ivimNye; Sesunggubmya Alloh Muaha Pengasih lagi Maha
Penyayung kepada manusia.”

Pada sural Lugman ayst 20 Allah berfirman ¢

EPR
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“Tidakkah kan melihat, sesunggukrya Allah teloh menunjukkan wnsk
thepentingan) kanne yang ada i langit den apa yang ada di bumi, dan
menyempurnakan wniwkmy ni‘mat-Nya lahir dan batin kepada kamu.”
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Tugas ke-khalifah-an manusia di muka bumi adalah untuk mengelola
segala makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil, berkeseimbangan
bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah, kerena
itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman
Allgh dalam surst al-A'raf ayat 56 :

WEECIES AT Y
“Janganloh kamu berbuat kerusakan di bimi setelah ia cocok untuk
kehidupan.

Perbuatan manusia yang tidak berdasar syariat dalam mengelola bumi
dapat menimbulkan kerusaken dan berdampak negatif yang mengancam
kelangsungan hidup manusis, karena it: Allah telah memberikan karunia kepada
manusia berupa akal pikiran, gerasaan dan tubuh uniuk menjalankan togas ke-
khulifahan-nya dalam memelihara kelangsungan hidup makhiuk Allsh di bumi,
sebagaimans firman-Nya pada surat al-Rum ayat 41:

R R T N
Q‘yr}im 2}1.09

“Telah nampoak kerusakan di darat don a"z' laut dzse&aékzm karena
perbuaton tangon mausia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebaogion
dari {akibat} perbuatan mereka, agar wereka kembali (ke jalan yang benar}. ™

3.  Bermasyarakat, Berbaugsa dan Bernegam

Islam mensyarfatkan kepada manusia bahwa dalam rangka menjalankan fugas
ke~&hilafah-an (kepemimpinan} tentunya secara fitrah harus diawali dari diri sendii
{pribadi} dalam ketaatan menjalankan syariet schagai wujud pengabdian kepada

Allah (hably 'v-mina l-Laghf} dan sosial kemesyarakatan (hablu ‘n-mina "n-naasty,
sebagaimana firman-Nya pada surat al-Maidah ayat 105

a...muu“‘“ ’HL]J..:a:;-'PS“ Y RSl o0 14T it it
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"Hai orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat
ity akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu teloh mendapat petunjuk,

- hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akon menerangkan

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan,

Sejalan dengan ketaatan untuk diri sendiri inj, disyariatkan pula kepada
marusia dalam menjslankan tugas ke-khilafah-an {kepemimpinan) untuk
memelibara keluarga, sehagaimana firman Alleh, pada al-Tahrim ayat 6 ;
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“Hai orong-orang yang beviman, peliharalah divimu dom keluargamy
durt api neraka yang buhan bakornye adolah manusia dan batu, penjaganya
mriatkat-malaikat yang kasr, yang Reres, yang tidek mendurhakai Alich
teriuudap apa yang diperintabion-Nya kepada mereka dom selolu mengeriakon
upa yang diperintahkan,”

Pada dasarnya, Ketastan divt sendiri (pribadi) dan keluarga terhadap
syarigt Allah merupakan pondasi bagi pelaksanasn tugss ke-khilofab-an
{kepemimpinan}, mengingat pribadi meropakan individu dalam masyarakat
dan keloargs meropakan paft terkeci! dalam masyarakat, karena it baik-
buruknys kehidupan masyarakat dan bangsa terletak pada baik-boruknya pribadi
dan keluarga vang bidup dalam masyarakat suabs bangss tersebut.

Masyarakat adalah kumpulan manusia secara kolektif menempati suatu
kawasan tertenty, hidvo bergaul satu sawma lain dalem moenyelenggarakan
kepentingan bersama, Manusie adalah makhluk bermasyarakat, karena secara
alamiah manusis tidek mungkin hidup menyendiri. Bengsa adalah kumpulan
masyarakat yasg mendiami suate kawasan tertentu, baik berdasarkan ikatan
kesamaan keturonan ataupan terbentuk karena kesamaan tertentu, ataupun
terbentuk karena kesamaan nasib dan kehendak. Sedangkan negara adalah
wadah bangsa tersebut.

Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan
bersama dalam rangka amar ma'vyf dan nahi munkar, untuk menciptakan

tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta ‘ala, Negara

Partai jBuIan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



meruiliki kekuasaan dalam merumuskan kebijakan, melakukan tindakan, bahkan -

memaksakan sesuatu, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh norma-norma
hukum yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran dan kebensman,
Bagi warga Bulan Bintang, negara adalah wadah dan sekaligas alat untuk

mencapai tujuan monegakkan syariat Islam, dan negara bukanlah tajuan it
sendiri,

3.1, Negara adalah Alat Mencapai Tujuan

Sebagai alat, keberadaan negara adalah sebagai institusi yang perp
diciptakan, karcna tanpa adanya negara, mustahil orang dapat merealisasikan
tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniasn, di mana wargs
Bulan Bintang berkewajiban mempedomani syarias Islam untuk membangus
negara. R

f’

Pt

‘Daler membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
warga Bulan Bintang memperjuangkan tegaknyz tatanan masyarakat yang
menjadi cita-cita Islam. Setiap masalah yang dihadapi bersama wajib dipecahkan
secara musyawarah yang berlandaskan hikmah dan kebijaksanaan serta
senantiasa memohon petunjuk dari Aliah Subkanohu wa Ta'ala.

Allah swt berfirman dalam pada surat al-Mahi ayat 125 :
‘.p L] “:'sﬁ séh-! .V:GJ.JL;.'} —rr - 'h aL.p.J:ner _..l: .L! w:’ J'-ﬂ:‘ Lr.il &'31‘

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dem petajaron
yang baik, dan bamahlah mereka dengom cara yang baif. "

Musyawarah dikembangkan dari prinsip sywra yang menjadi ciri nmat
beriman dan merupakan amanat Allah supaya pihak-pihak yang berwenang
dalam masyarakar dan negara menegakkan sywra dan memusyawarahkan
masalah bersama dengan rakyat, sebagaimana diterangkan dalam al-Syura
avat 38 :
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“Deon wrnson di antara mereka (dipweaskon dan ditetapkan) berdosarkon
syura {rusyowarah} o antara mereka,

Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 159 sebagei berikut

3{35&;..3};1:&_,

“Dan bermusyawaralah dengen mereka dalam wusan itu (kepertinga
bersama).”

Warga Bulan Bintang kini sepenuhnya bahwa ajarar Islam universal dalam.
memberikan bimbingan tentang cara penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
herbangsa dan bernegara,

3.2, Meoegakkan As-Siyasab Asy-Syar’iyyah

Ke-khalifah-an dalam bidang politik berarti penegakan as-sulthon
{(kekuasaan) serts as-siyasah asy-syar ‘iyyah (kebijakan yang sah berdasarkan
syari’ah) dan nizham al-hukm (sistem pemerintahan) dalam negara hukum.

Allah swt, berfirman dalam surat al-Nahl ayat 90 dan al- Jatsiyah ayat 18,
sebagai berikut
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"Sesungguhnya Allah menyuruly thamu) berlaky odil dan berbuat

kebajikon, memberi kepada kavmn kerabat, dan Aliah melorang dari perbuatan
keji, kemungkaran dean permusuhen;

“Diu (Allak) memberi pengajaran kepada kamy, agar kamu dapat
mengambil pelafaran,”
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“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganiah kamu ikuti
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

33. Kemajemukan

Ajaran Islam mengakui keberadaan berbagai masyarakat dan bangsa di
~muka bumi dengan segala kemajemukan intérnal maupun ekstermal yang ada
' padanya, Kemajemukan itu tidak perlu menyebabkan timbulnya konflik dan
permusuhan, karena sampai akhir zaman pun di muka bumi akan terus dijumpai
kemajemukan etnik, bangsa dan agama. Kemajemukan mengharuskan warga
Bulan Bintang mencaritkesepakatan-kesepakatan bersama dalam
menyelenggarakan kepentingan bersama dan demi mencapai kemaslahatan
bersama pula. Nabi Muhammad saw telah mencontohkan bagaimana membina
kehidupan masyarakat yang majemuk ketika beliau hijrah ke Yatsrib dan
mengubah kota ite menjadi Madinah. Kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan
dalam naskah yang dinamakan “Piagam Nabi" atau “Piagam Madinah”.
Dilihat dari sudut pandangan hukum ketatanegaraan kontemporer, Piagam
Nabi atau Piagam Madinah itu hampir setara dengan konstitusi sebuah negara.
Memang piagam inilah yang menjadi cikal bakal perjalanan Rasul saw dalam
menghadapi segala tantangan dalam berpolitiknya. Dalam piagam inilah
tercantum prinsip-prinsip bermegara secara utuh dan komprehensif.

3.4. Islam di Nusantara

3.4.1. Umat Islam di kawasan Asia Tenggara mempunyai sejarah dan tradisi
yang panjang sejak berabad-abad yang lalu. Gelombang-gelombang Islamisasi
di Asia Tenggara sangat mungkin telah terjadi sejak abad-abad pertama Hijriyah.
Proses ini berlanjut terus sehingga terbentuk komunitas-komunitas masyarakat
muslim. Kesultanan-kesultanan Islam mulai terbentuk pada penghujung abad
ke-13 Miladiyah seiring dengan kian pudamya pengaruh agama serta kerajaan-
kerajaan Hindu dan Budha.

3.4.2. Kehadiran Islam di kawasan Nusantara telah melahirkan zaman baru
dan peradaban baru di kawasan ini, yakni peradaban Melayu lslam.

Pengaruh Islam ke dalam cara berpikir, budaya hukum, ungkapan-ungkapan
istilah serta pengayaan bahasa Melayu menjadi bahasa intelektual keagamaan
Islam di kawasan ini sangat besar. Kehadiran Islam telah mengubah cara
pandang yang penuh dengan unsur-unsur kemusyrikan dan tahayul menuju
pandangan berlandaskan semangat tauhid yang mendorong ke arah penggunaan
akal dan pikiran yang rasional. Proses Islamisasi institusi-institusi politik,
hukum dan ketatanegaraan terus berlangsung, walaupun dalam berbagai segi
telah terjadi sinkretisme antara Islam dan institusi-institusi lama yang berkembang
sejak zaman pra Islam. PARTAI BULAN BINTANG sebagai partai Islam akan
terus berusaha meluruskan proses ini, sehingga tercipta kondisi yang lebih
ideal sesuai tuntunan Islam.

3.4.3. Proses pembentukan peradaban Melayu Islam di kawasan Asia Tenggara
menghadapi tantangan besar dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang
bermaksud untuk menaklukkan kawasan ini. Sebab itulah sebagian besar energi
telah dicurahkan dalam upaya membela dan mempertahankan diri. Akhimya
[slam tidak hanya diyakini sebagai keyakinan agama, tetapi juga sebagai
identitas dan ideologi perjuangan untuk mempertahankan diri dan mengusir
kaum penjajah. Sungguhpun demikian, kekalahan dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta perpecahan-perpecahan internal di kalangan
umat Islam sendiri, mengakibatkan pada akhimya satu demi satu kesultanan-
kesultanan Islam itu dapat ditaklukan. Pada penghujung abad ke 19, sebagian
besar kepulauan Nusantara telah jamh ke tangan kekuasaan asing. Kerajaan
Belanda kemudian menata pemerintahan kawasan ini dalam organisasi semi
negara yang bersifat kolonial, yakni Hindia Belanda. PARTAI BULAN
BINTANG akan terus berusaha menumbuh kembangkan identitas dan persatuan
Islam bersifat nasional yang sudzh terbentuk sehingga menjadi lebih sehat
mengikis politik pecah belah serta orientasi sekuler warisan penjajah yang
masth tersisa. '

Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 59-60 :
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."Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira, mereka akan dapat lolos

(dari kekuasaon Allah); Sesumgguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah);

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi
dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan
i) kamu menggetarken musuh Allah, rrusuhmu dan orang-orang selain mereka
yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya; Apa saja yang
kamu nafkahken pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadaniu,
dan kamu tidak akan dioniaya (dirugikan). "

-3.4.4. Meskipun hampir seluruh wilayah Nusantara jatuh ke tangan Belanda,
perjuangan mengusir penjajah terus berlanjut. Seiring makin berkurangnya
perlawanan bersenjata, cara-cara baru dalam berjuang mulai diperkenalkan,
yakni melalui berbagai organisasi sosial keagamaan. Tujuannya adaleh untuk
membangkitkan kesadaran masyarakat tentang nasib mereka sebagai bangsa
yang terjajah. Wama Islam ta.mﬂakjelas dari gerakan ini. Sarekat Dagang Islam
telah- mengawali timbulnya semangat keagamaan dan sekaligus semangat
kebangsaan, yang akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat-
masyarakat suku di Nusantara adalah suatu bangsa yang mengalami nasib yang
sama dan mempunyai cite-cita yang sama, yakni membangun ikatan persaudaraan
untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, PARTAI
BULAN BINTANG tidak mempertentangkan antara kebangsaan Indonesia

dan cita-cita Islam atau dengan kata lain negara nasional Indonesia dapat
mewujudkan cita-cita Islam.

3.5. Proklamasi 17 Agustus 1945

3.5.1 Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 patut
disyukuri sebagai anugrah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan
itu adalah juga buah dari hasil perjuangan bangsa selama beberapa abad. Umat
Islam yang merupakan komunitas terbesar di tanah air ielah menyambut dan
mendukung kemerdekaan itu dan terus terlibat secara aktif dalam membela
dan mempertahankannya, Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Islam telah,
sedang dan akan terus memainkan peranannya dalam memberikan arah bagi
perjalanan bangsa ke masa depan. Sebab itulah warge Bulan Bintang
berkeyakinan bahwa pembicarzan Islam di.Indonesia tidak mungkin terlepas
dari pembicaraan tentang nasib bangsa. Demikian pula sebaliknya, pembicaraan
nasib bangsa juga tidak mungkin teriepas dari pembicaraan tentang Islam.

Partai Biulan...

Allah swt. berfirman dalam surat al-A'raf ayat 96 :
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“Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri heriman dan bertakwa,
pastilah Kami aken melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,
telapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya.”

3.5.2 Umat Islam sebagai komunitas terbesar bangsa memikul beban dan
tanggung jawab yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena itulah
warga BULAN BINTANG bertekad untuk mempertahankan eksistensi bangsa
dan negara Indonesia terhadap kekuatan mana yang bermaksud merusak dan
menghancurkannya. Usaha tersebut adalah bagian dari pejuangan keagamaan,
karena bagi warga Bulan Bintang antara keislaman dan kebangsaan bukanlah
dua hal yang terpisah, tetapi sebuah kesatuan yang integral. Warga Bulan
Bintang bertekad untuk menjadi muslim sejati dan sekaligus sebagai patriot
sejati bangsa pembela kebenaran. Niat pertama adalah berjuang karena Allah
demi kemuliaan bangsa Indonesia dimana umat Isiam merupakan bagian
terbesamya.

3.53 Kemajemukan bangsa Indonesia bukan saja kemajemukan etnik dan
agama, tetapi juga kemajemukan aliran politik dan golongan. Warga Bulan
Bintang mengakui kemajemukan, menghormati perbedaan-perbedaan di tengah-
tengah rakyat, dan membela kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan
sendiri pilihan dan pendirian politikniya. Warga Bulan Bintang membela sistemn
syura dan nilai-nilai demokrasi yang jujur dengan sistem multi partai berdasarkan
prinsip fastabiqu! khayrat di mana semua golongan mendapat kesempatan yang
sama untuk berkompetisi secara sehat serta membangun kerjasama yang adil
dan harmonis dalam menegakkan kepentingan bersama, Aliran atau golongan
satu-satunya yang tidak mempunyai hak hidup hanyalah golongan yang
memusuhi demokrasi itu sendiri. Sebab itu warga Bulan Bintang menolak
keberadaan golongan Komunis dan golongan lain yang ingin melenyapkan
kemajemukan dan menciptzkan sistem monolitik yang bersifat kediktatoran.
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* 3.6 . Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, ajaran Islam meminta
warga Bulan Bintang untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup
di dunia. Ajaran {slam juga menyuruh untuk berusaha memperoleh keselamatan
hidup di akhirat. Kesejahteraan hidup di dunia sangat tergantung kepada tingkat
pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, Karena itu warga
Bulan Bintang berjuang untuk membangun kesejahteraan sosial dengan
menegakkan suatu sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh prinsip-prinsip
agama serta tujuan penghambaan diri kepada Allah, penyediaan sarana dan
parasarana kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk, penyediaan

~ pemukiman yang layak huni sesuai harkat dan martabat manusia, dan usaha-
usaha lainnya yang halal bagi kesejahteraan selurub warga lahir dan batin.
Program islamisasi ilmu pengetahuan yang sedang dikembangkan oleh beberapa
lembaga intemasional dan @niversitas Islam Internasional sejak beberapa
dekade yang lalu, mendapat’perhatian khusus PARTAI BULAN BINTANG.

Program ini diharapkan dapat mengisi kurikulum pendidikan nasional yang
berwajah manusiawi dan Islami di masa depan.

Allah berfirman dalam surat al-Taubah ayat 122 :
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“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya
(ke medan perang); Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang
agama, dan wntuk memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

* Pada surat al-Qashash ayat 77 Alleh swt berfirman :
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“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganiah kamu melupakan bagianmu dari (keni'matari)
duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu.”

3.7. Ekonomi

3.7.1. Perjuangan pertama PARTAI BULAN BINTANG dalam bidang sosizl-
ekonomi adalah memenuhi keperluan-keperluan dasar (basic needs) seluruh
warga negara sesuai dengan hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai hamba
Allah, dan selanjutnya adalah perjuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan
manusia yang sekunder dan seterusnya.

3.7.2. Dalam rangka pembangunan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung
tegaknya prinsip demokrasi ekonomi yang bebas dari riba, penindasan, n'{onopol.l,
dan maksiat yang sering diistilahkan sebagai ekonomi Islam. Bumi dan air
berserta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara untuk
kesejahteraan seluruh rakyat. Penguasaan ini mengandung makna bahwa negara
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan pemanfaatan sumber
daya alam demi kemakmuran bersama, Keberpihakan negara dalam
pembangunan ekonomi adalah kepada rakyat banyak, dan bukan kepada
kelompok kecil orang dalam masyarakat. Untuk itu pemerataan kesempatan
berusaha harus lebih dikedepankan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi

 yang dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena itu

warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan sistem perekOnor!l ian nasional
yang adil dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi ekonomi yang bebas
dari riba, penindasan, monopoli dan maksiat.
Allah berfirman dalam surah Al-Bagarah ayat 275-278
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"Orang-orang yang mokan (mengambil) riba. 5 tidak dapat berdirs
melainkan seperti berdirinya oramg yong kemasukan syaiten lantaran (iekanan)
penyakit gila 6} Keadaon mereka yang demikion ity adalch disebablom merekno
berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu soma dengan riba, pudahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan menghoramkan ribe; Orang-orang
yang telah sampai kepadanya lorangan dari Tuharmya, laly terus berhenti
(dari mengombif riba), maka baginya apa yang telah diembiinya dahuly,
(sebeliim datang larangorn); dan urusannyo (terserah) kepada Allah; Orang
yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghunii
neraka; mereka kekal di dalamnya.”

(,:_ﬁ i :ff e 3 Ay coiCal ‘;!'Jj} i A S

" Allah memusnakﬁnm%ba dan menyuburkan sedekah. 8) Dun Allah

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, den selalu berbuat
dosa.”
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjokan amal saleh,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya; Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
hersedih hati.” %)

§) Ribaiw ndn dua macan ; nasinh dan fadhl. Riba nasiah ialah pembaayaran lebih yang disyaraiken glch
prang yarp meminjamkan, Riba Falhi ialah penukacean sustn barang dengan barang yang sejenis vapi
lebih banyak jumiehnys karena orang yang menukarkan mensyarakan demikian, scpem perukaran
emas dengan emas padi dengan padi den sehagainys. Riba yang dimaksud dalirn syat ini rita nasish
¥ang berlipat ganda dan umum terjadi dalern mesysrakat A jabifivah,

6} Maksudnya orng yang mengambit riba tidak tentrem jiwanyn seperti orang kemasukan systan,
T Riba yang sudah diambil {dipunggut} sebelum turun ayat ini, bolch tidak dikembalikan,

8) Yang dimaksud dengan memusarhkan riba ialah memusnahkan havta ity atse mentiadakan berkahnya,
dart yang disoaksud dengan menyuburkan sedeka inlsh memperkembranghan harbs yeng tehal dikctiarken
sedekahnyd otan melipat gandakan beskshays.

9) Maksudnys  istah crang-crung yang menghalalkan riba dan tetap melakukanpryi,

i

Partai Bulan.

“Hai orang-orong yung beriman, bertukwalah kepada Allakh, dan
tinggatkan sisa riba {yong behan dipunguy), jike kamu orang-orang yong
berimon.”

31.8. Linpgkungan Hidup

PARTAI BULAN BINTANG melihat pemeliharaan terhadap lingkangan
hidop dari sudet konsep kailafah {pengelolaan bumi berdasarkan mandat Allah),
dan fospkhir {pendayagunaan lingkengan alam sesvai tuntonan Allah).
Lingkungan hidup mencakup bumi, air, hewan, tumbuohi-tumbuhan serta serua
yang ada di atas dan di dalam perut bumi dan langit merupakan nimat Allah
yang wajib disyukuri. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan
pnns;p syvkur ni’mat.

38.1. Ap-Syakur, ialah yang banyak bersyukur, maka ni‘mat Allah akan
bertambah; dan yang kufir dan ingkar (atas ni’mat) makae ni’mat itu
hilang.

Sebagaimans Allah berfirmannta pada surat tbrahim ayat 7:
St ‘_,:1.1.....9 o) 4.5',«...‘1 oy Fﬁ' ;.J””Ji.*a g ‘,S.f:;. ol 3y
" Twhan komu menvatakiar sesungguhnya”r‘rka kamu Sersyvkur pasti Kamj

menambak (ni ‘mat) unguk kam, tetapi bila kamu mengingkari (ni'mot) Ku
maka siksa Ku amat pedih.”

3.82. Ifsad adalah perbuatan merusak kelestarian alam dan lingkungen
Allah berfirman dalam surat al-Qashasah ayat 77 .
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“Dun janganiah kamu berbuat kerusokan Jf bumi, Allah sesunggubnya
tidak suka kepada para perusak.
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3.8.3 TIabdzir, adalah perbuatan boros yang merusak kehidupan di bumi.
Allah berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 27 :
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“Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara
syaitan, dan syaitan itu membangkang kepada Tuhannya.’

3.8.4 Israf, adalah tindakan tidak patut, berlebihan, merupakan perbuatan
" melampaui batas.

Allah berfirman dalam Surat Al-An’am ayat 141:
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“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak sukg
kepada orang-orang yang berlebihan.”

Pada surat al-A’raf ayat 31, Allah berfirman :
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“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, Ia (Allah)
sesungguhnya tidak suka kepada orang-orang yang beriebih-lebihan.”

Pemanfaatan segala sumber rezeki yang halal dan thayyib (baik) bagi
keperluan manusia sesuai ketentuan hukwm Allah, tidak holeh merusak kehidupan
dan lingkungan hidup alam semesta.

3.9. Hubungan Internasional

3.9.1 Dalam pergaulan antar bangsa, warga Bulan Bintang menjunjung tinggi
prinsip persaudaraan dan persamaan derajat semua bangsa di muka bumi.
(Surah Al-Hujurat, ayat: 13, dan Surah Al-Ma'idah, ayat: 8). Hubungan antar
negara dan bangsa berdasarkan atas prinsip saling menghormati sesuai ajaran

Islam dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Hubungan seperti ini hanya
mungkin ditegakkan dalam dunia yang ber;’itikad baik untuk membangun
hubungan antar bangsa yang bebas dari penindasan, agresi dan eksploitas.
Warga Bulan Bintang mendukung keberadaan badan-badan internasional yang
berusaha menciptakan tata dunia yang adil, dengan memperhatikan secara
sungguh-surgguh suasana saling ketergantungan antar bangsa dan negara.
Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan perdamaian dan ketenteraman
masyarakat dunia berdasarkan prinsip persamaan derajat dan saling menghormati.

3.9.2 Menyadari saling ketergantungan antar negara dalam pembangunan
sosial dan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung kerjasarna bilateral dan
internasional atas dasar saling menguntungkan sesuai tuntunan Islam. Pertama
sekali adalah kerjasama antara sesama umat di dunia Islam berdasarkan ukhuwah
Islamiyah, kesamaan akidah dan tujuan hidup.

Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 berfirman :
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“Saling tolong menolonglah berdasarkan kebajikan dan tagwa, dan
Jangan folong menolong berdasarkan dosa dan permusuhan.”

Dalam surat al-Taubah ayat 71 difirmankan Allah :
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“Laki-laki beriman dan perempuan-perempuan beriman saling melindungi
antara satu dengan yang lain."”

Pada surat al-Fath ayat 29 disebutkan :
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“Muhammad adalah seorang wiusan Allah, dan orang-orang yang
bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi saling mengasihi
antara sesama mereka.”
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Selanjutnya membangun kerjasama antara berbagai bangsa pejuang
kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di dunia,

V. KHATIMAH

Tafbir Asas inl menjadi pegangan dan rujukan yang mengikat bagi selurub
“warga Partal Bulan Bintang di posisi manapun mereka berada, dalam
- memperjvangkan cita-cita Islam menuju “Balderun Thayyibatun wa Robbun
Ghuafuurun”, yang skan ditegakkan di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Kepada Majelis Syura dan Dewan Fimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
serta Majelis Pertimbangan sesuai dengan tingkatannya diberikan tugas
pengawalan atas Tafsir Asas ini, dengan kewenangan sebagai pemutus dalam
berbagai persealan yang kkmungkinan terjadi dikemudian harl

Dengan komitmen yang ko¥t terhadap pelaksanaan Tafsir Asss ini, warga
Partai Bulan Bintang vakin dan percaya batowa Allah Subhanahu wa Ta’ala
akan senantiasa membanto perjuangan yang berdasarkan ikhlas karena Allah,
untuk kernulinan umat, bangsa dan negara,
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1. Agus Dewiwarsonn

2. Yasin Ardhy
3. Siaiful Kasim
4. Abdumrahman MZ

8, Aspihuni
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KETETAPAN MUKTAMAR I PARTAI BULAN BINTANG
Nomeor : 88/TAP/Muktamar Y2068
Teniang
KHYTTAH PERJUANGAN PARTAI

Bivmiliahirrabmanivrokim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT, Muktamer 1 PARTAL
BULAN BINTANG, setelah:

Menimbang : |, Bahwa untuk mengapai tujuan partai dan pengabdiannya
kepada umat dan bangsa Indonesia secara keseluruban,
perin disusun iKhittah Perjusngan Partat

2. Bahwa Khittah Perjuangan Partat merapakan tuntunan
umum secars rasional bagi jajaran partai dalam merumuskan
dan menvusun Program Kerja;

3. Bahwa uniuk itu, perle adanya ketetapan Muktamar
PARTA] BULAN BINTANG.

—

Mengingat : . Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1)
Anggaran Dasar;
2. Pasal 21 aya: (1), ayat (4), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat
{3} huruf a ayat (7), ayat (8) Angraran Rumah Tangga;
3. Ketetapan Muktamar Il PARTAI BULAN BINTANG Nomor
: 01/Tap~-Muktamar Il /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
11 PARTA] BULAN BINTANG.

Memperhatikan:  Sidang Pleno [ Muktamar H PARTAT BULAN BINTANG,
pada tanggal 30 Apeil - 81 Mei 2008 |

MEMUTUSKAN
Menetapkan: 1. Mengesahkan Khittah Perjuangan Partai sebagaimana

terlampir.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejuk anggal ditetapkan.

H ' FIN
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Billahi attanifiy wol-hidayah
Wassaltamiu'glaihem warahmatutiahi wabarakatul

Ditetapkan di  © Surabaya

Pada tanggal : 20 Rabiul Awwal 1426 H
25 April 005 M

PEIMPINAN
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MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITOW

Angpota: P

1. Agus Dwiwarsonn

2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman Mz

5. Aspibani

1

KHITTAH PERJUANGAN
PARTAI BULAN BINTANG

1. MUQADDIMAH
2 e b
" Dengan nama Allah yang Maha Pengosih, Maha Penvayang,

Allah Subhanabu wa Ta’ala berfioman ;
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*Dia ielah mensyari atkan kamu tentang agama apa yavg telah diwasiatkem-
Ny kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu don apa yong
telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa vaitw: Tegakkanlah agama
dan jangonlah kamu berpecah belah tentangrya, Amen berat bagi orang-orang
musyrik agama yang kamu sery mereka kepadanya. Allah menarik kepada
agama ity orang yeng dikehendaki-Nya don memberi petwyjuk kepada (agama)
-Nyis arang yang kembali (kepada-Nya).” (Q8. Asy Svwra: 13}

Balywa Khittah Perjuangan Partal adalah geris-garis besar perjuangan
partai yang merupakan refleksi operasional kandungan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan Tafsir Asas serta akomodasi aspirasi dan upaya
sktualisasi kepentingan partai yang hidup df tengab-tengah masyarakat dan
bangsa Indonesis dalam bentuk prograswprogram umum perjuzangan politik
partai yang akan dilaksanakan ke depan,
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Bahwa pada sisi yang lain Khittah Perjuangan Partai juga harus
memperhatikan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat Indonesia pada
umumnya dan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber
daya manusia yang ada. Dengan demikian juga perlu secara jeli melihat dan
mewaspadai berbagai faktor kendala yang di hadapi sehingga pada giliranya

program umum perjuangan ini mampu memaksimumkan harapan menjadi
kenyataan.

Bahwa mencermati perkembangan dan dinamika masalah aktual nasional
bangsa, negara dan pemerintah saat ini adalah rusaknya akhlak dan atau
moralitas masyarakat, lemahnya kesadaran dan pengamalan ajaran agama,
kondisi perekonomian dan kemandirian ekonomi yang masih belum pulih,
persoalan penyelesaian utang luar negeri yang belum teratasi, berbagai musibah
yang silih berganti menimpa, masa transisi sistim pemilihan eksekutif dari
model pemilihan tidak langsung kepada pemilihan langsung oleh rakyat secara
keseluruhan, sistim politik yang lebih demokratis, partisipasi rakyat yang luas
dan nyata, sikap po.itik rakyat yang semakin kritis, lemahnya penegakkan
hukum dan disiplin nasional, lemahnya kebanggaan nasional.

Pada sisi lain secara internal Partai Bulan Bintang tidak lolos electoral
threshold pada pemilihan umum tahun 2004, Kesempatan untuk tetap
menggunakan nama dan lambang partai yang sama di pemilu tahun 2009
hampir tertutup, kecuali bergabung dengan partai lain yang merelakan ietap
menggunakan nama dan lambang Partai Bulan Bintang. Namun dibalik itu
Partai Bulan Bintang juga memiliki modal yang tidak sedikit, antara 2,9 juta
pemilih pada pemilu 2004, 569 oranyg legislator di seluruh Indonesia, 2 orang

menteri, jaringan partai sampai di tingkat ranting, kepala daerah dan wakil
kepala daerah dan modal-modal lainnya.

Untuk mengantisipasi segala permasalahan dan upaya menggerakkan
seluruh kekuatan dan sumber daya partai maka seluroh jajaran partai harus
mengambi! langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengatasinya.

2. VISI DAN MISI PARTAI
Visi Partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang lslami.
Misi Partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju,

mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut
menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

3. STRATEGI PERJUANGAN PARTAI

a. Meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama
membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah Ranting, RW,
RT dan melakukan proses kaderisasi secara komprehensif.

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan spirit ukhuwah Islamiyah
dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bermegara.

¢. Menentukan pilihan sikap politik yang tepat dan Islami menghadapi
pemilihan umum 2009.

d. Membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat
dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

e. Melaksanakan aktifitas yang menyentuh kepentingan umat.

f. Melaksanakan persiapan dini untuk pemilihan umum 2009.

g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan

4. PROGRAM PERJUANGAN

Program Perjuangan ini di harapkan mampu mengakomeodasi aspirasi
warga Bulan Bintang yang tumbuh subur secara nasional dan sekaligus
aspirasi pluralitas masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk
mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa
Indonesia.

A. Program Internal Partai

1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi.

a. Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran
Keluarga Besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi
Kepengurusan Partai ( OKP ) dan lain-lain.

b. Melakukan konsolidasi organisasi sampai ditingkat yang paling
bawah Ranting, RW dan RT, antara lain dengan menyelenggarakan
PESANTREN MODERN TERBUKA (PMT) sebagaimana konsep
DPP Partai Bulan Bintang.

c. Melakukan reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan
efisien.

d. Melakukan kajian ulang terhadap konsep sistetn dan pelaksanaan

kaderisasi partai secara nasional.
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Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan-badan non
struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan

terhadan partai, antara lain dengan membentuk Lembaga-lembaga
Swadaya Masyarakat ( LSM")

f. Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi

b.

b.
c.
d.

e.

dan silaturahmi yang efektif pada lingkungan partai secara nasional.

. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah
a.

Melakukan kajian-kajian kelslaman disetiap tingkatan kepengurusan
partai.

Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan
melaksanakannya secara sistematis terprogram.

Memelihara dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dengan
sebanyak-banyaknya potensi, subyek dan obyek dakwah.

. Memprakarsasi dar'imelaksanakan pertemuan antar lembaga-lembaga

. B . 5
dakwah sesuai tingkatan untuk menciptakan syiar Islam.

. Membangun silaturahmi dengan ormas Islam untuk memperkuat

basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai.
Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah melalui masjid,

mushalla, surau, langgar, institusi pendidikan dan media dakwah
lainnya.

. Pemberdayaan Ekonomi Anggota
a.

Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi
pengembangan usaha semua kader partai.

Membangun jaringan nenworking pengusaha kader partai secara
nasional. :

Membangun pusat informasi dan kemunikasi usaha bagi pengusaha
kader pariai. ,

Mendorong terbentuknya lembaga permodalan dan/atau lembaga
penjamin simpanan bagi pengembangan usaha ekonomi kader partai.
Menciptakan Lapangan Kerja dan usaha produktif yang halal.

Pemberdayaan Generasi Muda

a.

Mendorong dan mendukung sepenuhinya usaha-usaha Pemuda Bulan
Bintang dalam membina dan memberdayakan generasi muda serta

memperluas basis dukungan partai dari kalangan pemiiih muda dan
pemilih pemula.

Partai Bplan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009

d.

Mendorong dan memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi
muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik dari partai.
Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara
konsisten dan terus menerus.

Mengadakan pelatihan ketrampilan berbasis teknologi informasi

. Pemberdayaan Perempuan
a.

Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal
dalam wadah khusus, melalui penugasan dalam berbagai aktifitas
partai.

. Memperluas kesempatan bagi kader perempuan (muslimat) berperan

lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syari’at Islam.
Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga
dan masyarakat.

. Meningkatkan advokasi dan hak-hak kaum perempuan yang bekerja

di dalam maupun luar negeri.

. Pembinaan dan Pengembangan Profesi
d.

Melakukan up-grading dan pelatihan terhadap kader partai yang
mengemban amanah sebagai pejabat publik.

Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk berkiprah
dalam badan khusus partai antara lain; Dewan Pakar, Badan Penelitian
dan Pengembangan, dan lain-lain serta mendukung penuh
pemberdayaan badan-badan khusus tersebut.

Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik bagi anggota
dan fungsionaris Partai maupun Anggota Legislatif dan Pejabat
Publik yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan
memberdayakan Badan Kehormatan/Majelis Pertimbangan di setiap
tingkatan kepengurusan Partai dan Majelis Syura di tingkat DPP,
sebagai Badan Peradilan bagi tindakan penyimpangan terhadap
kaidah-kaidah Partai.

Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi datam bentuk
forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.



B. Program Eksternal Partai

"1. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi

4.

Memperjuangan tersusunnya Undang-undang tentang wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta penyempurnzaan Undang-undang
tentang pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Merumuskan konsep sistim pertahanan dan keamanan untuk menjaga

kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa Indonesia,
menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Mendorong peningkatan kualitas keprofusionalan Tentara Nasional
Indonesia sebagal alat pertahanan negara dan Kepolisian Republik

- Indonesia sebagai alpt keamanan negara,
Memperjuanigkan géningkatkan sarana, prasarana dan teknologi -

pertahanan keamanan serta keseiahteraan Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Republik Indonesia,

Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi antuk
kepentingan nasional, yaitu kepeatingan untuk mempertahankan
keutuhan Nogara Kesatuan Republik Indonssia dari campur tangan
asing dan juga untuk menyeiesaikan masalah perbatasan dengan
negara-negars telangga,

Mesdorong arah kebijakan fuar negeri dan kekuatan diplomasi untuk
kepentingan ekonomi nastonal yaitu meningkatkan perdagangan.

investasi serta perbaikan parémdzmgarz tenaga koria Kits i lyar
negeri.

Memelihara dan mengembangkan kebijakan poiszxk fuar negeri yang
bebas aktif vang bertumpu pada kedaulatan bangsa, negars dan
kehormatan bangsa serta kepeutingan nasional ludonesia.

. Mengembangkan politik perdamaian dan kerjusama Internasional

dengan bertumpu pada nilai-nilai kemanosiaan universal dan
kesamaan derajat negara.

Memperjuangkan pelaksanaan undang-undang peuyiaran dan
kebebasan pers secara optimal.

Mendorong dan mensponsori kehidupan pers vang bebas dan
bertangpung jawab pada terlaksananya kode etik jumnalistik.

il
1
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Mensponsori uszha-usaha penghentian dan pelarangan segale macam
tayangan dan cetakan yang menyiarkan pornografi, pornosksi,
kekerasan, mistik dan hai-hal lainnya yang menjadi penyebab
muncuinya penyakit sosial di masyarakat. _

Menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, kapitalisme,
penindasan, dominasi dari negara manapun serta tidak memberi
pengakuan terhadap eksistensi negara kolonial penjajah dengan
segala dimensinya.

. Pemerintzban Dalam Negeri, Gtonomi Dacrah, Aparatur Negara

dan Agraria

3.

b.

[

£

a,

Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa,
kuat, bersih dan terhindar dari KKN.

Memperjuangkan berkembangnys budaya politik yang sehat dan
demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Istam,
Memperjuangkan terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal,
baik #tu pada tingkat kabupaten dan Xota maupun pada fingkat
propinsi, yang diakemodir dalam benfuk Perda,

. Mendorong selureh jajaran pengurus Pariai Bulan Bintang dntuk

mengambil peran aktif dalam penyelenggarsan Pemilihan Kepala
Daerah secara Langsung.

Memperjuangkan terbentaknya Komisi Pengawasan Pelaksenaan
Subsidi untuk rakyat.

Memperjuangkan kemudahan pemberian izin atau Kerjasama
penggsrapan lahan-fahan Kritis dan lahan tider bagi kepentingan
gkonomi rakyat.

Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah
wakaf dan hibah.

. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perilinnn

Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan,
kehutanan, kelautan dan perikanan sebagal basis sirategi
pengembangan ekonomi nasional.

Mendorong den memantapkan pola ekonomi nasional yang
beriandaskan nilai-nilai Isiam,

. Meningkatkan optimalisasi sumbsr daye alam pertanian dan kelautan

seria teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktivitas
ekonomi nesional.



Mengarehken program pengembingan pertanian sebagai basis
sirategi ekonomi nasional ustuk pemberdavaan ekonomi masyarakat
Indonesia.

Memperjuangkan kemudzhan akses permodalan dan jaringan pasar
bagt pengembangan usaha kecil dan menengah,

Memperjuangkan peniagkatan standar hidup dan kessjahteraan
petani dan nelayan,

. Bukuem dan Perundang-uadangan, HAM dan Keamanun

&.

b,

c.

«««««

perundanga-undangan,

Mendorong peningkatan kualitas, wawasan dan moral apamt peaegek
hukum secara nasional.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan
nasional melslui Genumbuhan minat bela negara, semangat
nasionalisme dan wawasan nusaniara,

Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan persturan perundangan
secara konsisten oleh berbagai pihak terhadap pornografi, pornosksi
dan narkoba,

Mendesak Pemerintah dan DPR supaya momperkua! kedudukan
Kompiiasi Hukum Islam (KHI} dengan Undang.Undang
Mendukung tegak dan terloksananya syariat Istam di Nangroe Aceh

Darussalam sesuai dengan peraturan dan perandang-undangan yang
berlal

. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjase Umum, Peremshan
Rakyaf, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal

a.

b.

Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perhubungan sebagai urat padi aktifitax kehidupan masyarkat.
Memperjuangkan pembangunan fasilitas perumahan bagi rakyat
kecil dan menata pemukiman kumuh desgan pola pendekatan
persuasif.

Mendorong dan memperjuangkan perberian freatment-freatment
khusus untek menjadi stimufis bagi percepatan pembangindn di
kawasan daerah tertinggal.

. Memperjangkan pembangunan sarana dan prasarans dikawasan

pedesaan dan kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil, di
pulau-pulau serta daerah pedalaman.

Partai Bulan.

¢.

b.
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Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap

parkembangan teknolog! informasi dan komunikasi global dengan:

«  Mewuiudkan sistem dan mekanisme korounikasi serta silaturahmi
vang sfektif pada lingkungan secara langsung.

» Mentransformasikan segala kegiatan, gagasan, sikap dan
perjuangan partal pada masyarakat,

«  Menoerbitkan media bacaan balk majalah, buletin, atau warta
Abadi.

6. Pendidilan, Pemuds, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaysa
f

Mengawasi pelaksansan Undeng-undang Sistem Pendidikan Nasional

dan menvermati penyusunan perat@ran pelaksanaannya. |
Memperjuangkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan sekolah
bebas biaya dan reslisast alokasi anggaran pendidikan sebesar
3 % dalam APBN,

. Mendorong peningkatan kualitay lormbaga pendidikan Islam dan

pesantren ferutama dalam mengembengkan model pendidikan terpadu
vang berwawasan Imtak dan Iptek.

. Memperjuangkan peningkaten kapasitas, proffesionalitas dan

kesejahteroan tenaga pendidikan sehingga tercipta keharmonian
dalam menjalankan tugas pendidikan.

Mendorong Islamisesi iimu pengetahuan yang diharapkan di masa
mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional
yang melahirkan nsan kamil,

Meaumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya persamaan
derajut sebagsi manusia, kedisiplinan dun meningkatkan ketertiban
sebagai budays masyarakat baru den modern.

. 1kut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang

hermnaluskan Islam,

. Melakgkan pembinaan generasi muoda dengan model pendidikan,

pelatibian dan yp-grading, diberbagai profesi, Sekaligus menumbuhkan
Jaringan kerjs sama antar pemuda ditingkat nasional dan intemasional.

. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan enak usia dini dan

memperjuangkan sarana dan prasarananya.



J. Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba,
pergaulan bebag, dan penyakit kejiwaan laionya yang mempunyai
dampak negatif terhadap perkembangan genermst muda melalui

peaingkatan peran serta dan kesadaran remaja dalam kegiatan masjid
dan keislaman fainnya.

7. Perdagangan, Perindustrian, Investssi, Koperagi, UKM dan BUMN

a. Memperfusngkan kebilakan perdagangan dalam dan luar negerd
untuk mendorong tumbuh dan berkembangnys usaha kecil dan
menengah.

b. Mempesjuangan penguatan struktur industri nasional yang berbasis
pada penggunaan bahan baku iokal.

¢. Mendorong terciptanya kerjssama Internagional yang bertumpu pada
kesamzan derajat:dan saling menguntungkan dalam bidang
perdagangan.  ©

d. Menperjuangkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian
insentif, penyederhanaan proses perijinan dan kebi)akan investasi
yang progresif serta jaminan keamanan dan kepastian hukum.

e. Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip good
corporate povernance serta mencegah penjualan BUMN yang
menguasai hajat hidup orang banyak.

8. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi dan Lingkungan

Hidup .

a. Mendorong pemanfaatan secara optimal Bioteknologi untuk
kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyarakat umum latnnya,

b. Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energi
dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian lingkungan hidup

e. Memacu pertumbuban lembaga-lembapa riset dan penelitian,
khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi
kemasyarakatan sehingga menjadi tradisi dan budaya dalam setiap
perilaku dalam kehidupan.

d. Memperjuangkan dan mengembangkan program-program
Bioteknologi yang bertanggung jawab bagi kepentingan petani,
nelayan, buruh dan magyarakat vrnum.

¢. Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni,
teratur, tertib, schat dan bersih dengan membuat undang-undang
atau peraturan daerall untuk iy,

SE]
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b. Memperjuangkan penggunaan mata uang emas.dan perak sebagai

salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri. KETETAPAN TA I PARTAT BULAN BINTANG

¢. Memperjuangkan perubahan undang-undang perbankan yang lebih
memperhatikan vsaha kecil.

Nomor : 0% TAP/Muktamar I1/2005
Tentang

5. KHATIMAH SENTRALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI

Demikian Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang ini merupakan program
perjuangan yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan umum dan khusus
yang ditetapkann dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Bismillahirrahmanirrahim

Partai. Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar [ PARTAI

Semoga Allah Subhanuwata’aja memberikan rahmat dan ridha-Nya
membimbing kita semua dengan kekuatan dan kemudahan. Menimbang

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Rabiul Awwal 1426 H

30 April 2005 M 2.

PIMPINAN
MUKTAMAR Il PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris
[ ] —
Wé (% Mengingat

'MANIMBANG-EAHARIADY DARU LALITO WISTORO 2

Anggota: n S 3.

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy Memperhatikan
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ Menetapkan

5. Aspihani
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BULAN BINTANG, setelah:

t. Bahwa dalam menjalankan roda organisasi dibutuhkan
perencanaan yang matang, termasuk rencana pendapatan
dan pengeluaran untuk membiayai seluruh aktivitas partai
agar terlaksana dengan baik dan berkesinambungan;
Bahwa untuk itu, diperlukan kebersamaan seluruh jajaran
partai dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan
partai sebagaimana direncanakan melalui sentralisasi
pengelolaan kevangan partai;

Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II
PARTAI BULAN BINTANG.

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1) dan
Pasal 18 Anggaran Dasar;

. Pasal 2 ayat (2), Pasal 2] ayat (1),ayat (4), Pasal 36 ayat

(1), ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (7), ayat (8) Pasal 39
ayat (1), Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga;
Ketetapan Muktamar 11 PARTAI BULAN BINTANG Nomor
: 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
Il PARTAI BULAN BINTANG.

Sidang Pleno III Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG,
pada tanggal 1 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan sentralisasi Pengelolaan Keuangan Partai
dengan ketentuan -

a. Mewujudkan sentralisasi dana partai melalui DPP
dengan menarik infaq dari penghasilan (take home



pay) para kader partai yang mengemban amanah | KETETAPAN MUKTAMAR Y PARTAI BULAN BINTANG

selakn -

DPR RI 20 %

Nomor : 1I/TAP/Muktamay L2005

* = Tentang
» DPRD Prop. = 15%
* DPRDKabKota = 15% REKOMENDASI MUKTAMAR I FARYAI BULAN BINTANG
v Ekselutif = 28 %
b. DPP berkewajiban melaksanakan pemberdayaan dan Bismillahirralmanirrahim
pengelolaan dana partai secara amanah, akuntabilitas,
transparan , profesional dan berfanggungjawab, Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar 1t PARTAI
' 2. Ketetapan ini mulal berlakn sejak tanggal diterapkan. B R e )
Billahi at-tngfiq wal-hidayoh Menimba.ng : 1. Bahwa mencermati permesalaban umat, bangsa dan

Wassatamu ‘dlabum worahmatyllohi wabarakatuh

MUCTAMAR. 1f PARTAI BULAN BINTANG

Ketua

o o 2‘
MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITOWISTORD 3

i, Agus Dwiwersono

Z. Yasin Andhy
3. Siaifid Kasim
4, Abdorrabman MZ

5, Aspihani

“Ditetapkan di  ; Sursbaya 2
Pada tengga @ 20 Rabiul Awwal 1426 H
28 Aprit 005 M 3
PIMPINAN

Selreiaris

et

Memperhatikan;

3] . 1 <1 b
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Mengingat : L

Menetapkan: |

kemanusiaan pada umumnyea perlu mendapat kepedalian
politik;

. Bahwa terhadap permasalahan yang diketahui, lebih lanjut

periu dikeluarkan rekomendasi;

. Bahwa sntuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar 11

PARTAI BULAN BINTANCG,

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasai {7
ayat (1) Anggaran Dasar;

Pasai 21 avat {1}avat (4} jo Pasal 36 aynt (1},.ayat (2},
ayat (3} huruf », ayat{7), ayat {8} Angparan Rumah Tanggs;
Ketetepan Muktamar i PARTAI BULAN BINTANG Nomor
; 61/ Tap-Muktamar 11 /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
11 PARTAI BULAN BINTANG,

Sidang Pleno HI Muktamar {1 PARTAI BULAN BINTANG,
pads tanggal 01 Mei 2005,

MEMUTUSKAN
Menugaskan kepada Pimpinan Muaktsmar 11 PARTAI

BULAN BINTANG untok menyempurnakan Rekomendasi
sesuai dengan masvkan termulis dar peserta Muktamar 1;



2. Mengesahkan Rekomendasi Muktamar Il PARTAI BULAN
BINTANG yang telah disempurnakan oleh Pimpinan
Muktamar I PARTAI BULAN BINTANG sebagaimana
terlampir;

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi atu-taufig wal-hidayah
Wassalamu alailum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabjul Awwal 1426 H
O Mei 2005 M

SPIMPINAN
MUKTAMAR 1I PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris
'MANIMBANG-IEAHARIADY DARU LALITO WISTORO

Anggota: o <

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani -

REKOMENDASI
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

ey b
;.:,5]1' QU .
- o1 =

e R

I. INTERNAL

Menyadari dan memahami ibrah maupun hikmah atas ketidakberhasilan
memenuhi electoral thresshold dan mengingat perjuangan politik untuk
membangun masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai ajaran Islam adalah
ibadah, maka dengan kesabaran dan bertawakkal ilallah keluarga besar Bulan
Bintang berkewajiban untuk senantiasa berikhtiar untuk mengarungi masa
depan yang lebih baik.

Karena itu dengan memperhatikan: pertama, kekuatan infra-supra
struktur yang dimiliki Partai Bulan Bintang; kedua, peluang perolehan dukungan
‘akar rumput’ melalui kinerja fungsionaris dan kader partai pada Pemilu 2009
melalui aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan-keinginan masyarakat;
ketiga, tantangan baik internal maupun eksternal partai yang berpotensi untuk
menjadi kekuatan partai bila dikelola secara baik dan benar untuk menghadapi
masa depan partai; keempat, ancaman baik yang datangnya dari intemal yang
berpotensi untuk terjadinya konflik internal, serta ancaman dari eksternal partai
yang berpotensi mereduksi keberhasilan kinerja partai sehingga menjadikan
‘public opinion’ yang merugikan partai, maka berdasarkan keempat hal tersebut
PARTAI BULAN BINTANG melalui MUKTAMAR Il memandang perlu untuk
merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

I. Kepada seluruh jajaran partai mulai tingkat Pusat hingga Anak Ranting
diminta untuk senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan dan ajaran
Islam dalam mengelola dan mengembangkan Partai Bulan Bintang sebagai
alat perjuangan umat,

2, Kepada DPP, agar segera menyempurnakan Kode Etik Partai dengan
menjadikan Anggaran Dasar, Tafsir Asas, Anggaran Rumah Tangga,
Pedoman QOrganisasi sebagai rujukan selambat-lambatnya 2 x 30 hari sejak
rekomendasi ini ditetapkan.

3. Kepada seluruh jajaran pimpinan partai untuk segera membentuk Badan
Kehormatan dan Dewan Pakar/Penasehat Ahli Partai untuk menambah
bobot kinerja partai pada tingkatan masing-masing sesuai AD/ART,

selambat-lambatnya 3 x 30 hari sejak rekomendasi ini ditetapkan.

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



10.

Menegekkan sanksi terhadap Pimpinan Partai, anggota Partai, anggota
DPF}, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, Pejabat Publik dari partai pada
masing-masing tingkatan apabila terbukti melanggar Ketetapan-ketetapan
Muktamar I, ketentuan-ketentuan partai lainnya dan/atau Kode Etik Partai.
Bilamana terjadi konflik internal antar anggota, anggota dengan pengurus
dan atau antar pengurus partai pada setiap tingkat kepengurusan segera
dilaksanakan Ishlah dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar, Tafsir
fx;as, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi dan Ketetapan Partai
ainnya.

Memelihara dan mengembangkan silaturahim untuk mewujudkan ukhuwah
anfar pengurus, antara pengurus dan anggota, antara anggota dengan
anggota, serta dengan organisasi islam di masyarakat khususnya dengan
organisasi pendukung berdirinya partai.

Mengevaluasi serta menyempumakan Buku Pedoman Pengkaderan
selambat-lambatnya 6 (efam) bulan sejak rekomendasi ini ditetapkan dan
melalfsanakan secara sungguh-sungguh pendidikan dan pelatihan kader
Partai sesuai Pedoman Pengkaderan di semua tingkatan kepemimpinan
partai.

Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan dan segenap anggota untuk

- meningkatkan dan berdayakan pelaksanaan Zakat, Infaq dan sadaqah di

seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang.

Kepada DPFP, DPW, DPC agar memfasilitasi dan mendorong kepada kaum

perempuan Partai untuk lebih banyak lagi mengambil peran optimal sesuai

dengan fitrahnya pada semua tingkatan kepengurusan partai.

K.epada Pimpinan Partai di semua tingkatan dan segenap anggota maupun

simpatisan Partai \ntuk mengambil peran maksimal serta bersikap proaktif

melakukan optimalisasi atas penyelenggaraan PILKADA di seluruh

Indonesia.

Khusus terkait dengan agenda PILKADA, harus dilakukan “KONTRAK

POLITIK"” yang disaksikan oleh Pubiik dan KADER PARTAL. Dimana

CALON KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI ATAUPUN

WALIKOTA) yang dicalonkan harus:

a. Bersungguh-sungguh melaksanakan VISI DAN MISI PARTAL

b. Sungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai sumber UTAMA dalam
mengelola dan menjalankan PEMERINTAHAN,

¢. Bersungguh-sungguh untuk MEMBERANTAS PRAKTEK KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME.

Il

(3.
14.

ii.

d. Dalam menyusun kabinet Pemerintahan mendengarkan saran, usulan
dan pendapat dari partai sesuai dengan tingkatannya.

e. Memberikan kontribusi baik moril maupun materiil dalam membesarkan
partai sesuai dengan tingkatannya.

f. KETIKA DIANGGAP MELANGGAR KESEPA.TATAN KONTRAK
HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI dari Partai.

Kepada seluruh jajaran Keluarga Besar Partai untuk senantiasa menggunakan

atribut partai pada acara-acara resmi partai.

. Kepada DPP agar membuat aturan tambahan khusus untuk DPW Partai

Bulan Bintang DKI.

Memperkuat posisi Majelis Syuro dalam membuat keputusan partai.
Ketua Umum DPP PBB terpilih berkewajiban menyelesaikan persoalan
yang dihadapi oleh DPC PBB Kab. Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat
vang hingga saat ini perolehan 2 {dua) kursi legislatif belum dilantik.

. Kepada DPP untuk dapat menentukan sikap dan langkah-langkah strategis

dan lairnya dalam hal keputusan MK No, 029/PHPU-C1-11/2004 yang
cacat menurut hukum karena isi keputusan tersebut kontradiksi dengan
surat keterangan KPUD Kab Katingan No. 180/KPU-KS/VI1/2004,
Kepada Dewan Pimpinan Pusat agar memperjuangkan pembentukkan
provinsi Kalimantan Utara sebagai pemekaran wilayah dari Provinsi
Kalimantan Timur melalui para kader partai yang menjadi anggota DPR
RI atau Fraksi dimana tempat berhimpun para anggota DPR RI dari kader
partai. :
Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan agar membuat ketetapan
tentang alokasi anggaran Badan Otonom. '

Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan agar melakukan optimalisasi
pemberdayaan Badan Khusus dan Badan Otonomn Partai.

EKSTERNAL

Nasional.
1. Pemberantasan Korupsi;
Langkah-langkeh pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh
pemerintah seperti Keputusan Presiden mengenai pencanangan gerakan
pemberantasan korupsi yang telah dikeluarkan pemerintah masih pada

batas wacana, kehendak serta himbaun untuk melakukan pemberantasan
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korupsi dan belum ditindaklanjuti dengan agenda pelaksanaan dan
langkah yang sunggub-sungguh nyata, serius, sistematis serta terpadu,
Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan tindzkan demikian.
Pemerintah harus menyadari dan menetapkan bahwa keiahaton korupsi
adalah kejehatan luar biasa yang harus diatasi den gan cara-carg luar
biasa pula.

Pemerintah harus menetaphan target pemberantasan korupsi veng
jelas, terukur dan nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat luas.
Pemberantasan korupsi mencakup dua sspek vang harus dilaksanakan
secara sivaultan yaitu aspek pencegahan dan penindakan. Pada aspek
pencegahan harus ade langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk
memberahi administrasi perpajakan bagi sctiap wajib pajak, membenahi
pelayanan publik berupa penghapusan segala bentuk pungutan kecil-
kecilan yang tidak sah oleh birokrasi pada pelayarian umum, memperkuat
peranan PPATK, me&'perkuat peranan KPK dalam melakukan
pendaftaran dan pemantauan atas harta kekayaan pata pejabat negara
serta memperkoat peranan pengawasan internal di setiap departemen
dan fnstansi pemerintah. Dengan pembenahan bidang-bidang tersebut
dapat dilakukan deteksi dini dan pencegahan awal dalam memberantas
korupsi.

Pada aspek penindakan peranan kejaksaan dan kepolisian dan
PPATK menjadi sangat menentukan, Karena itu peranan KPK sehagai
*the leading institution” dalam memberantas korupsi di negeri ini harus
diperkuat, diberikan fasilitas yang memadai termasuk perlatan intekijen
yang handal serta perangkat hukum yang lebih tegas. KPK, harus
mengawasi juga polisi, jaksa serta para hakim, Tanpa Perbaikan pada
aspek ini korupsi akan terus berjalan.

+ . Karena itu Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah

" yang konkrit, nyata, terprogram dan terpady untuk memberantas korupsi

ini.

. Kejahatan Lunr Biasa Yang Lain;

Disamping korupsi pemerintak harus terus melakukan langkah-
langkah kongkrit untuk memberantas kejahatan pencurian kayy,
pencurian ikan, penyelundupan baraug serta kejahatan lain yang sangat
meresahikan masyarakat seperti, jual beli anak dan wanita dan narkotika
seria pornografi dan pornoaksi,

it

Kejahatan pencurian kayu, pencarian iKan serta penyelundupan
telah mengakibatken kerugian bagi negara yang sangat besar, Ketigs
kejahatan ini tidak bisa diatasi dengan langkah-langkah operasi vang
sporadis dan sesaat, skan totapt harus dilakukan secara terus menerus
sepanjang tahun dan menindak siapapun yang terlibat didalamnya
termasuk aparat pemeriatah,

Kejzhatan penjuslan anak dan wanita, sudah menyentuh harga
diri bangsa di luar negeri dan pertangpungjawaban pemerintah untok
melindungi setiap warga negara. Pernerintah harus mengambil langkah
fangkah pencegahan untuk it dengan memperbaiki pengawasan dalam
lalulintas orang ke dan dari luar negeri. Karena itu pembenahan sistem
dan pefayanan keimigrasian dan apart imigrasi harus segera diperbaiki
cleh pemerintah, ‘

. Pertahanan dac Keamanan

Pemerintah tidak boleh menguiangi kesalahan terlepasnya
kepulaun Sipadan dan Ligitan dari wilayah Kedaulatan Indonesia, hanya
karena kelalain tidak menguasi secara fisik di wilayah pulau tersebut,
Partai Bulan Bintang tidak mentolerir lepasnye wilayab kedaulatan
Indonesia ke negara lain karena kelalaian seperti itu, Karena itu Partai
Bulan Bintang mengingatkan pemerintah untuk terus menguasal,
menempati pulau-pulau terluar dari wilayah kedaulatan Indonesia dan
menjaga setiap tapal batas wilayah negara termasuk pada wilayah darat
di pulau Kalimantan. Untuk itu pula pemerintah dan DPR harus segera
membuat undang-undang tentang wilayah negara sehagaimana amanat
UUD 1945, yang hingga sekarang ini belum terealisir. Untuk keperluan
itu pula angkatan laut dan armada laut harus diperkuat termasuk kekoatan
angkatan udara, Karena itu Partal Bulan Bintang menghimbau pemerintah
dan DPR untuk menaikkan anggaran pertahanan,

. Perbaikan Ekonomi dan Kesejaliteraan Rakyat

Pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang segera untuk
mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan sekaligos untuk
mengurangi jumiah pekerja kasar ke luar negeti yang telah menjatubkan
harga diri dan martabat bangsa di dunia luar. Untok its, Pemerintab
harus segera membangunan industei yang dapat mengerap pekeria yang

lebik besar dengan memberikan incenttve usaha dan kemudahan investasi
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pada industri tersebut, Industri vang paling banyak akan menyerap
tenaga kerja adalah industri pertenian dan perkebunan, kehutanan,
kelautan serta konstruksi, Karena itu Pemerintah harus memberikan
kemudahan-kemudahan untuk memperbanyak industri-industr tersebut.
Disamping itu memperkuat daya saing, maka pemerintah harus segera
membangun kembali industri manufaknr untuk mengimbangi produk
hiar negeri yang membanjiri Indonesia pada saat ini.

Pemerintah harus bekerja serfus untuk metindungi TKI di luar
negeri yang sering diperlakukan dengan tidak menusiawi. Selurub
perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tempat keba nyakan
TKI berada harus memprioritaskan pada usaha melindungi dan melayani
TKI di negara-negara tersebut, dan tidak boleh hanya menungpu
datangnya masalah, baru bekeria Pemberangkatan T di luar negeri
hatus diseleksi sedetnikjan rupa sehingga hanya pekerja yang memifiki
keterampilan yang m@madai vang akan dikirim ke luar neger,

. Politik Pemerintahan

Untuk pertama kalinya Indonesia pada tahun 2005 ini, vaug
dimulai pada bulan juli mendatang dilakukan pemifihan kepala daersh
secara langsung cleh rakyat, Walaopun pemilihan Presiden secara
langsung olch rakyat pada tahun vang lalu telals berjalan dengan baik
dan damai, akan tetapi pemarintah tidak boleh lengah dalem pemilihan
kepala daerah secara langsung ini. Potensi konflik jauh lebih besar
kemunpkinan akan terfadi dalam pemilihan kepsls daerah secara
langsung karena terkait dengan sumberdaya manusia penyelenggars
pemilu di dacrah yang belum mapan, keterkaitan antara calon kepala
daerah dan dengan kelompok etnis yang ada di daerah-duersh yang
metibatkan dukungan emosional yang tinggi serta kedewasaan para elit
politik di daerah-daersh. Pemerintah harus segera mengambif langkah-
langkah antisipatif untuk menghindari atan meagurangi kemungkinan
muncuinya konfhik serta kesiapan-kesiapan untuk meagatasi konflik
yang mungkin terjadi. Karena itu sosialisasi pemilihan langsung,
mekanieme dan etika demokrasi, serta arti kemenangan dan kekalahan
dalam demokrasl serta faimess dalem pemilihan langsung harus terus
digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak baleh membiarkan rakyat
memahami demokrasi sesual dengan kehendaknya masing-masing.

g

Partai Bulan

Kebijakan-kebijakun politik yang dikeluarkan oleh pemerintah
harus memperhatikan prinsip-prinsip syari’sh islam dan ajaran agama
untuk menghormati mayoritas penduduk ladonesia yang beragama
Islam dan selursh penduduk [ndonesia yang beragama.

B. Intervasional

Memperhatikan perkembangan masyarakat Internasional pada dekade
saat in) terdapat kecenderungan penguatan ekonomi-politik-pertahanan
keamanan pada kekuatan Negara tertente, Karena itu dengan dasar ajpran
Islam yang mengandung nilai-nilai vwiversal dan politik luar negeri Negara
Republik Indonesia yang selalu digrabkan untok kepentingan nasional
daiam bidang keamanan, perdamaian serta kesejahtersan rakyat, maks
PARTAI BULAN BINTANG dalam MUKTAMAR Il merskomendasikan
kepada pemnerintah [ndonesia untuk membanpunan keseimbangan ‘tata
dunia baru® yaag berkeadilan dan beradab dengan mengambil inigiatif
datam hal-hal berikut: \

a. Melakuken revitalisasi dan rekonstruksi Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa dengan mengajukan usul perubahan Plagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa atss dasar kesederaiatan kedaulatan negara (equality
of soverignity), antara fain: mengenal keangpotaan tetap-kewenangan-
hak velo yang dimiliki negara-negara tertentu angpots tetap Dewan
Keamanan, Karena ketidakadilan dalem meayikapi masalah suatu
negara dalam fora internasional olel Perserikatan Bangsa-Bangsa
berakar pada kewenangan anggota tetap dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa; '

k. Memprakarsai daa mengambil peran strategis untek terbangunaya
ASEAN sebagai satu kekuastan masyarakot ekonomi baru;

c. Mengambil langkah-langkah strategis untuk menjadi pirpinan OKI
guna penguatan OKJ dalam mengambil peranan untuk perdamaian
duniz, untuk peningkaran perturnbuban ckonomi dan kesejahteraan
rakyat negara-negara snggota OK! melalui kerjn sama ekonomi dan
perdagangan;

d. Menjadi inisiator dan mengambil langkah-langkah proaktif-strategis
melalui pengoatan peranan negara-negara Asia-Afrika, Selatan-Selatan
maugun OKI dalam proses penyelesaian damai bagi Palestina untuk
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menjadi sebuah negara berdaulat dengan wilayah sampaj Yerusalem. KETETAPAN MUKTAMAR Il PARTAI BULAN BINTANG

&. Reorientasi dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaring
bantuan luar negeri yang tidak semata-mata terpaku dengan negara
yang tergabung dalam CGI dan atau G-7 melainkan ke negara-negara

Nomor : 11I/TAP/Muktamar II/2005
Tentang

“petro dollar” Timur Tengah, khususnya negara di jazirah Arab. REKOMENDASI KHUSUS MUKTAMAR Tl PARTAI BULAN BINTANG

f. Mer}ga_mbil langkah strategis dan proaktif untuk menciptakan citra
dunia islam yang rahmatan lil'alamin serta mendorong terciptanya
kekuatan ekonomi masyarakat islam intemasional yang berpusat di

Bismillahirrahmanirrahim

Indonesia., Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar 1l PARTAI

Ditetapkan di. : Surabaya =
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H Menimbang
01 Mei 2005 M

¥ PIMPINAN
MUKTAMAR 1I PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris

"MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITO WISTORO
Mengingat :
Anggota ; o
. Agus Dwiwarsono
. Yasin Ardhy
Memperhatikan:
. Sjaiful Kasim
. Abdurrahman MZ :
Menetapkan: 1.
. Aspihani
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2.

BULAN BINTANG, setelah:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, perolehan kursi PARTAL BULAN BINTANG
pada pemilu legislatif tahun 2004 baik DPR RI, DPRD
Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi
syarat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2009;

. Bahwa untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis

dalam rangka menyelamatkan eksistensi PARTAT BULAN

BINTANG agar dapat mengikuti pemilihan umum pada
tahun 2009;

. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II

PARTAI BULAN BINTANG.

. Pasa] 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17

ayat (1) Anggaran Dasar;

Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1)}, ayat (3)
huruf a, ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
Ketetapan Muktamnar 11 PARTAT BULAN BINTANG Nomor
: 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
II PARTAI BULAN BINTANG. N

Sidang Pleno II1 Muktamar [I PARTAI BULAN BINTANG,
pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Rekomendasi Khusus Muktamar I PARTAI
BULAN BINTANG sebagaimana terlampir,

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H

01 Mei 2005 M

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketuna Sekretaris
W‘;é o d '

'MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITO WISTORO

Anggota: n @

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani

REKOMENDASI KHUSUS
TENTANG POSISI PARTAI BULAN BINTANG
PADA PEMILU TAHUN 2009

D-‘-’ s

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan posisi perolehan suara/kursi Partai Bulan Bintang
pada Pemilu Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold
untuk mengikuti Pemilu tahun 2009 mendatang, sehingga dapat dipastikan
bahwa Partai Bulan Bintang dengan nama dan lambang yang ada sekarang ini
tidak dapat mengikuti Pemilu pada tahun 2009, maka Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bulan Bintang yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan partai sampai
pada tingkat paling bawah harus mengambil langkah-langkah strategis agar
tujuan dan khittah perjuangan Partai Bulan Bintang dapat diteruskan dan para
kadernya dapat terus berkiprah dan berjihad untuk kejayaan Islam dan bangsa.
Dalam menentukan langkah dan strategi ke depan pimpinan partai, paling tidak
harus mempertimbangkan 6 hal, yaitu :
|. Keberlangsungan tujuan dan khittah perjuangan Partai Bulan Bintang yang

dikenal sebagai partai [siam, wadah perjuangan politik ummat Islam
Indonesia.

2. Kiprah para keder partaj yang telah terlatih dan berjuang dengan tulus untuk
kepentingan agama, bangsa dan negara melalui wadah Partai Bulan Bintang
selama partai ini berdiri.

3. Kepentingan perjuangan ummat Islam Indonesia secara keseluruhan dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konstalasi dan persaingan pada Pemilu tahun 2009 yang akan datang, yang

membutuhkan, kebersamaan dan solidaritas diantara para kader yang prima.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kelangsungan kepemilikan asset dan kekayaan yang dimiliki oleh Partai.

L

Berdasarkan hal tersebut di atas serta ketentuan undang-undang yang
ada sekarang ini, yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai
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Politik, pasal 21 jo Undang-undang No.12 Tehun 2003 Tentang Pemilihan
Umum Anggow DPR, DPD dan 13PRD, Pasal 7, 8 dan 9, Khususnva ketentuan
pasal 9 ayat {2 LU No. 12 Tahun 2003, maka ada 3 (Hpa) laagheh yang dapat

diambil oleh Fimpinan Partai schubungan dengan Pemilu Tahun 2009,
vaitu :

1. Merekomendasikan Fepada DPF Partal Bulan Bintang Pericde 2005.2010,
sntuk mempersispkan/membentuk sa1u partai baru yang memiliki asas, vish,
dan misi yang sama dengan Partal Bulan Bintang, dengan membentuk
kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan
tingkat kecamatan sehingga memenuhi syarat sebagat Partal Politik yang

- sah menurut undang-undang partai politik yang berlaku di Indonesia, paling
lambat sampai denpan akhir bulan Desember 2003, dan melakuken segalx
langkah-langkah vang diperipkan untuk memenubi syarst sebagai portat
politik yang depat meﬁgikﬁtli%emiia tahon 2009. Nama dan lambang partal
baru tersebut diserabkan unfifk ditetapkan oleh DPP Partal Bulan Bintang,

2. Seteiah partai barn dalam angka 1, terbentek dan memenahi syaral untuk
mengikuti pemilu tabun 2009, maka Pactai Bulen Bintang melebur ke dalam
wadah partai baru tersebut dengan ketentuan sebagai berikuf ¢
. Penpurus pada selural jenjang kepomimpinan parta: pada Partai Bulan

Bintang dan partai bary, bergabung sehingga mesjadi satu kepengurugon
dengan tetap menempatkan personalia pengurus Fartai Bulan Bintang
pada posisi semula,

b. Permyataan penggabungan/peleburan Partal Bulan Bintang dalam partai
bary dan pengesahan susunan pengurus definitif portai baru dilakukan
dalam suatu rapat Khusus partai ban pada tingkat nasional yang dihadin
oleh jajaran pimpinan pusat, pimpinan wilayah pada tingkst provinss
dan pimpinan cabang pada ringkat kabupaten dan kota dari partai baru
dari jajaran pimpinan pusat Partai Bulan Bintang,

¢. Dengan bergabung dan meleburnya Partai Bulan Bintaag ke dalam partai
baru, maka seluruh asset, hak dan kewajiban Partal Budan Bintang beralik
kepada parta) baru.

3. Seluruh jajaran pimpinan/pengurus Partai Bulan Bintang dari tingkat pusat
sampai dengan tingkat ranting dan badan-badan otonom memberikan
dukungan, membaatu serta secara aktif terlibat dalam pembentukan partal
baru sampai memenuki syarat sebagal partai politik peserta pemily tahun
2009.

RN

2. Yasin Ardhy

Langkah-langkah tersebut di atas merupakan rékomendasi khusus
mengenat masa depan partal vang ditetapkan Muktamar 17 unhuk kesinambungan
perjnangan pencgekkan syariat Islam di Nepara Kesatuan Republik Indonesia
melalul perjuangan konstitusional,

Seiring dengan rekomendasi khusus tentang masa depan partai tersebut,
direkomendasikan pula secara khusus oleh Muktsmaer Il kepada Dewan Pimpinan
Pusat untuk mengusulkan Bapak Dr. Mohammad Natsir sebagai Pahlawan
Nasional kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Burabays '
Pada tanggal : 22 Rab'ul Awwal 1426 H
01 Mei 2005M

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAY BULAN BINTANG

Ketuas Lelretaris
‘MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITOWISTORO

Apggota: ( S

1. Agus Dwiwarsono

3. Siaiful Kasim
4. Abdurratunan MZ

5. Aspihani

i T
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KETETAPAN MUKTAMAR H PARTAI BULAN BINTANG
Nomor ; 12/TAP/Muktamar I1/2005
Tentang

TATA TERTIB PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT,
" '“KETUA MAJELIS SYURA DAN ANGGOTA FORMATUR DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar 11 PARTALI
BULAN BINTANG, setelah:

Menimbang 1. Bahwqﬁintuk pemilihan Ketua Umum, Ketua Majelis '

syura Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN
BINTANG dan Formatur Muktamar 11 PARTAI BULAN
BINTANG, perlu dilakukan perumusan dan penetapan
Tata Tertib Pemilihan:

2. Bahwa rumusan dan penetapan Tata tertib Pemilihan
dimaksud, perlu memiliki muatan nilai-nilai Islami yang
tercermin dalam nuansa keterbukaan, keikhlasan,
keberadaan demokrasi dan ketauladanan;

3. Bahwa untuk itu, perle adanya ketetapan Muktamar 11
PARTAI BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal |1, ayat (1) huruf a, Pasal 12,
ayat (1), Pasal 17, ayat (1) Anggaran Dasar;

2. Pasal 7, ayat (5), ayat (10) dan Pasal 10, ayat (1) huruf

¢, Pasal 21 ayat (4) huruf ¢, ayat (5) jo Pasal 36 ayat (1),

ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;

3. Ketetapan Muktamar [[ PARTA] BULAN BINTANG

Nomor : 01/Tap-Muktamar 1] /2005 tentang Tata Tertib

Muktamar Il PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno 1V Muktamar Il PARTAI BULAN BINTANG,
pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum
Pimpinan Pusat, Ketua Majlis Syura” dan Anggota Formatur

Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG

2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu 'alailum warahmatuliahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tangga : 20 Rabiul Awwal 1426 H
29 April 2005 M.

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua : Sekregaris

m‘“.

"MANIMBANG KAHARIADY " DARU LALITO W{STORO

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy

3. Sjaiful Kasim

4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009



PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT,
KETUA MAJELIS SYURA, ANGGOTA FORMATUR
PARTAI BULAN BINTANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

(1) Pencalonan adalah penca{{onan Ketua Umum dan Ketua Majelis Syura.

(2) Pemilihan adalah pemilihan Ketua Umum, Ketua Mjelis Syura dan Anggota
Formatur lainnya.

(3) Angggota Formatur lainnya adalah peserta yang dipilih dalam Muktamar
yang bertugas membantu Ketua Umum/Ketua Formatur untuk menyusun
komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB II
HAK SUARA

Pasal 2
Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan
Cabang, Badan Otonom tingkat nasional, masing-masing unsur sebagai satu

kesatuan memiliki satu hak suara.

BAB 111
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 3
Tahapan Pemilihan

(1} Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura dilakukan
secara langsung d..n rahasia dengan 2 {dua) tahapan :

a. Tahap Pencalonan
b. Tahap Pemilihan

(2) Teknis pencalonan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura
dilakukan bersamaan dengan pembedaan kertas suara pencalonan.

(3) Teknis pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura
serta anggota Formatur dilakukan bersamaan dengan pembedaan kertas
suara pemilihan.

Pasal 4
Tujuan Pemilihan

Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai dilakukan dengan tujuan :

(1) Memilih Ketua Umum yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.

(2) Memilih Ketua Majelis Syura yang sekaligus menjadi Anggota Formatur.
(3) Memilih Anggota Formatur sebanyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 5
Pencalonan Ketua Umum Pimpinan Pusat

(1) Syarat-syarat Ketua Umum :
a, Muslim;
b. Dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam pada diri sendiri dan
keluarga;
Dapat menjadi imam sholat 5 (lima) waktu;
Selalu menyatakan yang benar (Siddig);
Mampu menyampaikan kebenaran (Zabligh);
Jujur dan dapat dipercaya (Amanahy;
Cerdas (Fathonal).
Calon harus bisa membaca alqur’an dan di baca di depan peserta

T e Ao

(2) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Anggota
DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi,
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Pimpinan Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan | {satu)
nama Calon Retua Umum pada kertas suara pencalonan.

Calos Ketua Umum harus didukung oleh sekurang-kurangnye 50 (lima
puhih} suara sah.

Calon yang memenuli syarst dukungan dalam tahuap pencalonan maju ke
dalam tahap pemilihan.

A‘;zabiia hanya ada | (satu) calon yang memenuhi syarat maka langsung
ditetapkan sebagai Ketua Umam dan sekeligus Ketua Formatur,

Apabila tidak ada calon yang memenubi syarat dukungan maka diambil

S‘Gima} calon yang memperofeh suara dengan uretan 1,2.3 langsung
ditetapkan sebagal calon, &

Apabila calon sebagaimana dimaksud ayat (6) ada yang memperoleh suara
yang sama untuk urutan terakhir maka dilakokan pemilihan ulang,

Pasal 6
Pencalonan Ketua Majelis Syura

Calon Ketua Majelis Syura berasal dari usulan ormas-ormas pendukung

berdivinya Partai, Pimpinan Pusat dan dapat ditambah dari usulan Pimpinan
Wilayah,

Calon Ketua Majelis Syura para ulama yang fafagguh Jiddien dap tokoh
wmmat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik.

Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan
Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan | (satu) nama calon
Ketua Majelis Syura pada kertas suars pencalonan.

Calon Ketua Majelis Syura harus didukung sekurang-kurangnya 50 (Jima
priub) suara sah,

Calon yang memenubi syarat dukungan dalam tahup pencalonan maju ke
dalam tahap pemilihan,

it

()

&)

(8)

4y

(2)

(3)

4)

@

Apabila hanya ada | (satu) calon yang memenuhi syarat maka langsung
ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura, ~

Apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat dukungan maks diambil
5 (lima} calon yang mempercieh suara terbanyak.

Apabila calon sebagaimana dimaksud ayat (7) ada yang memperoleh suam
yang sama untuk urutan terakhir maeke dilakukan pemitihan uwlang.

Pasal 7
Pemitihan Xetus Umum Pimpinan Pusat Dan
Ketua Majeliy Syara

Calon Ketua Umumn Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis Syura yang
memenuhi syarat dukungan harus menyatakan kesiapanmya baik lisan
maupun tertulis serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan peserta
Muktamar.

Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan
Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (sata) nama Calon
Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis Syura yang
memenuhi syarat dukungan pada kertas suara pemilihan.

Calon Ketua Umum Umum Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis
Syura yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketuz Umum
sekaligus Ketua Formatur,

Ketua Urnum Pimpinan Pusat dan Ketuz Majelis Syurs terpilih membacakan
ikrar di hadapan muktaniirin.

Pasal 8
Pemilihan Anggota Formatur

Pemilihan anggota Formatur dilakukan bersamum waktunya dengan
pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura,
Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilavah, Anggota
DPR/MPR Rl dari Partai Bulan Bintang yany tergabung dalam Fraksi,
Pimpinan Pusat, Majelis Syura dan Baden Otonom menuliskan 7 (tujub)

nama calon anggota Formatur pada kertas suara pemilihan,
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7 (tujuh) orang calon anggota Formatur yang mendapatkan suara terbanyak
ditetapkan sebagai anggota formatur,

Jika calon anggota formatur urutan terbawah memperoleh jumlah suara

yang sama banyaknya, maka dilakukan pemilihan ulang untuk formasi
yang tersedia.

Pasal 9
Wewenang Formatar

Tim Formatur berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menyusun dan
menetapkan forma. i serta personalia Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

Formasi dan personalia Pigjpinan Pusat Partai Bulan Bintang disesuaikan
dengan kebutuhan berdadhrkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai.

Penyusunan formasi dan personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini telah selesai selambat-lambatnya 30 hari setelah Muktamar
dittstup.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Tara tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tangga : 22 Rabiul Awwal 1426 H
01 Mei 2005 M

PIMPINAN

MUKTAMAR 1I PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris
L ]

"MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITG WIETORO

Anggota: n <

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy

3. Sjaiful Kasim

4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani
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KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG
Nomor : 13/TAP/Muktamar 1112005
Tentang

KETUA MAJELIS SYURA PARTAI BULAN BINTANG
Periode 2005 - 2010

Bismillaliirralimanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar 11 PARTAI
BULAN BINTANG, setelah: '

Menimbang : 1. Bahwa Ketug Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG
periode 200%- 2010 merupakan posisi strategis dan politis
dalam mendukung upaya pencapaian tujuan partai,

2. Bahwa Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG
periode 2005 - 2010 telah terpilih;

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar [[
PARTAI BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, avat (1) huruf a, Pasal 12 ayat
(1), Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;

2. Pasal 7 ayat (5), ayat (10) dan Pasal 21 ayat (4) huruf c,
ayat (5) jo Pasal 36 ayat (1}, ayat (7), ayat (8) Anggaran
Rumah Tangga;

3. Ketetapan Muktamar [[ PARTAl BULAN BINTANG Nomor
: 01/Tap-Muktamar [1 /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
II PARTAI BULAN BINTANG,;

4. Ketetapan Muktamar 11 PARTAI BULAN BINTANG Nomor
: 12/TAP/Muktamar 11 /2005 tentang Tata Tertib Pencalonan
dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis
Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat
PARTA] BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno IV Muktamar IT PARTAI BULAN BINTANG,
pada tanggal 01 Mei 2005 .

4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengesahkan Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH
sebagai Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG

periode 2005 - 2010, 3
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatih

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H.
01 Mei 2005 M

PIMPINAN
MUKTAMAR [ PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris
"MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITO WISTORO

Anggota: pn . "

1. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy

3. Sjaiful Kasim
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KETETAPAN MUKTAMAR 1I PARTAI BULAN BINTANG
Nomor : 14/TAP/Muktamar I1/2005

Tentang

KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
Periode 2005 - 2010

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar [l PARTAI
BULAN BINTANG, setelah: '

Menimbang : |. Bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat PARTAI BULAN
BINTANG ggriode 2005 - 2010 merupakan posisi strategis
dan politis dalam mendukung upaya pencapaian tujuan
partai; .

2. Bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat PARTAI BULAN
BINTANG periode 2005 - 2010 telah terpilih;

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar I}
PARTAI BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 1] ayat (1) huruf a, ayat (2), Pasal
12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;

2. Pasal 21, ayat (4) huruf ¢, ayat (5) dan Pasal 36 ayat (1),
ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;

3. Ketetapan Muktamar 11 PARTAI BULAN BINTANG Nomor
: 01/Tap-Muktamar 11 /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
II PARTAI BULAN BINTANG.

4. Ketetapan Muktamar I[ PARTAI BULAN BINTANG Nomor
: 12/TAP/Muktamar Il /2005 tentang Tata Tertib Pencalonan
dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis
Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan:  Sidang Pleno 1V Muktamar [l PARTAI BULAN BINTANG,
pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengesahkan H. MS. KABAN, SE.,MSi. sebagai Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG
Periode 2005 - 2010; .

2. Ketetapan ini mula berlaku sejak tangal diteta[ikan.

Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu 'alaifum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tangpal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
01 Mei 2005 M

- PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Sekretaris

Wwéy
'MANIMBANGT(AHARIADY DARU LALI WISTORO

Anggota ; =

|. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ

5. Aspihani
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KETETAPAN MUKTAMAR I PARTAI BULAN BINTANG
Nomor : I9/TAP/Mukiamar il:Zgas
Tentang

TIM FORMATUR MUKTAMAR I PARTAY BULAN BINTANG
Periode 2005 - 7010

Bismillahirratomanirrotin

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT, Muk
BULAN BINTANG, setelah: . . Muktamar 1l PARTA]

Menimbang : 1, Bahwa dalam rangka menyusun Personalia Dewan Pimpinan
Pusat PARTAI BULAN RINTANG periode 2005 - 2010,
perha adan®a Tim Formatur Muktamar 1] PARTAI BULAN
BINTANG,

2. Bahwa untuk kelengkapan personalia Tim Formatur
Muk}rpar { PARTAI BULAN BINTANG telah dilaksanakan
pemiliban Anggota Formatur,

3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar 11
PARTAI BULAN BINTANG,

——

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pzsal UL, ayat (1) huruf a, Pasal 12, ayat
(1), Pasal 17, ayat (1) Anggaran Dasar;
2. Pasal 7, ayat (5), ayat {10} dan Pasal 10, ayat (1) huruf ¢,
Pasal 21 ayat (4) huruf ¢, ayat {3} jo Pasal 36 ayat {1}, ayat
{7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
3. Ketetapan Muktamar 1] PARTAI BULAN BINTANG Nomar
: 01 Tap-Muktamar {1 /2005 tentang Tata Tertib Muktamar
11 PARTAL BULAN BINTANG,
4. Ketetapan Muktamar [l PARTAI BULAN BINTANG Nomgr
» FUTAPAuktaraar [ 2005 tenitang Tata Tertil Pencalonan
dan Pemilthan Ketua Umum Pirpinan Pusat, Ketua Majelis
Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG.
Memperhatikan:  Sidang Pleno IV Muktamar I} PARTAI BULANBINTANG

IR

pada tanggal §1 Moei 2005 .
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Maongesahkan Tim Formatur Muktamar I PARTAI
BULAN BINTANG sebagal berihut:

a. H.MS Kaban, Sebapai Ketua merangkap
Anggota,
. Yusril thzs Mahendra  Sebagail Anggota
. Yasin Ardhy Sebagai Angpota

b

&

d. Hamdan Zoclva Sebagai Anggots
g, Dwianto Ananias Sebagai Angpota
f. Anwar Shaleh Sebagal Anggota
g. Djonimar Boer Sehagai Anggota
h. Hamid Kuna Sehagai Anggota
i

Sahar 1. Hassan Sehagai Anggota

2. Ketetapan ini mula berlaku sejak tangal ditetapkan.

Billahi atu-tayfiq wal-hidayah
Wassalamu ‘alaikum warabmatullahi waboraketuh

Ditetapkan i Surabaya
Padatangga  : 22 Rabiul Awwal 1426 H
1 Mei 2005 M

PEMPENAN
MUKTAMAR I PARTAI BULAN BINTANG

Ketus 3
L g T - s
| /W s
MANIMBANG KAHARIADY DARU LALITO WISTORO
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. Agus Dwiwarsono

2. Yasin Ardhy
3. Saiful Kagim
4. Abdurrahman MZ

3. Aspihani

Anggota -

Menimbang

Meningingat:

PERTAMA :

il

Partai Bulan..., Nurdiana, FIB Ul, 2009

SURAT KEPUTUSAN

TIM FORMATUR MUKTAMAR I PARTAI BULAN BINTANG

No. : SK.st/Formatur/IV/26
Teatang

PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAX BULAN BRINTANG

PERIODE 126 - 1431 H/ 2005 - 2010 M
Bismillahirahmanirshim

a. Bahwa Partai merupakan gsarana perfuangan ummut dalam
rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan
demakratis. '

b. Bahwa untuk dikbum a di atas, Tim Formatur Muktamar 11
PARTAL BULAN BINTANG memandang perln menyusun
struktur/susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat
PARTA] BULAN BINTANG Periode 1426 - 1431 B/
2005 - 2010 M, yang di

¢. Bahwa mertka vang Jdimaksud dalam diktum b keputusan
ini, dianggap memenuhi syarat satuk dlangkat / sebagai
Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partal Bulan Bintang,

St

Pasal 13 avat {1 huraf &, Pasel 12, Pasal 13 buruf a, Pasal
huruf a, Pasal 17 ayat (1)

2. Anggaran Rumah Tangpa Partai Bulan Bintang Pasal 7,
Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal {5, Pasal 21,
Pasal 36 avat (1) dan ayat (3) huruf a,

Memperhatikan:  Hasil rspat tim Formatur tanggal 3, 7,9, 10, 13, 19, 30 dan

3| Mei 2005,

Dengan bertawaqqal kepada Allsh Subbianshu Wata’ala,

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG Periode 1426 - 1431 H /
2005 - 2010 M sebagaimana teclampir [

LN

. Anggaran Dasar Partal Bulan Bintang Pasal 9,,v?asal, 18,



K

KEDUA

Pembidangan / Job masing-masing Ketua yang dimaksud dalam SUSUNAN DAN PERSONALIA
Lgaptraﬂ iN Surar Keputusan ini sebagaimana terfampir 11 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
KETIGA  : Bilamana dikemudian hari ternyaa terdapat kekeliruan, Surat PERIODE 1426 - 1431 H /2005 - 2010 M

Keputusan ini dapat diubah / ditambah ¢ diperbaiki.
KEEMPAT :  Surat I"eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masin g-masing yang A, MAJELIS SYURA;
bersaz*{gkntan untuk dipergunakan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Ketus : Prof DR. Yusril thza Mahendra, SH.
Wakil Ketua ¢ K.H. Hussein Umar
H. Ibrahim Risyad
Ditetapkan i Jakarta K.H. Aceng Zakaria
Pada tanggs ~ : 22 Rabiul Akhir 1428 H K.}, Saehrodji Bisei
31 Mes 2005 M K.H. Mahirug Amin
Sekretaris :  DR. Puad Amsyari
_ TIM PORMATUR MUKTAMAR 11 : s -
PARTAI BULAN BINTANG Wakil Sexretaris :©  H. Bambang Setyo, M.Se,
' Anggota ;ML A, Hasan Ibrahim

K.H. Mugaddas

! K.H. Saiful Hukame' Sayuthi
H. Sidi Rahmunaansyah

Prof Fuad Said

K.H. Dadun Abdul Kohar

Prof DR. Abudllsh Yakob

DR. H. Wasel Falah, SH.

Drs. K.H. Zoubair Bakry

PR, Abdul Gani Natadisingrat, SE,

Yusuf Mansyur

Abd, Khalis Rezal, SPd.

H, M, Amia Diamaluddin

H. Suwito Suprayogi

1. H. MS, Kaban, SE., MSi. (Ketua / Anggota)
2. Prof. DR, Yusril Thza Mahenda,
3. Yasin Ardhy, SH. (Anggoa)

4. Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota)
3. Drs. Dwianto Ananias (Anggota)

6. KH. Anwar Sholeh (Anggota)

7. lr. H. Dionimur Boer {Anggota)

8. Ir. H. Hamid Kuna {Anggota) . TS AT;

9. Drs. Sahar L. Hagean {Anggota) Ketua Umum : H. MS. Kaban, SE., M.Si.
Wakil Ketua Umum © Hamdan Zoelva, SH., MH.
Wakil Ketta Umom @ Zainulbahar Noor, SE

Wakil Ketus Umum 1 Anwir Shaleh ,
Wakil Kerva Umum @ Dachlan Abdul Hamied, SE. M.8i

o . i . [
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Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
" Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua
Ketua

Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jendera|
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Lenders
Wakil sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal

Yasin Ardhy, SH

Ir. Eddy. Wahyudin

Jamaluddin Karim, SH.

Drs. Ali Muchtar Ngabalin. M.S;.
Abdurrahman Tardjo, SH
Mashuri, SM

Agus Dwiwarsono, SH. MH

H. M. Syaripin Maloko, SH., MM., MSi
Janzi Sofyan

Dr. Andri Jaya Kurnia

Dra. Andi Nurul Jannah. Le,

DR. Firdaus Syam, MA.

DR. Yusron Ihza. LLM

Ir. Diany Lazuar Nasri
H.;Mawardi Abdullah, SE., MM.
MtiTonas, SE.

Ir. H. Bambang H. Soewandi

* H. Hilman Indra, SE.. MBA

Ir. Hj. Rahmi Hidayati

Ir. Nizar Dachlan, MSi

Drs. Dwianto Ananias

Ir. H. M. Suaib Didu, MM.

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.
M. Fauzi, SE.

Drs. Sahar L Hassan.

Drs. H. Sudar Siandes, MM.
Abdul kadir Lamanele

Nur Aidah, SH., MH

B.M. Wibowo.

Syamsude Laude

Hans Munthahar, S.Komp.
Jurhum Lantong, S.Ag.

Drs. H. Andi Mansyur Pasande, MM,
Drs. Masrur Anhar

Ir. Sahar Sitanggang
Zulkifli, S.Si, HSI,

Yudhi Irsyadi Syafii, SE.

H. Yanuar Ammur, S.Sos.

Partai Bulan

Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal
Wakil Sekretaris Jenderal

Bendahara Umum
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara
Bendahara

..., Nurdiana, FIB Ul, 2009

Amrullah Andi Hamid, SE., MM.

Andi Ida.M,, S.Ag.
Dindin Syarifudin, SE

Ir. Alexander David Pranata Boer

Yusuf Hasani, $.Pd. M.Si.
Ikhwan. SH

Bolivian Zein, SE.
Ramlan Mardjoned
Noor Muhammad, SE.
Ir. Irwansyah Tanjung
Hasmil Hasan

H. M. Sunding
Syarifudin Igrissa, SE
Nelly Janiarti
Januaransyah, SE

H. Syamsahril
Sarinamde. SH



Departemen - Departemen :

10, Ketua Departemen Kebudayaan
1. Ketua Departemen Hubungan Ke lembagaan Umat
{2. Ketua Departemen Ketenapakesdan & Transportasi
13. Ketva Departemen Sosial & Keschatan Masyarakat
14, Ketus Departemen Perempuan & Perlindungan Anak
15, Kema Departemen Peromahan & Pemokiman

L. Kewa Departemen Pemberdayaan Organisas . Drs. Tumpal Daniel, §

2. Ketuas Depademen Kaderisasi > M. Nur Chaniagi, BAc

3. Kems Departemen Pemenangan Pemilu ¢ Geys Khalifah

4. Ketua Departemen PEMDAGR dan OTDA . Irwan Hasibuan, SE, MS

3. Ketua Departemen Hobungan Luar Negurf . Fathrurrabman, SAz.

6. Ketua Departemen Hukum & Perundang-Undangan | Darmi Marassbessy, SH

7. Ketua Departemen Pembelasn & HAM : H. Fasion, SH

8. Kelua Departemen Hankam : Drs. HM. A Salam. AS_MBA
9. Kewa Departemen Pendidikan . Dirs. Amin Bepyamin

: Ir. Endeng Rudiatin, M 8i

o Drs. H Amiin. 5. Yasie, Lo,

> Drs. Gdih huanda

: DR, Asep Djavancgara

;. Dra. Muniiah Syanwani, MLSi
: in H. Ronni Abdi, MM,

16. Ketua Departemen Perencanaan Perobangunan Nasional : Ahmad Hunen, S.Pd, M Pd.

17. Ketua Depantemen Keuangan & Monster

18, Ketua Departemen Perdagangan & Industss

19, Ketue Departemen Departernen Koperasi & UKM
20, Ketu Departemen Pemberdaysan BUMN

21, Ketua Departomen Energi & Sumber Daya Minerat
22. Ketua Departemen Pertanian

23, Keluz Departormen Kehutanan & Perkebunan

24, Ketua Depantemen Kelautan & Perikenan

25. Ketua Departemen Lingkungan Hidup

26, Ketua Departemen Perhubungan & Transport

27, Ketua Departemen Pariwisata

28. Ketua Departemen Komunikasi & Informasi

29. Kez Departemen Pemuda & Mahasisws

: Harsono, SE

: Yayan Yanuari, SE., MM
: Abmad Rusyds, SE

. Saifisl Bahyj, SE

s Ir. Dedy Wijays, MM

: Ir. Udin Jahudin

i+ O, Chatdes Chairudin T SE
: Sulaimen Pete, SE

. Ir. Tstiana Maftuchah, M.Si
1 Asdi Wardi, SE

: Nati Yolianti, SH

i Hasfi Nasir, SE

: Reza Firmansyah, SE

Partai Bulan.

TIM FORMATUR MUKTAMAR I
PARTAI BULAN BINTANG

)

. H. MS, Kaban, SE., MSi (Kewa / Anggota) POV ccmuat
2. Prof. DR, Yusril thza Mahenda, SH.m, MS¢, (Azzgg __
3. Yasin Ardhy, $H. (Anggotn) 5 ,,,,,,,
4. Hamdan Zoelvs, SH., MH. (Anggota) N
5. Drs. Dwianto Ananias (Anggots)

6. KH. Anwar Sholeh {Angpota)

7. Ir. H. Dionimar Boer {Anggeta)

3. ir. H. Hamid Kuna {Anggota)

9. Drs, Sahar L.. Hassan {Anggota}

PR
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PEMBIDANGAN/JOB KETUA-KETUA TIMFORMATUR MUKTAMAR T
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG FARTAI BULAN BINTANG
{. Didang Pemberydaan Organisasi dan Kaderisasi * Yasin Ardhy, SH 1. H. MS, Kaban, SE., MSi. (Ketua / Anggota)
L. DBidany Pemegang Pemiliban Umom  Ir. Eddy Wahyudin
3. Didang PEMDAGR! dan OTDA : Jamaludin Karim, 84, 2. Prof. DR Yusril Ihza Mahends, SHom, MSc. (AnggofddfeRe3 T .
4. Bidang Hubungan Luar Nogert = Drs. All Muchiar Nozhalin, MSL .
5. Bidaog ko don HAM : Abdurahetan Tardi, SH S Yasin Acdhy, SH. {Anggote) S gy
6. Bidang HANKAM : Mashuri SM. 4. Hamdan Zoelva, SH., MH. {Anggota)
7. Bidang Fendidikan dan Kehudayaan : Apus Dwiwarso, SH., MH. :
8. Bidang Hubungan Kelembagazn Uma : H.M. Syarifin Maloko, SH., MM M31 5. Drs. Dwianto Ananias { Anggota)
9. Bidang Ketenagakerjaan dan Tragsmigrasi : Janzi Sofysn 6. KH. Anwar Sholel (Anggota)
0. Bidang Susial dun Keschutsn Mofarakat : Dr. Andri Jaya Kornia
1. Bidang Pemberdayusn Perempuan dan Perlindongan Anak : Dra. Andi Nuns! Jansal, Le. 7. Ir. H. Djonimar Boer (Anggota}
12, Bidang Perumahan dan Pemukiman : DR Firdaus Syam, M4 .
13, Bidang Kevangan dan Moncter : DR. Yusron Thzz, LLM. T i
14, Bidang Perdagongan dan Industri : Ir. H. Diani L. Nasd, MBA 9. Drs, Sahar L. Hassan (Anggota)
13, Didang Koperasi dan UKM + H. Mawardi Abdallah, SE., MM,
16, Bidang Pemberdayaan BUMN : M. Tonas, SE
17, Bidang Enexgi dan Sumuer Daya Mineral + Ir. H, Bambang H. Soewandi
18.  Bidang Pertgnian : H. Hilman Indra, SE., MBA.
19, Bidang Kchutanan dan Perkebunan + Ir. Hj. Rahmi Hidayati
20, Bidang Kelautan dan Perikanan  Ir. Nizar Dachian, MSi
1. Bidang Lingkungan Hidup : Dis. Dwianto Ananias
22, Bidang Perhubungan dan Pariwisata: : . H.M. Suaib Dide, MM,
23, Bidang Komunikasi dan fnformasi : H. Syamsul Rakan Charvago, SH.
4. Bidang Pemyda dan Mahasiswa : M. Faozi SE

i
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SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
No. : SK.PP/449/2005
Tentang
PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEPARTEMEN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAX BULAN BINTANG
PERIODE 1426 - 1431 H/2005 - 2010 M

Bismillahirrahmanirrahim
DEWAN PIMPINAN PUSAT PERTAI BULAN BINTANG

Menimbang : a. Bahwa Partai merupakan sarana perjuangan ummat dalam
rangka mewnjudkan sistem pemerintahan yang bersih dan
demokratis &

b. Bahwa dalam rangka membantuk kelancaran tugas Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, perlu menyusun
Struktut/Susunan dan Personalia Departemen yang berfungsi
sebagai Kelompok Kerja Periode 1426 - 1431 H/
2005 - 2010 M.

c. Bahwa mereka yang dimaksud dalam diktum keputusan
ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagat
Fungsionaris Departemen pada Dewan Pimpinan Pusat
Partai Bulan Bintang.

Mengingat @ 1. Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Pasal 6, Pasal, 7,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal, |5 huruf a, dan Pasal 17 ayat (1).

2. Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal 1)
ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 36 ayat (1).

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Pertai Bulan
Bintang tanggal 13 Juni 2005.
2. Hasil rapat harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan
Bintang tanggal 18 Agustus.

Dengan bertawakkal pada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mengesahkan Susunan Personalia Departemen pada Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2005 - 2010 M
/1426 - 1431 H sebagaimana terlampir.

KEDUA : Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat
keputusan ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatangga : 21 Rajab 1426 H
26 Agustus 2005 M

Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

P

/

H.M. Kaban. SE.,M.51

Drs. Sahar L. Hassan
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SUSUNAN DAN PERSONALIA DEPARTEMEN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

PERIODE 1426 - 1431 H/ 2005 - 2016 M

- Departemen Femberdayaau Organisasi :

TKetua
Wakil Ketsa
Sekrotaris

Anggota

Departemen Kadesirasi :

Ketuz

Wakif Ketua
Sekretaris
Anggota

Drs. Tumpal Daniel S.

¢ H. ,Gataz Permadi Joowone

Saffri Ramadhan, M. $
Samsudin, SH

Budi Kusuma. M.Se.
Ridwan Idris
Chsndr&&ﬁdi Salam
Drs. Raﬁz Idhaq, M.Pd

M. Nur Chaniago, BAg

Mohammad Noch Djurems

Suharman, SE

Abdul Haris, M.Pd.

Pinto Multison Dt. Rajo Malin Penghuiy
Hasby Ma’arif

Drs. Muhaminad Yenan

Harun Faisal, §§

Departemen Pemenangan Pemilu :

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggola

Geys Khalifah
Nasruddin Muhamar
Ega Sarkis

Euis Julacha

KH. Lukman

Fand Alnidrus

Ir. Budi Yagmin Marzuki
Ramlan, SH

-

Partai Bulan...

Pl e o

A

Depariemen PEMDAGRI dan OYDA:

Ketua + Trwan Hasibuag, SE., M.Si
Wakil Ketua Rusian Abdul Gani
Sekretaris Ibrahim Malik Tanjuag, SH
Anggota Faizal, 8E

ir. Andi M. Fadhal
Syabruddin, SE., MM

Suratman Malik, 8B
Departemen Hubuogan Luar Negeri
Ketua 1 Fathurrahman, §.Ag.
Wakil Ketua. Ahmad Kaelany, M.SL
Sekretaris Elfys Pambayun, M.Si

Zaenal Ula

Hagyim Sunge, SE

ismail Aso

Departemen Hukum & Peruadang - Undangan :
Ketua : Darmi Marasabessy, S$H

Wakil Ketua Birs, Afdal Zikri, $4 -
Sekretaris A. Gatar Rehalat, SH
Anggots Marwinde Sibua, SH
M. Amien Sangadji
Nandang Purnama, SH
A, Kasim Rumagutawan, SH
Departemen Pembeiaan & HAM @
Ketua ;- H. Fasiun, §H
Wakil Ketua Achdiat Mihardja, SH
Sekretaris Jify Npawiat Prananto, SH
Anggota Idham Hayat, Sh

Denny Latupono, SH
Budi Utama, SH

H. La Ode M, Sabur, SH
R. Ahmad Waluya, SH
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i
Departemen Hankam : Departeman Keiemgaker;aa;; & Transmigrasi :
Ketua ¢ Prs. HMA. Sslam. AS Ketua Drs, Odih Juanda
Waki Ketua + Drs, H. Indra Cahaya, M.D. SH, M Wakil Ketua . LUdi Subaky
Sekretaris : Kombes {(Pum) Bambang Sutedjo : Sekretaris + M, Azrul Saleh Rumata
Anpgota v Letjend {Pum) Sugiono Anggots © Drs, M. Jafar Anwar, M8
Letiend. (Purn) Sanif Sukirno Pamungkas
Rizal, $H ‘: Syaiful Alam, S.Si
Chairil. SH. MH : M. 8afar, 8E., M.Sc.
Suhadi Irlan Superi, SH
i
Departemen Pendidikan : i Departeman Sosmi & Kesehatan Masyarakat :
Ketua :  Drs. Amin Bunyamin - : Ketua : DR, Asep Dijayanegara
Wakil Ketua +  Budi Santoso, SE , Wakil Ketua : Edi Riyanto, SE
Sekretaris : Drs. Mangiir Nasution, MA ] Sefretaris »  Eti Yuliat
Angoota :  Berlianigesih Kusumawati, SE,, MM, Anggota ¢+ DR. Bambang Widhyatomo
M. Setia® = HM. Daud Gunawan, SE
Imam Tamami i Mahendra
Sinta Wulan ,‘ Dading
Ir. A A Murdhons, SH., MBA Zulfi Syukur, BA
1 -
Departenten Kebudaysan : ! Departemes Pemberdayasa Perempuan & Perlindungan Anaky
Ketua : I Endeng Rudiatin, M.Si . Ketus : Dra. Munifsh Syanwani, M5,
Wakil Ketua 1 Madiish Scieiman Wakil Ketua :  Killvayeni, SE., MM,
Sekretaris 1 Ami Dasrianti Sekrataris :  Hartini Dg. Saido, 8.Ag.
Anggola : R.A. Fatahillab, SE Anggoia :  EBva Kholifah, S.Ag.
Solihin Pure : Sunarti Banru, SE
Rika Yufiana : Hi. RST Nwhasaaah, S.Ag,, MM.
Cecep Supriyaina : Rini Sidi Astuti, S.Ag
Eli idayanti ‘1 Ratna Juwita
Departemen Hu bungan Kelembagaas Umat ¢ 4 Departemes Perumahan & Pemulkiman :
Ketua Drs. H. Amlir 8. Yasin, Lo, ) Ketua : Ir. H. Ronni Abdi, MM,
Wakil Kema : Drs, |smayadi Irnran, MM i Wakil Ketua . Zulfahmi
Sekrotaris . Drs. H. Ahmad Suja’; AS Y Sekeetaris . Safarudin Nusution
Anggota : Sukiran FA. ‘! Anggota v ip Kera Vietns Patro, MM
Dirs. HM, Syah Agusdin d Hendra, 8.Com
Drs. 8adriman B M. Musni
Dra, Emi Baroroh : Ahmad Rifui'i Pohan, M.8i
Ir. Dani Firmantara ] Septiani, SH

. ' P
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Dcpartcmen Perencanaan Pembangunan Nasional ;
Ahmad Hunen, S.Pd. M.Pd.

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Deru Samudera Risa, SE
Pahlevi, SE

Sonny Unggara, SE

N. Nita Hikmayanti

R. Sugeng Purnomo
Syafriadi, SH

Departemen Keuangau & Moneter :

Ketua

Wakil Ketua
Sekrataris
Anggota

Harsono, SE

Alvin Azhar, SE., MM.
Fadil

Junaedl

Herian EP.A.R, SE
Toni Hidayat Amran
Nur Khalim

Yusuf manu

Departemen Perdagangan & Industri :

Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Yayan Yanuari, SE., MM.

Rona Lubis, SE
Mazlan Halim

Rina Raflina, S.So0s.
Umar Usman, SE., MM
Abdul Haiim, SE

H.M. Rapiddin Hamoes
Fjtanos, SE

Departemen KOperasn & UKM :

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Ahmad Rusydi, SE
Musliar Zen Djamil
Ahmad Sukatmaja
Sari Kusumawati

Agus Surono

Doni Ikhsan Hendarman
Basriec Ahmad
Mahdi Djayakarta Indra

Partai Bulan.

Departeman Pemherdayaan BUMN :

Ketua . Saiful Bahri, SE
Wakil Ketua : M. Sholihin, S.Ag
Sekrataris : Furgon, SE
Anggota . Edy.Eriansyah, S.Sos
Sutisno, S.Sos., MM
Taufiq Syafii
Sempurmna Bahri, SE, Ak.
Arif Hidayat, SE
Departemen Ellel"gl & Sumber Daya Mineral :
Ketua Ir. Dedy Wijaya, MM.
Wakil Ketua . Ir. Darus Kurniadi, MM
Sekretaris . Alfian Zulham Siregar, ST
Anggota : Rahman Yasin, S.Ag.

M. Khaharudin Zakky, SE., MM.
Yahya Mahmud, M.Si
A. Rasyid Mapparenta, SE., M.Si

Departemen Pertnman
Ketua . Ir. Udin Jahudin
Wakil Ketua :  Arie Pujianto, SH
Sekrataris - Dudu Abdusshomad. HM
Anggota :  Drs. Karman Noor
Umroh Muslim, SP.
Lugman Hakim, SE., MM.

Cholisoh, SH.
Haryo Wibowo, SH

Departemen Kehutanan & Perkebunan

Ketua . Q. Charles Chairudin T.

Wakil Ketoa . DR. Ir. Irwan Aminudin., M.Si.

Sekretaris . Drs. Achsanul Haq Dault

Anggota . Drs. Fachruddin Mangunjaya
Drs. Imawan

Ir. . Hermowo
Rusdi Sunuraya, SE

Azalia Afiff, SH., MH
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